PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2023 o

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)

KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024

TR 4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Menimbang

4

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2024 disusun secara konkrit dan
sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Tahun
2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD)
Tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 050/473/11/Bapplitbang tanggal
27 Juni 2023 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir
RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
323);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 59);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor139);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 23);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023
Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan  unsur pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kapuas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2024.



BAB I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dokumen perencanaan tahun 2024 yang merupakan
penjabaran dari RPJMD, Pemerintah Daerah menyusun
RKPD Tahun 2024 dengan melakukan pemetaan program
dan kegiatan sesuai dengan Kklasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, hasil pemetaan menjadi bagian
muatan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
Kabupaten Kapuas.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai
berikut :

a. Babl : Pendahuluan;

b. Bab 1l : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Bab Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan
Daerah;

d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;

e. BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah;

f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan

g. Bab VII : Penutup.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
menguraikan Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu
masing-masing program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024, yang diusulkan melalui
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan
setiap Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas untuk
memfinalkan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024
dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2024.
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Pasal 4

Nalam hal RKPD yang diletapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten dengan DPRD tentang Kebijakan Umum
(KUA) Tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, maka
Pemerintah Kabupaten menggunakan Program dan Kegialan
hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
dengan DPRD,

BAB I1l11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan menempatkannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
adastqnocal 3 Jull 2023

Diundangkan di Kuala Kapuas

pada tanggal 3 Jul 2023

ABUPATEN KAPUAS,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan
dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di tahun berkenaan, dimana Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026
merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPD di tahun berkenaan
menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan
dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam
sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kabupaten Kapuas tahun 2024
mencerminkan komitmen dan upaya daerah dalam mewujudkan target capaian
pembangunan daerah tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan tersebut,
selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan
urusan yang diampu masing-masing.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja
Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Memperhatikan juga Tujuh
Prioritas RPJMN dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan
wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah
meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang
mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan
(Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP,

hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya; hasil evaluasi capaian kinerja RKPD
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Tahun 2022; serta tujuan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Kapuas
Tahun 2024-2026. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.
Dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan
dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan,;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan,;

d. Pelaksanaan Musrenbang

€. Perumusan rancangan akhir;

f. Penetapan.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per
tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan
daerah dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat

Daerah. Berikut tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas

KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

RPJP PEDOMAN RPJM DUABARKAN
NASIONAL NASIONAL ' RKP

DIPERHATIKAN | | DIACU/DISERASIKAN
| L/
PEDOMAN DUABARKAN
RPJP DAERAH \_. reompaeraH | L | RKPD
L 7
5 TAHUN
20 TAHUN DIACU 1 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA RENJA
—
SKPD SKPD
PEDOMAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten

1.2 Dasar Hukum

Kapuas Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Tahun2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunandan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahlin 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2023 Nomor 2023);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 73);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2023 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kapuas tahun 2024 memperhatikan keterpaduannya

terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (PPD), juga menjabarkan

agenda dari perencanaan pembangunan nasional (PPN) dan perencanaan

pembangunan provinsi (PPP). Mempedomani dokumen-dokumen tersebut dalam

penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan
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prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dengan prioritas pembangunan Daerah
Tahun 2024. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan
daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam
RKP serta program strategis nasional lainnya. RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024
menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD). Disamping itu, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keterhubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan
RPJPD

v

Renstra €= RP]MD/RPD

RKA-SKPD = == =$ Rancangan
v

DPA-SKPD = APBD

Dari gambar 1.2. di atas, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan
tahunan, RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 disusun dengan menjaga keterkaitan
(linkage) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan
daerah dan nasional, serta keterkaitannya dari sisi penganggaran. Keterkaitan dan
konsistensi dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar

dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

1.4 Maksud dan Tujuan
RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah materi dasar penyusunan
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan Maksud adalah :
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Menjabarkan arahan umum RPJPD Tahun 2005-2024 dikaitkan dengan
hasil kajian mengenai isu isu stategis yang diperkirakan akan berdampak
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024;
Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi
prioritas pembangunan daerah;

Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana
pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan

pembangunan;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Kabupaten Kapuas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.

10.

Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih
tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Kapuas pada
tahun anggaran 2024 mendatang;

Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2024,
berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan
DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJPD
dan RPJMD, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi
masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga
eksekutif dan lembaga legislatif;

Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah
Daerah;

Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara
eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah
yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2024;

Mendorong paritisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam
pembangunan jangka pendek;

Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran
2024;

Menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka
penentuan kegiatan prioritas.

Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2024;

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat
pemerintahan;

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya dalam pembangunan daerah;
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1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024 ini terdiri dari 7

(tujuh) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan
tujuan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan (2020) serta
permasalahan pembangunan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan
ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah

beserta kerangka pendanaan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, dan kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program
dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun

perencanaarn.

PENUTUP

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 -8



BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Wilayah
Gambaran mengenai kondisi umum Kabupaten Kapuas dilihat dari aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,

serta aspek daya saing daerah sebagaimana berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Kapuas dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek geografi
merupakan informasi spasial dan mendasar tentang bagaimana karakteristik
wilayah Kabupaten Kapuas berperan dalam pembangunan daerah, baik kaitannya
dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan
lahan untuk pembangunan daerah. Lebih lanjut, akan dilihat pula berbagai potensi
pengembangan wilayah dan demografi yang mencakup perubahan penduduk,
komposisi, dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam

waktu tertentu.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Wilayah
Gambaran kondisi geografi wilayah Kabupaten Kapuas dijabarkan sebagai
berikut:
A. Administrasi Wilayah
Secara geografis, Kabupaten Kapuas terletak pada 00 8’ 48”-30 27’ 00” LS dan
1130 2’ 367-1140 44’ 00” BT yang secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian,
yakni: daerah sebelah utara (meliputi 6 kecamatan) merupakan daerah dataran
tinggi yang berbukit dengan ketinggian antara 100-500 m/dpl, an daerah sebelah
selatan (meliputi 11 kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan
rawa-rawa dengan ketinggian 0-50 m/dpl. Secara administratif, batas wilayah
Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
e Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara;
e Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan;

e Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; dan
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e Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Selatan.

Secara yuridis formal, Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai
Undang-Undang. Seiring dengan dinamika pembangunan wilayah dan aspirasi
serta kebutuhan, sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3
(tiga) kabupaten, yakni: Kabupaten Kapuas (kabupaten induk), Kabupaten
Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas (kabupaten hasil pemekaran) yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

Secara umum luas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu
14.999 Km?2 atau 9,77 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 17 (tujuh belas)

kelurahan, dan 214 (dua ratus empat belas) desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Luas Persentase
No Kecamatan (Km2) Luas
Wilayah
1 Kapuas Kuala 360,62 2,40%
2 Tamban Catur 66,38 0,44%
3 Kapuas Timur 202,00 1,35%
4 Selat 111,74 0,74%
5 Bataguh 282,26 1,88%
6 Basarang 206,00 1,37%
7 Kapuas Hilir 91,00 0,61%
8 Pulau Petak 135,00 0,90%
9 Kapuas Murung 288,45 1,92%
10 | Dadahup 202,55 1,35%
11 | Kapuas Barat 480,00 3,20%
12 | Mantangai 6.128,00 40,86%
13 | Timpah 2.016,00 13,44%
14 | Kapuas Tengah 1.146,00 7,64%
15 | Pasak Talawang 687,00 4,58%
16 | Kapuas Hulu 1.274,00 8,49%
17 | Mandau Talawang 1.322,00 8,81%
KABUPATEN KAPUAS 14.999,00 100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2022

Namun, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun
2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Kapuas adalah 17.033,646 km?2 yang
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terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan dengan 17 (tujuh belas) kelurahan dan

214 (dua ratus empat belas) desa. Luasan tersebut dengan keterangan Luas

Wilayah Indikatif PGP sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-

BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. Dikarenakan segmen batas

Kabupaten Kapuas dari 6 segmen masih ada 2 segmen yang belum ditetapkan

dalam Permendagri tentang Batas Daerah, yaitu antara :

1) Kabupaten Kapuas dengan kabupaten Barito Utara; dan

2) Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Kuala Prov. Kalimantan
Selatan,

Maka luas wilayah Kabupaten Kapuas masih bersifat tentatif (dapat berubah)

menyesuaikan batas daerah yang akan ditetapkan pada akhir tahun 2023.

Sementara itu, keadaan orbitasi di Kabupaten Kapuas saat ini yaitu terdapat
jarak yang cukup jauh antara ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten,
misalnya Ibu Kota Kecamatan Mandau Talawang di Sei Pinang (362 Km), Ibu Kota
Kecamatan Kapuas Hulu di Sei Hanyo (342 Km), Ibu Kota Kecamatan Kapuas

Tengah di Pujon (252 Km) dan Ibu Kota Kecamatan Timpah di Timpah (215 Km).

Tabel 2.2 Jarak Antar Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Jarak ke Ibu
No Kecamatan Kota Kabupaten
Kecamatan
(Km)
1 Kapuas Kuala Lupak Dalam 59,00
2 Tamban Catur Tamban Catur 47,00
3 Kapuas Timur Anjir Serapat 21,00
4 Selat Kuala Kapuas 0,00
S Bataguh Bataguh 20,50
6 Basarang Basarang 8,00
7 Kapuas Hilir Barimba 9,50
8 Pulau Petak Sei Tatas 16,00
9 Kapuas Murung | Palingkau 25,00
10 Dadahup Dadahup 48,00
11 Kapuas Barat Mandomai 23,00
12 Mantangai Mantangai Tengah 83,00
13 Timpah Timpah 215,00
14 Kapuas Tengah | Pujon 252,00
15 Pasak Talawang | Jangkang 289,00
16 Kapuas Hulu Sei Hanyo 342,00
17 | Mandau Sei Pinang 362,00
Talawang

Sumber: BPS, Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2022

B. Topografi Wilayah
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Topografi Kabupaten Kapuas terdiri atas 2 (dua) wilayah, yakni wilayah bagian
utara dan selatan. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan
ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat
kemiringan antara 8-15 derajat. Sedangkan pada bagian selatan terdiri dari
pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter dari permukaan air
laut yang mempunyai elevasi 0-8 persen serta dipengaruhi oleh pasang surut dan
merupakan daerah yang berpotensi banjir cukup besar terutama pada saat air

laut pasang/naik.
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Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kapuas
C. Geologi Wilayah

Secara fisiografis regional, daerah Kabupaten Kapuas berada pada Cekungan
Barito yang pada bagian utara - barat laut dibatasi oleh Pegunungan Schwaner-
Muller, bagian timur oleh Pegunungan Meratus, dan timur laut oleh Cekungan

Kutai (Daerahnya berupa perbukitan tidak teratur yang terpisahkan oleh dataran
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rendah berawa-rawa dengan sungai utama adalah Sungai Kapuas. Arah umum
aliran sungainya dari utara ke selatan (Nila etal., 1995). Pada jarak lebih kurang
100 kilometer, perbedaan ketinggian sungai utama antara hulu dan muara hanya
30 meter, maka sungai utama tersebut banyak membentuk kelokan.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Kapuas dapat dikelompokkan menjadi 4
(empat) ordo, 13 (tiga belas) group, dan 15 (lima belas) sub-group macam tanah.

Keempat ordo tersebut adalah: histosol, entisol, inceptisol dan ultisol.

D. Hidrologi Wilayah

Wilayah perairan di Kabupaten Kapuas meliputi danau, rawa, beberapa sungai
besar dan kanal. Nama dan panjang sungai yang melintasi Kabupaten Kapuas,
yakni:

a) Sungai Kapuas Murung, dengan panjang * 66,38 Km.

b) Sungai Kapuas, dengan panjang + 600,00 Km.

c) Daerah pantai/pesisir Laut Jawa, dengan panjang + 37 Km.

Kabupaten Kapuas juga memiliki 4 (empat) buah anjir/kanal, yaitu:

e Anjir Serapat sepanjang * 28 Km (menghubungkan Kuala Kapuas menuju
Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 14 Km dan wilayah
Kalimantan Selatan 14 Km).

e Anjir Kalampan sepanjang 14,5 Km (menghubungkan Kota Mandomai
Kecamatan Kapuas Barat ke Pulang Pisau wilayah Kabupaten Pulang Pisau
mengarah ke Palangkaraya).

e Anjir Basarang sepanjang + 24 Km (menghubungkan Kuala Kapuas ke wilayah
Pulang Pisau).

e Anjir Tamban sepanjang + 25 Km (menghubungkan Kuala Kapuas menuju
Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 Km dan wilayah
Kalimantan Selatan 12 Km).

E. Klimatologi Wilayah

Kabupaten Kapuas termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan

temperatur berkisar antara 21-23 derajat Celcius dan maksimal mencapai 36

derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dengan sumber daya

air cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang
menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan

Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai

dengan Agustus. Iklim di Kabupaten Kapuas diamati dengan 8 stasiun

meteorologi (pos pengamatan) di Tamban Catur, Bataguh, Basarang, Kapuas
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Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung, dan Dadahup. Pada tahun 2020,
berdasarkan amatan dari kedelapan stasiun meteorologi didapatkan hasil bahwa
bulan Desember menjadi bulan dengan hari hujan terbanyak dengan hari hujan
terbanyak berada di Pulau Petak (pos pengamatan Narahan) dengan 199 hari
hujan pada tahun 2020.

F. Penggunaan Lahan
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas
Tahun 2022, penggunaan lahan Kabupaten Kapuas terbagi atas 2 (dua) wilayah
yaitu Selatan dan Utara. Kabupaten Kapuas wilayah Selatan yang mencakup 11
(sebelas) kecamatan memiliki karakteristik pasang surut (rawa) yang berpotensi
untuk lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sementara wilayah
Utara yang mencakup 6 (enam) kecamatan memiliki karakteristik berbukit-bukit
sangat sesuai untuk lahan perkebunan, kehutanan, peternakan dan
pertambangan.
Penggunaan lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039
terdiri dari:
1. Kawasan Lindung;
a) Kawasan gambut terdapat di Kecamatan Timpah dan Mantangai seluas
73.200 Ha.
b) Kawasan pelestarian alam, terdapat di Kecamatan Mantangai dan Timpah
seluas 128.296 Ha.
2. Kawasan Budidaya;
a) Pertanian, tersebar di seluruh kecamatan.
b) Perikanan tangkap dan budidaya, tersebar di seluruh kecamatan, terutama
di Kecamatan Kapuas Kuala dan Timpah.
c) Perkebunan besar, tersebar di seluruh kecamatan.
d) Kawasan hutan produksi terdapat di Kecamatan Mantangai, Timpah,
Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu dan Mandau Talawang.
e) Kawasan pertambangan terdapat di seluruh kecamatan sesuai dengan jenis
dan potensi tambang.
f) Kawasan pariwisata mencakup wisata alam dan wisata buatan yang
tersebar di seluruh kecamatan.
g) Kawasan permukiman terdiri dari kawasan perkotaan dan perdesaan.
h) Kawasan Industri di Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala dan kluster

industri tersebar di seluruh kecamatan.
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2.1.1.2 Potensi Pengembangan Lahan
Kawasan budidaya adalah kawasan yang dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Kawasan budidaya di Kabupaten Kapuas yang memiliki potensi untuk
pengembangan dan mendukung perekonomian daerah, yaitu:
1. Kawasan hutan produksi
a. Kawasan hutan produksi tetap
Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap dilakukan dengan prinsip
softlanding, yaitu mengatur jumlah tebangan pada tiap periode guna
memberikan kesempatan kepada hutan untuk memperbaiki alam sehingga
tercapai keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan hutan. Kawasan Hutan
produksi tetap terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Tengah dan
Mantangai dengan total luas 823.904 Ha.
b. Kawasan hutan produksi terbatas
Pemanfaatan dilakukan secara terbatas serta mempertimbangkan
keberadaan kawasan permukiman transmigrasi yang ada disekitar kawasan
hutan. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan Kapuas Hulu
dengan total luas 499,684 Ha.
c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dipergunakan untuk
pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan. Kawasan ini terdapat di
Kecamatan Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Timpah dan Mantangai dengan
total luas 170.917 Ha.
2. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas
dengan total luas 3.528,84 Ha.
3. Kawasan pertanian
a. Pertanian dan Hortikultura
Kabupaten Kapuas merupakan daerah penghasil bahan pangan terutama
beras dengan luas lahan untuk sawah 92.986 Ha dengan padi sawah seluas
88.752 Ha dan padi ladang seluas 3.884 Ha. Sedangkan untuk subsektor
hortikultura, luas panen yang terluas dikembangkan pada komoditas cabe
merah (568 Ha), cabe rawit (466 Ha), kacang panjang (304 Ha), bayam (182
Ha), kangkong (201 Ha), terong (230 Ha), dan ketimun (187 Ha).
b. Kawasan Perkebunan
Komoditas perkebunan yang umumnya dikembangkan di Kabupaten Kapuas

adalah karet, kelapa, kelapa sawit dan kopi. Tanaman karet merupakan
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tanaman dengan luas tanaman terbesar di Kabupaten Kapuas yang mencapai
31.133,30 Ha pada tahun 2020.

Peternakan

Komoditas peternakan yang umum dikembangkan di Kabupaten Kapuas,
terdiri dari beberapa jenis ternak dengan komoditas peternakan yang cukup
tinggi produktivitasnya seperti sapi, kambing, babi, ayam kampung, ayam
pedaging, itik dan itik manila. Peternakan ayam buras menjadi komoditi
terbesar dengan populasi pada tahun 2020 mencapai 536.356 ekor, disusul

ternak ayam kampung mencapai 247.761 ekor.

4. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kapuas, meliputi:

a.

Kawasan perikanan budidaya, meliputi: perikanan budidaya air payau,
perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya laut yang terletak di
seluruh kecamatan, baik pada kawasan lindung maupun kawasan budidaya
lainnya.

Kawasan penangkapan ikan laut, terletak di daerah Kecamatan Kapuas
Kuala.

Kawasan pengelolaan perikanan sungai, danau dan rawa tersebar di seluruh
kecamatan, utamanya berada di Kecamatan Mantangai, Timpah dan Kapuas

Tengah.

5. Kawasan pertambangan

Kawasan pertambangan hanya dapat dikembangkan secara terbatas. Pelaku

kegiatan pertambangan diwajibkan untuk membangun fasilitas keamanan dan

pengamanan serta barier hijau (non permanen) dan akses khusus. Kawasan

pertambangan di Kabupaten Kapuas, meliputi:

a.

Kawasan peruntukan pertambangan besar, terdiri dari:

= Batu bara, terletak di Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas Hulu, Pasak
Talawang, Kapuas Tengah, Timpah, dan Mantangai;

= Emas, terletak di Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah;

= Batu gamping, di Kecamatan Kapuas Tengah;

= Pasir kuarsa, terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah dan
Mantangai;

= Pasir zircon, terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah dan
Mantangai;

= Kaolin, di Kecamatan Timpah dan Mantangai; dan

= Pasir sungai, di semua Kecamatan yang dilintasi Sungai Kapuas dan

Kapuas Murung.

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 9



b. Wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan.
6. Kawasan industri,terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan industri/industrial estate, yang mencakup industri
besar dan menengah yang berada di Batanjung.

b. Kawasan peruntukan klaster industri di luar kawasan industri, yang
mencakup industri menengah dan industri kecil yang tersebar di seluruh
daerah Kabupaten Kapuas.

c. Industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan
industri.

7. Kawasan pariwisata, mencakup:
a. Kawasan peruntukan pariwisata alam
b. Kawasan peruntukan pariwisata buatan
8. Kawasan permukiman

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi 1 ibu

kota kabupaten, 17 ibu kota kecamatan, 17 kelurahan, 214 desa dan dusun serta

permukiman lain.
9. Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, yaitu pengembangan kawasan
komersial dengan kegiatan perdagangan skala besar, sedang dan rumah
tangga yang tersebar di seluruh ibu kota kecamatan,;

b. kawasan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang meliputi:
kawasan perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan, ruang
olah raga, seni dan budaya serta jaringan sarana dan prasarana pelayanan
dasar yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan dan keamanan, mencakup:
Komando Distrik Militer (KODIM) Kuala Kapuas di Kecamatan Selat dan
Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh kecamatan di

wilayah Kabupaten Kapuas.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, kawasan rawan
bencana yang terdapat di Kabupaten Kapuas meliputi:
A. Kawasan rawan gelombang/pasang surut air laut yang meliputi seluruh kawasan
pesisir di Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Selat;
B. Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Mandau Talawang, Kapuas
Hulu, Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Dadahup, Kecamatan

Kapuas Murung dan Kecamatan Mantangai;
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C. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Basarang,
Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur,
Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Pulau Petak,
Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat dan
Kecamatan Mandau Talawang; dan

D. Kawasan rawan tanah longsor meliputi daerah di Kecamatan Mandau Talawang,
Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan
Kecamatan Pasak Talawang.

2.1.1.4 Demografi

Pembahasan demografi meliputi komposisi jumlah penduduk, distribusi, dan

kepadatan penduduk.

A. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Gambaran kependudukan sebuah wilayah sangat menentukan pembangunan
daerah karena sumber daya manusia berperan sebagai pelaksanaan sekaligus
sasaran dalam pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melihat
karakteristik demografi suatu wilayah sebagai bentuk pengkajian potensi sumber
daya pembangunan yang pada akhirnya dapat berguna untuk menentukan arah
kebijakan ke depan.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Kapuas adalah wilayah dengan luas
17.033,646 km?2 dengan jumlah penduduk mencapai 411.979 jiwa pada tahun
2022. Namun, berdasarkan data BPS yang tertuang pada Kabupaten Kapuas
Dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2022

mencapai 423.210 jiwa.
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Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2022

250,000
200,000
150,000

100,000

Jumlah (Jiwa)

50,000

2016 = 2017 | 2018 2019 2020 @ 2021 2022
m Laki-laki 179,248 180,742 182,073 183,396 211,973 214,800/ 218,291

Perempuan 171,795 173,102 174,309 175,424 198,473 201,400 204,919

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2022
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas pada Tahun 2021 mencapai 416.200
jiwa yang terdiri dari perempuan 201.400 jiwa, dan 214.800 jiwa laki-laki.
Jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas secara umum mengalami kenaikan,
dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2,30%, kemudian
terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,26% pada tahun
2021. Kenaikan jumlah penduduk diiringi dengan kenaikan jumlah rumah
tangga. Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 90.550 RT
meningkat menjadi 106.461 RT pada tahun 2021. Perkembangan jumlah
penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2022 disajikan pada grafik diatas.

Komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat
dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk dapat digunakan untuk
melihat produktivitas maupun analisis keberhasilan program kependudukan
selama ini misalnya Keluarga Berencana. Jika dilihat dari bentuk piramida
penduduk, penduduk Kabupaten Kapuas berada pada kondisi stationary, artinya
tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga pertumbuhan penduduk
berlangsung statis atau tidak tumbuh. Penduduk terbanyak berada pada usia
produktif yaitu 15 sampai 34 tahun. Artinya, usia muda cukup banyak dimana
kondisi ini dapat dilihat sebagai potensi bahwa Kabupaten Kapuas memiliki

sumber daya produktif yang dapat menunjang pembangunan.
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Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas

Tahun 2022

75+ 3274 3603
70-74 3373 3558
65-69 5246 4952
60-64 7867 7386
55-59 10308 9541
50-54 12770 12391
45-49 14644 14125
40-44 16125 15122
35-39 17155 15977
30-34 19030 16897
25-29 19605 17875
20-24 20153 18890
15-19 19901 18483
10-14 18025 16906

5-9 16315 15354

0-4 14499 13859

Perempuan = Laki-laki

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Kapuas Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Disisi lain, pada rentang 0 hingga 19 tahun memiliki ketergantungan yang cukup
tinggi pada akses pendidikan dan kesehatan yang merupakan tanggung jawab
pemerintah dalam penyediaan akses dasar tersebut. Sehingga, penyusunan
program pemerintah harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan akses terhadap layanan dasar. Berikut adalah grafik yang
menunjukkan piramida penduduk di Kabupaten Kapuas Tahun 2020.

Sex Ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah
penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-
laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna
untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender,
terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan
perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan
berwawasan gender. Sex ratio penduduk Kabupaten Kapuas cenderung stabil di
rentang 104%-107%. Nilai sex ratio lebih dari 100% ini menunjukkan jumlah
penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.
Secara rinci, data jumlah penduduk menurut sex ratio di Kabupaten Kapuas

disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Data Sex Ratio Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2022
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Penduduk

No | Tahun Laki-laki Perempuan (jiwa) Jumlah Sex

(jiwa) (jiwa) Ratio
1 2016 179.248 171.795 351.043 104%
2 2017 180.742 173.102 353.844 104%
3 2018 182.073 174.309 356.382 104%
4 2019 183.396 175.424 358.820 105%
5 2020 211.973 198.473 410.446 107%
6 2021 214.802 201.379 416.181 107%
7 2022 218.291 204.919 423.210 107%

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Ditinjau dari distribusi penduduknya, Kabupaten Kapuas memiliki kepadatan
penduduk yang rendah yaitu sebesar 28 jiwa/km?2 pada tahun 2021. Terdapat 3
kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Selat,
Mantangai, dan Bataguh, dimana kecamatan paling padat adalah Kecamatan
Selat dengan kepadatan penduduk 642 jiwa/km?2 dan terendah di Kecamatan
Mandau Talawang sebesar S jiwa/km?2. Kecamatan Tamban Catur dan Kapuas
Hilir memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Kapuas namun kepadatan
penduduknya cukup tinggi diantara kecamatan lainnya. Kecamatan dengan
kepadatan penduduk tinggi sejak Tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu Selat,
Tamban Catur, dan Pulau Petak.

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kapuas Tahun

2019 - 2022
2019 2020 2021 2022
Kep Kep
Luas adat adat Kepada ';2'::
Kecamatan | Wilayah Jumlah an Jumlah an Jumlah tan Jumlah n
(km2) Penduduk | Pen | Penduduk | Pen | Penduduk | Pendud | Penduduk
Pend
dud dud uk
uduk
uk uk
Eﬁg:fs 360 22660 | 63 22000 | 61 22.000 61 22200 | 117
Ez’tztr’a” 66 7.203 | 261 16.800 | 253 17.200 259 17.700 | 267
?fnﬁ’l‘jfs 202 31.325 | 155 30.000 | 149 30.800 152 31700 | 157
Selat 112 71336 | 638 69.800 | 625 71.700 642 73900 | 661
Bataguh 282 44098 | 156 42200 | 150 42.300 150 42500 | 151
Basarang 206 24328 | 118 23600 | 115 23.800 116 24000 | 117
Kapuas Hilir 91 15357 | 169 14600 | 160 15.000 165 15400 | 169
Pulau Petak 135 23760 | 176 23.000 | 170 23.200 172 23400 | 173
m‘:b‘ﬁ; 288 20638 | 103 28400 | 98 28.600 99 28.900 | 100
Dadahup 203 13518 | 67 13500 | 67 13.500 67 13600 | 67
ggf:tas 480 2741 | 47 21900 | 46 22.300 46 22.800 48
Mantangai 6.128 43717 7 45.300 7 45.600 7 45.900 7
Timpah 2016 11741 6 12.000 6 12.300 6 12.600 6
Kapuas
Tongah 1.146 17999 | 16 18200 | 16 18.600 16 19.100 17

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 14



2019 2020 2021 2022
Kep Kep
Luas adat adat Kepada 52?:
Kecamatan | Wilayah Jumlah an Jumlah an Jumlah tan Jumlah n
(km?) Penduduk | Pen | Penduduk | Pen | Penduduk | Pendud | Penduduk
Pend
dud dud uk uduk
uk uk
Pasak 687 8700 | 13 10.700 | 16 10.700 16 10.700 | 16
Talawang
Kapuas Hulu 1.274 10.636 8 11.700 9 11.800 9 11.900 9
Mandau 1322 6771 | 5 6700 | 5 6.900 5 7000 | 5
Talawang
Total 14.999 405.618 28 410.400 27 416.300 28 423.210 28

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan faktor pembangunan yang penting
untuk diperhatikan. Aspek ini meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, dan sosial budaya. Beberapa indikator penting untuk
mengetahui kondisi perekonomian antara lain: penilaian Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Indikator sosial budaya
termasuk angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, lama harapan sekolah,
kelompok kesenian, dan sarana olahraga. Berikut ini merupakan penjelasan secara

rinci dalam sub bab aspek kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten

Kapuas dijabarkan sebagai berikut:

A. Pertumbuhan PDRB
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat regional/provinsi
menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah
dari hasil aktivitas ekonomi pada suatu waktu tertentu (BPS). Dengan kata lain
PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan
menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.
Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi
seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta
semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Data PDRB Kabupaten Kapuas menggunakan data BPS untuk analisis
perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kapuas dengan penilaian harga
konstan maupun harga berlaku. PDRB harga konstan (riil) yang dapat
dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke

tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan
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sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk

menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori

ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang

menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas

dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata

ekonomi per kapita.

Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kapuas 2017 - 2022 (Milyar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021* 2022**
Pertanian,

A Kehutanan, dan 3.560,3 3.826,1 4.205,3 4.329,1 47378 5175,0
Perikanan
Pertambangan dan
Pengaalian 1.756,7 2030,8 2034,2 1549,2 21994 5022,5

C Industri Pengolahan 1.581,7 1.766,5 1.930,7 2.176,3 2.551,0 29524
Pengadaan  Listrik 101 12,2 13,2 15,3 169 1741
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan

E Sampah, Limbah dan 9,2 10,1 10,7 12,0 13,3 15,6
Daur Ulang

F Konstruksi 1.126,2 1.256,7 1.380,5 1.298,8 1.483,5 1656,7
Perdagangan Besar

G dan - Eceran | 51538 | 24663 | 28227 | 27915 | 28845 | 31909
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

H Transportasi — dan 497.9 578,8 676,8 697.1 750,4 803,0
Pergudangan
Penyediaan

| Akomodasi dan 235,5 262,4 278,8 262,6 2745 298,2
Makan Minum

J Informasi — dan 1337 1463 158,0 1745 1917 1945
Komunikasi

K Jasa Keuangan dan 506,0 51,1 61,3 656,9 719.7 806,6
Asuransi

L Real Estat 4209 482,2 513,6 5247 5424 553,8

MN Jasa Perusahaan 3,8 43 4.8 45 438 52

0 Administrasi
Pemerintahan, 4986 556,9 6213 646,8 7297 732,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 7148 796,3 880,2 917,2 934,5 985,0

Q Jasa Kesehatan dan 270,2 304,8 334,9 3471 399,1 439,0
Kegiatan Sosial

R,S,TU Jasa Lainnya 112,1 1256 140,0 140,5 145,3 149,8

ProdukDomestikReglonal | 135615 | 151776 | 166188 | 165441 | 185786 | 229981

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Keterangan: * angka sementara

**) angka sangat sementara

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha meningkat

selama kurun waktu 2017-2022. Kecuali pada tahun 2020 yang cenderung
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menurun (16,54 triliun rupiah) akibat kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di
seluruh dunia dan Indonesia pada tahun 2020 mulai akhir Triwulan I 2020 turut
mempengaruhi pencapaian PDRB. Namun pada tahun 2021, angka sementara
nilai PDRB mencapai angka 18,57 triliun rupiah hingga tahun 2022 mencapai
22.998 triliun yang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi pada setiap sektor
lapangan usaha pasca pandemi. Lima tahun terakhir tiga lapangan usaha
dominan yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan industri pengolahan.
Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang terus konsisten
mengalami kenaikan meskipun dalam keadaan pandemi. Nilai PDRB berdasar
ADHB dapat dicermati pada tabel berikut.

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar
2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2017-2021. Pada
tahun 2019 mencapai 10,91 triliun, pada Tahun 2018 mencapai sebesar 10,1
triliun Rupiah, dan pada Tahun 2017 mencapai 9,5 triliun rupiah. Pada Tahun
2020, dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 diperkirakan nilai PDRB ADHK
sempat turun menjadi sebesar 10,7 triliun Rupiah, namun pada Tahun 2021
terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 11,3 triliun Rupiah. Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi sektor unggulan PDRB di Kabupaten
Kapuas. Sektor dan peningkatan PDRB secara lengkap dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2017 - 2022 (Milyar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021* 2022**

Pertanian,

A Kehutanan, dan 2.372,8 2.489,5 26479 2.679,3 2.753,7 2.776,3
Perikanan
Pertambangandan | 1695 | 17992 | 10427 | 17492 | 18869 | 23737
Penggalian
Industri Pengolahan 1.035,0 1.126,8 1.207,5 1.297,6 1.345,8 1.398,1
Pengadaan Listrik 74 84 8,9 10,1 10,8 10,9
dan Gas
Pengadaan Air, 57 59 6,0 6,7 6,8 73

E Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

F Konstruksi 793,1 829,8 880,0 809,8 8724 9446
Perdagangan Besar

G Eceran; Reparasi 1.399,6 15124 16407 1.607,0 16364 17039
Mobil dan Sepeda
Motor

H Transportasi dan 3240 352,9 3844 3047 M5 437.2
Pergudangan
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Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021* 2022**
Penyediaan 1541 165,4 1717 159,6 163,7 173,7
| Akomodasi dan
Makan Minum
J Informasi dan 105,1 112,2 117,2 128,5 139,9 140,7
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 362,6 381,0 4053 4353 466,4 4855
Asuransi
L Real Estat 2580 2725 285,1 2878 288,0 290,3
M,N Jasa Perusahaan 2,6 2,8 3,0 28 29 3,0
0 Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 336,7 355,5 393,8 389,6 4493 4554
Jaminan Sosial
Waijib
P Jasa Pendidikan 4704 502,8 538,7 559,6 564,5 588,5
Q Jasa Kesehatan dan 178,2 189,6 1974 199,8 2223 230,7
Kegiatan Sosial
RS, TU Jasa Lainnya 70,7 75,7 81,2 80,5 80,7 82,3
Produk Domestik Regional Bruto 9.515,6 10.182,4 10.911,5 10.797,9 11.306,0 12.102,2

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023
Keterangan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

11500 - 11306
1095 10797,9

11000 -
10500 -
10000 - 9515,6
9500 -

9000 -

8500
2017 2018 2019 2020 2021

=@=PDRB ADHK
Kabupaten Kapuas 2017 — 2021 (Milyar Rupiah)

Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Kapuas 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan
Tengah, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kapuas di atas
rata-rata dengan tahun 2020 mencapai 10.988.257,58 rupiah. Tabel
perbandingan tersebut dapat terlihat di bawah.

Tabel 2.7 PDRB ADHK Perbandingan Kabupaten Kapuas dengan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2017 - 2020
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Kabupaten/Kota
PDRB 2017 2018 2019 2020

Kotawaringin 11432688,6 12173280,8 12877922,9 13004133,5
Barat 8 2 3 S
Kotawarigin Timur 16118192,4 17234264’? 18463501’; 17892282’?
10182438, 10911917, 10798257,
Kapuas 9515602,2 54 61 58
Barito Selatan 3958245,82 4160875,1 4367077,69 126222
Barito Utara 6369617,2 6748596,68 7114706,19 4?0982
Sukamara 2530336,18 2686387,80 2848957,2 2 208
498,92
- 3280863,81 | 3505611,04 | 3746506,75 S Sl
647,04
5908
Seruyan 5465511,08 5750252,32 6042859,74 084,83
Katingan 4531078,99 4829628,19 5110045,88 743} lggg
Pulang Pisau 3011275,19 3190169,67 3393285,88 521452;;
Gunung Mas 3056181,14 3266084,54 3501688,36 2266;?
Barito Timur 4779685,7 5052797,98 5327941,22 5182503,51
Murung Raya 5244659,43 5538869,35 5868150,19 5722378,50
Dty Rev 9479165,59 10156319,2 10884597,431 10594467,2

Sumber: RPJMD Kalimantan Tengah, 2021

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari data BPS Kabupaten Kapuas tahun 2023, nilai PDRB Kabupaten Kapuas
berdasar atas harga konstan 2010. Tingkat perekonomian Kabupaten Kapuas
pada tahun 2017 adalah 7,62% tertinggi selama 5 tahun terakhir (2017-2022).
Di tahun tersebut 55,71% didominasi oleh sektor pengadaan listrik dan gas. Pada
tahun 2018 pertumbuhan ekonomi menurun 0.5% menjadi 7,01%. Pada tahun
tersebut pertumbuhan setiap sektor ekonomi cenderung merata namun tetap
didominasi sektor pengadaan listrik dan gas.

Pada tahun 2019, laju ekonomi meningkat 0.1% menjadi 7,16% dengan tertinggi
bergeser ke sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib. Hingga pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi minus 1,04%
akibat pandemi Covid-19. Pada saat pandemic tersebut sektor listrik dan gas
menyumbang ekonomi sebesar 13,25 dibanding sektor lainnya yang cenderung
minus. Terakhir pada tahun 2021, tingkat ekonomi membaik dengan 4,71%

dengan setiap sektor meningkat dibanding pada tahun 2020.
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Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kapuas 2017 - 2022 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

A Pertanian, - Kehutanan, 543 | 492| 636 | 119| 277| 149
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 15,11 9,75 7,97 -9,96 7,87 19,69

C Industri Pengolahan 5,39 8,87 7,16 7,46 3,71 7,67

D Pengadaan Listrik dan Gas 55,71 12,98 5,94 13,25 7,59 5,59
Pengadaan Air, Pengelolaan

E Sampah, Limbah dan Daur 1,62 3,75 1,35 11,31 1,89 7,98
Ulang

F Konstruksi 5,20 4,63 6,05 -7,98 7,73 7,72
Perdagangan  Besar

G Eceran; Reparasi Mobil dan 8,96 8,06 8,48 -2,05 1,82 445
Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 11,44 8,93 8,93 2,66 531 5,45

| Penyediaan Akomodasi 643 | 734| 378 | 702| 256 | 521
Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 6,65 6,74 4,46 9,64 8,92 2,89

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,74 5,06 6,37 7,40 7,15 7,44

L Real Estat 445 5,62 4,61 0,94 0,08 0,81

M,N Jasa Perusahaan 5,92 6,25 7,94 -6,67 317 4,21

0 Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,17 5,59 10,79 -1,07 15,32 4,22
Waijib

P Jasa Pendidikan 6,39 6,90 713 3,88 0,87 4,87

Q éiss?alKesehatan dan Kegiatan 585 6.38 415 1.21 1124 222

R,S,T,U Jasa Lainnya 6,59 6,96 7,33 -0,91 0,29 2,02

Produk Domestik Regional Bruto 7,62 7,01 7,16 -1,04 4,71 7,04

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Keterangan:

C. Distribusi Persentase PDRB

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Distribusi PDRB Kabupaten Kapuas cenderung konsisten selama 5 tahun

terakhir (2017-2021). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan

perekonomian utama masyarakat Kabupaten Kapuas karena memiliki kontribusi

terbesar sekitar 25% setiap tahunnya. Dilihat dari PDRB ADHB, sektor kedua

penyumbang terbesar adalah sektor Industri pengolahan yang cenderung

meningkat selama S tahun terakhir. Pada tahun 2017 sebesar 11,66% hingga

pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 13,73%. Sedangkan sektor terendah di

Kabupaten Kapuas adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah,

dan daur ulang dengan hanya 0,7% setiap tahunnya.

Tabel 2.9 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan
Usaha Kabupaten Kapuas 2017 - 2022 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021* 2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 26,25 25,21 25,31 26,17 25,50 22,50
B Pertambangan dan Penggalian 12,95 13,38 12,24 9,36 11,84 21,84
C Industri Pengolahan 11,66 11,64 11,62 13,15 13,73 12,84
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Kategori Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07
E P.engadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,07 0,07 0.06 0,07 0,07 0,07

Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 8,30 8,28 8,31 7,85 7,99 7,20
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,66 16,25 16,99 16,87 15,53 13,87
H Transportasi dan Pergudangan 3,67 3,81 4,07 4,21 4,04 3,49
| lliﬂ?:g;maan Akomodasi dan Makan 174 173 168 159 148 130
J Informasi dan Komunikasi 0,99 0,96 0,95 1,05 1,03 0,85
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,73 3,63 3,68 3,97 3,87 3,51
L Real Estat 3,10 3,18 3,09 317 2,92 2,41
MN Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
0] Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,68 367 3.74 391 393 319
P Jasa Pendidikan 5,27 5,25 5,30 554 5,03 4,28
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,99 2,01 2,02 2,10 2,15 1,91
RSTU Jasa Lainnya 0,83 0,83 0,84 0,85 0,78 0,65
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022

Keterangan:

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Pada tahun 2019, laju ekonomi meningkat 0.1% menjadi 7,16% dengan tertinggi

bergeser ke sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib. Hingga pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi minus 1,04%

akibat pandemi Covid-19. Pada saat pandemik tersebut sektor listrik dan gas

menyumbang ekonomi sebesar 13,25 dibanding sektor lainnya yang cenderung

minus. Terakhir pada tahun 2021, tingkat ekonomi membaik dengan 4,71%

dengan setiap sektor meningkat dibanding pada tahun 2020.
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Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan
Usaha Kabupaten Kapuas 2017 - 2021 (Persen)
Sumber: Diolah dari Data BPS

Jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Provinsi
Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2015-2020 yang selalu diatas
angka LPE nasional. Pada tahun 2017 LPE Provinsi Kalimantan Tengah berada
pada angka 6,37 persen dan nasional 5,07 persen dan Kabupaten Kapuas 7,62
persen. Sedangkan tahun 2020 LPE Kalimantan Tengah mencapai -1,4 persen,
LPE nasional sebesar -2,07 persen, dan Kapuas -1,04 lebih tinggi dibanding
nasional dan Kalimantan Tengah. LPD Kabupaten Kapuas selalu di atas Provinsi

Kalimantan Tengah, dilihat pada 5 tahun terakhir pada tahun 2017 hingga 2021.
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Gambar 2.6 Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan Kabupaten Kapuas
termasuk prioritas kedua dalam penanganan pertumbuhan ekonomi. Prioritas
tersebut berdasarkan tingkat kondisi keparahan kemiskinan, pengangguran, dan
kondisi pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan seperti, pemulihan
konsumsi masyarakat dengan jalan meningkatkan pemberian dan ketepatan

bantuan sosial khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak, pemberian
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stimulus ekonomi kepada pelaku usaha potensial, meningkatkan belanja

pemerintah, dan stimulus ekspor.

1 ——
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D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat
kemakmuran penduduk suatu daerah. PDRB per kapita merupakan gambaran
rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil aktivitas
produksi seluruh kegiatan ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan rata-rata
nilai PDRB setiap penduduk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor neto
yang keluar/masuk, biaya penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per
kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi
sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.
Tabel dibawah ini merupakan PDRB Per Kapita berdasarkan harga berlaku dan
harga konstan serta tingkat pertumbuhan PDRB tahun 2017-2021.

Tabel 2.10 PDRB Per Kapita Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

PDRB Per Kapita (Rp Pertumbuhan PDRB

Tahun Juta) (%)
ADHB ADHK ADHB ADHK

2017 38,33 26,90 12,09 12,09
2018 42,59 40,31 11,10 6,23
2019 46,32 30,41 8,76 6,45
2020 40,31 30,41 -12,97 -12,97
2021 44,64 - - -

Sumber: BPS, RKPD Kabupaten Kapuas, 202
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Gambar 2.7 Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021
Sumber Data: BPS, RKPD Kabupaten Kapuas, 2022

PDRB per kapita Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan di setiap tahunnya,
hingga mencapai puncak pada tahun 2019 (46.32 juta rupiah per kapita).

Namun, pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya
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perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Kapuas. Hal ini tentu berdampak
pada PDRB per kapita dimana pada tahun 2020 mencapai 40,31 juta rupiah
padahal tahun sebelumnya sempat mencapai 46,32 juta rupiah. PDRB per kapita
Kabupaten Kapuas mencapai 44,64 juta rupiah pada tahun 2021 meningkat
lebih baik 4 juta dari tahun 2020.

E. Laju Inflasi
Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan
jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga
barang atau jasa di suatu wilayah, kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan
istilah laju inflasi. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan
spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi

barang. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Tabel 2.11 Laju Inflasi di Kota Palangka Raya, Sampit, dan Kalimantan Tengah

2017 - 2021

Tahu Palangka Sampit Kalimanta

n Raya n Tengah
2017 3,11 3,29 3,18
2018 3,68 6,02 4,52
2019 2,70 2,02 2,45
2020 0,71 1,62 1,03
2021 2,58 4,62 3,32
2022 6.51 5.99 6.32

Sumber: BPS, RKPD Kabupaten Kapuas, 2023
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Gambar 2.8 Grafik Laju Inflasi di Kota Palangka Raya, Sampit, dan Kalimantan
Tengah 2017 - 2021
Sumber: BPS, RKPD Kabupaten Kapuas, 2022

Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat dua kota yang dijadikan referensi
penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulannya untuk perhitungan
secara nasional, yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit. Pada tahun 2017, laju
tertinggi inflasi di Kota Sampit sebesar 3,29 persen, diikuti oleh Kota Palangka
Raya sebesar 3,11 persen. Sedangkan laju inflasi Nasional adalah 3,61 persen.
Secara rata-rata, inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,2% lalu meningkat menjadi
sekitar 5% pada tahun 2018 dan cenderung menurun hingga 1% sampai tahun
2020. Sedangkan pada tahun 2021, tingkat inflasi meningkat di sekitar angka
3.5%. Pada tahun 2022 inflasi Kalimantan secara umum naik 3% mencapai
6,32%.

Kabupaten Kapuas bukan termasuk kabupaten/kota inflasi secara nasional
maka penggunaan istilah inflasi diganti dengan proxy inflasi (RKPD Kab. Kapuas,
2022). Dari hasil penghitungan inflasi di Palangkaraya dan Sampit terlihat bahwa
laju proxy inflasi Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 (Januari-Desember)
mencapai 2,67 persen. Artinya selama tahun 2017 telah terjadi kenaikan IHK dari
125,40 pada akhir tahun 2016 menjadi 128,75 pada akhir tahun 2017 (RKPD
Kab. Kapuas, 2022).

F. Kemiskinan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Tujuan ini
juga sejalan dengan SDGs pertama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan
di manapun. Definisi BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang
untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan maupun bukan makanan
yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial
karena hasil dari kebijakan aspek sosial, budaya, dan politik. Sehingga fokus
utama penanggulangan kemiskinan dimulai dari segi kesehatan, pendidikan,
makanan, dan perumahan.

Dibawah ini merupakan tabel garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan
persentase penduduk miskin di Kabupaten Kapuas dibandingkan dengan di
Provinsi Kalimantan Tengah. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk
mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin berdasarkan pengeluaran

rupiah per kapita per bulan. Batas kemiskinan ini mengalami peningkatan setiap
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tahun dari 2017 ke 2021. Tahun 2017 sebesar Rp. 283.222 dan tahun 2021
sebesar Rp 345.999.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kapuas 2017 - 2021

Kabupaten PI:OVinSi
Tahun Kapuas Kalimantan
Tengah
2017 283.222 401.537
2018 291.820 413.529
Garis Kemiskinan | 2019 305.809 438.248
(Rp/Kapita/Bln) 2020 332.999 485.635
2021 345.272 506.982
2022 424.066 548.816
Jumlah 2017 18,80 139,16
Penduduk 2018 18,52 136,9
Miskin 2019 18,23 134,59
(ribu) 2020 18,17 132,94
Penduduk 2021 19,45 140,04
Miskin 2017 5,32 5,66
Persentase | 2018 5,20 5,17
Penduduk 2019 5,09 4,98
Miskin (%) | 2020 5,04 4,82
2021 5,35 5,16
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022
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Gambar 2.9 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
Kapuas 2017 - 2021
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022

Kemiskinan di Kabupaten Kapuas menunjukkan penurunan selama periode
2017 — 2020 . Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 18.800 jiwa
atau 5,35% dari seluruh penduduk Kabupaten Kapuas. Sedangkan pada tahun

2020, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 630 jiwa menjadi 18.170 jiwa
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atau 5,04% penduduk. Namun pada tahun 2021, terjadi peningkatan 0,31%
jumlah penduduk miskin menjadi 19.450 jiwa. Peningkatan ini disebabkan
pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 dimana masyarakat kesulitan

pekerjaan atau meningkatkan pendapatan.
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Gambar 2.10 Persebaran Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, 2021
Pada peta di atas digambarkan persebaran kemiskinan di Provinsi Kalimantan

Tengah. Kondisi sosial/ekonomi Kabupaten Kapuas masuk pada penanganan
prioritas kedua dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
melalui pertumbuhan ekonomi potensial, pengendalian harga, sinergi kebijakan,

dan optimalisasi bantuan sosial, peningkatan perlindungan sosial.

G. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan penduduk secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini di antara O hingga 1.
Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat
ketimpangan yang semakin tinggi. Sedangkan apabila bernilai O, indikator
tersebut menunjukkan adanya pemerataan pendapatan penduduk. Dengan kata
lain, Rasio Gini suatu daerah diupayakan agar mendekati O untuk menunjukkan
adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jika nilai Indeks Gini
kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, jika nilainya
antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika
nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.
Berikut ini merupakan tabel Rasio Gini Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 —
2021.
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Tabel 2.13 Rasio Gini Kabupaten Kapuas 2017 - 2022

No. Tahun Rasio Gini Kriteria
1. 2017 0,310

2. 2018 0,328

3. 2019 0,344 Ketimpanga
4, 2020 0,316 n Moderat
S. 2021 0,312

6. 2022 0.303

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Di Kabupaten Kapuas Gini Ratio menunjukkan ketimpangan moderat selama 5
tahun terakhir (2017 - 2021) secara konsisten. Indeks tertinggi pada tahun 2019
(0,344) dan terendah pada tahun 2017 (0.310). Setahun terakhir, yaitu pada
tahun 2021, indeks gini Kabupaten Kapuas 0,312 menggambarkan kesenjangan
pendapatan antar penduduk semakin baik dari dua tahun sebelumnya (2020
sebesar 0,316 dan tahun 2019 sebesar 0,344).

Tabel 2.14 Ratio Gini Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan
Nasional 2017 - 2021

No Skala 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

;. | Kabupaten 0,310 | 0,328 | 0,344 | 0,316 | 0,312 | 0.303
Kapuas

5. | Kalimantan 0,343 | 0,342 | 0,336 | 0,329 | 0,362 | 0,319
Tengah

3. | Nasional 0,390 | 0,389 | 0,380 | 0,385 | 0,384 | 0,381

Sumber: BPS Kab. Kapuas, BPS Prov Kalimantan Tengah, dan BPS Indonesia, 2022

Jika dibandingkan rata-rata gini ratio secara provinsi, Kabupaten Kapuas
memiliki kesenjangan rata-rata yang lebih rendah di Kalimantan Tengah dalam
lima tahun terakhir (2017-2022). Secara nasional, Kabupaten Kapuas pada
tahun 2022 juga lebih baik dibanding rata-rata Indonesia (0,381) pada tahun
yang sama (BPS Kab. Kapuas dan BPS Indonesia, 2023).

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembahasan mengenai fokus kesejahteraan sosial meliputi:

A. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf
latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan
dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian

besar penduduk untuk memperoleh kemampuan membaca dan menulis.
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Angka Melek Huruf Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2021
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Gambar 2.11 Angka Melek Huruf Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022
Angka melek huruf di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan pada tahun

2018 sebesar 0,45% dari tahun sebelumnya. Angka melek huruf juga mengalami
penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, dimana pada tahun 2021 angka
melek huruf di Kabupaten Kapuas menjadi 98,70%. Penurunan ini disebabkan
karena adanya anak yang berkebutuhan khusus (ABK) yang hingga usia lebih
dari 15 tahun belum dapat membaca, dan/atau belum terbaharuinya data
kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD,

sehingga dianggap belum dapat membaca.

B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah
dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh
jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan
tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren
peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dengan rata-rata 7,56%,
dimana pada tahun 2022 kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kapuas
adalah 7,64 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat
Kabupaten Kapuas semakin menyadari pentingnya pendidikan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah grafik rata-rata lama sekolah di

Kabupaten Kapuas Tahun 2017 hingga 2021.
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Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2022
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Gambar 2.12 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 202

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin
tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu
daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar
Sekolah
dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka

dalam mengakses pendidikan secara umum. Angka Partisipasi

Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang
bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang
sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. Nilai
APK SD/MI di Kabupaten Kapuas melebihi 100% yang artinya kapasitas
pendidikan dasar dapat menampung kebutuhan anak sekolah dasar secara baik.
Sementara Angka Partisipasi Murni SMA/SMK sederajat hanya mencapai 53,64%
yang artinya usia penduduk yang sekolah pada jenjang SMA sederajat belum
mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya. Berikut adalah angka

partisipasi sekolah di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah

Uraian Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Angka Partisipasi Murni (%)

1. SD/MI (%) 95,32 99,37 99,57 99,44 99,15 99.79
2. SMP/MTS (%) 69,6 72,3 74,2 74,43 75,16 74.29
3. SMA/SMK/MA Sederajat NA 54,13 53,7 53,62 53,64 NA
Angka Partisipasi Kasar (%)

1. SD/IMI (%) 108,4 112,06 110,81 111,05 NA

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

31




. Tahun
S 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2. SMP/MTS (%) 102,12 88,63 89,17 90,41 NA
3. SMA/SMK/MA Sederajat 72,54 88,55 86,84 85,43 NA
Angka Partisipasi Sekolah (%)

1. SD/MI (%) 98,19 100 99,67 99,44 99,65 99.94
2. SLTP/MTS (%) NA 92,91 93,13 92,87 93,72 93.22
3. SMA/SMK/MA Sederajat NA 71,89 71,46 71,08 70,37 NA

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2022

D. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Kapuas disebabkan oleh capaian prestasi siswa
secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem
pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik
yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Upaya untuk
memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa
menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan
orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan
berlangsung. Capaian angka kelulusan siswa SD dan SMP dalam tahun 2017-
2021 di Kabupaten Kapuas telah mencapai 100%, selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Angka Kelulusan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

No Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Angka Kelulusan SD (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 | Angka Kelulusan SMP (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

E. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan
kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator
Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator
sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi
karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama
Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang.
Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya
sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan
yang ditempuh). Peningkatan harapan lama sekolah terjadi di setiap tahunnya
dimana pada tahun 2020, harapan lama sekolah mencapai 12,92 tahun atau

seseorang berumur 7 (tujuh) tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai
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dengan pendidikan perguruan tinggi. Berikut adalah grafik Angka Harapan Lama

Sekolah di Kabupaten Kapuas pada tahun 2017-2023.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2022
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Gambar 2.13 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2022
Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

F. Standar Kompetensi Pendidik

Kompetensi diakui sebagai faktor yang memegang faktor penting dalam
keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya. Undang-Undang RI Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa Pendidik wajib
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Selanjutnya Mendiknas RI melalui Permen Nomor 16 Tahun 2007
menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Identifikasi
kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk
keberhasilan guru dalam pekerjaannya. Capaian standar kompetensi pendidik di
Kabupaten Kapuas dari Tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan peningkatan,
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Persentase Standar Kompetensi Pendidik di Kabupaten Kapuas

Tahun 2017-2020

Capaian Kinerja (%)

Ll e D 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
Guru yang memenuhi
kualifikast 51 /DoIV 80.86 81.76 N/A N/A N/A

Sumber Data: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Kapuas, 2022
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G. Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu
daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang
bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk,
dan derajat kesehatan. Usia harapan hidup di Kabupaten Kapuas terus
mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 68,59 tahun hingga tahun 2022
yang mencapai 69.02 tahun. Peningkatan usia harapan hidup dapat dilakukan
dengan intervensi program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya
seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pemberantasan

kemiskinan. Berikut adalah usia harapan hidup di Kabupaten Kapuas.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2022
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Gambar 2.14 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2023

H. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks komposit untuk
mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang
pembangunan manusia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan
Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
(pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup
layak/ekonomi). Selama periode 2017-2022 angka IPM Kabupaten Kapuas
menunjukan tren meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya indikator
komposit penyusun IPM yakni Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah,
Rata-rata lama sekolah. Berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di

Kabupaten Kapuas pada Tahun 2017-2022.
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Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen

Penyusunannya di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2022

Komponen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Angka Harapan Hidup 68,59 68,64 | 68,69 68,74 | 68,78 | 69,02
Harapan Lama Sekolah 12,25 12,54 12,9 12,92 12,93 12,94
Rata-rata Lama Sekolah | 8,35 8,41 8,54 8,59 8,64 7,64
PPP disesuaikan 10.421 | 10.738 | 11.063 | 11.015 | 11.148 | 11.377
IPM Kapuas 68,04 68,68 | 69,38 | 69,48 | 69,63 | 70,01
IPM Kalimantan Tengah | 69,79 70,42 70,91 71,05 71,25 | 71,63

Sumber: BPS, 2023

Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan IPM Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional dalam kurun waktu 2017-2022. Dari
grafik tersebut, terlihat bahwa IPM Kabupaten Kapuas mengalami kenaikan
dimana pada tahun 2022 IPM Kabupaten Kapuas mencapai 70,01. Kondisi yang
sama juga ditemukan di tingkat provinsi dan nasional. Akan tetapi,
perkembangan IPM Kabupaten Kapuas berada dibawah IPM Provinsi Kalteng dan
secara Nasional, yang artinya pemerintah Kabupaten Kapuas harus lebih serius
dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2022
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Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kapuas Tahun 2017-
2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja

terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK
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adalah indikator besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang

dapat terlibat dalam produksi barang/jasa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2022

71.00

70.04 70.23

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00 66.43
65.00

64.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2023

TPAK pada tahun 2017 hingga 2021 di Kabupaten Kapuas cenderung fluktuatif
dimana pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,77% pada tahun 2018,
lalu mengalami penurunan sebesar 2,27% pada tahun 2019. Kenaikan cukup
signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,94%, dan mengalami kenaikan di

tahun berikutnya sebesar 0,19%.

J. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten
Kapuas mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, diiringi kenaikan
pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat pengangguran terbuka
mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut mengindikasi bahwa Covid-19 yang
terjadi sejak awal tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
di Kabupaten Kapuas, walaupun tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan
Tengah dan Indonesia meningkat. Akan tetapi, TPT di Kabupaten Kapuas lebih
tinggi jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan
Tengah dan Indonesia. Pada 2022, kondisi Kabupaten Kapuas dan seluruh
Indonesia mulai membaik yang dapat dilihat dari penurunan tingkat

pengangguran terbuka.
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Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Kabuas Tahun 2017-2022
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Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2023

K. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar
pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan
tata kelola. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan capaian pembangunan daerah dengan tetap mempertahankan
kualitas lingkungan hidup.

Indikator TPB sebanyak 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten
Kapuas telah dihitung pencapaiannya, dimana 27 indikator telah mencapai target
nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 30 indikator
sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 indikator yang
dilaksanakan namun tidak memiliki target nasional dan 142 indikator belum ada
datanya. Kabupaten Kapuas sedang dalam merumuskan perubahan atas RPJMD
Tahun 2018-2023. Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut,
maka perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Kabupaten Kapuas yang terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.19 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

No. NO. CAPAIAN Sesuai
TPB TUJUAN TPB INDIKATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Meningkatnya persentase
penduduk yang menjadi
Mengakhiri Proporsi peserta peserta jaminan
Kemiskinan dalam jaminan kesehatan kesehatan melalui SJSN o o o .
1 Segala Bentuk 1.3.1.(3) melalui SUSN Bidang Bidang Kesehatan 0 0 55,98% 71,36% 71,31% Tidalk
Dimanapun Kesehatan. menjadi minimal 95%
pada tahun
2019
Persentase rumah Meningkatnya akses air
Mengakhiri tangga yang memiliki minum layak untuk 40%
Kemiskinan dalam akses terhadap penduduk o o o .
1 1.4.1.(d) . N/A N/A 60,96% 62,42% 71,89% Tidak
Segala Bentuk layanan sumber air berpendapatan
Dimanapun minum layak dan terbawah pada tahun
berkelanjutan. 2019 menjadi 100%.
Persentase rumah Meningkatnya akses
Mengakhiri i1 sanitasi layak untuk 40%
Kemiskinan dalam tangga yang memiliki penduduk
1 1.4.1.(e) akses terhadap N/A N/A 50,62% 52,91% 69,55% Tidak
Segala Bentuk . berpendapatan
- layanan sanitasi layak
Dimanapun dan berkelaniutan terbawah pada tahun
jutan. 2019 menjadi 100%.
Meningkatnya Angka
.. Partisipasi Murni
ggg?:ﬁﬁg; dalam Angka Partisipasi SD/MI/
1 Seoala Bentuk 1.4.1.(g) Murni (APM) Sederajat pada tahun 97,35 95,32 92,73 94,04 89,63 Tidak
& SD/MI/sederajat. 2019 menjadi 94,78%
Dimanapun .
(2015:
91,23%).
Meningkatnya Angka
Mengakhiri Angka Partisipasi Partisipasi Murni
1 Kemiskinan dalam |, , ; ) Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat 69,59 70,16 69,28 69,53 63,62 Tidak
Segala Bentuk SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019
Dimanapun Jat. menjadi 82,2% (2015:
79,97%).
Mengakhiri Persentase penduduk Kepemilikan akta latonr
Kemiskinan dalam umur 0-17 tahun untuk penduduk 40%
1 1.4.1.(3j) i berpendapatan terbawah 65,89 95,88 89,3 97,75 93,82 Ya
Segala Bentuk dengan kepemilikan d h
Dimanapun akta kelahiran pada ta. un 2019
) menjadi 77,4%
Mengakhiri Persentase rumah Meningkatnya akses
1 Kemiskinan dalam 1.4.1.(k) tangga miskin dan penerangan untuk - - 78,97 79,59 79,93 Tidak
Segala Bentuk rentan yang sumber penduduk 40%




No. NoO. CAPAIAN Sesuai
tpB | TUJUANTPB | |NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Dimanapun penerangan berpendapatan terbawah
utamanya listrik baik menjadi 100% pada
dari PLN dan bukan tahun
PLN. 2019.
.. Jumlah korban
Mengakhiri . . .
> . meninggal, hilang, (tidak ada dalam .
Kemiskinan dalam dan terk d K 1 . Tidak
1 Segala Bentuk 1.5.1% an tetkena campa ampiran 0 0 25% 30% 30% ada
Dimanapun bencana per 100.000 Perpres 59/2017) target
orang.
Meningkatnya jumlah
Mengakhiri Jumlah lokasi 10;<r1as1 rl);r?iila;?s,rilko
Kemiskinan dalam penguatan ﬁeng na dgaerah ada
1 Segala Bentuk 1.5.1.(a) pengurangan risiko tahun 2019 menJPa di 39 0 (0] 0 S lokasi 0 Tidak
Dimanapun bencana daerah. daerah (2015: 35
daerah).
Jumlah daerah Meningkatnya jumlah
bencana daerah bencana
Mengakhiri alam/bencana sosial alilm/ bencana sosial
Kemiskinan dalam yang mendapat ?’]ne r%da at pendidikan
1 Segala Bentuk 1.5.1.(d) pendidikan layanan patp 0 0 0 0] 0 Tidak
Dimanapun Khusus layanan khusus pada
(SMAB=-Sekolah/ tahun 2019 menjadi 450
(2015:
Madrasah Aman
100).
Bencana)
Menurunnya indeks
Mengakhiri Indeks risiko bencana risiko
> bencana pada pusat-
Kemiskinan dalam pada pusat-pusat usat pertumbuhan van
1 Segala Bentuk 1.5.1.(e) pertumbuhan yang ﬁerisiklz) tinggi dari 5%7 g 0] 0 0] 59% 54% Ya
Dimanapun berisiko tinggi. menjadi 118.6 di 133
kabupaten/Kota
(2014:169,4).
Mengakhiri Jumlah kerugian (tidak ada dalam
Kemiskinan dalam ekonomi langsung lampiran o o Tidak
1 Segala Bentuk 1.5.2.(3) akibat bencana. Perpres 59/2017) 0 30% 30% 0 0 ada
Dimanapun
1 Mengakhiri 1.5.3% Dokumen strategi (tidak ada dalam 0 0 0 0 0 Tidak
Kemiskinan dalam o pengurangan risiko lampiran ada




Mencapai

yang mendapatkan

mendapat ASI eksklusif

No. NoO. CAPAIAN Sesuai
tpB | TUJUANTPB | \NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Segala Bentuk bencana (PRB) Perpres 59/2017)
Dimanapun tingkat nasional dan
daerah.
Menghilangkan
Kelaparan, Prevalensi
Mencapai . . 3 kel. 3 kel. .
Ketahanan Ketldakcgkupan (tldak ada dalam 7 kel. (APBD) 6 | (APBD) 15 19 kel. Tidak
.. Konsumsi Pangan lampiran (APBD) 5 ada
2 Pangan dan Gizi 2.1.1~* N/A kel. kel. (APBN)
. (Prevalence of Perpres 59/2017) kel. (APBN) Target
yang Baik, serta . (APBN) (APBN)
> Undernourishment).
Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
. Menurunnya proporsi
Menghilangkan penduduk dengan
Kelaparan, Proporsi penduduk asupan
Mencapai dengan asupan kalori kalori minimum di 2185 2.102,8 2.077 2:205
Ketahanan g P kkal/kapit | kkal/kapi | kkal/kapi | kkal/kapi
.. minimum di bawah bawah
2 Pangan dan Gizi 2.1.2.(a) . . N/A a t ta ta Ya
ang Baik, serta 1400 1400 Kkkal/kapita/hari /hari a/hari / hari /hari
yang ’ kkal/kapita/hari. pada tahun 2019
Meningkatkan menjadi 8,5 %
Pertanian . o
Berkelanjutan (2015:17,4%).
g:lzggf:;lgkan Menurunnya prevalensi
Menlc)a ai ’ Prevalensi stunting stunting (pendek dan
Ke tahali'lan (pendek dan sangat sangat pendek) pada
2 Pangan dan Gizi 2.2.1.(a) pendek) pada anak di | anak di bawah dua 39,30% 44,10% 41,53% | 42,37% 42,37% Tidak
ang Baik, serta bawah dua tahun/baduta pada
yang ; tahun/baduta. tahun 2019 menjadi 28%
Meningkatkan (2013:
Pertanian 32 9(y')
Berkelanjutan =0
Menghilangkan
ﬁjﬁg :rz?, Menurunnya prevalensi
Ke tahali‘lan anemia pada ibu hamil
.. . . pada tahun 2019
2 Pangan dan Gizi 2.2.2.(a) Prevalensi anemia menjadi 9,70% 9,70% 14% 20,73% 14,98% Ya
yang Baik, serta o . o
Meningkatkan 28% (2013: 37,1%).
Pertanian
Berkelanjutan
Menghilangkan Persentase bayi usia Persentase bayi usia
2 Kelaparan, 2.2.2.(b) kurang dari 6 bulan kurang dari 6 bulan yang 49% 52% 40% 66,40% 71,76% Ya




No. NoO. CAPAIAN Sesuai
tpB | TUJUANTPB | |NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Ketahanan ASI eksklusif. menjadi 50% pada tahun
Pangan dan Gizi (2013: 38%).
yang Baik, serta
Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
Meningkatnya kualitas
Menghilangkan Kualitas konsumsi konsumsi pangan yang
Kelaparan, pangan yang diindikasikan oleh skor
Mencapai diindikasikan oleh Pola Pangan Harapan
Ketahanan skor Pola Pangan (PPH) mencapai 92,5
2 Pangan dan Gizi 2.2.2.(c) Harapan (PPH) (2014: 81,8), dan tingkat N/A 86,3 84,1 77,8 82.1 Tidak
yang Baik, serta mencapai; dan konsumsi ikan menjadi
Meningkatkan tingkat konsumsi 54,5 kg/kapita/tahun
Pertanian ikan. pada
Berkelanjutan tahun 2019 (2015: 40,9
kg/kapita/tahun).
Menjamin
Kehidupan yang
Sehat dan Menurunnya angka
Meningkatkan Angka Kematian Tbu kematian ibu per 100 102 / 75,56 / 75,54 / 99,32 / 48,93 /
3 Kesejahteraan 3.1.1*% (AKI) ribu kelahiran hidup 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ya
Seluruh Penduduk ) pada tahun 2019 KH KH KH KH KH
Semua Usia menjadi 306 (2010: 346).
L Proporsi perempuan .
II;A:}rlll.J;lrlnm pernah kawin umur Memrllgkatn}lrahptersentase
pan yang 15-49 tahun yang persalinan oleh tenaga
Sehat dan roses melahirkan kesehatan terampil pada 5.152 6982 6693 5844 5889
3 Meningkatkan 3.1.2*% ferakhirnya ditolong tahun 2019 menjadi 95 (70,3%) (95,30%) (94,75%) (83,94 %) (85,87%) Tidak
Kesejahteraan oleh tenaga kesehatan %
Seluruh Penduduk . 015:91,51%).
Semua Usia terlatih. @ ’ )
Men.jamin gz;:glgizi pernah Meningkatnya pe.r'sentase
Kehidupan yang kawin umur 15-49 persalinan di fasilitas
Sehat dan tahun yang proses pelayanan kesehatan 5.152 5526 5205 4415 4428
3 Meningkatkan 3.1.2.(a) melahirkan pada tahun 2019 (70,3%) (75,43%) (73,68%) (63,42%) (64,57%) Tidak
- . o .
I;ZIS{S f‘ilillt%?rizll’lu duk terakhirnya di fasilitas r7nseozj)<j;1d1 85 % (2015:
Semua Usia kesehatan.
3 Menjamin 3.2.1* Angka Kematian (tidak ada dalam 5,57 10,64/100 | 0.58/100 | 0,66/100 0,65 Tidak




No.

NO.

CAPAIAN

Sesuai

Kesejahteraan

(2013: 297).

tpB | TUJUANTPB | |NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Kehidupan yang Balita (AKBa) per lampiran /1000 0 0 0 /1000 ada
Sehat dan 1000 kelahiran Perpres 59/2017) KH KH KH KH KH Target
Meningkatkan hidup.
Kesejahteraan
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kehidupan yang Angka Kematian . .
Schat dan Neonatal (AKN) per {gialfrzia dalam 4,69(< 100 7,70/1000 3,80({ 100 ?13(())({ 4,24({ 100 T;ccliik
3 Meningkatkan 3.2.2% 1000 kelahiran Perlfres 59/2017) KH KH KH KH KH Target
Kesejahteraan hidup.
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin
g:ﬁ;il'g;in yang Menurunnya angka
. . . kematian bayi per 1000 o o
Meningkatkan Angka Kematian Bayi kelahiran hidup pada 5,13% 9,35% 1.30/100 | 1.30/100 | 4,56/100
3 Kesejahteraan 32.2.(0) (AKB) per 1000 hn 9010 mg’nPa o4 (35/1000 | (9/1000 0 0 0 Ya
Seluruh Penduduk e kelahiran hidup. (2012- 2013: 32)J KH) KH) KH KH KH
Semua Usia ’ ’
Kesejahteraan
Seluruh Penduduk
Semua Usia
L Meningkatnya persentase
g:ﬁ;im:n an Persentase kabupaten/ kota yang
Sehat dI;n yang kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi
oMo .
3 Meningkatkan 3.2.2.(b) mencapai 80% dasar lengkap pada bayi N/A N/A N/A 70 80 Tidak
. imunisasi dasar pada tahun 2019
Kescjahteraan lengkap pada bayi menjadi
Seluruh Pendudulk 95% (2015: 71,2%).
Semua Usia
g:}i?;?l:n an Menurunnya prevalensi
Sehat dr;n yang HIV pada populasi
. Prevalensi HIV pada dewasa tahun 2019
3 Meningkatkan 3.3.1.(a) . . o . 2,3 4,84 100 21 N/A Ya
. populasi dewasa. menjadi <0,5% (2014:
Kesejahteraan 0.46%
Seluruh Penduduk 46%).
Semua Usia
gfﬂgflgn n Insiden Tuberkulosis ﬁ‘ﬂl‘fg;z‘flrl‘gg g]g;alngl 107/ 115/ 88.4/ 95.9/ 51.2/
ban yang (ITB) per 100.000 P 100000 100000 100000 100000 100000
3 Sehat dan 3.3.2.(a) enduduk 100.000 penduduk pada ddk ddk ddk ddk ddk Ya
Meningkatkan p : tahun 2019 menjadi 245 p p p p p




No.

NO.

CAPAIAN

Sesuai

tpB | TUJUANTPB | \NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target

Seluruh Penduduk

Semua Usia

Menjamin

Kehidupan yang

Sehat dan Keiadian Malaria per (tidak ada dalam Tidak
3 Meningkatkan 3.3.3* IOJOO oran p lampiran Perpres API: 0.38 API:1.17 | API:1.12 | API:0.32 | API: 0.07 ada

Kesejahteraan g 59/2017) target

Seluruh Penduduk

Semua Usia

g:}?f;;m:n an Persentase

ban yang kabupaten/kota yang . .
Sehat dan . (tidak ada dalam . . Tidak
. melakukan deteksi . 18 PKM : 26 pkm :
3 Meningkatkan 3.3.4.(a) . . ; lampiran Perpres N/A N/A N/A ada
. dini untuk infeksi 69,23% 100%

Kesejahteraan Hepatitis B 59/2017) target

Seluruh Penduduk epatitis .

Semua Usia

g:l'rllij(;rlr;)l:n yang Jumlah orang yang Filariasis

Sehat dan Memerlukan intervensi | (tidak ada dalam Filariasis : 0 Tidak
3 Meningkatkan 3.3.5% terhadap penyakit lampiran N/A N/A N/A Oskusta: |y cta: 8 ada

Keses tropis yang terabaikan | Perpres 59/2017) 18 Orang Target

esejahteraan (Filariasis orang

Seluruh Penduduk dan Kusta)

Semua Usia )

g:ﬁ;im:n an Menurunnya prevalensi

Sehat dI;n yang tekanan darah tinggi
3 Meningkatkan 3.4.1.(b) gi‘g‘qlet?rf;gtfkanan {’:‘ﬁz‘n 2019 menjadi 35,76% 36,56% 39,14% 51,50% 51,50% Tidak

Kesejahteraan o . o

Seluruh Penduduk 24,3% (2013: 25,8%).

Semua Usia

Menjamin Jumlah Meningkatnya jumlah

: Kabupaten/Kota yang
Kehidupan yang kabupaten/kota yang et
3.4.2.(a) ey s memiliki puskesmas

Sehat dan memiliki puskesmas an

3 Meningkatkan yang yang 75% 80% 85% 90% 100% Ya
. menyelenggarakan upaya
Kesejahteraan menyelenggarakan >,
kesehatan jiwa pada
Seluruh Penduduk upaya kesehatan tahun 2019 menjadi 280
Semua Usia jiwa.
(2015: 80).

Menjamin Persentase

Kehidupan yang ketersediaan obat (tidak ada dalam Tidak
3 Sehat dan 3.b.1.(a) dan vaksin di lampiran 0 0 92% 100% 97,42% ada

Meningkatkan Puskesmas. Perpres 59/2017)

Kesejahteraan




No. NoO. CAPAIAN Sesuai
tpB | TUJUANTPB | \NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Seluruh Penduduk
Semua Usia
Menjamin
Kualitas .
Pendidikan yang SD/MI teralreditost
Inklusif dan Merata Persentase SD/MI .
o minimal B pada tahun
4 serta 4.1.1.(a) terakreditasi 2019 menjadi 84,2% 33,18 32,75 35,22 36,17 36,66 Tidak
Meningkatkan minimal B. ]
(2015:68,7%).
Kesempatan
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan Merata Persenta'se S.MP/ MTs SMP/MTs terakreditasi
serta te?a}(redltam minimal B pada tahun .
4 Meningkatkan 4.1.1.(b) minimal B. 2019 menjadi 81% 40,07 41,09 41,34 42,85 43,8 Tidak
Kesempatan (2015:62,5%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan yang Meningkatnya Angka
Inklusif dan Merata Angka Partisipasi Partisipasi Kasar (APK)
serta Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada .
4 Meningkatkan 4.1.1.(d) SD/MI/sederajat. tahun 2019 menjadi 115,32 113,16 107,97 105,68 97,41 Tidal
Kesempatan 114,09% (2015: 108%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
Kualitas
Pendidikan yang Meningkatnya APK
Inklusif dan Merata Angka Partisipasi SMP/MTs/sederajat
serta Kasar (APK) pada .
4 Meningkatkan 41.1.(¢) SMP/MTs/sederajat. tahun 2019 menjadi 97,69 98,25 98,25 100,39 78,28 Tidal
Kesempatan 106,94% (2015: 100,7%).
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
4 Menjamin 4.1.1.(g) Rata-rata lama Meningkatnya rata-rata 7,09 7,5 7,51 7,52 7,59 Tidak




No. NoO. CAPAIAN Sesuai
tpB | TUJUANTPB | \NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Kualitas sekolah penduduk lama sekolah penduduk
Pendidikan yang umur 215 tahun. usia di atas 15 tahun
Inklusif dan Merata pada tahun 2019
serta menjadi 8,8 tahun (2015:
Meningkatkan 8,25 tahun).
Kesempatan
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin
ggr?i?i?{an yang Meningkatnya APK anak
Inklusif dan Merata Angka Partisipasi yang mengikuti
serta Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia
4 Meningkatkan 4.2.2.(a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 65,94 67,06 36,61 32,92 75,31 Tidak
Kesempatan Dini (PAUD). 2019 menjao})i 77,2%
Belajar Sepanjang (2015: 70,06%).
Hayat untuk
Semua
4.1. Rasio Angka
Partisipasi Murni (APM)
perempuan /laki-laki di
SD/MI/paket A yang
Rasio Angka setara gender pada
Menjamin Partisipasi Murni tahun 20 19.
Kualitas (APM) perempuan/ 4.2 Rasio APM
Pendidikan yang laki-laki di (1) . perempuan/laki-laki di
Inklusif dan Merata SD/MI/sederaJat;.(Q) SMP/MTs/ Paket B yang
serta SMP/MTs/sederajat; setara gender pada
4 Meningkatkan 4.5.1* (3) SMA/SMK/MA/ tahun 89,62 84,81 83,42 83,47 83,7 Tidak
Kesempatan sederajat; d.a.n Re}sm 2019. .
Belajar Sepanjang Angka Partisipasi 4.3 Rasio APK
Hayat untuk Kasar (APK) perempuan /laki-laki di
Semua perempuan/laki-laki di | SMA/SMK/MA yang
(4) Perguruan Tinggi. setara gender pada
tahun 2019.
4.4 Rasio APK
perempuan/laki-laki
pada
PT dan PTA yang setara
gender pada tahun 2019.
4 Menjgmin 4.6.1.(a) Persentase angka Meningkatnya rata-rata 98,07 99.15 98,7 99.11 99 Ya
Kualitas melek aksara angka melek aksara




Sanitasi yang
Berkelanjutan

Berbasis Masyarakat
(STBM).

Masyarakat (STBM)
menjadi 45.000 pada

No. NO. CAPAIAN Sesuai
tpB | TUJUANTPB | |NDIRATOR INDIKATOR TARGET (PERPRES) 2016 2017 2018 2019 2020 Target
Pendidikan yang penduduk umur 215 penduduk usia di atas 15
Inklusif dan Merata tahun. tahun pada tahun 2019
serta menjadi 96,1% (2015:
Meningkatkan 95,2%).
Kesempatan
Belajar Sepanjang
Hayat untuk
Semua
Menjamin Meningkatnya akses
. Persentase rumah :
Ketersediaan : ki terhadap layanan air
6 serta Pengelolaan | ¢ 4 ;) alses tothadap | minum layak pada tahun 0 0 77.6 83,9 87,6 Tidak
Air Bersih dan B layanan suran;r air 2019 menjadi 100% ’ ’ ’
: : 709
et yane minum ey o170
Meningkatnya kapasitas
prasarana air baku
Menjamin Kapasitas prasarana untuk
Ketersediaan air baku untuk melayani rumah tangga,
serta Pengelolaan melayani rumah perkotaan dan industri 0.041 0.088 0.131
6 Air Bersih dan 6.1.1.(b) tangga, perkotaan pada tahun 2019 N/A N/A ’ ) ) Tidak
. : . . m3/det m3/det m3/det
Sanitasi yang dan industri, serta menjadi
Berkelanjutan penyediaan air baku 118,6 m3/detik (2015:
untuk pulau-pulau. 51,44 m3/detik) dan
penyediaan air baku
untuk 60 pulau.
Menjamin . . Meningkatnya akses
. Proporsi populasi -
Ketersediaan ane memiliki akses terhadap layanan air
serta Pengelolaan 6.1.1 %’ g b . minum layak pada tahun 0 0 0 0.79% 0 Tidak
6 Air Bersih dan 1.1.(0) ayanan sumber air 2019 menjadi 100% 12% ida
Sanitasi yang . (2014:70%).
Berkelanjutan berkelanjutan.
Menjamin Meningkatnya akses
. Persentase rumah s
Ketersediaan ¢ ik terhadap sanitasi yang
6 serta Pengelolaan | ¢ 5 | akses torhadap | lavak pada tahun 2019 N/A N/A 50,62% | 52,91% | 69,55% Tidak
Air Bersih dan R lavanan san ti’si menjadi 100% (2014: e e OO
Sanitasi yang 1 Yy K 60,9%).
Berkelanjutan ayax.
Menjamin Jumlah Meningkatnya jumlah
Ketersediaan desa/kelurahan yang desa/kelurahan yang 16 27 29 390
6 serta Pengelolaan 6.2.1.(c) melaksanakan melaksanakan Sanitasi Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel | Desa/Kel 39 Ya
Air Bersih dan e Sanitasi Total Total Berbasis Desa/Kel
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tahun 2019 (2015:
25.000).
Menjamin Jumlah 16
Ketersediaan desa/ kelurahgn yang (tldak ada dalam Desa/Kel 27 39 39 Tidak
6 serta Pengelolaan 6.2.1.(d) Open Defecation lampiran Desa/Kel 29 Desa/Kel | Desa/Kel ada
Air Bersih dan e Free (ODF)/ Stop Perpres 59/2017) Desa/Kel Target
Sanitasi yang Buang Air Besar
Berkelanjutan Sembarangan (SBS).
L Jumlah
Menjamin kabupaten /kota yan Terbangunnya
Ketersediaan p yang infrastruktur air limbah
terbangun .
serta Pengelolaan infrastraktur air dengan sistem terpusat
6 Air Bersih dan 6.2.1.(e) . skala kota, kawasan, N/A N/A S Unit 9 Unit 16 Unit Ya
. limbah dengan
Sanitasi yang . komunal pada tahun
; sistem terpusat skala .
Berkelanjutan 2019 di 438
kota, kawasan dan kabupaten /kota
komunal. P )
Menjamin
Ketersediaan Proporsi rumah (tidak ada dalam Tidak
serta Pengelolaan tangga yang terlayani lampiran ada
6 Air Bersih dan 62.1.(0) sistem pengelolaan Perpres 59/2017) N/A N/A 263 RT 348 SR 407 RT Target
Sanitasi yang air limbah terpusat.
Berkelanjutan
Peningkatan kualitas
Jumlah pengelolaan air limbah
Menjamin kabupaten/kota yang sistem setempat melalui
Ketersediaan ditingkatkan kualitas peningkatan kualitas
serta Pengelolaan pengelolaan lumpur pengelolaan lumpur tinja
6 Air Bersih dan 6.3.1.(a) tinja perkotaan dan perkotaan dan N/A N/A 1 Unit 1 Unit 1 Unit Ya
Sanitasi yang dilakukan pembangunan Instalasi
Berkelanjutan pembangunan Pengolahan Lumpur
Instalasi Pengolahan Tinja
Lumpur Tinja (IPLT). (IPLT) di 409
kabupaten/kota.
Memamm . (tidak ada dalam
Ketersediaan Proporsi rumah . .
serta Pengelolaan tangga yang terlayani lampiran Tidak
6 : . 6.3.1.(b) . Perpres 59/2017) N/A N/A 795 RT 2370 RT 4306 RT ada
Air Bersih dan sistem pengelolaan T
o .S arget
Sanitasi yang lumpur tinja.
Berkelanjutan
Ig’/{ei?ll,l?ﬁlgiﬁ{;r? Laju pertumbuhan (tidak ada dalam Tidak
8 Ekonomi van 8.1.1* P]IgB per Kkapita lampiran Perpres N/A 12,09 11,1 8,76 -12,97 ada
yang per kapita. 59/2017) Target

Inklusif dan




No.
TPB

TUJUAN TPB

NO.
INDIKATOR

INDIKATOR

TARGET (PERPRES)

CAPAIAN

2016

2017

2018

2019

2020

Sesuai
Target

Berkelanjutan,
Kesempatan Kerja
yang Produktif
dan Menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan Kerja
yang Produktif
dan Menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua

8.1.1.(a)

PDB per kapita.

Meningkatnya Produk
Domestik Bruto (PDB)
per

kapita per tahun menjadi
lebih dari Rp 50 juta
pada

tahun 2019 (2015: Rp
45,2 juta).

34,2

38,33

42,59

46,32

40,31

Tidak

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan Kerja
yang Produktif
dan menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua

8.5.2*

Tingkat
pengangguran
terbuka berdasarkan
jenis kelamin dan
kelompok umur.

(tidak ada dalam
lampiran
Perpres 59/2017)

NA

5,42

4,08

5,37

4,98

Tidak
ada
Target

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan,
Kesempatan Kerja
yang Produktif
dan Menyeluruh,
serta Pekerjaan
yang Layak untuk
Semua

8.5.2.(a)

Tingkat setengah
pengangguran

(tidak ada dalam
lampiran Perpres
59/2017)

NA

8735

7514

10403

10076

Tidak
ada
Target

Membangun
Infrastruktur yang
Tangguh,

9.2.1.(a)

Laju pertumbuhan
PDB industri
manufaktur.

Meningkatnya laju
pertumbuhan PDB
industri manufaktur

6,63

9,31

9,9

10,12

13,1
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Meningkatkan sehingga lebih tinggi dari
Industri Inklusif pertumbuhan PDB
dan Berkelanjutan, (2015: 4,3%).
serta Mendorong
Inovasi
Meneurangi Koefisien Gini pada
Kese%ll"lan in Koefisien Gini. tahun
10 Jang 10.1.1* 2019 menjadi 0,36 0,327 0,31 0,328 0,344 0,316 Ya
Intra- dan (2014:
Antarnegara 0,41).
Mengurangi Jumlah daerah Jumlah daerah tertinggal
Kesenjangan tertinggal yang yang terentaskan
10 Intra- dan 10.1.1.(b) terentaskan. sebanyak 80 kabupaten 13 32 56 o4 119 Ya
Antarnegara pada tahun 2019.
g:;il%;iniln Berkurangnya Desa
10 Jang 10.1.1.(¢) Jumlah desa tertinggal | Tertinggal sebanyak 112 112 134 120 104 Ya
Intra- dan
5.000 desa
Antarnegara
g:;il'};ingl Jumlah Desa Mandiri. Meningkatnya Desa
10 Jang 10.1.1.(d) Mandiri paling sedikit 0 0 0 0 1 Ya
Intra- dan
sebanyak 2.000 desa.
Antarnegara
Menjadikan Kota Jumlah korban
dan Permukiman meninggal, hilang (tidak ada dalam Tidak
11 Inklusif, Aman, 11.5.1* dan terkena dampak lampiran 0 0 50% 60% 72% ada
Tangguh dan bencana per 100.000 Perpres 59/2017) Target
Berkelanjutan orang.
Menjadikan Kota Indeks Risiko
. . Menurunnya Indeks
dan Permukiman Bencana Indonesia Risiko Bencana (IRB)
11 Inklusif, Aman, 11.5.1.(a) (IRBI). . . 0] 0] 0 59% 54% Tidak
mencapai 30% hingga
Tangguh dan
: tahun 2019.
Berkelanjutan
Menjadikan Kota Jumlah sistem Tersedianya sistem
dan Permukiman 11.5.1.(c) eringatan dini cuaca eringatan dini cuaca
11 Inklusif, Aman, peringa p g U 0 0 0 1 0 Ya
dan iklim serta dan
Tangguh dan o1
. kebencanaan. iklim serta kebencanaan.
Berkelanjutan
Menjadikan Kota
dan Permukiman Jumlah kerugian (tidak ada dalam Tidak
11 Inklusif, Aman, 11.5.2.(a) ekonomi langsung lampiran 0 0 0 0 0 ada
Tangguh dan akibat bencana. Perpres 59/2017) Target

Berkelanjutan
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Menjadikan Kota Meningkatnya cakupan
dan Permukiman Persentase sampah penanganan sampah Tidak
11 Inklusif, Aman, 11.6.1.(a) perkotaan yang perkotaan menjadi 80% 69,66 70,63 48,61 33.99 27,92
Tangguh dan tertangani. pada tahun 2019 (2013:
Berkelanjutan 46%).
Terwujudnya kota hijau
yang berketahanan iklim
dan bencana melalui
. Jumlah kota hijau pengembangan dan
Menjadikan Kota penerapan green water,
. Yang mengembangkan
dan Permukiman dan menerapkan oreen | Sr€en waste (pengelolaan
11 Inklusif, Aman, 11.6.1.(b) perapkan g sampah dan limbah 0 0 0 0 0 Tidak
waste di kawasan .
Tangguh dan melalui reduce-reuse-
. perkotaan
Berkelanjutan . recycle), green
metropolitan. .
transportation
khususnya di 7 kawasan
perkotaan metropolitan,
hingga tahun 2019.
Terwujudnya kota hijau
Jumlah kota hijau yang berketahanan iklim,
Menjadikan Kota yang menyediakan melalui penyediaan
dan Permukiman ruang terbuka hijau ruang
11 Inklusif, Aman, 11.7.1.(a) di kawasan terbuka hijau, paling 0 0 0 0 0 Tidak
Tangguh dan perkotaan sedikit di 12 kawasan
Berkelanjutan metropolitan dan perkotaan metropolitan
kota sedang. dan 20 kota sedang,
hingga tahun 2019.
Menjadikan Kota Dokumen strategi
dan Permukiman 11.b.2% eneuranean ris%ko (tidak ada dalam Tidak
11 Inklusif, Aman, pengurang lampiran 0 0 0 0 0 ada
bencana (PRB)
Tangguh dan . Perpres 59/2017) Target
. tingkat daerah.
Berkelanjutan
. Dokumen strategi Menurunnya Indeks
Mengambil N .. .
. pengurangan risiko Risiko Bencana melalui
Tindakan Cepat bencana (PRB) tingkat | strategi pengurangan
13 untuk Mengatasi 13.1.1% . g jrategl pengurang 0 0 0 1 Dok 0 Ya
. nasional dan risiko bencana tingkat
Perubahan Iklim .
dan Dampaknva daerah. nasional dan daerah
P Y hingga tahun 2019.
Mengambil Jumlah korban
Tindakan Cepat meninggal, hilang (tidak ada dalam Tidak
13 untuk Mengatasi 13.1.2% dan terkena dampak lampiran 0 30% 30% 50% 50% ada
Perubahan Iklim bencana per 100.000 Perpres 59/2017) Target

dan Dampaknya

orang.
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Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan
Damai untuk
Pembangunan
Berkelanjutan, Jumlah kasus
Menyediaan keiahatan (tidak ada dalam Tidak
16 Akses Keadilan 16.1.1.(a) J lampiran 6 7 N/A N/A N/A ada
pembunuhan pada
untuk Semua, dan . Perpres 59/2017) Target
satu tahun terakhir.
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masya.rakat yang Persentase Meningkatnya persentase
Inklusif dan . .. . .
; peningkatan Opini opini Wajar Tanpa
Damai untuk . .
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Pembangunan :
. Pengecualian (WTP) laporan keuangan pada
Berkelanjutan,
. atas Laporan tahun 2019 untuk
Menyediaan Keuangan Kementerian/Lembaga:
16 Akses Keadilan 16.6.1.(a) gan L g WTP WTP WTP WTP WTP Ya
Kementerian/ 95%, Provinsi: 85%,
untuk Semua, dan 600 .
Membangun Lembaga dan Kabupaten:60%, Kota:
Kelembagaan Pemerintah Daerah 65% (2015 untuk K/L:
82 (Provinsi/Kabupaten/ 74%, Provinsi: 52%,
yang Efektif, o
Kota). Kabupaten: 30%,
Akuntabel, dan Kota:41%)
Inklusif di Semua SR
Tingkatan
Menguatkan Meningkatnya persentase
Masyarakat yang .
. Skor B atas Sistem
Inklusif dan Persentase o L
. . . Akuntabilitas Kinerja
Damai untuk peningkatan Sistem . .
oo . Instansi Pemerintah
Pembangunan Akuntabilitas Kinerja
. ) (SAKIP) untuk
Berkelanjutan, Pemerintah (SAKIP) Kementerian / Lembaga:
16 Menyediaan 16.6.1.(b) Kementerian/Lembaga g 60,88 (B) 61,11 (B) 62,03 (B) 64,75 (B) 66,44 (B) Ya

Akses Keadilan
untuk Semua, dan
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel, dan

dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).

85%, Provinsi: 75%,
Kabupaten/Kota: 50%
pada tahun 2019 (2015:
K/L: 60,24%, Provinsi:
0,30%, Kabupaten /Kota:
2,38%).
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Inklusif di Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan
Damai untuk
Persentase .
Pembangunan Meningkatnya
. penggunaan E-
Berkelanjutan, penggunaan E-
. procurement
Menyediaan terhadan belania procurement terhadap
16 Akses Keadilan 16.6.1.(c) enoa drfan J belanja pengadaan 76 80 86 92 94 Ya
untuk Semua, dan peng ’ menjadi 80% pada tahun
Membangun 2019
Kelembagaan (2013: 30%).
yang Efektif,
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang Meningkatnya persentase
Inklusif dan Damai . . instansi pemerintah yang
Persentase instansi s a1
untuk emerintah van memiliki nilai Indeks
Pembangunan p rntan yans Reformasi Birokrasi Baik
. memiliki nilai Indeks .
Berkelanjutan, . o . untuk Kementerian/
. Reformasi Birokrasi S
Menyediaan Baik Kementerian / Lembaga menjadi 75%, Ya
16 Akses Keadilan 16.6.1.(d) Lembaea dan Provinsi: 60%, - - 56,18 - 56,45
untuk Semua, dan P 8 Kabupaten /Kota: 45%
emerintah
Membangun o pada tahun 2019 (2015:
Daerah (Provinsi/
Kelembagaan Kabupaten /Kota) untuk K/L: 47%,
yang Efektif, p ’ Provinsi:
Akuntabel, dan NA, Kabupaten/Kota:
Inklusif di Semua NA).
Tingkatan
Menguatkan
Masyarakat yang Persentase
Inklusif dan . .
. keterwakilan Meningkatnya
Damai untuk . .
Fembangnen porempuan & Devan | keteryakilan perompuen
. erwakilan Rakyat i an asi o o o o o
16 ﬁzi{;elz?ig;an, 16.7.1.(a) (DPR) dan Dewan Pemilu 2014 untuk DPR: 30% 30% 30% 30% 27,50% Ya

Akses Keadilan
untuk Semua, dan
Membangun
Kelembagaan

Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

16,6%).
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yang Efektif,
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan

16

Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan
Damai untuk
Pembangunan
Berkelanjutan,
Menyediaan
Akses Keadilan
untuk Semua, dan
Membangun
Kelembagaan
yang Efektif,
Akuntabel, dan
Inklusif di Semua
Tingkatan

16.9.1.(b)

Persentase anak yang

memiliki akta
kelahiran.

Meningkatnya persentase
anak yang memiliki akte
kelahiran menjadi 85%
pada tahun 2019 (2015:
75%).

65,89

95,88

89,3

97,75

93,82

Sumber: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kapuas, 2022




2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Pembangunan
keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan olahraga yang
dilakukan oleh masyarakat. Berbagai kegiatan keolahragaan dilaksanakan baik di
tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun
nasional.
A. Seni dan Budaya
Seni dan budaya Kabupaten Kapuas identik dengan kebudayaan Suku Dayak.
Dalam tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan festival seni dan budaya
diantaranya eksperimentasi seni tari tradisional Dayak, rekaman Karungut dan
musik tradisional, ukiran dan seni patung khas Dayak, Tatto Dayak, anyaman
rotan dan purun, benang bintik, Mandau Talawang, festival kesenian daerah dan
luar daerah, Tiwah, Kuntau, pagelaran dialog seni. Pada tahun 2020,
penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan drastis hingga

2 event dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja di Bidang Seni dan Budaya

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Penyelenggaraan
festival seni dan S 10 S S 2
budaya
Benda, Situs, dan
Kawasan Cagar
Budaya yang ) 2 4 N/A N/A
dilestarikan

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Kapuas, 2018

B. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan di Kabupaten Kapuas ada yang merupakan organisasi
nasional, organisasi regional dan organisasi kedaerahan. Ini tentunya dapat
menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Kapuas.
Organisasi kepemudaan mengalami penurunan aktivitas semasa Pandemi Covid-
19, meskipun begitu geliat olahraga daerah tidak surut bahkan cakupan
pembinaan olahraga mengalami peningkatan hingga mencapai 35 pada tahun
2020.

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020



No Indikator 2016

2017

2018

2019

2020

Persentase
1 organisasi pemuda | 14,28
yang aktif

14,28

14,28

14,28

7,14

Cakupan
2 pembinaan 24
olahraga

24

26

28

35

Cakupan pelatih
yang bersertifikasi

Persentase
peningkatan
jumlah pemuda
berprestasi

NA

NA

NA

22,70

Jumlah organisasi
kepemudaan yang
memiliki pemuda
berprestasi

NA

NA

NA

Jumlah cabang
6 olahraga yang | -
berprestasi

9

7

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Kapuas, 2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 bahwa

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya. Sebagai salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas

manusia, pendidikan menjadi salah satu sektor pembangunan yang mendapat

prioritas oleh pemerintah.

Tabel 2.22 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2020

. L Capaian Kerja
Indikator Kinerja 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022
Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,50 7,51 7,52 7,59 7,60 N/A
Persentase penduduk buta huruf 0,85 1,30 0,89 1,00 1,30 N/A
Angka harapan lama sekolah (tahun) 12,25 12,54 12,9 12,92 12,93 N/A
Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)
7-12 tahun 98,19 100,00 99,67 99,44 99,65 99.94
13-15 tahun N/A 92,91 93,13 92,87 93,72 93.22
16-18 tahun N/A 71,89 74,64 71,08 70,37 N/A
Angka Partisipasi Murni (%)
SD/MI/Paket A 95,32 99,37 99,57 99,44 99,15 99.79
SMP/MTs/Paket B 69,60 72,30 74,20 74,43 75,16 74.29
SMA/SMK/MA/Paket C N/A 54,13 53,70 53,62 53,64 N/A
| Angka Putus Sekolah
Angka putus sekolah SD/MI 2,55% 2,50% 3,60% 3,87% N/A N/A
Angka putus sekolah SMP/MTs 2,01% 1,95% 3,60% 3,87% N/A N/A
| _Angka Kelulusan (AL)
Angka kelulusan SD/MI 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka kelulusan SMP/MTs 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka Melanjutkan (AM)
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 6802 | 6909 | 7122 7313 ] N/A N/A




Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, 2022

Jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan serta antusias
keikutsertaan penduduk dalam bersekolah dapat diketahui dari Angka
Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka partisipasi Murni (APM). Data APS
Kabupaten Kapuas di rentang 7—12 tahun termasuk tinggi dengan angka yang
hampir mencapai 100% sampai tahun 2021. Sayangnya, APS menurun di jenjang
usia 13—15 tahun (setara SMP) yang nilainya cenderung di sekitar angka 93%
dan APK usia 16—18 tahun (setara SMA) yang lebih rendah lagi di angka sekitar
70%. Persentase ini menunjukan bahwa semakin bertambahnya usia semakin
kecil pula partisipasi penduduk untuk bersekolah. Di sisi lain, APM
menunjukkan tren yang sama jika dibandingkan antar jenjangnya. Data APM
Kabupaten Kapuas di jenjang SD/MI/Paket A selalu lebih besar dari 99% dari
tahun 2017 hingga 2021. Nilai APS jenjang SMP/MTs/Paket B mencapai angka
yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni 75,16% pada tahun
2021. Sayangnya, APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C cenderung tidak banyak
berubah di angka 53—54% pada tahun 2017 hingga 2021. Secara keseluruhan,
nilai APS lebih rendah capaiannya dibandingkan APM.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Kapuas juga belum optimal dari sisi
pemerataan dan akses pendidikan dengan adanya angka putus sekolah, baik SD
sederajat maupun SMP sederajat, yang mengalami peningkatan khususnya
tahun 2020 (tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir). Tentu saja perlu
adanya penanganan khusus dalam meningkatkan jenjang pendidikan baik

melalui pendidikan kesetaraan maupun pendidikan informal lainnya.

Tabel 2.23 Capaian Kinerja terkait Fasilitas Pendidikan

No Capaian Kerja
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Indikator Kinerja

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan

: 268 313 N/A N/A N/A N/A
baik

Sekolah  pendidikan  SMP/MTs  kondisi

2 . 115 80 N/A | N/A N/A | N/A
bangunan baik

3 Rasio keters_e(_jlaan sekolah/penduduk usia 0.08 | 011 N/A N/A N/A N/A
sekolah pendidikan dasar

4 Rasio  ketersediaan  sekolah  terhadap 059 | N/A 1:10 | 1:10 [ 1:10 | 1:11 | 1:11
penduduk usia sekolah pendidikan menengah )

5 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 1:10 | 110 [ 1:14 [ 1:14 [ 1:14 1 1:14 | 1:14

6 Rasio guru terhadap murid pendidikan 112 | NA 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14
menengah
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah ] ) 1:2811:30 11:30|1:30(1:30

7 dasar 1:10 | 1:10

8 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | 1:16 | 1:16 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:11 ] 1:11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, 2022




Data capaian terkait fasilitas pendidikan, khususnya meninjau bangunan dan
ketersediaannya, sayangnya belum tersedia secara lengkap di Kabupaten
Kapuas. Jumlah fasilitas pendidikan dalam kondisi baik pada tahun 2017
tercatat sebanyak 313 bangunan di jenjang sekolah dasar dan 80 bangunan di
jenjang sekolah menengah pertama. Meninjau rasio guru terhadap murid, angka
di jenjang pendidikan dasar berkisar antara 1:10 hingga 1:12 pada tahun 2017
hingga 2020. Sementara itu, data di jenjang pendidikan menengah tidak tersedia.
Meninjau rasio guru terhadap murid per kelasnya, capaian di jenjang pendidikan
dasar mencapai 1:10 hingga 1:12 pada 2017—2020. Rasio guru terhadap murid
per kelas rata-rata konstan mencapai 1:16 dari tahun 2017 hingga 2020.

Berdasarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 5676 /MPK.A/PR.07.05/2023 tentang Indikator Kinerja Urusan
Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 2 indikator Prioritas SPM
Urusan Pendidikan di Kabupaten yang berkaitan dengan kualitas pendidikan
pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu proporsi PAUD terakreditasi
minimal B dan tingkat pertumbuhan pendidik PAUD minimal S1 dan D4.

Tabel 2.24 Indikator Pendidikan di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 | 2021

Rasio pengawas dan penilik | \,a |N/A | N/A | N/A | 3,20

PAUD
Pertumbuhan Proporsi Guru
PAUD Formal dengan | N/A N/A N/A N/A 50,17

kualifikasi S1 / D IV
Peningkatan Proporsi Jumlah
Satuan PAUD yang
Mendapatkan Minimal
Akreditasi B

Sumber: RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023

N/A | N/A N/A N/A 59,73

Lebih lanjut, terdapat juga beberapa indikator kinerja utama di bidang
pendidikan yakni iklim keamanan, iklim kebhinekaan, dan iklim inklusivitas
(berdasarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 5676 /MPK.A/PR.07.05/2023 tentang Indikator Kinerja Urusan
Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota). Maksud iklim keamanan adalah
pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa
aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan,
kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka
pendidikan kesehatan. Di sisi lain, iklim kebhinekaan yakni pengembangan
regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan

mendorong kebhinekaan. Sementara itu, yang dimaksud iklim inklusivitas yakni



pengembangan regulasi dan program untuk peningkatan layanan disabilitas,
cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas.

Tabel 2.25 Capaian dan Target Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, dan
Iklim Inklusivitas Pendidikan di Kabupaten Kapuas

Uraian 2021 2022 Target 2024
Indeks Iklim Keamanan SD 67,42 76,74 83,83
Indeks Iklim Kebinekaan SD 63,01 79,35 84,33
Indeks Iklim Inklusivitas SD 66,46 69,11 75,31
Indeks Iklim Keamanan SMP 75,75 77,22 83,90
Indeks Iklim Kebinekaan SMP 62,19 75,99 80,41
Indeks Iklim Inklusivitas SMP 69,92 74,01 80,21

Sumber: Lampiran Surat Mendikbudristek Nomor 5676/ MPK.A/PR.07.05/2023

Konsep atau program yang dewasa ini gencar diusung Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini
mengandung empat pokok pikiran yakni ujian sekolah berstandar nasional
(USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan
peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Hal yang ingin
ditekankan melalui penerapan Merdeka Belajar adalah salah satunya terkait
kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Terdapat terobosan yakni
penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, sebagai
pengganti ujian nasional (sejak 2021), yang terdiri dari kemampuan bernalar
menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika
(numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar.
Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan
dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan
mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau
pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan
berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui
pengajaran yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, implementasi kebijakan
ini sebaiknya dapat dilaksanakan tiap institusi pendidikan dini hingga

menengah.

. Kesehatan

Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas memiliki upaya dalam rangka
meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan
minimal 1 desa 1 sampai dengan 2 tenaga kesehatan sampai ke daerah pelosok.

Fasilitas utama yang diperlukan oleh masyarakat adalah puskesmas, pustu dan



poskesdes karena ketiga fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan
masyarakat hingga ke daerah terpencil. Tempat berobat jalan yang dominan
dipilih/dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas adalah Puskesmas.
Berdasarkan data statistik kesehatan terlihat bahwa fasilitas kesehatan sudah
cukup memenuhi layanan kesehatan, hanya saja pemerataannya yang perlu
diperhatikan. Selain itu, aksesibilitas layanan kesehatan pada daerah terpencil
juga menjadi perhatian khususnya pada kebijakan lintas sektor baik urusan

kesehatan, urusan perhubungan maupun urusan pekerjaan umum.

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten
Kapuas Tahun 2022
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Gambar 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Kapuas, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Kapuas baru terdapat 1
Rumah sakit Tipe C, untuk menaikkan ke tipe B diperlukan minimal 1 Rumah
Sakit lagi yang rencananya akan dibangun Rumah Sakit Pratama di Pujon
Kecamatan Kapuas Tengah sekaligus sebagai dukungan infrastruktur untuk
pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju, Dinas Kesehatan Kab. Kapuas telah telah
mengusulkan dalam Anggaran DAK Fisik tahun 2022 (Krisna) namun tidak
disetujui oleh Pusat. Jumlah Puskesmas definitive ada 26 terdiri dari 15
Puskesmas Ranap dan 11 Puskesmas Non Ranap ditambah 2 puskesmas
Relokasi (Puskesmas Bukit Batu dan Puskesmas Mantangai) dan 1 puskesmas
dengan peningkatan status Pustu menjadi Puskesmas dan 14 Klinik/ Balai
Kesehatan serta 414 Posyandu sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat pasal 17, Puskesmas minimal terdiri dari 9 jenis tenaga kesehatan
yang harus terpenuhi yaitu; Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Kefarmasian,

Kesmas (tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku), Kesehatan Lingkungan



(Tenaga Sanitasi Lingkungan), Nutrisionis, Apoteker/Teknis Kefarmasian dan

ahli teknologi laboratorium medik.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kapuas
Tahun 2022
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Gambar 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Kapuas, 2022

Kabupaten Kapuas masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan diantaranya:
Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Kesmas, Tenaga Kesling dan tenaga Ahli Teknologi
Laboratorium. Untuk melengkapi kekurangan jenis tenaga ini beberapa langkah
ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas yaitu mengusulkan
kebutuhan jenis tenaga sesuai Renbut masing-masing jenis tenaga kesehatan,
menerima tenaga Nusantara Sehat baik tim maupun perorangan, menerima
tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan tenaga kontrak baik kontrak BOK maupun
kontrak Daerah.

1) Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis disebabkan oleh asupan
gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang
tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terjadi mulai janin masih dalam
kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun atau 1.000 hari
pertama kehidupan manusia. Anak yang mengalami masalah stunting
dicirikan dengan masalah tinggi badan yang berada dibawah standar anak
seusianya.

Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Nasional tahun 2016, angka
stunting yaitu 26,1%, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah
mencapai angka sebesar 39% (Rakerkesnas 2018). Hasil Riskesdas Tahun
2013 terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan prevalensi stunting yang yang
cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: Kabupaten Barito Timur
54,84%, Kabupaten Kapuas 45,16%, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
36,88%. Jika dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 dengan hasil



Riskesdas tahun 2017 (44,1%) dan 2018 (41,53%) maka angka stunting di
Kabupaten Kapuas telah mengalami penurunan sebesar 1,06%, yaitu dari
45,16% menjadi 44,1% pada tahun 2017 dan turun sebesar 3,63% yaitu dari
45,16%, menjadi 41,53% pada tahun 2018. Dari data tersebut terlihat pula
penurunan angka stunting pada periode 2017-2018 yakni sebesar 2,57%
(dari 44,1% pada 2017 turun menjadi 41,53% pada 2018).

Angka Prevalensi Stunting Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2022
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Gambar 2.20 Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2022
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional,
angka prevalensi stunting di Kabupaten Kapuas cukup tinggi, berada di atas
provinsi dan nasional. Oleh karena itu, stunting merupakan permasalahan
prioritas yang membutuhkan penanganan mendesak berupa intervensi
sensitif maupun spesifik. Walaupun angka prevalensi stunting mengalami
kecenderungan penurunan setiap tahunnya, namun angka stunting
Kabupaten Kapuas masih menjadi penyumbang tingginya angka stunting di
Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga masuk dalam 160 lokus
Kabupaten/Kota di Indonesia dalam penurunan angka stunting di Indonesia.

Hasil Keputusan Rapat tentang Padat Karya dan Penanganan stunting di
10 Kabupaten dan 100 Desa Prioritas tahun 2018 tanggal 15 Desember 2018
di Jakarta yang ditandatangani oleh Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Menkes, Menteri Desa PDTT, Menteri Pertanian, Sekretaris
TNP2K dan Kepala BPKP menyebutkan bahwa tahap 1 (satu) telah
dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur sedangkan Kabupaten Kapuas dan
Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk 60 lokus Kabupaten/Kota
prioritas tahap 2 (dua) tahun 2019, dalam rangka penurunan angka stunting

di Indonesia yang diprioritaskan pada 10 Desa di Kabupaten Kapuas.



Adapun desa-desa yang menjadi prioritas penanganan stunting di

Kabupaten Kapuas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kapuas Murung: Desa Palingkau Jaya, Desa Palingkau Asri
SP2, Desa Saka Binjai A6.

2. Kecamatan Mantangai: Desa Lamunti dan Desa Kaladan Jaya A4.

3. Kecamatan Basarang: Desa Naning

4. Kecamatan Pulau Petak: Desa Sei Tatas, Desa Palangkai dan Desa Sei
Tatas Hilir.

5. Kecamatan Bataguh: Terusan Raya Hulu.

Data awal yang merupakan hasil PSG Tahun 2018 di desa lokus prioritas
penanganan stunting di Kabupaten Kapuas seperti tertera pada gambar

dibawah ini.

Data Stunting di Desa Lokus Stunting Hasil PSG
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Gambar 2.21 Data Stunting di Desa Lokus Stunting Hasil PSG Tahun 2018
Sumber: Data PSG Kabupaten Kapuas Tahun 2018
Untuk percepatan penurunan stunting di desa-desa lokus dan di

Kabupaten Kapuas secara keseluruhan ada beberapa intervensi yang sudah
dan akan dilaksanakan diantaranya:

1. Pemberian obat cacing yang dilaksanakan pada bulan Februari untuk
desa-desa lokus dan pada bulan Agustus untuk semua desa di wilayah
Kabupaten Kapuas;

Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil;
Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita;
Penyuluhan/konseling ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif;

Konseling IMD (Inisiasi Menyusu Dini);

Pemberian Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus;

Rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium,;

®» N ok Db

Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) sesuai standar;



2)

9. Perbaikan sanitasi lingkungan;
10.Pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) dan ASI sampai

dengan usia 2 tahun.

Setelah dilakukan intervensi awal, maka dilakukan analisis terhadap
penanganan stunting di Kabupaten Kapuas dan ditetapkan lokasi prioritas
lanjutan di 77 Desa/Kelurahan tersebar di 17 Kecamatan sesuai Keputusan
Bupati Kapuas No.282 /BAPPEDA TAHUN 2020 Tanggal, 24 Juli 2020.
Adapun anggaran yang diperlukan untuk penanganan stunting di Kabupaten
Kapuas adalah dana bersumber DAK Non Fisik. Data terakhir sesuai hasil
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Prevalensi Balita Stunted
(tinggi badan menurut umur) sebesar 25%, ini merupakan urutan ke lima di
Kalimantan Tengah setelah Kab. Lamandau (23,2%), Kab. Kobar (23.4%),
Kab. Pulang Pisau (24,6%) dan Kab Sukamara (24,7%). Keseriusan
pemerintah pusat dalam menurunkan angka prevalensi stunting diwujudkan
dalam Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting, dan peraturan turunannya seperti Keputusan Menteri Dalam
Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan adalah persentase balita
(0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga penolong
kelahiran yang memiliki kompetensi kebidanan. Pada tahun 2017 dari 6.982
ibu bersalin, sebanyak 95,30 persen ibu memilih bersalin kepada tenaga
kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), sisanya
memilih bersalin di luar pertolongan nakes dan fasyankes. Seiring berjalannya
waktu, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki trend menurun
hingga mencapai 83,94 persen (dari 5.844 persalinan) pada tahun 2019 dan
meningkat menjadi 85,87 persen (dari 5.889 persalinan) pada tahun 2020,
dan mencapai 98 persen persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan pada
tahun 2021. Data cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat
memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta
pelayanan kesehatan secara umum. Berikut disajikan data cakupan

persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021.



Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021
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Gambar 2.22 Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022
3) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada
saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang
lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau
pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 Kelahiran
Hidup (KH). Angka ini untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku
hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan,
tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan

waktu ibu melahirkan dan masa nifas.

Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000
Kelahiran Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021
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Gambar 2.23 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran
Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Perkembangan jumlah dan angka kematian ibu di Kabupaten Kapuas
dalam periode 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi naik turun dan

puncak tertinggi di tahun 2019 sebesar 132 per 100.000 KH, sedangkan



angka kematian ibu terendah berada pada tahun 2020 yang mencapai 49

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

4) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah
kematian bayi di bawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.
Bayi dalam indikator ini memiliki definisi manusia yang memiliki usia 0-12
bulan. Angka ini merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan,
pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan
perinatal. Disamping itu AKB juga berhubungan dengan pendapatan
keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kegunaan Angka Kematian Bayi
untuk pengembangan perencanaan yang berhubungan dengan kehamilan
maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah
yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya

program pemberian tablet Fe dan suntikan anti tetanus.

Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2021
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Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kapuas Tahun
2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Secara umum terjadi penurunan angka kematian bayi di Kabupaten
Kapuas dimana pada tahun 2016 memiliki capaian angka kematian bayi
sebesar 9,35 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun terus dalam enam
tahun terakhir hingga mencapai 4,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun
2021.

5) Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup



Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia O-
59 bulan selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama
(termasuk kematian bayi). Balita dalam indikator ini memiliki definisi
manusia yang memiliki usia 0-39 bulan. Indikator ini terkait langsung dengan
target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi
dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan
kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi
kesulitan ekonomi penduduk.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan dari
tahun 2016 hingga 2020. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu
0.66 per 1.000 kelahiran hidup dimana sebelumnya kelahiran hidup
mencapai 5.63 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara kenaikan cukup
signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 5.5 per 1.000 kelahiran hidup.
Data perkembangan angka kematian balita di Kabupaten Kapuas Tahun
2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.

Perkembangan Angka Kematian Balita
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021
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Gambar 2.25 Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Kapuas
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022
6) Balita Gizi Buruk

Balita adalah anak usia dibawah lima tahun (0-59 bulan). Sedangkan gizi
buruk adalah status gizi menurut berat badan dan tinggi badan dengan Z-
score <-3 dan atau dengan tanda tanda klinisk (marasmus, kwashiorkor dan
marasmus —-kwashiorkor). Prevalensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada
balita adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dan balita
dengan gizi buruk dengan balita seluruhnya. Gizi buruk adalah bentuk
terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita
secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat
badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan

(standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai



dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar
disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

Data perkembangan kasus gizi buruk Kabupaten Kapuas Tahun 2016-
2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.

Perkembangan Kasus Gizi Buruk Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2021
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Gambar 2.26 Perkembangan Kasus Gizi Buruk Kabupaten Kapuas Tahun 2016-

7)

2021
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Kasus balita mengalami gizi buruk mengalami kenaikan dari tahun 2016
hingga 2020, dimana kondisi terparah adalah tahun 2020 sebanyak 6 balita
dilaporkan mengalami gizi buruk. Pada tahun 2021, kasus gizi buruk dapat
ditangani sehingga tidak teridentifikasi balita yang mengalami gizi buruk.
Semua balita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Kapuas selalu
mendapatkan penanganan dan perawatan sesuai tata laksana gizi buruk. Hal
ini berarti 100% bayi/balita yang terindikasi gizi buruk mendapatkan

pelayanan kesehatan pada 2021.

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai
standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada
neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode O sampai dengan 28 hari setelah
lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah, yang
bertujuan untuk meningkatkan akses mneonatus terhadap pelayanan
kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan/masalah
kesehatan pada neonatus. Resiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24
jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya,
sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap
tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.

Data cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten

Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.



Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
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Gambar 2.27 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan data yang ada cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani di setiap tahunnya cukup fluktuatif dimana sempat mengalami
capaian tertinggi di tahun 2018 sebesar 58,09 persen sedangkan terendah di
tahun 2017 sebesar 14,76 persen. Adapun capaian cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 26,22 persen, dan pada

tahun 2021 menurun menjadi 20,8 persen.

8) Cakupan Pelayanan Balita (%)

Anak balita (bawah lima tahun), merupakan kelompok tersendiri yang
dalam perkembangan dan pertumbuhannya memerlukan perhatian yang
lebih khusus. Bila perkembangan dan pertumbuhan pada masa Balita
mengalami gangguan, akan berakibat terganggunya persiapan terhadap
pembentukan anak yang berkualitas. Untuk mencapai hal diatas, maka
tujuan pembinaan kesejahteraan anak adalah dengan menjamin kebutuhan
dasar anak secara wajar, yang mencakup segi-segi kelangsungan hidup,
pertumbuhan dan perkembangan dan perlindungan terhadap hak anak yang
menjadi haknya. Disamping itu diperlukan juga suatu lingkungan hidup yang
menguntungkan untuk proses tumbuh kembang anak.

Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual
berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden periode
dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berpikir, berbicara
serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan
moral. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-

fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Upaya deteksi dini



gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi
sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin dan atau mencegah
gangguan ke arah yang lebih berat.

Cakupan pelayanan balita di Kabupaten Kapuas, selama tahun 2016-2021
masih belum menunjukkan capaian positif dimana sempat mengalami
kenaikan hingga 92,48 persen pada tahun 2020 namun mengalami
penurunan kembali hingga mencapai 79,34 persen pada tahun 2020, dan
mengalami kenaikan 0,74 persen pada tahun 2021. Data perkembangan
pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 dapat
disajikan pada grafik dibawah ini.

Perkembangan Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021
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Gambar 2.28 Perkembangan Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022
Pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita

sakit dan sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai

standar yang meliput :

a. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang
tercatat dalam Buku KIA/KMS. Pemantauan pertumbuhan adalah
pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada
Buku KIA/KMS. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut
atau berat badan anak balita dibawah garis merah dirujuk ke sarana
pelayanan kesehatan.

b. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
minimal 2 kali setahun. Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan
perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan
kemandirian minimal 2 kali setahun (setiap 6 bulan).

c. Pemberian Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU), 2 kali dalam setahun.

d. Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita



e. Pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan

pendekatan MTBS.

9) Cakupan Universal Child Immunization (UCI) Desa (%)

Strategi operasional pencapaian cakupan tinggi dan merata berupa
pencapaian Universal Child Immunization (UCI) yang berdasarkan indikator
cakupan DPT-HB 3, Polio 4 dan Campak dengan cakupan minimal 80% dari
jumlah sasaran bayi di desa. Pada tahun 2016-2021 terjadi fluktuasi capaian
cakupan UCI Desa di Kabupaten Kapuas dimana pada tahun 2018 mencapai
titik tertinggi yang mencapai 88,40 persen dan menurun hingga 50,21 persen
pada tahun 2021. Data cakupan UCI Desa di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-
2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.
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Gambar 2.29 Cakupan UCI Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

10) Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Angka kesakitan merupakan jumlah kasus DBD di suatu wilayah tertentu
selama satu tahun tiap 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD di
Kabupaten Kapuas cenderung fluktuasi dari tahun 2016-2021 dengan
capaian pada tahun 2021 mencapai 4,1 per 100.000 penduduk. Sedangkan
puncaknya terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 93,66 per 100.000
penduduk, dan pada tahun 2018 mencapai 88,1 per 100.000 penduduk. Data
perkembangan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.



Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021

93.66

80.54

12.82 12.19
4.1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.30 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Kabupaten Kapuas

Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022
Beberapa hal yang mempengaruhi Angka Kesakitan DBD per 100.000

penduduk:

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PHBS yakni Geber PSN 4M
Plus dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik masih sangat rendah (sudah ada
Instruksi Bupati Kapuas No 440/197/DINKES /2016, namun pelaksanaan
masih sangat kurang).

Masyarakat masih suka dengan fogging yang bukan cara efektif untuk
pencegahan dan penanggulangan DBD.

Kepedulian lintas sektor umumnya masih rendah (untuk menggerakkan
masyarakat, kecuali Kecamatan Basarang keterlibatan lintas sektornya
sangat baik).

Tidak banyak masyarakat yang mau menjadi kader jumantik.

Masih ada pemahaman bahwa urusan DBD hanyalah urusan sektor
kesehatan saja.

Rapat koordinasi lintas sektor untuk penanggulangan DBD sudah
dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum ada
keterlibatan peran lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat (kecuali
di Kecamatan Basarang).

Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) belum maksimal dilaksanakan dan
dievaluasi.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain adanya perubahan
iklim (musim penghujan kasus DBD meningkat), mobilitas penduduk yang
tinggi (memudahkan penyakit DBD menyebar dari kota ke desa-desa),
pembangunan perumahan dan sarana-sarana lain yang memungkinkan

penampungan air bersih di tempat-tempat yang dasarnya bukan tanah,



serta sarana air bersih dari sumur bor yang makin banyak digunakan

warga.

11) Angka kesakitan Malaria per 1000 penduduk

Upaya pencegahan dan pengendalian Malaria menuju Eliminasi Malaria di
Kabupaten Kapuas dimulai sejak 2010. Melalui upaya pemberantasan dengan
penemuan kasus berdasarkan konfirmasi laboratorium serta penggunaan
obat standar dengan ACT, angka kesakitan Malaria yang diukur dengan API
(Annual Paracite Incidence) secara bertahap telah turun. Namun demikian, di
tahun 2017 API Malaria meningkat kembali lebih tinggi dari tahun 2016. Tren
menurun kembali dialami secara signifikan dimana pada tahun 2021 memiliki
capaian angka kesakitan malaria terendah sebesar 0. Data perkembangan
angka kesakitan Malaria di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 dapat
disajikan pada grafik dibawah ini.
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Gambar 2.31 Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Kasus Malaria di Kabupaten Kapuas adalah yang tertinggi di Kalimantan
Tengah. Beberapa masalah terkait penanggulangan Malaria yakni sebagai
berikut:

e Sumber penularan Malaria adalah para penambang yang bekerja di daerah
Moroi. Para penambang ini datang dari berbagai kecamatan bahkan dari
luar Kabupaten Kapuas untuk bekerja di sana. Penambang terinfeksi
Malaria dan sakit, lalu pulang ke daerah masing-masing dan potensi
menularkan malaria ke sekitarnya;

e Kesadaran penambang yang sakit Malaria untuk merawat diri dan

menuntaskan pengobatan kadang masih rendah. Penambang segera



berangkat lagi ke tempat penambangan sehingga keberhasilan terapi tidak
bisa dikontrol;

e Posisi penambang yang berpindah-pindah dan sulit dijangkau karena
medan area tambang yang luas, sulit dan berpencar-pencar. Penambang
juga bisa berasal dari luar Kabupaten Kapuas;

e Pemanfaatan kelambu berinsektisida yang telah dibagikan dengan cuma-
cuma masih belum maksimal karena faktor kebiasaan tidur tidak terbiasa
menggunakan kelambu.

e Kondisi lingkungan (banyak genangan air) bekas penambangan (baik
dikeruk manual maupun dengan alat-alat berat) menjadi tempat
perindukan nyamuk Malaria;

e Belum ada penertiban bagi para penambang liar secara optimal dari lintas
sektor terkait; dan

e Keterlibatan lintas sektor terkait belum berjalan.

12) Prevalensi Penderita HIV-AIDS per 100 ribu penduduk

Prevalensi Penderita HIV AIDS per 100.000 penduduk di Kabupaten
Kapuas cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2019 sempat mencapai 5
orang per 100.000 penduduk dan menurun kembali di tahun 2020 hingga
mencapai 2 orang per 100.000 penduduk. Fluktuasi ini dikarenakan
terjadinya fenomena gunung es pada penderita HIV-AIDS ini yang masih
belum terbuka kepada tenaga/fasilitas kesehatan tentang penyakit yang
dideritanya. Sementara pada tahun 2018, data penderita HIV AIDS tidak
teridentifikasi. Data prevalensi penderita HIV-AIDS per 100.000 penduduk di
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah
ini.
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Gambar 2.32 Prevalensi Penderita HIV-AIDS per 100.000 penduduk di
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Meskipun tampaknya tren peningkatan prevalensi tersebut masih aman,
yakni di bawah prevalensi nasional yang diharapkan yaitu kurang dari 1 per
100.000 penduduk, namun tren kenaikan ini menunjukkan mulai
ditemukannya kasus-kasus baru HIV AIDS di Kabupaten Kapuas dalam
kurun waktu 5 tahun. Penemuan yang meningkat ini logis mengingat
sesungguhnya kasus HIV AIDS itu sesuai dengan fenomena gunung es, yakni
yang belum ditemukan jauh lebih banyak daripada yang sudah ditemukan.

Target utama pencegahan dan pengendalian HIV AIDS adalah 3 Zero (Zero
New Infection, Zero Death Related AIDS, Zero stigma/ discrimination). Setiap 1
orang ditemukan HIV AIDS, secara epidemiologi ada 100 orang disekitarnya
yang juga terinfeksi namun belum ditemukan (fenomena gunung es). Untuk
Kapuas, jumlah penemuan kasus baru makin bertambah, demikian pula
dengan kematian akibat AIDS, dan stigma/diskriminasi pun belum bisa
dihilangkan. Meskipun demikian, ada sisi positif program yaitu makin
meningkatnya upaya nakes memotivasi pasien dengan gejala HIV untuk
memeriksakan dirinya melalui VCT maupun mobile VCT, sehingga penemuan
ODHA meningkat karena upaya nakes. Adapun pemeriksaan untuk
mengetahui status HIV atas inisiatif sendiri/sukarela masih sangat rendah.

Penyebab kenaikan prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Kapuas dari aspek
perilaku masyarakat:

e Perilaku seks tidak aman masih ada di masyarakat (tidak setia dengan 1
pasangan, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya).

e Penggunaan kondom masih rendah khususnya untuk hubungan seks
beresiko.

e Sulit menjangkau kelompok beresiko untuk memberikan penyuluhan dan
pemeriksaan mobile VCT. Misal: PSK yang berpindah-pindah, kelompok
gay/waria yang eksklusif dan belum tersentuh.

e ODHA tidak mau berobat dan minum obat seumur hidup , ada juga yang
drop out berobat, walaupun sudah tahu dirinya menderita HIV AIDS.

e ODHA tidak mau membuka status dirinya kepada pasangannya, sehingga
pasangannya tertular (istri tidak tahu jika suaminya ODHA, sehingga

akhirnya istrinya tertular demikian juga dengan bayi yang dikandungnya).



Dukungan keluarga dan masyarakat masih rendah untuk ODHA (ODHA
tidak ada yang mensupport dari keluarga untuk pengobatan seumur
hidupnya).

Banyak pasien AIDS yang tidak pernah memeriksakan diri, sehingga tidak
mengetahui status dirinya selama ini, dan baru mengetahui saat sudah
jatuh ke AIDS (sudah terlambat, sehingga tidak terobati).

Zero stigma/discrimination masih ada disebabkan oleh pemahaman

masyarakat yang masih kurang tentang penyakit HIV AIDS ini.

Penyebab dari aspek akses pengobatan bermutu, jaminan pembiayaan,

dan upaya promosi :

ODHA ada yang tidak punya jaminan pembiayaan (JKN), atau jika ada JKN
namun menunggak pembayarannya. Sehingga tidak bisa berobat.

Mobile VCT, Promosi pencegahan HIV AIDS masih belum gencar (Aku
Bangga Aku Tahu bagi kelompok muda usia 14-24 tahun). Ini terkait
dengan kapasitas petugas kesehatan (belum ada pelatihan yang
melibatkan semua nakes dari semua Puskesmas.

Pendampingan, dukungan, dan pengobatan (CST) baru mampu
dilaksanakan oleh RSUD Kapuas. Sedangkan untuk Puskesmas belum ada
satupun yang mampu CST disebabkan oleh kemampuan SDM (belum ada
pelatihan). Puskesmas baru mampu lakukan VCT (Selat dan Timpah,
namun ini pun belum aktif lakukan layanan VCT).

Di sisi lain penyebab dari peran sektor terkait yaitu :

Tugas-tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kapuas belum
berjalan maksimal, masih dirangkap oleh Dinas Kesehatan Kab. Kapuas
(seharusnya KPA dilaksanakan secara mandiri, dan dengan anggaran dana
yang memadai).

Peran lintas sektor masih sangat minim. Lintas sektor terkait masih belum
dapat berperan sesuai tupoksinya dalam hal pencegahan dan
penanggulangan HIV AIDS (meski sudah pernah hadiri rapat koordinasi
dan pernah mengikuti pelatihan oleh KPA Provinsi Kalteng).

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS masih dianggap

menjadi urusan sektor kesehatan saja (Dinkes, RSUD, Puskesmas).

13) Prevalensi TB BTA (+) per 100 ribu penduduk

TB BTA (+) mengindikasikan pasien yang diduga mengidap TBC atau

tuberculosis. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penderita TBC



mengalami pola penurunan meskipun tahun 2019 sempat meningkat hingga

104,2 orang per 100.000 penduduk hingga akhirnya menurun kembali pada

titik 59,7 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Akan tetapi, pasien

penderita TBC meningkat pada tahun 2021 menjadi 77,78 orang per 100.000

penduduk. Diharapkan kedepannya, temuan prevalensi TB BTA (+) akan

mewujudkan tujuan program yaitu menemukan sebanyak-banyaknya

penderita TB, lalu diobati sampai sembuh, karena sebenarnya masih banyak

penderita TB yang belum ditemukan dan diobati (missing cases). Data

prevalensi penderita Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kabupaten

Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.
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Gambar 2.33 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Beberapa hal yang mempengaruhi Prevalensi TB BTA (+) per 100 ribu

penduduk:
a. SDM

pengelola program TB di Puskesmas yang lama sudah jenuh, pindah,
sehingga digantikan oleh nakes baru namun belum dilatih.

Tenaga pemeriksa sputum BTA tidak semua ada di Puskesmas (analis
maupun paramedis terlatih), sehingga proses penemuan pasien
melalui diagnosa pemeriksaan sputum belum menghasilkan
penemuan kasus yang tinggi dan akurat.

Mutu hasil cross check pembacaan BTA masih rendah (error rate

masih tinggi).

b. Perilaku masyarakat :



e Kesadaran masyarakat untuk berobat apabila batuk berdahak lebih
dari 2 minggu masih rendah.

e Kesadaran masyarakat masih rendah untuk minum obat hingga
tuntas (pengobatan 6 bulan tidak boleh putus menimbulkan
kebosanan, beresiko terjadinya TB Resisten Obat).

e Masyarakat kadang lebih suka berobat ke mantri, sedangkan mantri
ada yang melakukan pengobatan TB tidak standar.

c. Akses pengobatan / jaminan pembiayaan :

e Beberapa penderita TB BTA (+) tidak mempunyai kartu JKN, sehingga
sulit apabila menderita komplikasi yang harus dirujuk ke RSUD.

e Penemuan beberapa kasus TB Resisten Obat mengalami kendala pada
saat tidak ada dukungan keluarga maupun dukungan jaminan
pembiayaan kesehatan (kartu JKN).

e Penemuan penderita TB di Puskesmas belum optimal terpadu dengan
program lain (misal melalui pendekatan PIS PK).

e Pencatatan pelaporan (SSIT) oleh petugas pemegang program TB
belum semuanya baik meski sudah dilatih.

e Pendanaan untuk program TB di Puskesmas belum maksimal.

e Sarana untuk pemeriksaan penunjang TB (mikroskop) ada yang rusak

karena kurang perawatan oleh petugas di puskesmas.

14) Cakupan Penemuan Pneumonia Balita.

Pneumonia adalah penyebab kematian nomor dua pada anak bayi balita
setelah diare. Karena itu fokus program P2P ISPA adalah pada penemuan
Pneumonia dan penanganannya agar tidak menyebabkan kematian. Jadi
apabila Kabupaten Kapuas meningkat penemuan pneumonia nya, hal itu
menunjukkan membaiknya upaya deteksi dan penanganan Pneumonia oleh
nakes. Adapun penemuan kasus pneumonia tersebut harus bersamaan
dengan penanganannya. Kondisi di Kapuas, penanganan kasus pneumonia
masih cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 mencapai titik tertinggi
yakni sebesar 10,40 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 4,38 persen,
dan pada 2021 penanganan kasus pneumonia kembali naik menjadi 8,80
persen. Hal ini harus terus ditingkatkan penanganannya sehingga derajat
kesehatan masyarakat terus meningkat. Data cakupan balita pneumonia yang
ditangani di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada grafik

dibawah ini.



Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di
Kabupaten Kapuas Tahun2016-2021
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Gambar 2.34 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020

15)Persentase Desa/Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan
Epidemiologi <24 Jam
Cakupan Kabupaten Kapuas untuk KLB yang dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam untuk tahun 2016-2020 adalah 100 persen, karena
untuk semua KLB dalam waktu <24 jam telah dilakukan penyelidikan
epidemiologi yang dilanjutkan dengan penanganannya. Penanganan secara
berjenjang mulai dari Puskesmas lalu Dinas Kesehatan, melibatkan lintas
program dan sektor terkait. Data persentase desa/kelurahan yang Terkena
KLB dan Telah Dilakukan PE < 24 jam di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-
2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.

Persentase Desa/Kelurahanyang Terkena KLB dan
Telah Dilakukan PE < 24 jam di Kabupaten Kapuas
Tahun2016-2021
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Gambar 2.35 Persentase Desa/Kelurahan yang Terkena KLB dan Telah
Dilakukan PE < 24 jam di 2016-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

16) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah organisasi fungsional
yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu,
merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas sendiri
merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu
wilayah kerja.

Puskesmas terdiri dari Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan,
Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling. Rasio fasilitas kesehatan
yakni puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 100.000
penduduk mengalami penurunan dari 2016 hingga 2018, sementara tahun
2019 hingga 2021 berada pada kondisi konstan yaitu 34,52 per 100.000
penduduk. Data rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per 100.000
penduduk di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada
grafik dibawah.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per 100.000
Penduduk di Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.36 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per 100.000 Penduduk di
Kabupaten Kapuas 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

Lain halnya dengan fasilitas rumah sakit yang merupakan institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat

jalan, dan gawat darurat (Kepmenkes RI No. 340/Menkes/PER/III/2010). Di



Kabupaten Kapuas terdapat 1 buah RSUD yang melayani seluruh masyarakat
yakni RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

17) Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah  sakit adalah institusi pelayanan  kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
(Kepmenkes RI No. 340/Menkes/PER/III/2010). Di Kabupaten Kapuas
terdapat 1 buah RSUD yang melayani seluruh masyarakat dengan jumlah
tempat tidur pada tahun 2016 sebanyak 135 (rasio 0.38), tahun 2017
sebanyak 135 (rasio 0.38), Tahun 2018 sebanyak 142 ( rasio 0.40), Tahun
2019 sebanyak 152 (rasio 0.42) dan pada tahun 2020 sebesar 138 (rasio 0.38),
bersamaan dengan peningkatan kasus Covid-19 maka pada tahun 2021
jumlah ketersediaannya juga naik. Data rasio ketersediaan tempat tidur
rumah sakit per satuan penduduk (1:1.000) di Kabupaten Kapuas Tahun
2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.

Rasio Ketersediaan TT Rumah Sakit Per Satuan
Penduduk (1:1.000) di Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.37 Rasio Ketersediaan TT Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
(1:1.000) di Kabupaten Kapuas 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

18) Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%)

Semua masyarakat miskin terlindungi oleh Jaminan Kesehatan baik
melalui Jamkesda ataupun JKN, cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dari tahun 2016 hingga 2021 mengalami kenaikan yang
cukup signifikan yaitu dari 58,20% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun

2021. Data persentase cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin



di Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada grafik dibawah

ini.

Perkembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di
Kabupaten Kapuas semakin tahun semakin meningkat. Hal ini bukan berarti
makin banyaknya masyarakat miskin yang sakit, namun mengandung
pengertian sebagai berikut:

a. Semakin kecil persentasenya cakupan pelayanan di tahun 2016 (58,2%)
menunjukkan kondisi masyarakat miskin banyak yang sehat.

b. Trend kenaikan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun karena
kunjungan rumah ke pasien semakin sering, sehingga kontak antara
tenaga kesehatan dan penduduk miskin semakin banyak baik dalam
keadaan sakit maupun sehat.

c. Angka kontak kunjungan ke Fasyankes terlaporkan berulang (1 pasien
bisa 4-5 kali kunjungan) dan dimasukan sebagai angka kontak.

d. Dengan semakin aktifnya kunjungan rumah (melalui Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga) maka akan menjamin 100%
masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan baik pada sakit

maupun pada kondisi sehat.

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.38 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin di Kabupaten Kapuas 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

19) Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%)
Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun atau
lebih. Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya
pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar

tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu,



Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan

memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan

produktif.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut
(USILA) (%) di Kabupaten Kapuas 2013-2017
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Gambar 2.39 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut (USILA) (%) di

Kabupaten Kapuas 2013-2017
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas 2013-2017

Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara
lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan
dasar dengan pendekatan pelayanan santun lanjut usia, dan menyediakan
sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Berdasarkan data yang ada cakupan pelayanan usia lanjut tahun 2013
sebesar 10,59%, tahun 2014 sebesar 77,26%, tahun 2015 sebesar 80,81%,
tahun 2016 sebesar 80,81% dan pada tahun 2017 sebesar 31,89%.
Berdasarkan data diatas terjadi peningkatan cakupan pelayanan usia lanjut
terjadi di tahun 2014, 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 terjadi penurunan
cakupan pelayanan usia lanjut dari target kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

Penyebab rendahnya pelayanan kesehatan terhadap lansia adalah:
jangkauan pelayanan ke pelosok yang sulit dan kesulitan untuk mengakses
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Disamping itu keterbatasan petugas

serta sarana prasarana pendukung pelayanan untuk lansia.

20) Persentase Desa yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat)

Pelaksanaan PHBS cukup baik dan konsisten angkanya terus naik setiap
tahunnya dari tahun 2016 sebesar 7,3 persen, tahun 2017 sebesar 33,5
persen, tahun 2018 sebesar 75 persen dan tahun 2020 menjadi 90 persen.

Akan tetapi, persentase desa yang melaksanakan PHBS mengalami



penurunan drastis sebesar 48,39 persen dikarenakan penurunan kesadaran

masyarakat.

Persentase Desa yang Melaksanakan PHBS (Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat)
di Kabupaten Kapuas 2016-2020
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Gambar 2.40 Persentase Desa yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat) di Kabupaten Kapuas 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

21) Rasio Dokter per satuan Penduduk

Menurut Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah
kabupaten/kota peduli hak asasi manusia rasio tenaga dokter per satuan
penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan
tenaga dokter dengan jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 2.500.

Rasio dokter umum terhadap penduduk dari tahun 2016 hingga tahun
2020 secara konstan berada dibawah standar. Pada tahun 2016, rasio dokter
per satuan penduduk sebesar 0.36, tahun 2017 sebesar 0.33, tahun 2018
sebesar 0.32, tahun 2019 sebesar 0.36, dan tahun 2020 sebesar 0.30. Dari
data tersebut, terdapat kekurangan tenaga dokter yang perlu diupayakan
dengan penambahan tenaga dokter untuk meningkatkan layanan kesehatan
masyarakat. Data rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Kapuas

Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.



Rasio Dokter Per satuan Penduduk (1:2.500) di
Kabupaten Kapuas 2016-2020
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Gambar 2.41 Rasio Dokter Per satuan Penduduk (1:2.500) di Kabupaten
Kapuas 2016-2020
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

22)Rasio Dokter Spesialis per satuan Penduduk

Rasio tenaga Dokter Spesialis per satuan penduduk adalah merupakan
perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter spesialis
berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan, rasio idealnya adalah 1 : 16.000. Rasio dokter spesialis di
kabupaten Kapuas mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu 0,23 hingga
tahun 2021 mencapai 3,57. Terdapat penambahan jumlah dokter spesialis di
Kabupaten Kapuas sehingga tahun 2021 rasio dokter spesialis meningkat
drastis. Dengan peningkatan ini berarti terjadi peningkatan pelayanan

kesehatan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2021.

Rasio Dokter Spesialis terhadap Penduduk (1:16.000)
di Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.42 Rasio Dokter Spesialis terhadap Penduduk (1:16.000) di
Kabupaten Kapuas 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022
23) Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk

Rasio tenaga dokter gigi di Kabupaten Kapuas per 100.000 penduduk

tahun 2016 sebesar 2,87 dan masih mengalami penurunan hingga tahun



2021 menjadi 2,20. Rasio tersebut masih jauh dibawah target Nasional
sebesar 11 per 100.000 penduduk. Bisa dikatakan bahwa di Kabupaten
Kapuas saat ini masih sangat kekurangan jumlah tenaga dokter gigi dan ini

akan berpengaruh terhadap pelayanan gigi di wilayah Kabupaten Kapuas.

Rasio Dokter Gigi Per - 100.000 Penduduk di
Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.43 Rasio Dokter Gigi Per - 100.000 Penduduk di Kabupaten Kapuas
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Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas 2016-2020

24) Rasio Perawat per Satuan Penduduk

Rasio Perawat terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal
antara jumlah ketersediaan tenaga Perawat berbanding jumlah penduduk.
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio idealnya adalah 1:
855

Berdasarkan target HAM rasio perawat (1: 855) atau 117 per 100.000
penduduk. Rasio tenaga keperawatan di Kabupaten Kapuas pada tahun 2016
sebesar 1,13 dan terus mengalami kenaikan jumlah tenaga keperawatan
selama lima tahun terakhir. Rasio jumlah tenaga keperawatan tahun 2021
sebesar 2,35 merupakan rasio tertinggi yang menunjukkan secara kuantitas,
tenaga perawat di Kabupaten Kapuas sudah berkecukupan, sehingga
peningkatan layanan kesehatan dapat diarahkan untuk peningkatan kualitas

tenaga keperawatan.



Rasio Perawat Per satuan Penduduk (1:855) di
Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.44 Rasio Perawat Per satuan Penduduk (1:855) di Kabupaten Kapuas
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

25) Rasio Bidan per Satuan Penduduk

Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk adalah merupakan
perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga Bidan berbanding
jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, rasio
idealnya adalah 1 : 1.000. Berdasarkan HAM rasio Bidan (1:1000) atau 100
per 100.000 penduduk. Rasio tenaga bidan di Kabupaten Kapuas mengalami
penurunan sejak tahun 2017 sebesar 1,46 menjadi 1,36 pada tahun 2021.
Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa tenaga bidan sudah memenuhi

target namun masih perlu penataan untuk sebaran atau penempatannya.

Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (1:1.000) di
Kabupaten Kapuas 2016-2021
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Gambar 2.45 Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (1:1.000) di Kabupaten Kapuas
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, 2022

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, beberapa aspek yang dibahas
meliputi jalan dan jembatan, sarana irigasi, sarana air bersih, gedung kantor,
serta penataan ruang

1) Jalan dan Jembatan

Salah satu prasarana yang penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi
adalah jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan melancarkan arus
lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Berdasarkan
Kabupaten Kapuas Dalam Angka Tahun 2023, total panjang jalan di
Kabupaten Kapuas tahun 2022 yaitu 2.451,67 km. Menurut level pemerintah
yang berwenang mengelolanya, total panjang tersebut dapat dibagi menjadi 3,
yaitu jalan negara sepanjang 193,96 km, jalan provinsi sepanjang 113,50 km,
serta jalan kabupaten sepanjang 2.144,21 km.

Menurut jenis permukaan jalannya, baru 586,59 km yang sudah diaspal,
sedangkan yang sudah diperkeras (kerikil) sepanjang 194,22 km dan sisanya
masih berupa tanah/pasir yaitu sepanjang 1.363,41 km.

Berdasarkan kondisinya, jalan di Kabupaten Kapuas yang dalam keadaan
baik sepanjang 739,37 km, dalam keadaan sedang sepanjang 474,12 km, dan
jalan dalam keadaan rusak sepanjang 381,77 km serta rusak berat sepanjang
548,96 km.

Tabel 2.26 Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021 (km)

Tingkat
Kewenangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pemerintah
Negara 71,78 | 193,96 | 193,96 193,96 193,96 193,96
Provinsi 265,55 | 113,50 | 113,50 113,50 113,50 113,50
Kabupaten 2144,? 2144,? 2144,? 214421 | 214421 | 214421
Jumlah 2481,5 | 2451,6 2451, | 2451,6 2451,6
4 - 67 ” 2451,67 -

Sumber: Kapuas Dalam Angka Tahun 2016-2022 dan Renstra Dinas PUPRPKP Tahun

2018-2023

Tabel 2.27 Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di

Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2021 (km)

Keadaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jalan
Jenis Permukaan
Aspal 533,77 | 601,08 | 634,94 612,38 689,71 586,59
Kerikil 318,87 | 315,51 | 278,12 304,21 213,07 194,22
Tanah 1.291,5 | 1.227,6 | 775,92 772,42 734,08 882,30
7 2
Lainnya - - | 455,23 455,20 507,35 481,11




Keadaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jalan

JUMLAH 2.144, | 2.144, | 2.144, | 2.144,2 | 2144,2 | 2144,2
21 21 21 1 1 1

Kondisi Jalan
Baik 573,89 | 687,15 | 766,50 | 479,85 580,74 739,37
Sedang 564,13 | 535,13 | 477,08 | 456,72 572,66 | 474,12
Rusak 280,68 246 | 250,73 | 265,10 438,15 381,77
Rusak Berat 725,51 | 675,93 | 649,90 | 642,54 552,66 548,96
Persentase 53,07 57 60,00 50,78 53,79 -
jalan kondisi
pelayanan
mantap

Sumber: Kapuas Dalam Angka Tahun 2016-2022 dan Renstra Dinas PUPRPKP
Tahun 2018-2023

Berdasarkan LPJ Bupati Kapuas 2019, dalam 5 (lima) tahun terakhir

kebijjakan umum pembangunan infrastruktur transportasi Kabupaten
Kapuas diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur transportasi yang
terintegrasi dan menghubungkan antar kecamatan wilayah utara dan selatan
Kabupaten Kapuas, guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah,
membuka akses dan keterisolasian serta mendukung pergerakan orang,
barang dan jasa. Pembangunan diprioritaskan kepada 8 (delapan) ruas jalan
dan 3 (tiga) jembatan, yaitu:

a. Jalan Kapuas - Mandomai - Mantangai - Tanjung Kelanis - Simpang

Lungkuh Layang;

b. Jalan Anjir KM 1 — Sare Pulau - Pulau Kupang — Lupak;

c. Jalan Basarang - Murung Keramat — Terusan - Batanjung;

d. Jalan Timpah - Pujon — Sei Hanyo - Tumbang Bukoi;

e. Jalan Nasional — Sei Asam — Bakungin - Palingkau Seberang;
f. Jalan Anjir KM 9 - Catur — Tamban — Lupak - Palampai;

g. Jalan Simpang Palingkau — SP1, SP2, SP3 — Penda Ketapi;

h. Jalan Basarang — Batanjung;

[y

Jembatan Anjir Serapat;
j- Jembatan Mandomai;
k. Jembatan Mantangai.

Selain kesembilan ruas jalan di atas, pembangunan jalan juga
diprioritaskan untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah sampai ke
desa, yang meliputi 214 desa, 17 kelurahan dan 17 ibukota kecamatan.

a. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya dan infrastruktur pertanian

yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.



2)

Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dengan
penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan cakupan
layanan.

Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis potensi sumber
daya lokal yang memiliki daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat.
Penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelestarian dan penghormatan kepada nilai-nilai budaya lokal sebagai
identitas masyarakat Kapuas.

Pembangunan desa melalui Gerakan Membangun Desa Bajenta (Gerbang
Desa Bajenta).

Pemberdayaan masyarakat melalui Kapuas Tiada Hari Tanpa Aktivitas

(Kapuas Taheta).

Sarana Irigasi

Sistem jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Kapuas adalah jaringan

irigasi primer, meliputi:

o P
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Jaringan Irigasi Primer Tajepan di Kecamatan Kapuas Murung;
Jaringan Irigasi Primer Simpei di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Semangat Jaya I di Kecamatan Bataguh;
Jaringan Irigasi Primer Sei Teras di Kecamatan Kapuas Kuala;
Jaringan Irigasi Primer Sei Tatumbu di Kecamatan Mantangai;
Jaringan Irigasi Primer Sei Rangas di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Roko di Kecamatan Kapuas Kuala;

Jaringan Irigasi Primer Panampang di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Pamantan di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Palingakau Kecil di Kecamatan Kapuas Murung;
Jaringan Irigasi Primer Palingkau Besar di Kecamatan Kapuas Murung;
Jaringan Irigasi Primer Palampai di Kecamatan Kapuas Kuala;
Jaringan Irigasi Primer Pagan di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Mampai di Kecamatan Kapuas Murung;
Jaringan Irigasi Primer Lumbah di Kecamatan Kapuas Murung;
Jaringan Irigasi Primer Kota di Kecamatan Bataguh;

Jaringan Irigasi Primer Karuhei di Kecamatan Mantangai;

Jaringan Irigasi Primer Dusun Jaya Sari di Kecamatan Bataguh;
Jaringan Irigasi Primer Dandang di Kecamatan Kapuas Murung;

Jaringan Irigasi Primer Beringin di Kecamatan Mantangai;



Jaringan Irigasi Primer Bakung di Kecamatan Bataguh;

Jaringan Irigasi Primer Bakambat di Kecamatan Bataguh;

Jaringan Irigasi Primer Bahatap Besar di Kecamatan Bataguh dan Kapuas
Kuala;

Jaringan Irigasi Primer Pulau Kupang di Kecamatan Bataguh;

Jaringan Irigasi Primer lainnya yang menjadi kewenangan Kabupaten
meliputi Kecamatan Bataguh, Kapuas Kuala, Mantangai dan Kapuas

Barat.

Sedangkan sistem drainase yang terdapat di Kabupaten Kapuas meliputi:
a. Saluran drainase primer
e Jalan Cilik Riwut;
e Jalan Pulang Pisau - Batas Kota Kuala Kapuas;
e Jalan Pemuda;
e Jalan Tambun Bungai;
e Jalan Kalimantan;
e Jalan Sumatera
e Jalan Katamso;
e Jalan Ahmad Yani; dan
e Jalan Sudirman.
b. Saluran drainase sekunder
e Jalan Patih Rumbih;
e Jalan Kenanga;
e Jalan Suprapto;
e Jalan Barito;
e Jalan Anggrek;
e Jalan Sogiono;
e Jalan Kasturi;
e Jalan Pilau;
e Jalan Teratai;
e Jalan Maluku;
e Jalan Duta Pembangunan;
e Jalan Cilik Riwut - Sei Baras;
e Jalan Cilik Riwut I - Jalan Perum. Pemuda Permai;
e Jalan Saka Purun;
e Jalan Garuda;

e Jalan Panglima Batur;



e Jalan Mahakam:;
e Jalan P. Tandean; dan
e Jalan Melati.

c. Saluran drainase tersier yang merupakan saluran tepi jalan dan
saluran utama pada lingkungan permukiman yang terintegrasi
dengan sistem pengendali banjir dan/atau saluran drainase primer

dan saluran drainase sekunder.

3) Sarana Air Bersih
Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan dilayani oleh dua sistem
berbeda, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan
perpipaan dan bukan perpipaan. Untuk SPAM perpipaan mayoritas dikelola
oleh BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas.
Namun, ada juga SPAM perpipaan berbasis masyarakat di tingkat desa yang
disebut Kelompok Pengelola SPAM (KP SPAM). Semenrtara, SPAM non
perpipaan dikelola langsung oleh masyarakat.
a. SPAM Perpipaan oleh PDAM
Sumber air baku PDAM Kabupaten Kapuas diambil dari dua sumber,
yaitu air permukaan dari Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas.
Debit air sungai ini cukup besar dan tersedia sepanjang tahun dengan
lebar sungai sekitar 600 meter dan kedalaman mencapai 8 meter. Pada
musim kemarau yang berdurasi diatas 2,5 bulan, air sungai Kapuas
Murung terinstrusi air laut sehingga menjadi payau atau asin, terutama
untuk wilayah Kota Kuala Kapuas, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan
Kapuas Timur, Kecamatan Pulau Petak dan Kecamatan Basarang. Untuk
mengatasi masalah tersebut, air baku diambil dari hulu sungai yaitu di
Palingkau yang tidak terintrusi air laut, sehingga pemanfaatan sumber air
baku tergantung keadaan iklim yang ada.
Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Kapuas, dalam pelaksanaannya
PDAM tidak hanya melayani kebutuhan air bersih domestik (97,29%),
namun juga instansi pemerintahan (0,86%), perniagaan atau komersil
(1,25%), sosial (0,43%), serta penggunaan khusus (0,16%). Rincian
penyediaan air berdasarkan jenis pelanggan dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.28 Volume air yang disalurkan berdasarkan jenis pelanggan

Jenis Volume air yang disalurkan (ms3)
pelanggan 2019 2020 2021
Sosial 21.109 52.867 56.553




Jenis Volume air yang disalurkan (m3)
pelanggan 2019 2020 2021
Rumah tangga | 4.242.825 5'046'4§ 5.188.360
Instansi 77.574 |  73.996 78.676

pemerintah

Niaga/ komersil 27.599 25.617 59.176

Industri - - -

Khusus 48.288 20.148 17.934

Kebocoran 1.281.520 1'279'6§ 1.174.250
Jumlah | 5.698.915 6'498’62 6.574.949

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka 2022

Data dari PDAM tahun 2019 menunjukkan kapasitas terpasang di wilayah
PDAM Kabupaten Kapuas mencapai 388 liter/detik dengan kapasitas
produksi 253 liter/detik sehingga menyisakan kapasitas belum terpakai
(idle capacity) sebesar 134 liter/detik. Rekapitulasi kapasitas produksi
dapat dilihat pada tabel 2.27.

Dari 10 unit SPAM perpipaan yang beroperasi, terdapat 9.87 sambungan

rumah (SR) yang sudah terpasang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.29 Jumlah SR di tiap SPAM IKK

SPAM ibukota
— kecamatan (IKK) Urern
1 Pusat Kuala Kapuas 572
2 Cabang Kapuas Hilir 901
3 IKK Mandomai 513
4 IKK Palingkau 800
S IKK Basarang 1.517
6 IKK Mantangai 404
7 IKK Anjir Serapat 3.569
8 IKK Dadahup 145
9 IKK Sei Tatas 803
10 | IKK Puyjon 649
Jumlah 9.873

Sumber: PDAM Kabupaten Kapuas, 2019

b. SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat
SPAM Berbasis masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas terbentuk
melalui Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk
terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan
berkelanjutan. Pengelola SPAM berbasis Masyarakat yang kemudian
disebut KP SPAM dibentuk dan disahkan melalui SK Kepala Desa. KP

SPAM yang terbentuk diharapkan mampu mengelola sendiri lembaga dan



keuangan KP SPAM sehingga mampu berdiri sendiri, memberikan
keuntungan bagi pengelola, dan masyarakat bisa mendapatkan akses air
bersih. KP SPAM yang tidak mampu bertahan disarankan untuk
bergabung ke BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sehingga bisa

mendapat dukungan keuangan dari Dana Desa.



Tabel 2.30 Kapasitas produksi SPAM PDAM

Kapasitas SPAM
: 5 Waktu
Kapasitas | Kapasitas | Kapasitas Kapasitas | Kapasitas Kehilanga operasi
No Unit SPAM A N S air belum n A Kondisi
terpasang | produksi | distribusi . . n air (%) (jam/har
(1/ det) (1/ det) (1/ det) terjual terpakai i)
(1/det) (1/det)
1 Pusat Kuala Kapuas 225 166 129 101,9 59 20,89 24 | Beroperasi
2 Cabang Kapuas Hilir 40 31 30 17,5 9 40,88 17 | Beroperasi
3 IKK Mandomai 15 8 7 ) 7 26,47 11 | Beroperasi
4 IKK Palingkau 28 11 11 8 16 26,61 13 | Beroperasi
S IKK Basarang 25 15 6 4,8 10 14,29 6 | beroperasi
6 IKK Mantangai 15 7 6 3,7 9 39,34 10 | Beroperasi
7 IKK Anjir Serapat 5 0 32 28,6 5 11,46 12 | Beroperasi
8 IKK Dadahup ) S 5 3,3 0 34 11 | Beroperasi
9 IKK Sei Tatas 5 2 2 1,3 3 23,53 8 | Beroperasi
10 | IKK Pujon 25 15 13 7,8 10 40,91 9 | Beroperasi
IKK Basarang Desa Tidak
11 Lunuk Ramba 0 0 0 0 0 0 0 beroperasi
Jumlah 388 260 240 182 128 24,21

Sumber: PDAM Kabupaten Kapuas, 2019




c. SPAM Non Perpipaan

Sebagian masyarakat Kabupaten Kapuas mendapatkan akses air minum
dari Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan yang diperoleh secara
individu. SPAM Non Perpipaan ini terdiri dari sumur gali terlindungi/
tidak terlindungi, sumur gali pompa terlindungi/tidak terlindungi,
tampungan air hujan, dan mata air swadaya masyarakat. Sumur air
tanah dangkal umumnya digunakan oleh masyarakat pada daerah yang
belum terlayani oleh jaringan perpipaan air minum atau sudah ada
jaringan pipa air minum namun masih ada masyarakat yang belum
berlangganan dengan sistem penyediaan air minum setempat. Berikut

data penduduk yang dilayani oleh SPAM Non Perpipaan.

Tabel 2.31 Jumlah Pengguna SPAM Non Perpipaan

No Pelayanan SPAM Non Jumlah rumah tangga
Perpipaan terlayani
1 Sumur bor/pompa 10.336
2 Sumur terlindungi 1.126
3 Mata air terlindungi 193
4 Ari hujan 13.674
Jumlah 25.329

Sumber: SIM SPAM Ditjen Cipta Karya PUPR, 2019

4) Gedung Kantor

Gedung perkantoran yang ada di Kabupaten Kapuas mayoritas terdiri dari

kantor pemerintah mulai tingkat kota hingga desa. Sejak tahun 2015,

anggaran pembangunan kantor difokuskan kepada pembangunan atau rehab

bangunan kantor desa. Berikut kondisi kantor desa di Kabupaten Kapuas

tahun 2017 dirinci per kecamatan.

Tabel 2.32 Kondisi kantor desa di Kabupaten Kapuas Tahun 2017

Kondisi
No Kecamatan S ol Rusak
desa Baik Sedang -
ringan
1. | Kapuas Kuala 13 9 - 4
2. | Tamban Catur 10 S 1 4
3. | Kapuas Timur 7 6 - 1
4. | Selat 2 - - 2
S. | Bataguh 14 14 - -
6. | Basarang 14 10 - 4
7. | Kapuas Hilir 3 3 - -
8. | Pulau Petak 12 2 - 10
9. | Kapuas Murung 21 14 6 1
10 Dadahup 13 8 5 -
11
Kapuas Barat 11 8 1 2




S)

Jumlah Kondisi
No Kecamatan desa Baik Sedang l?usak
ringan

12| Mantangai 38 26 10 2
13| Timpah 9 7 2 ;
14

Kapuas Tengah 13 10 1 2
15

Pasak Talawang 10 9 - 1
16

Kapuas Hulu 14 1 12 1
17 | Mandau 10 ) 10 )

Talawang

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang sendiri
meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian
pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan
ruang dan kelembagaan penataan ruang. Perencanaan tata ruang
berhubungan dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola
ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Sementara, pemanfaatan
ruang berkaitan dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program.

Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut,
keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dokumen perencanaan
dan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen
perencanaan tata ruang yang ada meliputi rencana umum tata ruang dan
rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri
dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1)
RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai
rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten
sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3)

RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.



Sistem Perkotaan

Tata ruang Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039. Berdasarkan peraturan
tersebut, sistem perkotaan wilayah Kabupaten Kapuas terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah/ PKW, yaitu Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.
2. Pusat Kegiatan Lokal/ PKL, yang meliputi:

a. Pujon (Kecamatan Kapuas Tengah);

b. Palingkau Lama (Kecamatan Kapuas Murung);

c. Sei Hanyo (Kecamatan Kapuas Hulu);

d. Timpah (Kecamatan Timpah);

e. Mandomai (Kecamatan Kapuas Barat).

3. Pusat Pelayanan Kawasan/ PPK, yang meliputi:

a. Sei Pinang (Kecamatan Mandau Talawang);

b. Buhut Jaya (Kecamatan Kapuas Tengah);

c. Mantangai Hilir, Pulau Keladan, Lamunti Permai, dan Mantangai Tengah

(Kecamatan Mantangai);

d. Sei Lunuk (Kecamatan Bataguh);

e. Lunuk Ramba dan Bungai Jaya (Kecamatan Basarang);

f. Sei Tatas (Kecamatan Pulau Petak); Barimba (Kecamatan Kapuas Hilir);

g. Anjir Mambulau Tengah dan Anjir Serapat Baru (Kecamatan Kapuas
Timur;

h. Saka Mangkahai (Kecamatan Kapuas Barat;

i. Jangkang (Kecamatan Pasak Talawang);

j- Warnasari (Kecamatan Tamban Catur);

k. Dadahup (Kecamatan Dadahup);

1. Lupak Dalam (Kecamatan Kapuas Kuala).

4. Pusat Pelayanan Lingkungan/ PPL, yang meliputi

a. Pangkalan Rekan, Batuah, Maluen, Basungkai, Batu Nindan, Basarang
Jaya, Panarung, Tambun Raya, Pangkalan Sari, Tarung Manuah, dan
Basarang (Kecamatan Basarang);

b. Terusan Raya Hulu, Terusan Makmur, Terusan Karya, Terusan Mulya,
Tamban Luar, Sei Jangkit, Pulau Kupang, Pulau Mambulau, Terusan
Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan Raya Barat, Bangun Harjo, Budi
Mufakat, dan Bamban Raya (Kecamatan Bataguh);

c. Tambak Bajai, Menteng Karya, Sumber Alaska, Harapan Baru, Petak
Batuah, Bentuk Jaya, Bina Jaya, Manuntung, Sumber Agung,



Kahuripan Permai, Dadahup Raya, dan Tanjung Harapan (Kecamatan
Dadahup);

d. Sei Kayu, Pantai, Sakatamiang, Penda Ketapi, Teluk Hiri, Sei Dusun,
Basuta Raya, Sei Pitung, Anjir Kalampan, dan Maju Bersama
(Kecamatan Kapuas Barat);

e. Sei Asam, Bakungin, Sei Pasah, Dahirang, Hampatung, Mambulau, dan
Saka Batur (Kecamatan Kapuas Hilir);

f. Barunang II, Tumbang Puroh, Supang, Jakatan Pari, Tangirang,
Tumbang Sirat, dan Dirung Koram (Kecamatan Kapuas Hulu);

g. Pematang, Cemara Lebat, Palampai, Sei Teras, Batanjung, Tamban
Lupak, Tamban Baru Selatan, Sei Bakut, SImpang Bunga Tanjung,
Wargo Mulyo, Lupak Timur dan Baranggau (Kecamatan Kapuas Kuala);

h. Palangkau Lama, Palangkau Baru, Muara Dadahup, Mampai, Tajepan,
Palingkau Baru, Bumi Rahayu, Manggala Permai, Suka Mukti, Suka
Reja, Saka Binjai, Bina Sejahtera, Rawa Subur, Bina Karya, Belawang,
Palingkau Jaya, Palingkau Asri, Palingkau Sejahtera, Talekung Punei,
Karya Bersama, dan Sumber Mulya (Kecamatan Kapuas Murung);

i. Bajuh, Marapit, Barunang, Tapen, Hurung Pukung, Penda Muntei, Kota
Baru, Kayu Bulan, Masaran, Karukus, dan Manis (Kecamatan Kapuas
Tengah);

j. Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Timur,
Anjir Serapat Tengah, dan Anjir Serapat Barat (Kecamatan Kapuas
Timur);

k. Lawang Tamang, Tanjung Rendan, Karetau Manta’a, Tumbang Bukoi,
Masaha, Tumbang Tihis, Tumbang Manyarung, dan Masupa Ria
(Kecamatan Mandau Talawang);

1. Danau Rawah, Katunjung, Sei Ahas, Kalumpang, Tarantang, Lamunti,
Suka Maju, Sari Makmur, Sekata Bangun, Harapan Jaya, Lamunti Baru,
Warga Mulya, Manyahi, Sekata Maju, Keladan Jaya, Sriwidadi, Sumber
Makmur, Sidomulyo, Rantau Jaya, Katimpun, Tumbang Muroi, Lahei
Mangkutup, Mantangai Hulu, Humbang Jaya, Sei Gawing, Bukit Batu,
Muroi Raya, Sei Kapar, Manusup, dan Manusup Hilir (Kecamatan
Mantangai);

m.Tumbang Tukun, Sei Ringin, Hurung Kampin, Batu Sambung, Kaburan,
Tumbang Diring, Tumbang Nusa, Balai Banjang, dan Dandang

(Kecamatan Pasak Talawang); dan



n. Anjir Palambang, Handiwung, Palangkai, Narahan, Teluk Palinget,
Sakalagon, Bunga Mawar, Narahan Baru, Banama, Mawar Mekar, dan

Sei Tatas Hilir (Kecamatan Pulau Petak).

Rencana struktur jaringan

Selain rencana sistem perkotaan, terdapat beberapa rencana struktur
jaringan penting seperti:

1. Rencana pengembangan jalan nasional (Ruas Pulang Pisau — Batas Kota
Kuala Kapuas sepanjang 35,26 km (tiga puluh lima koma dua enam
kilometer); Ruas Batas Kota Kuala Kapuas — Batas Provinsi Kalimantan
Selatan sepanjang 13,19 km (tiga belas koma satu sembilan kilometer);
Kuala Kurun - Sei Hanyo sepanjang 18,39 km (delapan belas koma tiga
Sembilan kilometer); dan Sei Hanyo — Tumbang Lahung Sepan) dan jalan
lainnya.

2. Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian dan stasiun kereta api.

3. Rencana pengembangan transportasi sungai dan danau (alur pelayaran
dan pelabuhan).

4. Rencana pengembangan transportasi laut (pelabuhan pengumpul di
Batanjung; terminal khusus dan alur pelayaran laut).

5. Rencana pengembangan jaringan energi (minyak bumi dan gas serta
ketenagalistrikan).

6. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.

7. Rencana pengembangan jaringan sumber daya air (sumber yang berasal
dari daerah aliran sungai/ DAS Barito, Kapuas dan Kahayan; Danau yang
tersebar di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan
Timpah, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Mandau Talawang;
Kolam yang terletak di Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Barat,
Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Kapuas
Hulu; dan Cekungan Air Tanah/ CAT Palangka Raya — Banjarmasin; serta
pengembangan jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, jaringan air
baku dan air bersih).

8. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya (sistem
penyediaan air minum/ SPAM, sistem pengelolaan air limbah/SPAL, sistem
jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana, dan

sistem drainase).



Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Kapuas meliputi Kawasan Peruntukan

Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya.

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
dibawahnya yang meliputi Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan
Basarang, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Dadahup, Kecamatan
Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Mandau Talawang,
Kecamatan Mantangai, Kecamatan Selat, Kecamatan Tamban Catur, dan
Kecamatan Timpah.

Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi Kawasan Sempadan
Pantai di Kecamatan Kapuas Kuala, Kawasan Sempadan Sungai dan
Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Kawasan Konservasi yang meliputi Kawasan Suaka Alam/KSA
(Kecamatan Dadahup, Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah)
dan Kawasan Pelestarian Alam/KPA (Kawasan Perlindungan Plasma
Nutfah berupa Kawasan Reservat Danau Lapimping di Kecamatan
Timpah dan Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kecamatan Mantangai dan
Kecamatan Timpah).

Kawasan Rawan Bencana yang meliputi Kawasan Rawan Gelombang/
Pasang Surut Air Laut (Kawasan Pesisir di Kecamatan Kapuas Kuala,
Kecamatan Bataguh, dan Kecamatan Selat), Kawasan Rawan Banjir
(Kecamatan mandau Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan
Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Dadahup, Kecamatan
Kapuas Murung, dan Kecamatan Mantangai), Kawasan Rawan
Kebakaran Hutan dan Lahan (Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur,
Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Pulau Petak,
Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas
Barat dan Kecamatan Mandau Talawang), dan Kawasan Rawan Tanah
Longsor (Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu,
Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kecamatan Pasak

Talawang)

2. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan Hutan Produksi yang meliputi Kawasan Hutan Produksi
Terbatas (Kecamatan Basarang, Kecamatan Bataguh, Kecamatan

Kapuas Barat, Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan



Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Timpah),
Kawasan Hutan Produksi Tetap (Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan
Kapuas Tengah, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai,
Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah), dan Kawasan Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi (Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan
Kapuas Tengah, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Pasak
Talawang, Kecamatan Tamban Catur, dan Kecamatan Timpah).
Kawasan Pertanian yang meliputi Kawasan Tanaman Pangan (kawasan
tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan/KPPB di Kecamatan Bataguh dan Kecamatan
Kapuas Tengah), Kawasan Hortikultura (Kecamatan Basarang,
Kecamatan Bataguh, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan
Selat, dan Kecamatan Tamban Catur), dan Kawasan Perkebunan
(Kecamatan Basarang, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Dadahup,
Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Tengah,
Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak
Talawang, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Selat, dan Kecamatan
Timpabh).

Kawasan Perikanan yang meliputi kawasan perikanan budidaya
(Kecamatan Bataguh, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Kuala).
Kawasan Pertambangan dan Energi yang meliputi kawasan
pertambangan mineral (Kecamatan Kapuas Tengah).

Kawasan Peruntukan Industri yang meliputi kawasan industri (kawasan
industri Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala) dan Sentra Industri
Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh Kabupaten Kapuas.
Kawasan Pariwisata (Komplek GKE Imanuel Mandomai di Kecamatan
Kapuas Barat; Mesjid Jami Al-ikhlas Mandomai di Kecamatan Kapuas
Barat; Sandung Aras Bapa Jatu dan Indosangku di Kecamatan Kapuas
Barat; Huma Hai dan Kramat Raden Injui Amai Gilang di Kecamatan
Kapuas Barat; Makam Pahlawan Tui Batur di Kecamatan Kapuas Barat;
Sandung Keramat (Pusa Kambe) di Kecamatan Timpah; Pasah Patahu
dan Pasah Tumbang Desa Lapetan di Kecamatan Mantangai; Rumah
Adat Desa Mantangai di Kecamatan Mantangai; Komplek Balai Basarah
Merapit di Kecamatan Kapuas Tengah; Panantuhu di Kecamatan Kapuas

Tengah; Sandung Damang Ratu di Kecamatan Kapuas Tengah; Betang



Sei Pasah di Kecamatan Kapuas Hilir; Kuta Bataguh di Kecamatan
Bataguh; Damang Bahandang Balau di Kecamatan Dadahup; Betang
Singa Ruhat di Kecamatan Mandau Talawang; Betang Mangku Timbus
di Kecamatan Kapuas Hulu; Sandung Singa Keting dan Sapundu di
Kecamatan Kapuas Hulu; Betang Kasurui Nampai di Kecamatan Kapuas
Hulu; Komplek Patahu Keluarga Besar Ronden di Kecamatan Huluy;
Kawasan Patung Raja Bunu di Kuala Kapuas; Kawasan Balai Adat
Kaharingan di Kuala Kapuas; Kawasan Istana Ujung Murung di Kuala
Kapuas; Bumi Perkemahan Handel Marhanang di Kecamatan Kapuas
Timur; Kawasan Ekowisata dan Gowes Track “Kampung Barasih”
Kawasan Kerajinan Rotan Pulau Telo di Kuala Kapuas; Kawasan
Kerajinan Getah Nyatu di Kecamatan Kapuas Hilir; Waterfront City Kuala
Kapuas; Kawasan Agrowisata di Kecamatan Basarang; Sentra
Agropolitan dan Minapolitan Basarang di Kecamatan Basarang; dan
Wisata Edukasi TPA Handel Palinget; Pantai Teluk Gabang di Kecamatan
Kapuas Kuala; Tempat Rehabilitasi Orang Utan (Tuanan) di Kecamatan
Mantangai; Danau Lalawe di Kecamatan Timpah; Danau Haliwung di
Kecamatan Timpah; Danau Pantau di Kecamatan Timpah; Danau
Lapimping di Kecamatan Timpah; Pulau Lampahen di Kecamatan
Mantangai; Danau Lapetan di Kecamatan Timpah; Air Hitam Sei
Mantangai di Kecamatan Timpah; Bukit Mariming di Kecamatan Kapuas
Hulu; Pulau Telo di Kecamatan Selat: Air Terjun Gunung Puti di
Kecamatan Mandau Talawang; dan Air Terjun Masupa Bahandang di
Kecamatan Mandau Talawang).

Kawasan Permukiman yang meliputi kawasan permukiman perkotaan
dan kawasan perdesaan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Markas Komando Distrik Militer
1011/KLK di Kecamatan Selat; Markas Komando Rayon Militer yang
terdapat di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Kapuas; Subdenpom
XII/2-5 Kuala Kapuas yang terdapat di Kecamatan Selat; Eks Markas
Yonif 631/Antang di Kecamatan Selat; Eks Lapangan Tembak Yonif
631/Antang di Kecamatan Selat; Markas Kepolisian Resor Kapuas di
Kecamatan Selat; Markas Kepolisian Sektor yang tersebar di seluruh
Kecamatan di Kabupaten Kapuas; Pos polisi yang tersebar di beberapa
Kecamatan di Kabupaten Kapuas; dan Lapangan tembak Polres Kuala

Kapuas di Kecamatan Kapuas Hilir).



Kawasan Strategis

Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kapuas meliputi:

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Kawasan perkotaan Kuala Kapuas;

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti terletak di Kecamatan Mantangai,
Dadahup, Kapuas Murung, dan Kapuas Barat;

Kawasan minapolitan, terletak di Kecamatan Basarang dan
minapolitan Batanjung yang terletak di Kecamatan Kapuas Kuala; dan
Kawasan pengembangan industri dan pelayanan ke pelabuhan

Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala dan Kecamatan Tamban Catur.

2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya.

Kawasan Betang Sei Pasah terletak di Kecamatan Kapuas Hilir;
Kawasan situs sejarah Kuta Bataguh terletak di Kecamatan Bataguh;
Kawasan Kota Sei Hanyo terletak di Kecamatan Kapuas Hulu;
Kawasan GKE Imanuel Mandomai terletak di Kecamatan Kapuas Barat;
Kawasan Betang Singa Ruhat terletak di Kecamatan Mandau Talawang;
dan

Kawasan Damang Bahandang Balau di Kecamatan Dadahup.

3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan ekosistem gambut dan air hitam terletak di Kecamatan
Mantangai; dan

Kawasan mangrove pesisir pantai terletak di Kecamatan Kapuas Kuala.

Beberapa capaian dalam pembangunan menurut penataan ruang yakni

rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai

0,3 pada tahun 2020. Sedangkan luasan RTH publik Kabupaten Kapuas
mencapai 3.794,39 ha.

Berdasarkan Perubahan RPMJD Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023
dan Renstra Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023,

Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang di

Kabupaten Kapuas pada tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan yaitu

tetap pada 0,094%. Berikut adalah capaian indikator kerja bidang Tata Ruang
berdasarkan Renstra Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023:



A. Jumlah kawasan yang telah dibuat peta analog/digital sesuai RTRW
Kondisi kinerja awal pada indikator Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah
Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rinciannya Melalui Peta Analog/ peta
digital (album), Master Plan/RTRW (buku) di tahun 2013 adalah 20 dan
Kondisi Kinerja pada Tahun 2018 adalah 25. Kenaikan capaian indikator
kerja bidang Tata Ruang dari tahun 2013-2018 mencapai 5.

B. Jumlah informasi teknis pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang
dikeluarkan
Kondisi kinerja awal pada indikator Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang
Sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang RTR wilayah Kabupaten/ Kota
beserta rencana rinciannya di tahun 2013 adalah 25 dan Kondisi Kinerja
Tahun 2018 mencapai 20. Terjadi peningkatan sebanyak 5 dari tahun
2013-2018.

Selain itu, ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan
Perda di Kabupaten Kapuas pada tahun 2016-2019 telah tersedia. Data
tersebut berdasarkan capaian kinerja Bappeda tahun 2016-2020. Berikut
adalah Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

BIDANG Capaian Kinerja

URUSAN/INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020
Pekerjaan Umum:
Proporsi panjang jaringan 56.21 57.54 58.72 59.82 60.21
jalan dalam kondisi baik
Rasio panjang jalan dengan 0.0037 0.0037 0.0038 0.0039 0.0039
jumlah penduduk
Persentase kawasan
pemukiman yang yang belum |5 79 4246 4128 40.18 39.79
dapat dilalui kendaraan roda
4
Persentase jalan kabupaten
dalam kondisi baik (> 40 56.21 57.54 58.72 59.82 60.21
KM/Jam)
Persentase rumah tinggal 50.44 515 53.45 55.21 57.13
bersanitasi
Persentase drainase dalam
kondisi baik/ pembuangan 4414 4521 46.33 4712 48.2
aliran air tidak tersumbat
T|dlak terjadi genangan > 2 100 100 100 100 100
kali setahun
Persentase irigasi kabupaten | 7, 5 76.23 77.56 79.25 815
dalam kondisi baik
Rasio Jaringan Irigasi 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16




BIDANG Capaian Kinerja

URUSAN/INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase penduduk 50.13 5131 53.12 54.23 56.12
berakses air minum
Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan 50.13 5131 53.12 54.23 56.12
terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan
Persentase areal kawasan 76.13 74.56 72.22 71.21 70.12
kumuh
Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di 49.67 51.21 53.21 58.23 60
perkotaan
Penataan Ruang:
Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah ber n/a n/a n/a 0.3 0.3
HPL/HGB
Luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah n/a n/a n/a 3,794.39 3,794.39
kota/kawasan perkotaan
Ketaatan terhadap RTRW n/a n/a n/a 100 100
Indeks Kualitas layanan i i ) 50 39 6021
Infrastruktur
Indeks Konektivitas Wilayah - - - 59.5 60.32
Persentase rumah tangga
yang memiliki akses air - - - 54.23 56.12
minum layak
Persentase rumah layak huni - - - 86.11 87.9
Persentase penurunan luas
kawasan kumuh perkotaan j j ) 69 67

p

Persentase pemanfaatan
lahan sesuai dengan rencana - - - 0.094 0.094
tata ruang

Sumber: Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas, 2022

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023, diketahui
bahwa rata-rata rumah tangga dengan luas lantai <20 meter persegi di
Kabupaten Kapuas mencapai 2,73 persen, yang mengakibatkan kurangnya
sirkulasi udara dan cahaya yang merupakan dua aspek penting pada kesehatan
dalam rumah. Hal ini berarti juga ada 2,73 persen dari total rumah tangga yang
tinggal bersama rumah tangga lain dalam satu rumah. Sedangkan pada tahun
2017, konsep indikator luas lantai berubah menjadi luas lantai perkapita (<7,2
m2) dimana hanya sebanyak 0,68 persen saja yang memiliki kasus tersebut.

Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri dan bersama di
Kabupaten Kapuas sebesar 42,78 persen. Sedangkan tempat penggunaan buang
air besar sebesar 73,31 persen dan fasilitas listrik mencapai 96,58 persen dari
total keseluruhan rumah tangga. Akses penduduk terhadap ketersediaan air

bersih pada umumnya sudah baik dan meningkat setiap tahunnya. Dalam lima



tahun terakhir, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
layak mengalami peningkatan dari 50,13 persen pada tahun 2016 menjadi 56,1
persen pada tahun 2020. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
terjadi peningkatan secara terus menerus, hingga mencapai 87,90 persen pada
tahun 2020. Berikut adalah statistik perumahan di Kabupaten Kapuas tahun
2016-2020.

Tabel 2.34 Statistik Permukiman di Kabupaten Kapuas tahun 2016-2020

No Uraian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Rasio rumah layak 0,082 0,083 0,085 0,087 0,088
huni

o | Rasio  permukiman 0,070 0,073 0,076 0,080 0,085
layak huni

3 | Cakupan ketersediaan 81,07 83,23 85,09 86,11 87,90
rumah layak huni
Cakupan layanan

4 rumah layak huni 81,07 83,23 85,09 86,11 87,90
yang terjangkau
Persentase

) pemukiman yang n/a n/a n/a n/a 45,00
tertata

¢ | Dersentase lingkungan 76,13 74,56 72,22 71,21 70,12
pemukiman kumuh
Persentase luasan

7 permukiman kumuh n/a 77,00 73,00 69,00 67,00
di kawasan perkotaan
Proporsi rumah tangga

8 kumuh perkotaan n/a n/a n/a n/a 25,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, 2021 dalam Perubahan RPJMD Kabupaten
Kapuas Tahun 2018-2023

Berikut adalah capaian kinerja urusan perumahan dan permukiman Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2020.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2020

BIDANG Capaian Kinerja

URUSAN/INDIKATO
R

2016

2017

2018

2019

2020

Persentase kawasan
pemukiman yang
yang belum dapat
dilalui kendaraan
roda 4

43.79

42.46

41.28

40.18

39.79

Persentase rumah
tinggal bersanitasi

50.44

51.5

53.45

55.21

57.13

Persentase drainase
dalam kondisi baik/
pembuangan aliran
air tidak tersumbat

44.14

45.21

46.33

47.12

48.2




BIDANG
URUSAN/INDIKATO
R
Tidak terjadi
genangan > 2 kali
setahun

Capaian Kinerja

2016

100

2017

100

2018

100

2019

100

2020

100

Persentase penduduk
berakses air minum

50.13

51.31

53.12

54.23

56.12

Proporsi rumah
tangga dengan akses
berkelanjutan
terhadap air minum
layak, perkotaan dan
perdesaan

50.13

51.31

53.12

54.23

56.12

Persentase areal
kawasan kumuh

76.13

74.56

72.22

71.21

70.12

Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah
di perkotaan

49.67

51.21

53.21

58.23

60

Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses air minum
layak

54.23

56.12

Persentase rumah
layak huni

86.11

87.9

Persentase
penurunan luas
kawasan kumuh
perkotaan

69

67

Sumber: Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas, 2022

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Hal yang tidak kalah penting di dalam pembangunan daerah adalah kondusifitas
keamanan dan kenyamanan sehingga terwujudlah ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan
masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai,
serta salah satu jaminan terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan
Bahkan, kondisi

harapan dan cita-cita bersama. tersebut dapat turut

meningkatkan iklim investasi hingga pergerakan perekonomian yang lancar.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

Tahun
Indikator 2022
2018 2019 2020 2021 (TW 1)
Persentase Penegakan o o o
PERDA 100% 100% 100% N/A N/A
Angka Pelanggaran PERDA 100 85 70 N/A N/A
Cakupan petugas
perlindungan masyarakat 1,23 0,96 0,91 N/A N/A
(linmas)




Tahun

Indikator 2022
2018 2019 2020 2021 (TW 1)

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban, 100% 100% 100% N/A N/A
ketentraman, keindahan)
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran 51,23 29,41 29,41 N/A N/A
kabupaten /kota

Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah

layanan Wilayah 81,25% | 81,25% 81,82% N/A N/A
Manajemen Kebakaran

(WMK)

Angka Kriminalitas 3,47 5,68 5,11 1,48 0,88
Persentase Penurunan

tindak Kriminal (%) 2,44 2,57 3,16 36,3 60,00
Angka Konflik di

Masyarakat 11 5 3 2 0
Persentase Penurunan

Konflik di Masyarakat (%) 35,91 37,89 40,02 33,33 50,00
Partisipasi Masyarakat

dalam Pemilu/Pemilukada 76,18 73,85 74,01 0 0
Persentase peningkatan

masyarakat yang 3,32 3,81 1,29 0 0

berpartisipasi dalam

Pemilu dan pilkada (%)
Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas, 2022 dan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas, 2022

Adapun penegakan peraturan daerah (perda) di Kapuas mencapai 100 persen di
setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sayangnya, tercatat
masih banyak terdapat pelanggaran perda yang mencapai 70 pelanggaran pada
tahun 2020. Meninjau cakupan perlindungan petugas linmas, seharusnya
terdapat satu orang petugas di setiap rukun tetangga (RT). Capaian 0,91 pada
tahun 2020 mengindikasikan terdapat RT yang tidak memiliki petugas linmas.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Kapuas terus bernilai 100%
dari tahun 2018 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan
dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Kapuas telah dijalankan dengan
cukup baik.

Meninjau angka kriminalitas, pada tahun 2022 (triwulan kedua) nilainya sangat
rendah di angka 0,88. Nilai angka kriminalitas sempat tinggi pada tahun 2019
yang mencapai 5,68. Angka konflik di masyarakat juga cenderung rendah
beberapa tahun terakhir yakni tiga kejadian pada tahun 2020 dan turun menjadi
dua kejadian pada tahun 2021. Sementara itu, partisipasi penduduk Kabupaten
Kapuas di dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah
(pilkada) masih berkisar di angka sekitar 70% dari tahun 2018 dengan contoh
74,01% pada tahun 2020.



F. Sosial
Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk
membantu individu, kelompok, maupun kesatuan masyarakat agar mereka
mampu memenuhi segala kebutuhannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat
memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerja sama
ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk
memperbaiki kondisi kehidupan. Umumnya, pelayanan sosial yang dimaksud
lebih ditujukan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang
saat ini istilahnya berubah menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

(PPKS).

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Bidang Sosial

Tahun
AL 00 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (%372121)
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan N/A N/A N/A 27,42 17,27
sosial
Persentase PMKS yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
tertangani

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase panti sosial
yang menerima program
pemberdayaan sosial
melalui kelompok usaha N/A N/A N/A
bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi

N/A N/A N/A| 32,12 | 17,27

Panti sosial
menjadi urusan

S kewenangan
sejenis lainnya .
: . pemerintah
Persentase panti sosial .
provinsi

yang menyediakan
sarana prasarana 100 100 100
pelayanan kesehatan
sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, 2022

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai nilai tertinggi pada
tahun 2021 yakni sebesar 27,42%, sementara itu menurun pada tahun 2022
(triwulan kedua) menjadi 17,27%. Persentase PMKS yang tertangani tercatat
selalu mencapai nilai 100% dari tahun 2018 hingga triwulan kedua tahun 2022.
Sementara itu, data persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar baru tercatat pada tahun 2021, yakni mencapai

32,12 dan menurun menjadi 17,27% di tahun selanjutnya.Terkait panti sosial,



indikator persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesehatan sosial mencapai 100% di setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga
2020. Selanjutnya, urusan panti sosial tidak lagi menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota melainkan menjadi kewenangan pemerintah

provinsi.

G. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam
melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga terus
mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Program-program yang dilaksanakan, baik dilakukan secara langsung oleh SKPD
teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten
Kapuas dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk
peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan
kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan
ekonomi kerakyatan, merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di ibukota kabupaten akan tetapi
diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan, desa, dan
kelurahan.

Sebaran jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan utama dan jenis
kelamin di Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa lapangan kerja yang paling
banyak dilakukan perempuan adalah kategori pekerja keluarga/tak dibayar dan
kategori buruh/karyawan/pegawai. Meninjau total keseluruhan, jumlah
perempuan yang terdata bekerja mencapai 68.535 jiwa, masih mencapai tidak
kurang dari 50% dibandingkan jumlah laki-laki yang bekerja yakni sebesar
114.886 jiwa.

Tabel 2.38 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama dan Jenis

Kelamin
. Laki-

Status Pekerjaan Utama laki Perempuan Jumlah
Berusaha Sendiri 21.194 7.459 28.653
Berusaha Dibantu Buruh Tidak 33.940 11.632 45 572
Tetap
Berusaha Dibantu Buruh
Tetap/Buruh Dibayar 3.243 575 3.818
Buruh/Karyawan/Pegawai 33.024 18.745 51.769
Pekerja Bebas 11.803 1.768 13.571
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar 11.682 28.346 40.028

Jumlah 114.886 68.525 183.411

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, 2022



Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara
perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang
sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan,
rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan
perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Indeks
Pembangunan Gender di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan yang berarti
kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan,
pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami
kemunduran walaupun telah dilakukan program-program pembangunan.

Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Tengah

Indeks Pembangunan Gender Menurut
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2017 2018 2019 2020 2021

Kotawaringin Barat 91,76 91,76 91,69 91,67 91,69
Kotawaringin 87,73 87,74 87,91 88,12 88,14
Timur

Kapuas 96,59 96,26 95,51 95,35 95,32
Barito Selatan 93,02 92,35 92,04 91,92 91,78
Barito Utara 85,16 85,89 87,15 87,26 87,49
Sukamara 91,24 91,45 90,84 91,01 91,49
Lamandau 91,97 91,88 91,9 91,94 91,91
Seruyan 88,64 89,46 89,44 89,36 89,16
Katingan 85,51 85,7 85,57 85,41 85,38
Pulang Pisau 91,7 91,72 92,12 92,06 92,04
Gunung Mas 91,74 91,89 92,1 92,09 91,99
Barito Timur 88,36 88,41 88,76 88,74 88,82
Murung Raya 82,92 83,23 83,41 83,56 83,55
Palangka Raya 94,42 94,66 94,96 95,02 95,01
Kalimantan Tengah 88,91 89,13 89,09 89,03 88,79
Indonesia 90,96 90,99 91,07 91,06 91,27

Sumber: BPS, 2022

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di
Kabupaten Kapuas diukur melalui IDG pada kurun waktu tertentu. Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk
mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi
partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta
penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender
adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses,

partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. IDG di



Kabupaten Kapuas menunjukkan perkembangan negatif (menurun), walaupun

pada tahun 2018 IDG cukup mengalami kenaikan secara signifikan.

Tabel 2.40 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Tengah

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten/Kota g7 2018 2019 2020 2021

Kalimantan Tengah 79,36 77,03 83,2 82,41 82,08
Kotawaringin Barat 63,31 59,72 64,11 64,53 63,44
Kotawaringin 67,87 67,35 67,36 69,52 69,51
Timur

Kapuas 71,5 75,34 73,81 73,33 73,02
Barito Selatan 81,67 83,19 86,33 86,05 86,17
Barito Utara 86,2 84,52 85,35 85,02 85,62
Sukamara 59,78 65,77 66,33 66,02 66,4
Lamandau 54,13 54,98 71,06 71,26 70,26
Seruyan 70,13 70,07 62,83 63,2 63,19
Katingan 66,87 73,32 66,57 66,36 67,66
Pulang Pisau 70,14 74,13 70,36 70,63 70,35
Gunung Mas 78,74 82,73 88,91 88,22 88,71
Barito Timur 76,46 76,5 82,67 81,98 82,44
Murung Raya 66,93 67,38 68,1 68,21 67,72
Palangka Raya 79,94 80,61 78,95 79,12 78,72

Sumber: BPS, 2022

IDG dapat dilihat melalui keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik di
Kabupaten Kapuas. Berdasarkan data dibawah ini, jumlah aparatur sipil negara
(ASN) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jumlah ini didominasi di
jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.434 ASN dan paling sedikit sebanyak 3

ASN perempuan dengan jabatan Eselon I.

Tabel 2.41 Jumlah ASN Pemerintah menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
Jabatan Laki-laki Pere:xpua Jumlah
Fungsional Tertentu 1.557 2.434 3.991
Fungsional Umum 795 364 1.159
Struktural 520 242 762
Ekselon V - - -
Ekselon IV 366 201 567
Ekselon III 128 38 166
Ekselon II 26 3 29
Ekselon I - - -
Jumlah 2.872 3.040 5.912

Sumber: BPS, 2022



2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

A. Tenaga Kerja
Salah satu keunggulan dalam pembangunan adalah berkualitasnya
produktivitas tenaga kerja di suatu wilayah. Kondisi Kabupaten Kapuas sendiri,
pada capaian tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dimana
pada tahun 2020 sebesar 70,04 persen dimana sebelumnya sempat turun
menjadi 67,10 persen di tahun 2019. Dari angkatan kerja di Kabupaten Kapuas,
terdapat 4,98 persen angkatan kerja yang menganggur dimana angka
pengangguran di Kabupaten Kapuas juga fluktuasi bahkan sempat menyentuh

angka 3,97 persen di tahun 2018.

Tabel 2.42 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas Tahun 2017-20212

No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(%0)

Tingkat

2 | Pengangguran 3,97 5,18 4,98 4,91 3,91
(%)
Persentase
3 | Penduduk 96,03 94,82 95,02 N/A N/A
Bekerja
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas, 2022

69,37 67,10 70,04 70,23 66,43

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas memiliki
balai latihan kerja (BLK). Di tempat ini, diadakan pelatihan peningkatan
kompetensi bagi pekerja mandiri, dengan harapan adanya peningkatan
keterampilan para pekerja tersebut. Kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap
tahunnya, dengan berbagai materi seperti tata boga dan pramusaji, menjahit,
operator komputer, hingga desain grafis, guna memberikan keterampilan atau
kompetensi bagi calon tenaga kerja yang lebih handal dan mampu bersaing.

Pelatihan biasanya diadakan selama sekitar satu bulan.

B. Pangan
Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka
penguatan cadangan pangan. aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi
dan peningkatan mutu konsumsi pangan di daerah. Kinerja urusan pangan
diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor

65/Permentan/0OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang



Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. dengan capaian pada Tahun

2017-2021 di Kabupaten Kapuas terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pangan Tahun
2018-2021

No

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator

2017

2018

2019

2020

2021

Ketersediaan
dan
cadangan
pangan

Ketersediaan
Energi Per
kapita
(kkal/kap/hr)

3.465

3.093

3.041

Ketersediaan
Protein
Perkapita
(kkal /kap/hr)

128.7

128.9

98.96

Cadangan
pangan
pemerintah
(ton)

Penguatan
Cadangan
Pangan (%)

Ketersediaan
Pangan Utama
(ton)

313.35

275.81

215.08

146.15

119.45

Distribusi
dan Akses
Pangan

Ketersediaan
Informasi
Pasokan.
Harga dan
Akses Pangan
di Daerah (%)

Stabilitas
Harga dan
Pasokan
Pangan (%)

Penganekara
gaman dan
Keamanan
Pangan

Penganekarag
aman dan
Keamanan
Pangan

Pencapaian
Skor Pola
Harapan
pangan

86.03

84.1

Pengawasan
dan
Pembinaan
Keamanan
Pangan (%)

N/A

100

4.

Penanganan
Kerawanan
Pangan

Penanganan
Daerah Rawan
Pangan (%)

50

100

0

0

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas. 2022

Dari beberapa indikator kinerja terlihat fluktuatif dimana ada indikator yang
terlihat mengalami kenaikan serta penurunan. Pada indikator Ketersediaan

Energi Per kapita terlihat terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 10.74%



dilanjutkan pada tahun 2021 yang juga mengalami penurunan sebesar 1.68%
hingga jumlahnya sebesar 3.041 kkal/kap/hr. Pada Indikator Ketersediaan
Protein Perkapita sendiri mengalami kenaikan 0.16% pada tahun 2020 yang
kemudian mengalami penurunan 23.23% pada tahun 2021. Pada Indikator
Pencapaian Skor Pola Harapan pangan dari tahun 2017 menuju ke tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 2.28% dimana awalnya sebesar 86.03% menjadi
84.1%. Pada indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun
2018 sendiri sudah mencapai angka 100%. Indikator Penanganan Daerah Rawan
Pangan sendiri juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 hanya
50% kemudian pada tahun 2018 sudah menjadi 100%.

Pembangunan ketahanan pangan pada hakikatnya merupakan mata rantai
berupaya memfasilitasi, melayani, dan mendorong perkembangan usaha di
masyarakat dengan memelihara pangan keluarga dan masyarakat. Fokus pada
peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan distribusi pangan dan
mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan karakteristik
daerah. Sebagian besar pembangunan ketahanan pangan telah tercapai
berusaha untuk pertumbuhan ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
merupakan manifestasi dari pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian dari
pembangunan bersama. Dimana dibutuhkan pula Pengelolaan Cadangan Pangan
Pangan baik dalam Pemerintah Kabupaten Kapuas sendiri dengan wilayah
lainnya dimana hal tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan cadangan
pangan di daerah yang membantu dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca
bencana, dan perlindungan produsen dari strategi permainan harga, pemasaran

dari waktu tertentu yang mengakibatkan pasokan di pasaran berkurang.



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 !

PETA KOMPOSIT

111.000 112,000 112.000 114.000 115,000 116.000

Legenda
BATAS KAB/KOTA
KOMPOSIT

-1.000

111,000 112,000 113,000 114.000 115,000 116.000

Gambar 2.46 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2020
Sumber : RPJMD Kalimantan Tengah tahun 2021-2026

Berdasarkan Hasil analisa komposit ketahan pangan yang ada pada RPJMD
Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, Kabupaten Kapuas sendiri merupakan
Kabupaten dengan tingkat ketahanan paling baik. Sedangkan untuk kecamatan
dengan tingkat kerentanan tinggi dan sedang yakni prioritas 1 dan 2 tidak
terdeteksi di Provinsi Kalimantan Tengah, namun ada 3 kecamatan yang
termasuk kecamatan rentan pangan pada prioritas 3, yaitu kecamatan Bukit
Santui dan Antang Kalang (Kab.Kotawaringin Timur) dan kecamatan Sumber

Barito (Kab. Murung Raya).

Gambar 2.47 Realisasi Food Estate di Kabupaten Kapuas
Sumber : Survei Sekunder, 2022



Pada gambar diatas terlihat Pemerintah menentukan Provinsi Kalimantan
tengah, yakni pada Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dengan Area
Of Interest (AOI) dengan luas 165.319,12 hektar merupakan lokasi Program
Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate). Ini adalah keputusan pemerintah
untuk mempertahankan ketahanan pangan jangka panjang. Dimana program
jangka panjang ini berupa pengadaan tanah baru yang langka, reklamasi tanah
yang ada dengan meningkatkan cara-cara untuk mempertahankan produktivitas
tanah, khususnya tentang irigasi dan drainase. Program ini adalah sebuah
konsep. Pengembangan pangan dilakukan secara terpadu meliputi pertanian,
budidaya, dan peternakan di daerah maju di beberapa daerah Kalimantan
Tengah. Mengembangkan lahan basah sebagai lahan pangan sekarang dan di
masa depan masa depan melalui pemadatan dianggap sangat strategis dan
berwawasan ke depan mendukung ketahanan pangan, utamanya pada saat ini
kontribusi lahan basah Proporsi produksi pangan di wilayah tersebut masih
rendah. Pembangunan Daerah tanaman pangan (pakan) skala besar di rawa
merupakan program terobosan dalam meningkatkan produksi pangan, dalam
jumlah yang semakin meningkat pertumbuhan penduduk dan permintaan

pangan serta perubahan iklim.

C. Pertanahan

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan
pertanahan terutama terkait dengan administrasi pertanahan baik di tingkat
nasional, regional dan sektoral sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Pada tingkat kabupaten, tugas mengenai pertanahan dibantu
oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan (DPUPRPKPP) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
Pemberian hak atas tanah sejak tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel
2.44. Adapun jumlah surat keputusan (SK) pemerintah tentang hak atas tanah
dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.44 Luas tanah yang telah diberi Hak Atas Tanah berdasarkan jenisnya
di Kabupaten Kapuas

Jenis hak Luas tanah (ha)

tanah 2017 2018 2019 2020 2021
Hak milik 7.375,21 | 15.962,47 | 11.308,8| 6.041,71 | 5.507,52
Hak guna 6,92 8,84 44,42 74,37 15,38
bangunan




Hak guna -| 6.710,97 | 8.578,07 - -

usaha

Hak pakai 9.53 6.73 111 40.8 381.62

Hak wakaf 10,56 2,73 0,5
Jumlah | 7.391,66 22'689"1) 19'942’2 6.159,61 | 6.159,61

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2022

Tabel 2.45 Jumlah SK tentang Hak Atas Tanah di Kabupaten Kapuas

SK yang Tahun

diberikan 2017 2018 2019 2020 2021

Hak milik 10.468 18.688 14.667 82 85

Hak guna 201 127 107 14 1

bangunan

Hak guna ) 18 26 11 )

usaha

Hak pakai S 13 3 9 79

Hak wakaf 61 6 -
Jumlah 10.674 18.846 14.864 117 165

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2022

D. Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu

Bupati menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata

lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, penaatan hukum lingkungan dan peningkatan

kapasitas lingkungan hidup dan pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas adalah

Terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dalam kurun waktu 2018 — 2023 adalah

meningkatnya kualitas air dan meningkatnya kualitas udara. Untuk mencapai

itu, strategi yang dilakukan adalah:

1. Menerapkan peraturan, pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di
bidang lingkungan hidup.

2. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang
berdampak terhadap lingkungan.

3. Merumuskan kebijakan daerah dan menyusun regulasi di bidang lingkungan
hidup.

Terkait dengan keberhasilan dalam pengelolaan kebersihan, Kabupaten Kapuas
meraih Adipura pertama kali di tahun 2017. Untuk mendukung keberhasilan
tersebut, Bupati Kapuas dengan instruksinya Nomor 003/37/DLH.III/X/2017

tanggal 25 Oktober 2017 mengajak seluruh masyarakat Kapuas senantiasa



meningkatkan upaya pembiasaan hidup bersih dan sehat serta bergotong royong
dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang semakin baik dan
menyehatkan. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui
koordinasi RT/RW dibawah pengawasan Lurah dan Camat, sehingga proses
pewadahan/pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta
pembuangan/pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut
adalah capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016-
2021.
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021

Capaian Kinerja

el o aLO 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - - - | 7232 | 7T1.77 | 7243
Indeks kualitas air - - - 475 | 49 50
Indeks kualitas udara - - - 195.96 9262|9275
Tutupan Lahan - - - 73.2 | 7232 | 713.37
Persentase penanganan sampah 69.66 | 70.63 | 48.61 | 33.99 | 2792 | -
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber | 1 ) ) ) )
Mata Air
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 11 20 13 15 28 -
Penegakan hukum lingkungan 100 | 100 | 100 | 100 | 100 -
Persentase penanganan sampah perkotaan - - 1339912792 -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, 2022

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi hal yang penting bagi
penduduk Kabupaten Kapuas, juga bermanfaat bagi pemerintah. Penduduk yang
tercatat secara legal (berupa lengkapnya surat dan kartu identitas) akan lebih
mudah mendapatkan manfaat pembangunan, misalnya berupa bantuan dan
fasilitasi dari pemerintah, dibandingkan penduduk yang surat dan kartu
identitasnya tidak lengkap. Dengan sistem informasi kependudukan yang baik,
pemerintah daerah akan lebih terbantu merumuskan kebijakan dan membuat

keputusan.

Tabel 2.47 Indikator Kinerja terkait Administrasi Penduduk

Indikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Rasio keluarga yang memiliki KK 96,46 | 76,30 | 96,14 | 82,59 | 86,41
Rasio penduduk yang memiliki KTP-el 78,09 | 83,00 | 85,79 | 88,25 | 91,62

Rasio anak usia 0-17 tahun yang memiliki
kartu identitas anak (KIA)

Rasio anak usia 0-18 tahun yang memiliki 95,88 | 89,30 | 97,75 | 93,82 | 87.85
akta kelahiran

Rasio pasangan yang memiliki akta nikah | 37,00 | 45,36 | 66,31 | 66,76 | 69,02
Rasio penerbitan akta kematian 87,60 | 91,08 | 91,37 | 96,57 | 97,32
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, 2022

19,36 | 36,20 | 40,17 | 49,45 | 42,29




Pada tahun 2021, sudah 86,41% keluarga di Kabupaten Kapuas yang memiliki
kartu keluarga (KK). Sementara itu, terkait kepemilikan KTP elektronik, 91,62%
penduduk berusia 17 tahun ke atas telah memiliki KTP-el pada tahun 2021. Bagi
penduduk berusia 0—18 tahun, kualitas administrasi kependudukan dapat
dinilai dari kepemilikan kartu identitas anak (KIA) dan akta kelahiran.
Kepemilikan akta kelahiran sudah mencapai nilai yang cukup tinggi, meskipun
pada tahun 2021 nilainya masih di bawah 90%. Sementara itu, nampaknya
kepemilikan KIA masih belum menjadi prioritas bagi penduduk Kabupaten
Kapuas karena capaiannya yang masih berkisar di bawah 50%.

Terkait, pasangan yang memiliki akta nikah, capaian di Kabupaten Kapuas pada
tahun 2021 masih mencapai 69,02%. Hal ini seharusnya bisa lebih tinggi nilainya
mengingat pentingnya pengurusan hal-hal terkait pernikahan secara hukum.
Sementara itu meninjau capaian penerbitan akta kematian, hampir seluruh
kematian yang terjadi sudah tercatat dan diterbitkan akta kematiannya dengan

capaian di atas angka 95% pada beberapa tahun terakhir.

. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
wewenang penuh kepada desa untuk mengatur wilayahnya masing-masing.
Perubahan yang signifikan dalam pembangunan desa yakni adanya sumber
pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah yang juga menuntut perangkat
desa agar lebih profesional mengatur dana tersebut. Pengelolaan desa, mencakup
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan = pertanggungjawaban,
diharapkan bisa berjalan lebih baik

Pemberdayaan masyarakat dan desa ditujukan untuk pengembangan ekonomi
daerah yang mandiri dan berbasis potensi unggulan daerah. Salah satu indikator
rendahnya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kapuas adalah
rendahnya kapasitas masyarakat miskin (mencapai 5,04 persen atau sebanyak
18.170 jiwa pada tahun 2020) dalam pergerakan roda perekonomian.

Kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses sumber pendanaan salah
satunya disebabkan oleh belum optimalnya pembentukan BUMDesa yang ada di
desa-desa di Kabupaten Kapuas sebagai sarana untuk memasarkan berbagai
produk unggulan desa. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan
program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yaitu pembinaan BUMDes

yang telah mencapai 90 BUMDes yang terbina pada tahun 2019



Tabel 2.48 Indikator Kinerja terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(BUMDes)

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase usaha BUMDes 4,67 8,41 10,28 12,15 14,02
yang memperoleh laba
Jumlah peserta pelatihan
keterampilan manajemen 0 43 43 43 43
BUMDes
Jumlah = BUMDes  yang 214 214 214 214 214
dimonev
Jumlah BUMDes yang dibina 15 10 10 10 10

Sumber: Renstra DPMD 2018-2023

Selain melalui pembinaan BUMDes, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
Kapuas juga dilaksanakan melalui LKK/LPM, PKK, LSM, dan posyandu. Aspek
penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang
disusun sendiri oleh masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan dasar

masyarakat.

Tabel 2.49 Indikator Kinerja terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan 75% 85% 90% 95% 97%
desa yang baik
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga 3 3 3 3 3
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
Rata-rata jumlah kelompok 1 1 1 1 1
binaan PKK
Persentase LSM aktif 100% | 100% 100% | 100% | 100%
Persentase LPM Berprestasi 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase posyandu aktif 100% 100% 100% 100% | 100%
Swadaya masyarakat
terhadap program 100% 100% 100% 100% | 100%
pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan pasca program 60% 60% 60% 60% 60%
pemberdayaan masyarakat
Indeks Kepuasan | 5 915| 3159 | 3,166 | 3,167 | 3,201
Masyarakat
Indeks Desa Membangun 0,551 0,569 0,600 | 0,621 0,640
Tingkat Perkembangan Desa 411 412 418 421 440

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, 2022

Sebagian besar indikator menunjukkan angka yang konstan selama tahun 2017
hingga tahun 2021 seperti indikator jumlah kelompok binaan LPM dan rerata
jumlah kelompok binaan PKK. Terlebih, beberapa indikator juga mencapai angka

100% selama tahun-tahun tersebut yakni persentase LPM aktif, persentase PKK



aktif, persentase posyandu aktif, dan swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat. Barangkali hal yang dapat ditingkatkan terkait
pemberdayaan masyarakat dan desa adalah pemeliharaan pasca program
pemberdayaan masyarakat yang capaiannya masih 60% selama 2017 hingga
2021.

Beberapa indikator yang cukup penting terus mengalami peningkatan dari tahun
2017 hingga tahun 2021 di antaranya cakupan sarana prasarana perkantoran
pemerintahan desa yang baik, indeks kepuasan masyarakat, indeks desa

membangun, juga tingkat perkembangan desa.

. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang
berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus program
KKBPK adalah meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan
kuantitasnya. Konsentrasi program Kependudukan Keluarga Berencana pada
peningkatan kualitas SDM dan pelayanan KB. Program Pembangunan Keluarga
pada peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tribina. Keluarga (Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), Pusat Informasi

dan Komunikasi (PIK) remaja serta Pemberdayaan ekonomi keluarga.

Tabel 2.50 Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2018-2022

No Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | PUS peserta KB Aktif (PA) 09371 9835 | 50.062 o1 14
2 Pasangan usia subur (PUS) 92548 93i39 87.751 86465
3 Persentase peserta KB Aktif (%) | 75,01 | 62,48 | 57,05 70,55

Sumber: DPSAPPKB Kabupaten Kapuas, 2022

Pasangan usia subur di Kabupaten Kapuas menunjukkan adanya fluktuasi dari
tahun 2017 hingga 2021 dengan puncaknya sebanyak 93.391 pasangan pada
tahun 2019. Pada tahun 2021, jumlah PUS mencapai 86.654 pasangan. Di dalam
jumlah PUS tersebut, pasangan yang menjadi peserta KB aktif juga mengalami
fluktuasi dinamis yakni dari 67.417 pasangan, 69.377 pasangan, 58.354
pasangan, 50.062 pasangan, dan 61.143 pasangan pada tahun 2017—2021
secara berturut. Dengan diketahui kedua data tersebut, didapat persentase
peserta KB aktif di Kabupaten Kapuas yakni sebesar 70,55 pada tahun 2021.
Nilai ini lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan 2020 yang nilainya di kisaran



50—60%, meskipun lebih rendah dari tahun 2017 dan 2018 dengan persentase
yang lebih tinggi dari 75%.

Pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga
dapat ditinjau dari fasilitas layanan keluarga berencana yang dapat dijangkau
oleh masyarakat. Fasilitas KKB paling banyak terdapat di Kecamatan Selat (24
KKB) dan Kecamatan Kapuas Murung (20 KKB). Sementara itu, jumlah PPKBD
paling banyak terdapat di Kecamatan Dadahup (14 PPKBD), Kecamatan Pulau
Petak (12 PPKBD), dan Kecamatan Kapuas Murung (12 PPKBD). Meninjau
keseluruhan jumlah fasilitas layanan KB, terdapat 158 KKB dan 109 PPKBD yang
terdata di Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.51 Layanan Keluarga Berencana Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Kapuas pada Tahun 2021

Klinik Pos Pelayanan
No Kecamatan Keluarga Keluarga
Berencana Berencana Desa
(KKB) (PPKBD)
1 Kapuas Kuala 12 1
2 Tamban Catur 11 8
3 Kapuas Timur 6 7
4 Selat 24 9
5 Bataguh 8 1
6 Basarang 9 3
7 Kapuas Hilir 10 8
8 Pulau Petak 11 12
9 Kapuas Murung 20 12
10 | Dadahup 12 14
11 Kapuas Barat S 6
12 Mantangai 13 7
13 | Timpah 10 8
14 | Kapuas Tengah 3 4
15 | Pasak Talawang 2 1
16 | Kapuas Hulu 1 1
17 Mandau 1 7
Talawang

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, 2022

H. Perhubungan
Gambaran kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Kapuas
meliputi:
e Terminal
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
Tahun 2019-2022, terdapat terminal tipe A di Kabupaten Kapuas, yaitu di
Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat Hilir, tepatnya berada di Jalan Tjilik

Riwut.



Permasalahan yang terdapat pada terminal ini adalah tidak berfungsinya
terminal karena tidak ada akses moda angkutan kota/umum masyarakat dari
kota atau wilayah sekitar menuju terminal tersebut dikarenakan akses
menuju terminal ini jauh dari pusat kota.Masyarakat lebih memilih travel
swasta karena kemudahan aksesnya dan pelayanan antar jemput. Pihak
travel swasta memberikan pelayanan jauh lebih baik. Masyarakat hanya
tinggal pesan/telepon bisa di jemput dan sampai ke tempat tujuan secara
langsung meskipun dengan harga yang relatif tinggi.

Sedangkan wuntuk terminal tipe B dan tipe C masih direncanakan
pengembangannya. Berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun
2019, rencana pengembangan terminal penumpang tipe B terletak di Kuala
Kapuas. Untuk rencana pengembangan terminal tipe C meliputi:

a. Terminal penumpang Tipe C Selat Hilir di Kecamatan Selat;

b. Terminal penumpang Tipe C Palingkau Lama di Kec. Kapuas Murung;
c. Terminal penumpang Tipe C Dadahup di Kecamatan Dadahup;

d. Terminal penumpang Tipe C Lamunti Permai di Kecamatan Mantangai;
e. Terminal penumpang Tipe C Mandomai di Kecamatan Kapuas Barat;

f. Terminal penumpang Tipe C Sei Tatas di Kecamatan Pulau Petak;

g. Terminal penumpang Tipe C Tamban Luar di Kecamatan Bataguh;

h. Terminal penumpang Tipe C Lupak Dalam di Kec. Kapuas Kuala;

e

Terminal penumpang Tipe C Timpah di Kecamatan Timpah;

j.  Terminal penumpang Tipe C Pujon di Kecamatan Kapuas Tengah;

k. Terminal penumpang Tipe C Sei Hanyo di Kec. Kapuas Hulu; dan

l. Rencana pembangunan terminal tipe C yang tersebar di seluruh

Kecamatan.

Pelabuhan Laut dan Dermaga Sungai

Kabupaten Kapuas terkenal dengan kota air dimana di Kabupaten Kapuas
berada di tepian sungai yang dihimpit oleh tiga sungai. Ketiga sungai tersebut
adalah Sungai Kapuas Murung dengan panjang 66,38 km, Sungai Kapuas
dengan panjang 600,00 km dan Daerah Pantai/Pesisir Laut Jawa dengan
panjang 189,85 km. Untuk mendukung lalu lintas air yang ada di Kabupaten
Kapuas terdapat beberapa dermaga yang di bangun baik oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat.



Tabel 2.52 Jenis, Kelas dan Pelayanan Dermaga di Kabupaten Kapuas

No Lokasi Nama Dermaga i Kondisi LG e Peruntukan Dermaga Keterang.a n
Dermaga Dermaga Dermaga Operasi
1 | Kec. Selat Hilir | Dermaga Pelindo (KP3) | Kayu Ulin | Rusak Nasional BUMN Bongkar Muat Barang Tidak
Berat
Dermaga LLASD Patih Kayu Ulin | Rusak Kabupaten Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Rumbih Berat
Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (1 Unit) Ya
Dermaga Speed Boat Kayu Rusak Kabupaten Pemerintah Naik/Turun Tidak
Berat Penumpang
Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (1 Unit) Ya
Dermaga Jl Beton Sedang Kecamatan Pemerintah Bongkar Muat Barang Tidak
Kalamintan
Dermaga Dolog Kayu Ulin | Baik Kabupaten BUMN Bongkar Muat Barang Tidak
Dermaga PT. Karya Kayu Ulin | Baik Kecamatan Swasta Bongkar Muat Barang Ya
Sejati
2 | Kec. Selat Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (1 Unit) Ya
Hulu Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (2 Unit) Ya
Dermaga Ferry Rakyat | Besi Sedang Kecamatan Pemerintah Penyebrangan (2 Unit) Tidak
3 | Kec. Selat Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Ulin | Baik Kecamatan Swasta Penyebrangan (3 Unit) Ya
Tengah
4 | Kec. Selat Dermaga LLASD Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Danau Mare
S5 | Mantangai Dermaga LLASD Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Hilir Mantangai
Thbg. Pos Pengawas Alur Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Mangkutup Pelayaran
Teluk Batu Dermaga Desa Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Ds. Lawang Dermaga Desa Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Kajang
6 | Kec. Pulau Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (3 Unit) Ya
Petak
7 | Kec. Kapuas Dermaga LLASD Kayu Ulin | Rusak Kabupaten Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Barat Mandomai Ringan
Dermaga Ferry Rakyat | Kayu Sedang Kecamatan Swasta Penyebrangan (9 Unit) Ya
8 | Kec. Kapuas Dermaga LLASD Pujon | Kayu Ulin | Sedang Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya

Tengah




No Lokasi Nama Dermaga Jenis Kondisi LED CLEEren Peruntukan Dermaga Keterang.a n
Dermaga Dermaga Dermaga Operasi

Ds. Penda Dermaga Desa Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Muntei

9 | Kec. Kapuas Dermaga LLASD Kayu Ulin | Rusak Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang Ya
Kuala Tamban Ringan
Kel. Lupak Dermaga Sekolah Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Akses SMK Maritim Ya

10 | Kec. Tamban Dermaga Pasar Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang ya
Catur
Pos Pengawas | Pos Dermaga LLASD Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang ya
Alur

11 | Kec. Kapuas Dermaga LLASD Anjir Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang ya
Timur Serapat

12 | Kec. Kapuas Dermaga LLASD Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang ya
Murung Palingkau
Ds. Palangkau | Pos Pengawas Alur Kayu Ulin | Sedang Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang ya
Lama
Ds. Palangkau | Dermaga Desa Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Penumpang dan barang ya
Baru

13 | Kec. Dadahup | Dermaga Pasar Kayu Ulin | Baik Kecamatan Pemerintah Bongka/Muat Barang ya

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas 2018-2023




Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Kapuas dapat

dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dimana Kabupaten Kapuas
merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai lintasan dari

kota-kota di Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Banjarmasin dan

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-

kota yang terdapat didalam Provinsi Kalimantan Tengah (lintas

>

sebaliknya.
>

Kabupaten/Kota).
>

Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan,
terdapat 8 (delapan) unit mobil Angkutan Kota yang dimiliki oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Kapuas yang digunakan sarana angkutan
masyarakat menuju ke pusat-pusat pemasaran selain itu sarana ini juga
berfungsi sebagai sarana angkutan pelajar yang tidak dikenakan tarif

(gratis).

Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi

pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan

tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar

pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Tabel 2.53 Ceklis Kelengkapan/Fasilitas Jalan Raya di Kabupaten Kapuas

- Kelengkapan Jalan
Nama Ruas Fungsi Jalan AIBICIDEIF|G
Sei Hanyo - Tumbang Bokoi arteri primer v |- |-1-1lv |v
Pujon - Sei Hanyo arteri primer -lv|-|-1-1lv |v
Timpah - Pyjon arteri primer -lv |- |-|-Vv |V
Mantangai-Timpah arteri primer -lv |- |-]-1lv |V
Mantangai-Timpah arteri primer v |- |-1-1lv |v
Lamunti - Jalan Kabupaten arteri primer -lv |- |-1]-1]v |v
Anjir Palambang - Jalan | arteri primer -V - |- |- |V |V
Provinsi
Manusup Seberang arteri primer -lv |- |-1-1lv |v
anjir besarang arteri primer -lv |- |-1]-1]v |v
jalan pemuda arteri VI V|V |- |V |V |V
sekunder
jln trans kalimantan arteri primer -|lv v |v

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas 2018-2023

Keterangan:




Trotoar
Marka Jalan
Kreb
Pedestrian
Lampu
Bahu

AEoOow>

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023,
berikut adalah capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2021.

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2021

BIDANG URUSAN/ Capaian Kinerja

Sat

INDIKATOR atuan  ">016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
‘;‘;ﬁfn};:;‘gs Penumpan | 37.34 | 27.77 | 3.158 | 35.07 | 40.22 | 50.11
angkutan umum g 70rg|10rg| Org [90rg|7Org|6O0rg
Rasio ijin trayek Rasio N/A | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41

Jumlah uji KIR
angkutan umum
Jumlah Pelabuhan
Laut/ Udara/ Buah 13 2 0 3 0 21
Terminal Bus
Persentase Layanan

Buah 3,800 | 1,700 | 1,717 0 1,700 | 1,866

Angkutan Darat % 50 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Persentase

Kepemilikan KIR % 75 |1.18%|1.76%|1.18%|0.78% | 1.4%
angkutan umum

Pemasangan Rambu-| g1 | 50 |55Bh|55Bh| 0Bh |10 Bh|27 Bh
rambu

Rasio Panjang Jalan

per Jumlah Rasio NA | 248 | 2,30 | 2.15 | 2.06 | 2.06
Kendaraan

Jumlah

orang/barang yang Orang / |26,88|18.24|17.01|8.726 | 8.552 | 66.23
terangkut angkutan Barang 6 SOrg|7O0rg| Org Org |9 Org
umum

Jumlah

:’;’Z‘g%?arang Orang / |37,34|27.77|3.158|35.07 | 40.22 | 50.11
dermaga/bandara/ Barang 7 10rg| Org |90rg|7Org |6 Org

terminal per tahun
Jumlah Rambu-
rambu terpasang
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun 2022

Buah N/A | N/A | NJA | N/JA | N/A | N/A

I. Komunikasi dan Informatika
Layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan intelektual masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan



usaha di berbagai sektor yang pada akhirnya mampu mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Di Kabupaten Kapuas masih banyak dijumpai daerah blank spot. Oleh karena
itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah berhasil
membina dan membangun beberapa menara telekomunikasi di beberapa daerah
ber-blank spot yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas. Dari
fasilitas prasarana komunikasi di Kapuas, persentase penduduk menggunakan
telepon seluler atau komputer mencapai 77,49 persen. Selain itu, persentase
penduduk yang mampu mengakses internet hanya sebesar 38,59 persen.
Berikut adalah capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2021.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kapuas Tahun 2016-2021

Capaian Kinerja
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
G URUSAN/ o 201 | 201 | 201 2019 202 2021
6 7 8 o
Cakupan pengembangan dan 100 100
pemberdayaan Kelompok Informasi N/A|65%| y 100% o 100%
Masyarakat di Tingkat Kecamatan ? °
Persentase penduduk yang 54.3|56.5|72.8 67.42 77.4 .
menggunakan HP/telepon S 7 3 ' 6
Propor31 rumah tangga dengan akses N/A | N/A 26.4 38.03 38.5 )
internet 3 9
Proporsi rumah tangga yang memiliki 13.5 11.2
komputer pribadi N/AIN/A| g 13.56 4 ]
Tersedianya sistem data dan statistik ) ) ) ) ) )
yang terintegrasi
Buku "Kabupaten dalam angka” Ada | Ada | Ada| Ada | Ada T;‘(ilia;k
Buku "PDRB” Ada | Ada | Ada| Ada | Ada TX(i;k
Persentase Perangkat daerah yang
telah menggunakan sandi dalam 0 0 0 0 0 0
komunikasi Perangkat Daerah
Persentase desa yang terhubung 83.6
o N - - - 81.75 -
dengan jaringan telekomunikasi 4
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan _ ) . 2,24 _ )
Berbasis Elektronik). (Cukup)

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas, 2022

J. Koperasi dan UMKM
Koperasi aktif di Kabupaten Kapuas cenderung meningkat tiap tahunnya.
Terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian koperasi aktif di Kabupaten Kapuas

mencapai 81 persen, meningkat sebanyak 5 poin dari tahun 2018. Hal tersebut



menunjukkan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan

terhadap kenaikan jumlah dan persentase koperasi aktif.

Koperasi Aktif (%)

8
82 8o :
> W
78 76
-6 75
74
72 T T T T ]
2017 2018 2019 2020 2021

=)= K operasi Aktif (%)

Gambar 2.48 Persentase Koperasi Aktif (%) Kabupaten Kapuas 2018 - 2021
Sumber: Disdagperinkop dan UKM, 2021 dan RPJMD, 2022

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dari data yang dihimpun didapatkan bahwa
pada tahun 2020 terlihat bahwa hampir 100 persen usaha yang berada di Kapuas
merupakan UMKM. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut adalah
adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mendukung kemajuan
UMKM dengan memberikan bantuan gerobak dan menyediakan lokasi berjualan.
Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah koperasi Tahun 2017 sampai
dengan Tahun 2021 semakin meningkat. Pada Tahun 2018 terdapat
penambahan pendirian koperasi sebanyak 3 koperasi serta Pada Tahun 2019
hingga 2021 terdapat pendirian koperasi baru sebanyak 2-3 koperasi, sehingga
jumlah koperasi di Kabupaten Kapuas sebanyak 454 koperasi. Jumlah anggota
koperasi selama 5 tahun terakhir secara keseluruhan mengalami peningkatan
tiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah anggota
sebanyak 176 orang. Hal ini dikarenakan terdapat koperasi yang kurang
produktif sehingga terjadi pengurangan anggota. Jumlah Modal sendiri pada
seluruh Koperasi yang terdapat di Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan
yang bagus secara merata tiap tahunnya hingga pada tahun 2021 meningkat
sebesar 1,77% dengan jumlah total Rp 66.918.772.000. Sedangkan pada jumlah
modal luar juga mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya hingga
pada tahun 2021 mencapai Rp 60.913.957.000 dengan peningkatan sebesar
1,85%. Untuk volume Usaha, peningkatan terbesar yakni pada tahun 2018
sebesar 21% dengan jumlah Rp 189.347.000, meskipun begitu tiap tahun lainnya



juga mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah Asset dan SHU juga mengalami
peningkatan tiap tahunnya terutama pada tahun 2021 yakni SHU sebesar Rp
17.712.151 serta jumlah aset Rp 144.243.256.000. Hal ini membuktikan bahwa
produktivitas koperasi di Kabupaten Kapuas terkategori baik dikarenakan
adanya optimalisasi pembinaan, monitoring, sosialisasi dan pelatihan serta
bantuan modal dan peralatan yang dilaksanakan melalui anggaran Dinas

Dagperinkop dan UKM Kapuas dan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kalimantan Tengah.



Tabel 2.56 Perkembangan Koperasi Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

No Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021

1 Jumlah Koperasi Unit 445 448 450 451 454
2 Jumlah Anggota Orang 35.963 35.787 36.05 36.066 36.066
3 Jumlah Simpanan Rp.000

4 ‘é‘;ﬂf Modal | o 000 61.650.645 62.722.745 64.504.745 65.149.792 66.918.772
5 Jumlah Modal Luar Rp.000 53.132.987 54.158.172 59.110.331 59.405.883 60.913.957
6 Volume Usaha Rp.000 60.948 189.347 134.484 135.156 144.243
7 Jumlah SHU Rp.000 6.086.000 14.730.999 17.150.142 17.235.893 17.712.151
8 Jumlah Asset Rp.000 151.340.212 189.347.087 134.484.251 135.156.673 144.243.256

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022, BPS Kabupaten Kapuas 2022




UMKM adalah usaha yang dapat menggerakkan roda perekonomian Kabupaten
Kapuas. Namun disamping eksistensinya UMKM yang dapat meningkatkan
perekonomian, kondisi saat ini mengalami permasalahan. Permasalahan ini
antara lain komoditas produk unggulan daerah belum optimalnya pengembangan
sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM di Kabupaten Kapuas.
Kondisi ini dipicu akar masalah yakni komoditas produk unggulan daerah belum
dapat dikembangkan secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya
permodalan koperasi dan UMKM.

Untuk meningkatkan permodalan, pelaku koperasi dan UMKM tidak bisa serta
merta mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan. Persyaratan
administratif wajib dipenuhi oleh pengusaha, guna mendapatkan pinjaman
untuk menambah modal usaha. Selain itu, lembaga keuangan juga tetap selektif
dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas dana tersebut
sehingga para pelaku koperasi dan UMKM juga tidak bisa langsung
meningkatkan kapasitasnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh belum optimalnya
jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam
rangka peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadikan sulitnya
pemasaran hasil produk dari UMKM, baik melalui pameran atau melalui
penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi
dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi

informatika.

Tabel 2.57 Perkembangan Jenis Koperasi Kabupaten Kapuas 2017-2021

Tahun Jenis Koperasi
KUD KPRI KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Total
2021 17 42 13 - 382 454
2020 17 41 12 - 381 453
2019 17 40 12 - 433 450
2018 16 39 11 - 425 441
2017 16 39 11 - 436 452

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022, BPS
Kabupaten Kapuas 2022
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Gambar 2.49 Diagram Perkembangan Jenis Koperasi Kabupaten Kapuas Tahun
2017-2021
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022, BPS
Kabupaten Kapuas 2022

Tabel 2.58 Koperasi Aktif Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

No. Kecamatan 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah
1 Kapuas Kuala 9 12 12 12 12
2 Tamban Catur 4 8 8 8 8
3 Kapuas Timur 9 17 17 17 17
4 Selat 82 129 129 130 132
5 Bataguh 14 22 22 22 22
6 Basarang 10 16 16 16 16
7 Kapuas Hilir 7 9 9 9 9
8 Pulau Petak 6 7 7 6 7
9 Kapuas Murung 19 23 23 23 23
10 Dadahup 22 25 25 25 25
11 Kapuas Barat 8 9 9 10 10
12 Mantangai 46 51 52 52 52
13 Timpah 16 23 24 24 24
14 Kapuas Tengah 17 17 17 17 17
15 Pasak Talawang 48 48 48 48 48
16 Kapuas Hulu 18 20 20 20 20
17 | Mandau 11 12 12 12 12

Talawang

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan jenis koperasi dan keaktifan, koperasi di Kabupaten Kapuas
memiliki jenis yang beragam seperti KUD, KPPRI, KOPKAR, KOPPAS, dan

koperasi jenis lainnya. Untuk jenis koperasi yang terbanyak di Kabupaten



Kapuas yakni jenis KUD dan KPRI. Kedua jenis koperasi tersebut mengalami
peningkatan pada setiap tahunnya didukung dengan jenis koperasi lainnya yakni
KOPKAR. Sehingga pada tahun 2021 mengalami jumlah koperasi terbanyak
yakni 454 koperasi. Kemudian jika diklasifikasikan tiap kecamatan, jumlah
koperasi aktif pada tiap tahunnya mengalami peningkatan tiap tahunnya dan

beberapa kecamatan mengalami stagnasi yang signifikan.

Tabel 2.59 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

No Sektor Ekonomi 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Pertanian, Peternakan, Kehutanan

1 . 57 57 57 57 65
dan Perikanan

2 | Pertambangan dan Penggalian - - - -

3 | Industri Pengolahan 40 40 40 40 45

4 | Bangunan 11 11 11 11 12
Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 1.009 | 1.012 1 g 1 1.012 | 1.025

5 Hotel dan Restoran
Pedagang Pasar 211 220 235 235 244
Pedagang di luar pasar S 9 7 14 17
Pedagang kaki lima

6 | Pengangkutan dan Komunikasi 19 19 19 19 31

7 | Jasa-jasa 183 183 183 183 210

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan tabel perkembangan UMKM sesuai sektor ekonomi selama 4 tahun
terakhir yakni 2017-2020 mengalami kondisi yang tetap dan tidak mengalami
peningkatan maupun penurunan. Hanya pada tahun 2021 mengalami
peningkatan di semua sektor ekonomi seperti pertanian, peternakan, kehutanan,
perikanan menjadi 65 unit, sedangkan industri pengolahan menjadi 45 unit,
untuk sektor bangunan menjadi 12 unit, jenis pengangkutan komunikasi
menjadi 31 unit, sektor usaha jasa-jasa menjadi 210 unit, kemudian untuk
sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi 1025 unit. Jumlah pedagang
pasar maupun di luar pasar pada Kabupaten kapuas selama 5 tahun terakhir
mengalami peningkatan hal ini menandakan bahwa lapangan kerja di Kabupaten
Kapuas memberikan manfaat pada masyarakat yang berpotensi berkembang

pada dunia bisnis dan perdagangan.

. Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Kapuas di bawah ini merupakan jumlah investasi
yang ditanamkan investor setiap tahunnya. Nilai investasi bergantung pada
kondisi-kondisi internal perusahaan maupun iklim investasi di Kabupaten
Kapuas secara umum. Adanya kecenderungan meningkatnya nilai investasi

meskipun dengan nilai yang berfluktuasi menunjukkan bahwa iklim investasi di



Kabupaten Kapuas cukup kondusif dengan prospek yang menjanjikan
keuntungan bagi perusahaan dan di lain pihak juga member kontribusi untuk
kemajuan daerah.

Nilai investasi sampai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 741.726.009.866
dengan total jumlah 73 proyek/investor. Dari data di bawah terlihat pencapaian
persentase peningkatan investasi 12,61% melebihi target yang tertulis pada
RPJMD Perubahan tahun 2021 sebesar 11,4%

Tabel 2.60 Nilai Investasi (Rupiah) PMA/PMDN (Sektor Formal) Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2021

Realisasi Target
Jumlah .
Realisasi persentase persentase
Tahun Proyek/ oy s . . .
Nilai Investasi peningkatan peningkatan
Investor . 3 A q
investasi nilai investasi
2021 73 835.279.533.0 12,61 11,4
00
2020 45 741.726.009.8 12,26 -
66
2019 32 660.740.800.0 8,52 -
00
2018 30 500.371.100.0 - -
02
2017 21 106.346.000.0 - -
00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kapuas, 2022

Realisasi capaian kinerja dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami peningkatan
dikarenakan peran aktif Investor membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) dan adanya kegiatan pengawasan Penanaman modal ke Investor dan
ditunjang dengan Dana DAK Non fisik tahun 2021, untuk kendalanya beberapa
Investor yang masih kurang dan belum aktif membuat Laporan kegiatan
Penanaman Modal (LKPM).

Permasalahan pengembangan investasi penanaman modal di Kabupaten Kapuas
telah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya sarana, prasarana
dan infrastruktur pendukung pembangunan investasi, seperti jalan, jembatan,
pelabuhan dan suplai energi yang mengakibatkan sulitnya pengangkutan hasil
produksi investasi dan menghambat kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat.
Keterbatasan aksesibilitas tersebut secara otomatis menjadi pertimbangan para
investor untuk menanamkan modalnya di Kapuas. Kondisi yang kondusif (aman
dan tertib) turut pula menjadi salah satu syarat untuk menarik investasi di
samping kemudahan prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu.
Permasalahan rendahnya iklim usaha yang kondusif di daerah dengan demikian

dipicu oleh akar masalah minimnya regulasi dan kebijakan yang pro investasi



dan belum optimalnya pengembangan destinasi wisata unggulan daerah sebagai

salah satu daya tarik investasi.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Peran kepemudaan sangat penting di tengah isu pemerataan pembangunan
Kabupaten Kapuas. Dengan potensi adanya usia produktif yang banyak,
Kabupaten Kapuas diharapkan mampu dalam mengelola serta memaksimalkan
potensi yang ada di kelompok pemuda dalam pembangunan. Di bidang olahraga,
komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas untuk mengembangkan
olahraga secara umum maupun tradisional, merupakan bagian penting dari
kebijakan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
secara khusus dalam mengembangkan bakat dan potensi pemuda dan remaja
dan juga diharapkan dapat menyumbangkan prestasi yang tidak hanya pada
skala lokal akan tetapi juga pada skala nasional. Adapun capaian dalam urusan
Kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kabupaten Kapuas adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas
Tahun 2016-2020

. s Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

| | Persentase Oreantsast | 14 08 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 7,14
pemuda yang aktif

9 Cakupan pembinaan 04 04 26 08 35
olahraga

3 Cakupgp .Pelatlh yang 5 5 55
bersertifikasi

4 | Jumlah atlet berprestasi NA NA NA 4 7

S5 | Jumlah prestasi olahraga NA NA NA 9 9

6 Persentase penmgkatap NA NA NA 22.70 NA
jumlah pemuda berprestasi
Jumlah organisasi

7 | kepemudaan yang memiliki | NA NA NA 2 1
pemuda berprestasi

3 Jumlah cabang olahraga NA NA NA 9 7
yang berprestasi

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Kapuas, 2022

Berdasarkan data diatas, potensi dari kepemudaan dan olahraga Kabupaten
Kapuas cukup besar terutama dalam hal keaktifan organisasi pemuda, jumlah
prestasi olahraga, dan ditunjang pembinaan dan keberadaan pelatih yang
tersertifikasi. Akan tetapi, potensi yang ada belum digali dan dioptimalkan, yang
dapat dilihat dari penurunan capaian kinerja keaktifan organisasi pemuda yang

awalnya 14,28 persen menjadi 7,14 persen pada tahun 2020. Selain itu, jumlah



pelatih yang tersertifikasi, atlet yang berprestasi, organisasi pemuda dan cabang
olahraga yang berprestasi juga mengalami penurunan.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kapuas berkaitan dengan kepemudaan
dan olahraga adalah masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan
olahraga; prasarana dan sarana olahraga yang masih belum sepenuhnya
memadai, dan apresiasi yang masih rendah bagi olahragawan, pembina dan
tenaga keolahragaan yang berprestasi sehingga potensi yang ada tidak dapat
berkembangan secara signifikan. Selain bidang keolahragaan, potensi pemuda
dapat diarahkan dalam menunjang kemajuan perekonomian dengan program-
program entrepreneurship. Strategi ini mampu meningkatkan kapasitas
kepemudaan di Kabupaten Kapuas sekaligus membangun perekonomian

masyarakat dari sisi kewirausahaan.

. Statistik

Manajemen ketersediaan data menjadi sangat penting guna mengukur capaian
indikator program yang telah ditetapkan dan dievaluasi untuk proses yang lebih
baik kedepan. Data statistic menjadi salah satu instrumen dalam perumusan
kebijakan agar lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah
perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal
dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan
semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan
pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan
efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral,
dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh
instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara
mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan
statistik, khususnya jenis statistik sektoral. Hal tersebut menjadikan
terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam
proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang
tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan
suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan
pembangunan.

Penyusunan dokumen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten

Kapuas adalah berkaitan dengan dokumen Kabupaten/Kecamatan dalam angka,



kajian analisis IPM, Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kapuas, dan berbagai
macam dokumen pendukung lainnya, adanya layanan Portal Satu Data
Kabupaten Kapuas serta dokumen kerjasama bersama antara BPS dan perangkat

daerah terkait.

N. Persandian
Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan
informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan
infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi
persandian.
Di Kabupaten Kapuas, telah direncanakan program penyelenggaraan Persandian
untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Program-program tersebut meliputi:
1. Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;

. Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi;

. Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik;
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. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah di bidang
keamanan informasi;

. Pengembangan layanan keamanan informasi;

. Penyelenggaraan jaringan komunikasi sandji;

. Koordinasi dalam rangka Pengamanan Informasi;

. Audit/keamanan informasi;
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. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Keamanan Informasi.

O. Kebudayaan

Keberadaan seni budaya yang ada di Kabupaten Kapuas cukup beragam.
Kunjungan wisata dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan mencapai
9.932 pengunjung pada tahun 2020. Kunjungan wisata disertai dengan kenaikan
obyek berdaya tarik wisata, akan tetapi justru penyelenggaraan festival seni dan
budaya mengalami penurunan akibat Covid-19. Kenaikan jumlah kunjungan
menyebabkan kenaikan pula persentase jumlah PAD dari sektor pariwisata.

Seni dan budaya Kabupaten Kapuas identik dengan kebudayaan Suku Dayak.
Dalam tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan festival seni dan budaya
diantaranya eksperimentasi seni tari tradisional Dayak, rekaman Karungut dan

musik tradisional, ukiran dan seni patung khas Dayak, Tatto Dayak, anyaman



rotan dan purun, benang bintik, Mandau Talawang, festival kesenian daerah dan
luar daerah, Tiwah, Kuntau, pagelaran dialog seni. Pada tahun 2020,
penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan drastis hingga

2 event dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan Kabupaten Kapuas Tahun

2016-2020
. e 4. Capaian Kinerja

Bidang urusan/indikator 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
Penyelenggaraan festival seni 5 5 5 5 5
dan budaya
Kunjungan wisata - - 8.740 6.666 | 9.932
Jumlah obyek daya tarik wisata 15 16 16
Persentasg Jumlah PAD dari | 2,13 2.20% | 8.80% | 6,19% 21,00
sektor pariwisata % %
Jumlah Cagar Budaya yang

2 2 4 - -

mendapat penetapan

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Kapuas, 2022

P. Perpustakaan dan Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu sistem yang dikembangkan untuk mengatasi

permasalahan dokumentasi informasi. Dalam menjalankan pemerintahan,
kearsipan berperan sangat penting perihal manajemen pengelolaan informasi
berbentuk dokumen dalam tiap organisasi/PD. Pengelolaan kearsipan daerah
mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip
pada unit kerja dan kelurahan/desa. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip
yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan
pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.
Capaian kinerja perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kapuas tahun 2016-
2020 secara umum menunjukan trend yang menurun dimana rata-rata
pengunjung perpustakaan menurun hingga mencapai 5,29 pada tahun 2020.
Menurunnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan dalam beberapa tahun
terakhir, dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19. Meskipun begitu, kondisi
buku dan inventaris lainnya semakin lengkap dan banyaknya yang mencapai
7.718 buku pada tahun 2021. Selain koleksi buku, terdapat peningkatan pada
SDM pengelola arsip menjadi 6 orang pada tahun 2021, walaupun secara
kuantitas masih jauh dibawah standar. Selain itu, terdapat peningkatan
perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari 0,20 pada 2020 menjadi

0,33 pada tahun 2021. Berikut adalah data capaian pengelolaan kearsipan
Kabupaten Kapuas Tahun 2016-2021.

Tabel 2.63 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kapuas 2016-2021



Uraian

Capaian Kerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah pengunjung
perpustakaan per

55.674

58.460

16.622

24.007

17.098

24.996

tahun
Peningkatan SDM
Pengelola Kearsipan
Koleksi buku yang
3 tersedia di
perpustakaan daerah
Rasio perpustakaan
persatuan penduduk
Jumlah koleksi judul
buku perpustakaan
Jumlah rata-rata
6 pengunjung
perpustakaan/tahun
Jumlah pustakawan,
tenaga teknis, dan
penilai yang memiliki
sertifikat
Persentase Perangkat
Daerah yang
mengelola arsip
secara baku
Sumber: Disarpustaka Kabupaten Kapuas, 2022

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas memfasilitasi berdirinya

2 orang | 2 orang | 2 orang NA NA 6 orang

5.022 8.052 8.286 12.504 | 17.916 | 36.392

1.187 2.157 2.252 4.247 6.821 7.718

20,68 21,72 9,00 18,57 5,29 7,73

NA NA NA NA 0,20 0,33

Perpustakaan Desa/Kelurahan. Hal ini tidak terlepas dengan diluncurkannya
“Program Bajenta” (Membaca Jendela Menggapai Cita-cita) pada tahun 2015
dimana dalam program tersebut ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan
antara lain: 1 desa 1 perpustakaan dan sejuta buku untuk desa. Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan membuat sebuah inovasi khususnya dalam peningkatan
kecakapan hidup (life skill), yaitu melalui Kursus Komputer dan Internet Gratis
(Kumis) yang dilakukan melalui Strategi Transformasi yaitu Advokasi. Kendala
utama yang dihadapi dalam Aksi Pak-Kumis ini adalah sarana unit komputer
yang terbatas jumlahnya sedangkan antusias masyarakat yang sangat banyak
terlibat didalam kegiatan ini. Selain itu dari total bandwidth yang ada di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas juga perlu ditingkatkan
mengingat banyaknya pengguna Internet pada tiap harinya baik itu melalui
jaringan wifi atau PC (personal computer) sementara jumlah bandwidth yang
dimiliki sekarang masih 10 Mbps.

Permasalahan mengenai kearsipan yang ada di Kabupaten Kapuas adalah karena
belum adanya regulasi yang mengatur mengenai manajemen pengelolaan arsip
yang berakibat pada sulitnya sinkronisasi data-data yang tersedia serta bentuk
dokumen kajian pendukung dari proses pembangunan wilayah Kabupaten
Kapuas. Tidak hanya itu, mengenai pengelola arsip atau tenaga arsiparis juga

harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan



arsiparis serta kepedulian terhadap pentingnya arsip dan lemahnya alokasi
anggaran untuk pengelolaan arsip akan menimbulkan permasalahan yang

berkaitan dengan manajemen data arsip daerah.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Fokus layanan pilihan merupakan urusan pemerintah yang saat ini ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus layanan ini
tergantung pada kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten
Kapuas. Terdapat tujuh fokus layanan urusan pemerintahan pilihan: pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan dan galian, serta

transmigrasi (RKPD Kabupaten Kapuas, 2022).

A. Pertanian
Terlihat pada data PDRB. struktur perekonomian di Kabupaten Kapuas dibentuk
oleh sektor pertanian. perkebunan dan perikanan dengan menjadi sektor yang
memiliki sumbangan terbesar. Hal tersebut didukung oleh tenaga kerja berumur
15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian adalah sebanyak 101.467 atau
mencapai 56.14 persen pada tahun 2020. Karakteristik ini menunjukkan
Kabupaten Kapuas memang merupakan daerah pertanian. baik secara geografis
maupun demografis. Dari sisi perekonomian. kontribusi sektor pertanian.
kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kapuas ADHB mengalami
penurunan di dari tahun 2016 hingga 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020

mulai meningkat kembali hingga mencapai 26.22 persen di tahun terakhir.

PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN
KAPUAS TAHUN 2020

Tanaman
Pangan

Gambar 2.50 Persentase Produksi Pertanian Kabupaten Kapuas Tahun 2020 (ton)
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Terlihat pada gambar diatas bahwa produksi pertanian terbesar adalah tanaman
pangan persentase 87% dengan jumlah produksi 211.944 ton. Tanaman pangan
ini terbagi atas tanaman padi jagung dan kedelai. Sedangkan Tanaman

Hortikultura memiliki persentase sebesar 13% dengan produksi sebesar 31.126.7



ton. dimana tanaman hortikultura sendiri terbagi atas jenis buah-buahan dan
sayuran. Tingginya persentase pada tanaman pangan sendiri tidak terlepas dari
Pengembangan kawasan food estate di lahan rawa akan dilaksanakan di lahan
Eks PLG (Proyek Lahan Gambut) Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau seluas
770.600 ha yang dihasilkan dari penapisan berbagai kriteria dalam penyusunan
peta AOI (area of interest), namun dalam perkembangannya lokasi tersebut akan
dikembangkan juga di luar Eks PLG yang termasuk ke dalam Kabupaten Kapuas,

yang memiliki irigasi baik.
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Gambar 2.51 Peta Klaster Sektor Unggulan Pertanian Minapolitan Kalimantan
Tengah
Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Secara bertahap pengembangan area food estate pada tahun 2020 sudah
perlahan dilakukan di lahan sawah eksisting seluas sekitar 30.000 ha, yaitu
berada di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha, Kabupaten Kapuas 20.000 ha, baik
yang berada di eks PLG maupun di luar PLG. Selain itu Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah memiliki potensi yang beragam mulai dari pertanian hingga
industri. Dimana terdapat pula prioritas pengembangan Klaster Kewilayahan
dalam Hal ini Kabupaten Kapuas sendiri termasuk dalam Klaster Kawasan
Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan dimana untuk lebih jelasnya

dapat terlihat pada Gambar 2.51.



1) Tanaman Pangan

Pada Produksi Tanaman Pangan terlihat mengalami kenaikan sebesar 14.23%
pada tahun 2018 namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada
tahun 2019 sebesar 48.49% sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.
Yang kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar
4.08%. Terlihat dari berbagai sektor yang ada tanaman padi menjadi
komoditas dengan produktivitas terbesar yakni sebesar 211.944 ton pada
tahun 2020. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa Kabupaten Kapuas
ini juga menjadi salah satu lumbung padi utama di Kalimantan Tengah dan
Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pengembangan
lumbung pangan atau Food Estate yang akan dijadikan kawasan

percontohan. Dilanjutkan dengan komoditas jagung sebesar 60 ton.

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas

Tahun 2017-2021

BIDANG Capaian Kinerja
URUSAN/INDIKATO | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020 | 2021
R
Jumlah Produksi |283.70| 346.06 | 395.32 | 203.63 | 211.94 | 220.44
Tanaman Pangan 2 1 2 0 4 0
Padi (Ton) 283.45 |345.591|394.622(203.408|211.884|220.360
3
Jagung (Ton) 242 329 698 220 60 80
Kedelai (Ton) 7 1.41 1.58 1.5 0 0

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

2) Tanaman Hortikultura

Pada Produksi Hortikultura adanya peningkatan terlihat pada tahun 2019
sebesar 12.56% yang kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan
yakni sebesar 22.09%. Dimana untuk dominasi komoditas pada tanaman
hortikultura pada tahun 2020 adalah buah-buahan yakni 215.185 kwintal
sedangkan untuk sayur-sayuran sebesar 96.082 kwintal. Kemudian juga

mengalami peningkatan pada tahun 2021 dimana total produksi hortikultura

mencapai 347.247 kwintal.

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Pertanian Hortikultura Kabupaten Kapuas Tahun

2017-2021
BIDANG Capaian Kinerja
URUSAN/INDIKATO | 2016 | 2017 2018 2019 2020 2021
R
Jumlah Produksi |282.85|213.00| 351.82 [399.530| 311.26 |347.247
Hortikultura 9 2 6 7
Buah-buahan (Ku) | 209.17 | 137.09 [249.144|278.117 |215.185| 244.614
1 2
Sayur-sayuran (Ku) | 73.688 | 75.910 | 102.682|121.413 | 96.082 | 102.633




Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan. 2022

Tabel 2.66 Jumlah Produksi Sayuran Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

Jenis Tanaman Jumlah Produksi (Kwintal)
Sayuran 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021
Bawang Merah 216 1.269 410 153 38
Bawang Putih 0 0 0 0 0
Cabai Besar 1.381 | 3.702 5.352 [ 4.111 | 4.036
Cabai Rawit 8.045 | 9.140 | 14.909 | 7.289 | 8.098
Kentang 0 0 0 0 0
Kubis 0 17 35 0 0
Tomat 2.507 | 41.430 | 4.597 | 1.744 | 3.386
Kacang Panjang | 6.643 | 9.157 | 10.874 | 7.729 | 11.994
Terung 7.438 | 11.281 | 12.578 | 9.833 | 10.809
Jengkol 115 521 824 110 1.528
Melinjo 39 66 40 63 114
Petai 3.086 | 5.381 4.100 | 5.421 | 12.594

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2022

Pada tanaman hortikultura yakni sayuran. Kabupaten Kapuas cenderung
fluktuatif setiap tahunnya dimana hal tersebut juga dipicu dengan luas,
musim, produktivitas lahan, serta hal teknis yang ada di area pertanian.
Dimana untuk komoditas dengan hasil terbanyak pada tahun 2021 adalah
petai sebesar 12.594 kwintal, kacang panjang sebesar 11.994 kwintal, dan
terong sebesar 10.809 kwintal. Sedangkan untuk komoditas bawang putih,
kentang, serta kubis sendiri masih belum sebesar komoditas-komoditas

lainnya.

Tabel 2.67 Jumlah Produksi Buah-buahan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-

2021
Jenis Tanaman Jumlah Produksi (Kwintal)
Buah-buahan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Melon 100 0 225 95 120
Semangka 22.27 | 40.36 | 38.48 | 39.80 | 41.87
9 7 9 6 6
Durian 3.346 | 7.235 | 12.48 | 7.683 | 15.81
7 8
Jeruk Siam 12.49 | 18.86 | 25.67 | 18.91 | 53.63
2 0 7 9 5
Mangga 2.455 | 4.464 | 9.372 | 3.458 | 2.761
Pepaya 2.953 | 2.866 | 2.693 | 2.547 | 1.778
Pisang 21.16 | 28.14 | 28.96 | 27.30 | 52.47
4 8 6 2 0
Salak 659 1.881 | 2.237 744 477
Nanas 44.60 | 63.31 | 48.93 | 66.53 | 58.43
6 6 1 4 4
Rambutan 27.24 | 82.72 | 95.73 | 40.11 | 59.24
8 9 1 2 1

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022




Tanaman hortikultura pada jenis buah-buahan sendiri cenderung memiliki
hasil lebih melimpah dibandingkan sayuran. Sama halnya dengan sayuran.
kenaikan jumlah produksi tumbuhan juga cenderung fluktuatif. Untuk
komoditas dengan hasil produksi terbanyak sendiri ada pada komoditas
rambutan sebesar 59.241 kwintal. nanas sebesar 58.434 kwintal. jeruk siam
yakni sebesar 53.635 kwintal. serta pisang sebesar 52.470 kwintal. Dimana
adanya jumlah produksi yang berlimbah juga menjadikan Kabupaten Kapuas
memiliki julukan lumbung untuk beberapa jenis buah. Selain itu pula adanya
peningkatan yang ada juga tidak terlepas dari adanya Ekstensifikasi Food

Estate di Kabupaten Kapuas.

B. Perkebunan
Perkebunan menjadi fokus layanan pemerintah pilihan. Dominasi terhadap
sektor perkebunan di Kabupaten Kapuas adalah komoditas karet, kelapa, kelapa
sawit, dan kopi. Jika dilihat secara umum, terdapat perkembangan produktivitas
keempat komoditas unggulan perkebunan tersebut yang terinci pada tabel

berikut:

Tabel 2.68 Komoditas Perkebunan Kabupaten Kapuas 2017 - 2021

Indikator/Komoditas 2017 2018 2019 2020 2021
Karet
- Luas tanaman (Ha) 31,161.30 31,161.30 31,053.30 32,119.30 31,807.30
- Produktivitas (Ku/Ha) 6.87 6.87 6.87 6.88 6.88
- Produksi (Ton) 10,122.20 11,828.70 12,928.75 14,611.50 15,170.75
Kelapa
- Luas tanaman (Ha) 5,390.56 5,690.56 5,709.06 6,035.56 5,822.06
- Produktivitas (Ku/Ha) 7.8 7.81 7.88 7.67 7.91
- Produksi (Ton) 2,359.75 2,408.75 2,643.75 2,809.10 2,972.85
Kelapa sawit (Perkebunan
Rakyat)
- Luas tanaman (Ha) 2,227.00 3,861.25 4,250.25 4,260.25 4,622.25
- Produktivitas (Ku/Ha) 32.89 23.57 22.48 22.77 22.37
- Produksi (Ton) 1,200.50 5,016.00 5,987.75 7,388.25 7,787.25
Kopi
- Luas tanaman (Ha) 285.56 312.56 438.56 488.56 488.56
- Produktivitas (Ku/Ha) 5.5 5.72 5.9 6.18 6.8
- Produksi (Ton) 2.2 3.15 3.25 3.4 3.75

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022,
BPS Kabupaten Kapuas 2022

Berdasarkan rincian tabel diatas, tanaman produktif untuk komoditi perkebunan
secara umum menunjukkan angka yang bervariasi. Luasan tanaman karet dalam
4 tahun terakhir dengan sedikit peningkatan produktivitas tanaman karet,
namun harga yang semakin kurang menguntungkan petani dapat
mengakibatkan petani enggan menambah jumlah area kebun karet rakyat.
Produksi Karet tertinggi adalah pada tahun 2021 yakni sebesar 15.170,75 ton

dengan mengalami kenaikan 0,56% pada tahun sebelumnya. Untuk luas area



produksi kelapa cenderung mengalami peningkatan selama S tahun terakhir
namun pada 2021 mengalami penurunan sebesar 2,14% karena adanya sedikit
perubahan tata guna lahan beserta sedimentasi tanah namun dari sisi produksi
mengalami peningkatan dari tiap tahunnya sehingga produksi kepala terbesar
adalah pada tahun 2021 yakni 2,972.85 ton.

Sedangkan untuk Kebun kelapa rakyat tidak mengalami peningkatan yang cukup
berarti, faktor pemasaran produk dan menurunnya minat masyarakat lokal atas
produk kelapa mengakibatkan produk kelapa stagnan. Namun untuk produksi
jenis kelapa, lada menjanjikan untuk pasaran lokal, regional maupun pasar
global, penanganan yang tepat dari pemerintah atas komoditi ini dapat
mendorong peningkatan produksi dan luasan panen dengan didukung data
produksi dalam ton semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya.
Komoditas kelapa sawit yang menjadi idola perkebunan pada lima tahun terakhir
mendorong pertumbuhan luasan kebun dan produksi kelapa sawit. Penanganan
yang tepat dari pemerintah akan komoditas ini dapat terus mendorong luasan
panen dan produktivitas kelapa sawit dengan kenaikan persentase terbesar yakni
tahun 2018 sebesar 38% kemudian setiap tahun selanjutkan juga mengalami
peningkatan sehingga produksi tertinggi pada tahun 2021 mencapai 7,787.25
ton. Untuk produksi kopi, luas area dan produksi dalam ton juga mengalami
peningkatan membuktikan bahwa seluruh komoditas unggulan perkebunan

mengalami produktivitas yang baik untuk menunjang perekonomian daerah.



Tabel 2.69 Luas Area Produktivitas Komoditas Perkebunan tiap Kecamatan Kabupaten Kapuas 2018-2021

Kecamatan Kelapa Sawit Kelapa
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1. Kapuas Kuala 140,00 193,00 164,00 164,00 642,00 658,00 2 011,00 | 1966,00
2. Tamban Catur 12,00 12,50 28,00 35,00 191,00 200,00 610,00 593,00
3. Kapuas Timur - 0,00 25,00 25,00 97,00 97,50 170,00 142,00
4. Selat - 0,00 - - 40,25 128,00 198,26 196,26
5. Bataguh 11,00 11,50 50,00 100,00 297,50 308,00 807,10 770,60
6. Basarang 280,00 472,50 361,00 361,00 353,00 440,00 862,50 829,00
7. Kapuas Hilir 20,00 20,50 30,00 30,00 38,00 38,25 65,00 53,00
8. Pulau Petak 300,00 300,50 259,00 529,00 93,25 98,50 179,00 179,00
9. Kapuas Murung 380,00 462,00 590,00 590,00 126,50 130,00 237,00 223,50
10. Dadahup 328,00 338,00 259,25 259,25 74,25 76,00 122,70 122,70
11. Kapuas Barat 840,00 923,00 656,00 666,00 57,50 60,50 167,50 153,00
12. Mantangai 2.600,00 | 2.745,00 | 1 220,00 | 1 235,00 345,50 353,00 475,00 475,00
13. Timpah 52,00 95,50 137,00 137,00 345,50 14,50 38,50 37,00
14. Kapuas Tengah 45,00 45,50 77,00 77,00 11,00 9,50 32,12 22,12
15. Pasak Talawang 8,00 8,25 35,00 45,00 9,50 4,50 11,88 11,88
16. Kapuas Hulu - 360,00 369,00 369,00 4,50 14,00 27,00 27,00
17. Mandau - 0,00 - - 14,00 13,50 21,00 21,00
Talawang
Total Kab. Kapuas | 5.016,00 | 5.987,75 | 4.260,25 | 4.622,25 | 2.408,75 | 2.643,75 | 6.035,56 | 5.822,06

Kecamatan Karet Eopi

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1. Kapuas Kuala 9,00 15,00 88,00 88,00 - - 90,18 90,18
2. Tamban Catur 17,00 90,00 514,00 514,00 - - 35,00 35,00
3. Kapuas Timur 1.180,00 | 1.238,00 | 3 369,00 | 2 913,00 - - 13,90 13,90
4. Selat 125,50 197,00 535,30 535,30 - - 1,64 1,64
5. Bataguh 190,50 213,50 729,20 729,20 - - 66,86 66,86
6. Basarang 115,00 183,00 911,50 911,50 1,30 1,35 39,00 39,00
7. Kapuas Hilir 95,00 100,25 424,00 424,00 - - 2,00 2,00
8. Pulau Petak 363,00 382,00 1 005,00 | 1 154,00 - - 21,00 21,00
9. Kapuas Murung 245,00 253,50 734,00 734,00 - - 51,00 51,00
10. Dadahup 275,00 282,50 688,00 688,00 - - 19,00 19,00

Kecamatan Karet Kopi




2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
11. Kapuas Barat | 2.130,00 | 2.164,00 | 3 945,00 | 4 926,00 - - 28,00 28,00
12. Mantangai 2.700,00 | 2.850,00 | 6 452,00 | 6 452,00 | 1,85 1,90 110,00 | 110,00
13. Timpah 975,00 | 1.046,00 | 3 212,00 | 3 212,00 - - 2,00 2,00
14. Kapuas Tengah | 1.105,00 | 1.150,00 | 2 304,25 | 2 304,25 - - 2,78 2,78
15. Pasak Talawang 994,00 1.030,00 | 2 004,05 | 2 004,05 - - 1,22 1,22
16. Kapuas Hulu 625,70 | 1.036,00 | 2 198,00 | 2 198,00 - - 1,58 1,58
17. Mandau | 65400 | 698,00 | 2020,00 | 2 020,00 - - 3,40 3,40
Talawang

12928,7
Total Kab. Kapuas | 11828,7 5 4624 4624 3,15 3,25 488,56 | 488,56

Sumber. BPS Kabupaten Kapuas, 2022




Berdasarkan rincian tabel diatas, tanaman produktif untuk komoditi perkebunan
secara umum menunjukkan angka yang bervariasi. Luasan tanaman karet dalam
4 tahun terakhir dengan sedikit peningkatan produktivitas tanaman karet,
namun harga yang semakin kurang menguntungkan petani dapat
mengakibatkan petani enggan menambah jumlah area kebun karet rakyat.
Produksi Karet tertinggi adalah pada tahun 2021 yakni sebesar 15.170,75 ton
dengan mengalami kenaikan 0,56% pada tahun sebelumnya. Untuk luas area
produksi kelapa cenderung mengalami peningkatan selama S tahun terakhir
namun pada 2021 mengalami penurunan sebesar 2,14% karena adanya sedikit
perubahan tata guna lahan beserta sedimentasi tanah namun dari sisi produksi
mengalami peningkatan dari tiap tahunnya sehingga produksi kepala terbesar
adalah pada tahun 2021 yakni 2,972.85 ton.

Sedangkan untuk Kebun kelapa rakyat tidak mengalami peningkatan yang cukup
berarti, faktor pemasaran produk dan menurunnya minat masyarakat lokal atas
produk kelapa mengakibatkan produk kelapa stagnan. Namun untuk produksi
jenis kelapa, lada menjanjikan untuk pasaran lokal, regional maupun pasar
global, penanganan yang tepat dari pemerintah atas komoditi ini dapat
mendorong peningkatan produksi dan luasan panen dengan didukung data
produksi dalam ton semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya.
Komoditas kelapa sawit yang menjadi idola perkebunan pada lima tahun terakhir
mendorong pertumbuhan luasan kebun dan produksi kelapa sawit. Penanganan
yang tepat dari pemerintah akan komoditas ini dapat terus mendorong luasan
panen dan produktivitas kelapa sawit dengan kenaikan persentase terbesar yakni
tahun 2018 sebesar 38% kemudian setiap tahun selanjutkan juga mengalami
peningkatan sehingga produksi tertinggi pada tahun 2021 mencapai 7,787.25
ton. Untuk produksi kopi, luas area dan produksi dalam ton juga mengalami
peningkatan membuktikan bahwa seluruh komoditas unggulan perkebunan

mengalami produktivitas yang baik untuk menunjang perekonomian daerah.

C. Peternakan

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang beragam mulai dari
pertanian hingga industri. Tidak hanya pada sektor itu saja, sektor peternakan
pun juga menjadi sektor. Dimana terdapat pula prioritas pengembangan Klaster
Kewilayahan dalam Hal ini Kabupaten Kapuas sendiri termasuk dalam Kawasan
pengembangaan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non

ruminansia.
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Ternak Ruminansia merupakan binatang berkuku genap subordo dari ordo
Artiodactyla disebut juga mamalia berkuku. Nama ruminan berasal dari bahasa
Latin "ruminare" yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak, sehingga
dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan memamah biak sebagai
contohnya adalah sapi. Ruminansia merupakan binatang berkuku genap
subordo dari ordo Artiodactyla disebut juga mamalia berkuku. Nama ruminan
berasal dari bahasa Latin "ruminare" yang artinya mengunyah kembali atau
memamah biak, sehingga dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hewan

memamah biak sebagai contohnya adalah unggas. Berikut merupakan peta

klaster sektor unggulan peternakan di Kalimantan Tengah.

LAUT JAWA

Gambar 2.52 Peta Klaster Sektor Unggulan Peternakan Provinsi Kalimantan
Tengah
Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Kapuas pada ternak

ruminansia dan non ruminansia antara lain: ternak sapi, kerbau, kambing, babi,

ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik.

Tabel 2.70 Jenis Ternak/Unggas Daging Kabupaten Kapuas Tahun 2017-

2021
Jenis Tahun
Ternak/Unggas 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Daging (kg)
Sapi 165.834 | 204.513 | 186.116 | 177.598 | 286.522
Kerbau 3.249 1.444 181 722 1.264
Kambing 5.680 6.526 6.970 8.652 9.045
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Domba 0 0 0 0 0
Babi 35.389 37.055 49.982 85.772 55.669
Unggas
- Ayam
Kampung 230.125 | 223.455 | 262.503 188.66 126.758
- Ayam
Pedaging 3.240.285 |3.459.450 [3.570.371 |3.022.500 | 2.895.000
- Ayam Petelur 22.692 14.889 25.698 16.883 2.494
- Itik 21.601 13.993 26.409 12.514 8.480
- Burung Puyuh 18 21 0 0 0

Sumber : Dinas Pertanian, 2022

Pada jenis ternak untuk pedaging sendiri pada tahun 2021 untuk pedaging selain
unggas paling besar pada komoditas sapi sebesar 286.522 kg dilanjutkan oleh
hewan babi sebesar 55.669 kg. kambing sebesar 9.045 kg. dan kerbau sebesar
1.264 kg. Untuk komoditas kambing sendiri merupakan satu-satunya komoditas
yang konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni dengan rata-rata
12,59%. Sedangkan untuk komoditas daging unggas sendiri pada tahun 2021
didominasi oleh ayam pedaging yakni sebesar 2.895.000 kg, kemudian untuk
komoditas ayam kampung sebesar 126.758 kg, itik sebesar 8.480 kg, dan ayam
petelur 2.494 kg. Komoditas burung puyuh sendiri hanya terdeteksi ada pada
tahun 2017, meskipun mengalami kenaikan sebesar 16,67% pada tahun 2018 di
tahun selanjutnya burung puyuh tidak terdeteksi kembali untuk jumlah

produktivitasnya.

Tabel 2.71 Jenis Ternak/Unggas Telur Kabupaten Kapuas 2017-2021

Jenis Ternak/Unggas Tahun

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Telur (kg)
Ayam Kampung 258.402 | 276.919 | 311.885 | 96.746 | 301.163
Ayam Petelur 209.673 | 197.568 | 158.612 | 216.288 | 210.552
Itik 233.495 | 260.381 | 161.319 | 135.431 | 267.702
Burung Puyuh 1.779 1.811 0 0 0

Sumber : Dinas Pertanian, 2022

Jenis ternak/unggah pada komoditas telur sendiri terdiri atas ayam kampung,
Ayam Petelur, itik, dan burung puyuh. Pada tahun 2021 untuk ayam kampung
sendiri masih menjadi dominasi produktivitas yakni sebesar 301.163 kg.
dilanjutkan dengan itik sebesar 267.702 kg. dan ayam petelur sebesar 210.552
kg. Sama halnya dengan jenis dagingnya. burung puyuh sendiri hanya terlihat
produktivitasnya pada tahun 2017 yakni sebesar 1.779 kg yang kemudian naik
sebesar 1,8% menjadi 1.811 kg dimana pada tahun selanjutnya sudah tidak

terlihat produktivitasnya.
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Berdasarkan persebaran klaster minapolitan pada sub bagian pertanian di atas

dan peternakan dapat digambarkan klaster kedua komoditas tersebut pada peta

dibawah ini.

3. PFTA PROVINSI KALIMANTAN TFNGAH
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Gambar 2.53 Peta Klaster Pertanian Minapolitan dan Peternakan di
Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

D. Perikanan

Gambaran terkait aspek perikanan di Kabupaten Kapuas meliputi:

1) Sumber Daya Perikanan

Sumberdaya perikanan di Kabupaten Kapuas, meliputi perikanan darat dan

laut, dimana produk perikanan didominasi oleh perikanan darat baik

perikanan tangkap di perairan umum maupun budidaya perikanan. Secara

umum, terjadi kenaikan pada produksi perikanan yang berimbas pada

kenaikan nilai produksi sehingga mampu memberikan nilai tambah pada

sektor perikanan. Produksi tertinggi selama lima tahun terakhir berada pada

tahun 2020 yang mencapai 40.735,72 ton dimana sebanyak 73,52 persen

didominasi oleh perikanan darat (29.951,78 ton).

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Perikanan

BIDANG URUSAN/ Capaian Kinerja (dalam Ton)

INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produksi perikanan (ton) 2034892 | 3222650 | 33.264.28 | 38.439.07 | 4073572 | 47.19550
(Ft’g‘;‘i“ks' Perikanan Darat | 1990165 | 1419048 | 22.666.71 | 20370.18 | 2095178 | 35306.50
Produksi Perikanan Laut 10.064.30 | 1469950 | 1059757 | 9.068.89 | 10.783.94 | 11.889.00
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BIDANG URUSAN/ Capaian Kinerja (dalam Ton
INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Konsumsi ikan 49 49 495 47 47 48
Jumah Nelayan 3521 3,859 4835 2487 3429 3,495
Penangkap lkan

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas, 2022 BPS

Kabupaten Kapuas 2022
Tabel 2.73 Jumlah Tangkapan Hasil Perikanan
Perikanan Rl
Kecamatan Tangkap Laut Tangkap
Darat

1. Kapuas Kuala 11 889,00 876,96
2. Tamban Catur - 810,20
3. Kapuas Timur - 518,54
4. Selat - 758,98
S. Bataguh - 804,64
6. Basarang - 504,77
7. Kapuas Hilir - 489,47
8. Pulau Petak - 780,49
9. Kapuas Murung - 719,37
10. Dadahup - 988,64
11. Kapuas Barat - 471,40
12. Mantangai - 1 848,54
13. Timpah - 970,63
14. Kapuas Tengah - 455,90
15. Pasak Talawang - 452,23
16. Kapuas Hulu - 94,35
17. Mandau ) 61,10
Talawang

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kapuas, 2022, BPS Kabupaten Kapuas 2022

Berdasarkan rincian tabel diatas bahwa capaian kinerja Produksi Perikanan
mengalami kenaikan stabil setiap tahunnya. Produksi perikanan darat mulai
mengalami kenaikan konsisten sejak capaian 2018 terutama pada potensi
perikanan budidaya jenis perikanan tangkap darat. Kemudian pada produksi
perikanan laut selama 5 tahun mengalami naik turun dari tahun ke tahun.
Capaian tertinggi pada produksi perikanan laut adalah pada tahun 2017
yakni sebesar 14,699.50, meskipun demikian capaian kinerja tiap tahunnya
tetap mencapai target tahunan yakni.. Sedangkan pada jumlah Konsumsi
ikan selalu mencapai target pada capaian kinerja selama 5 tahun belakangan
untuk menunjang tercapainya penurunan angka stunting di Kabupaten
Kapuas. Untuk Rata-Rata nelayan selalu mengalami peningkatan pada tiap
tahunnya namun hanya di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

23.48% dikarenakan memang terhalang situasi dan kondisi Pandemi Covid-
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19 yang menghambat produktivitas kerja seorang nelayan. Namun meski
begitu, seluruh nelayan penangkap ikan di Kabupaten Kapuas telah terdaftar
dengan Kartu Kusuka.

Unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kabupaten Kapuas
adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat dan sungai. Oleh karena itu,
urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan
angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan
kelancaran lalu lintas. Untuk mengatasi kesenjangan jarak antara tempat asal
dan tujuan diperlukan sarana dan prasarana sistem transportasi melalui jasa
angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk
meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan,
sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dalam

berlalu lintas.

2) Urusan Perhubungan
Unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kabupaten Kapuas
adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat dan sungai. Oleh karena itu,
urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan
angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan
kelancaran lalu lintas. Untuk mengatasi kesenjangan jarak antara tempat asal
dan tujuan diperlukan sarana dan prasarana sistem transportasi melalui jasa
angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan. Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk
meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan,
sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dalam
berlalu lintas.
- Pelabuhan Laut
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015- 2035 dan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah memiliki
pelabuhan laut dan terminal umum sebagai sarana jasa perdagangan
serta angkutan penumpang dan barang (ekspor, impor, maupun lokal)
yang terdiri dari Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan
pengumpul, yaitu:

a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul, yaitu:
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Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas
b. Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan

ikan (PPI) adalah:

PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas
Dermaga Penyeberangan Bahaur dengan panjang dermaga 117 meter
lebar 8 meter konstruksi beton dengan kedalaman -10 m serta daya muat
kapal 2000 dwt dengan jenis kapal roro dan 1 terminal penumpang. Jalan
akses dari Palangkaraya menuju Pelabuhan Penyeberangan Bahaur + 135
km kondisi aspal dengan jarak tempuh + 3,5 jam pendukung program
strategis nasional (psn) food estate di Provinsi Kalimantan Tengah
khususnya di

Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan

Kabupaten Gunung Mas.

E. Perdagangan

Sektor perdagangan sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian
akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional
dengan cara meningkatkan ekspor non migas serta menguatkan kesadaran
masyarakat untuk menggunakan produk lokal dan stabilitas ketersediaan bahan
pokok. Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas merumuskan beberapa
kebijakan ke depan untuk memperluas akses perdagangan komoditi unggulan
daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar

semakin kompetitif. Mengefektifkan perlindungan konsumen dan

yang
pengamanan perdagangan.

Tabel 2.74 Jumlah Perusahaan menurut Bentuk Badan Hukum di
Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

Tahun
Badan Hukum [~5417 7 2018 | 2019 | 2020 | 2021
PT 22 5 25 1
CV/Firma 71 15 85 1
Koperasi 445 448 450 453 454
Perseorangan 83 126 127 158
Lainnya 0 2 0 5

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Dalam sektor perdagangan perusahaan juga mendukung adanya gerak roda
perdagangan. tak terkecuali di Kabupaten Kapuas. Dimana untuk jumlah
perusahaan menurut badan hukum yang ada di Kabupaten Kapuas sendiri

didominasi oleh koperasi. Dimana untuk jumlah koperasi sendiri konsisten
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mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,5% di tiap tahunnya. Koperasi yang
ada terdiri dari beberapa jenis seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Koperasi Karyawan (KOPKAR). dan lainnya.
Dilanjutkan dengan Badan Hukum Perseorangan berjumlah 158. Lainnya
sebanyak 5. Dan PT serta CV/Firma masing-masing 1.

Tabel 2.75 Jumlah Pedagang Terdaftar pada Dinas Perdagangan.

Perindustrian. Koperasi. dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2021

Pedagang e
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Pedagang Besar 8 2 8 . 7
Pedagang Menengah 65 33 65 " 16
Pedagang Kecil 424 119 424 " 244
Total 497 154 497 . 267

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Adanya pedagang baik itu pedagang besar. menengah. Dan kecil juga sangat
membantu adanya alur distribusi perdagangan yang ada di Kabupaten Kapuas
ini. Terlihat pada tabel bahwa tahun 2021 pedagang kecil sendiri mendominasi
yakni sebesar 244 pedagang atau 91,39% dari total keseluruhan dilanjutkan
dengan pedagang menengah sebanyak 16 pedagang. dan pedagang besar

sebanyak 7 pedagang.

Nilai dan Volume Ekspor

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00

0,00

2018 2019 2020 2021
Nilai Ekspor ($ USD) 9.356.911,49 9.667.035,49 9.994.460,91 8.095.634
—O—Volume Ekspor (ton)  6.890.360 6.930.272,00 9.446.766,78 @ 4.381.413,89

Gambar 2.54 Grafik Nilai Ekspor dan Volume Ekspor Kapuas Tahun 2018-
2021
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kapuas 2022

Nilai ekspor Kabupaten Kapuas pada tahun 2018 hingga 2021 nilai dan volume
yang konsisten. Terlihat nilai ekspor pada tahun 2018 menuju tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar 3,31%, kenaikan itu berlanjut hingga tahun 2020

yakni sebesar 3,39%. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar
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19%. Tren yang sama ditunjukkan pada volume ekspor yang ada, yakni pada
tahun 2019 sendiri mengalami kenaikan sebesar 0,58% yang naik cukup tinggi
pada tahun 2020 sebesar 36,31%. Kemudian pada tahun 2021 volume ekspor
turun sebesar 55,62% dari tahun sebelumnya. Adanya tren penurunan yang
cukup signifikan membuat Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk
mengoptimalkan pelaku usaha/eksportir pada kegiatan yang diselenggarakan
Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI baik itu
kegiatan dalam bentuk webinar, Bimtek, Sosialisasi tentang aturan-aturan
ekspor ke negara tujuan dan Focus Group Discussion (FGD) guna menambah
pengetahuan pelaku usaha/eksportir mengenai aturan main di negara tujuan

ekspor.

Tabel 2.76 Capaian Kinerja Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

Capaian Kinerja

BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase koperasi aktif 75 76 77 79 80
Persentase Rumah Tangga Penerima | N/A |15.32| 11.71 11 11
Kredit Usaha (%)
Persentase peningkatan omzet 10 10 10 10 10
industri (%)
Persentase barang layak edar (%) 70 70 85 75 79
Persentase koperasi yang sehat* yang 2 8 10 14 25
meningkat SHU
Nilai Usaha UKM 57 62 65 64 75

Sumber : Dinas Perdagangan. Perindustrian. Koperasi. dan Usaha Kecil Menengah.
2022

Pada Indikator koperasi aktif sendiri terlihat bahwa persentase kenaikan terus
terjadi hingga tahun 2021 sebesar 80% dengan rata-rata kenaikan sebesar
1.33%. Berbalik dengan persentase koperasi aktif. Persentase rumah tangga
penerima kredit usaha cenderung mengalami penurunan dari 15.32% menjadi
11%. Dimana untuk membantu peningkatan baik pada persentase koperasi aktif
dan persentase rumah tangga penerima kredit usaha Pemerintah Kabupaten
kapuas melakukan pembinaan, monitoring, sosialisasi, dan pelatihan serta
bantuan modal dan peralatan yang dilaksanakan melalui anggaran Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk persentase peningkatan omzet industri cenderung konsisten tiap
tahunnya yakni sebesar 10%. Untuk menunjang adanya peningkatan.
Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan bantuan kegiatan berupa pembinaan

dan pelatihan dalam proses produksi dengan menggunakan teknologi industri.
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adanya promosi dan pemasaran produk pada outlet-outlet yang dimiliki oleh
Provinsi dan Kabupaten juga melalui media elektronik. cetak dan media sosial.
Adanya dukungan pembinaan dan pengembangan produk melalui mitra kerja
dan perbankan. Adanya jalinan kemitraan dengan pelaku usaha besar dan pasar
modern.

Indikator Persentase barang layak edar mengalami peningkatan sebesar 21.43%
pada tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan sebesar 11.76% hal
tersebut juga tidak terlepas adanya pengaruh pandem Covid-19. Yang kemudian
pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 5.33%. Pemerintah
Kabupaten Kapuas melakukan Pengawasan Barang layak edar selama 5 Tahun
dimana akan terus bergerak dan dioptimalkan guna masyarakat agar selalu
cerdas dalam memilih dan membeli pangan yg sehat dan tidak merugikan serta
membahayakan kesehatan konsumen.

Pada presentasi koperasi yang sehat yang meningkatkan SHU terlihat selalu
mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 25% di tahun 2021.
Sedangkan untuk Nilai Usaha UKM sendiri juga mengalami peningkatan.
terkecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan namun perlahan mulai naik
hingga memiliki nilai sebesar 75. Beriringan dengan usaha pada indikator
persentase koperasi aktif dan persentase usaha mikro dan kecil. pada 2 indikator
ini juga dilakukan adanya pembinaan, monitoring, sosialisasi, dan pelatihan serta
bantuan modal dan peralatan yang dilaksanakan melalui anggaran Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kapuas

Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Pertambangan dan Galian

Kabupaten Kapuas kaya akan barang tambang dan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah jika didukung oleh sumber daya manusia dan sumber
daya modal untuk dapat mengelolanya dengan optimal. Produksi bahan galian
utama di Kabupaten Kapuas berupa batubara, yakni sebanyak 2.926.424 Metrik
ton (2013), 3.378.851,40 Metric ton (2014), 1.955.851,38 Metric ton (2015) dan
sebanyak 7.594.007,00 Ton (2016) atau pada tahun 2016 meningkat sebesar
159,50% dibandingkan tahun 2013. Produksi bahan galian lainnya adalah pasir
zircon sebanyak 300 ton (2014) dan 500 ton (2015); pasir kuarsa sebanyak
10.070,80 m3 (2014), pasir sungai sebanyak 13.3014,00 m3 (2014) dan pasir
sebanyak 314,60 m3 (2014) dan 58.838,50 m3 (2015).

Kontribusi sektor Pertambangan & Penggalian terhadap PDRB Kabupaten

Kapuas ADHB mengalami fluktuasi dari dimana titik tertinggi kontribusi pada
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tahun 2018 sebesar 13,38 persen dan sejak itu mengalami penurunan kembali
hingga pada tahun 2020 mencapai 9,52 persen. Penurunan yang cukup drastis
pada tahun 2020 ini dikarenakan menyerangnya Pandemi Covid-19, khususnya
pada sektor ekspor impor yang berskala internasional. Berikut rincian tabel pada

produktivitas ekonomi pada sektor pertambangan:

Tabel 2.77 Jenis Tambang dan Luas Area Produksi Kabupaten Kapuas 2017 -

2021
Jenis Bahan Luas Area Produksi (ha)
Tambang 2017 2018 2019 2020 2021

7.594,0 | 164.159, | 168.769, | 175.879, | 189.765,
1. Batu Bara/Coal 07 00 00 00 00
2. Zircon/Zircon S| 3250001 1600001 5.003,88 | 1.304,39
3. Biji Besi/Iron Ore - - - -
4. Emas/Gold -| 8.013,00 | 8.013,00 -
5.
Tembaga/Cropper ) ) )
6. Bauksit/Bauksit - - -
7. Galena/Galena - - -
8. Pasir/Sand - - 12,00 12,00
9. Pasir Kuarsa/
Ouartz Sand - - 234,40 234,40
10. Intan/Diamond - - -
11. Mineral Logam/
Metal Minerals -| 801300 ) )
12. Batuan/Rock - - - 25,00 62,30
13. Batu Gamping/ . . ) )
Limestone
14. Laterit/Laterite - - - 22,50 -
15. Andesit - - 18,28 18,28

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya
tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan
terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian
industri. Bahan galian seperti batubara dan zircon merupakan komoditi
unggulan yang menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu leading
sector dalam menopang perekonomian Kabupaten Kapuas. Sektor pertambangan
Kabupaten Kapuas memiliki kontribusi yang cukup pada PDRB Kabupaten
Kapuas dimana menghasilkan luas area produksi pertambangan batubara
mencapai 189.765,00 ha yang mengalami kenaikan signifikan pada tiap

tahunnya.
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G. Kehutanan

Gambaran potensi kehutanan di Kabupaten Kapuas meliputi:

Tabel 2.78 Realisasi Produksi Kayu Bulat Periode 2017 - 2021

Rimba Kayu Jenis (R AL
Meranti y . Tanama Jumlah
Camp Indah Lainnya
Tahun volume n volume
(m3) volume volume volume volume (m3)
(m3) (m3) (m3) (m3)
2021 200‘052’? 22.510,17 211,07 0 0 222773’?}
2020 | 42.701,06 1.839,33 39,93 0 0 | 44.580,32
2019 | 98.351,52 | 6.336,79 0 23,67 0 104'711’2
2018 | 57.068,11 | 6.014,88 | 14,99 0 63'0979’ 126'195’2
2017 | 45.605,25 2.158,16 350,11 54,16 0| 48.167,68

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi sektor kehutanan kayu bulat jenis
meranti, rimba camp, kayu indah, hutan tanaman, dan jenis lainnya selama 5
tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Produksi kehutanan kayu
bulat memiliki 4 jenis yakni Meranti pada tahun 2021 mengalami jumlah
produksi terbanyak serta peningkatan sebesar 36,8% sehingga menjadi
200.052,01 m3. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar

5,6% hingga menjadi 42.701,06 m3.

Tabel 2.79 Realisasi Produksi Kayu Olahan Periode 2017 - 2021

Tal:m Kayu Gergajian (m3) | Veneer (m3) | Serpih (m3) | Jumlah (m3)
2021 6.356,10 0 0 6.356,10
2020 1.042,22 0 0 1.042,22
2019 812,48 0 0 812,48
2018 406,0965 2.031,65 0 2.437,75
2017 480,1463 1.528,08 0 2.008,22

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi sektor kehutanan kayu olahan jenis
kayu gergajian, veneer, dan serpih selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami
peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Produksi kehutanan kayu olahan
jenis Kayu gergajian pada tahun 2021 mengalami jumlah produksi terbanyak
serta peningkatan sebesar 5,1% sehingga menjadi 6.356,10 m3. Sedangkan pada

tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,15% hingga menjadi 406,0965 m3.

H. Perindustrian
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Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015-2035
dijelaskan bahwa pembangunan Kawasan industri diprioritaskan pada daerah-
daerah yang berada dalam WPPI. Provinsi Kalimantan Tengah belum masuk
dalam WPPI dan prioritas pembangunan industri. Hal ini tidak menghalangi
dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan Kawasan industri di
Kalimantan Tengah yang menjadi pendukung WPPI Kalimantan bagian barat
serta menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Pengembangan Kawasan
industri di Kalimantan Tengah dapat terlihat pada peta dibawah ini. Dimana
pengembangan Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Kapuas sendiri terdapat

pada Kawasan Industri (KI) Batanjung di Kabupaten Kapuas.

'WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI A Pontianak - Landsk- Sangos: - Ketapsng- Sambas PENGEMBANGAN INDUSTR) PRIORITAS
| KALIMANTAN BAGIAN BARAT . yong ( KAPET KMATULISTRAA (1) Industri Logam Dasar can Bahan Gatan Bukan Logam, (2) indust My Agro
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah B Tanan Bumbu Kots Bany (Termasuk KAPE T BATULICIN) (3) Induntr Pangan . (4) indusirt Tekstd, Al Kaki_dan Aneda

| KETERANGAN:
i | K by Kota Proviny
- ® i
3 Pelabohan

| &

- = JalurkKA

Ketesangen

Jalur Penghubung Exonomi
Jalan Utama Keluar Koridor
Jadur Perbubungan Laut
Kawasan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan
ndustri

Wilayah Pusat Pertumbuhan
ndustr

[ e

 Gambar 2.55 Peta Perwilayahan Industri Pada WPI Kalimantan Bagian Barat
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-203

Produk potensial sektor industri yang ada di Kabupaten Kapas berdasarkan
kajian potensi daerah, masukan dari Pemerintah Kabupaten Kota dan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada Industri Prioritas
Nasional terdapat pada hampir keseluruhan industri prioritas baik itu Industri
Pangan, Industri Hulu Agro, Industri Aneka, serta Industri Pengolahan bukan

Logam. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 2.80 Jenis Industri Unggulan di Kalimantan Tengah
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No Industri Industri Unggulan Rencana Lokasi
Prioritas RIPIN Provinsi (Kabupaten/Kota)
1. Industri 1. Kotawar%ng}n Bgrat
2. Kotawaringin Timur
Pengolahan Ikan
. 3. Seruyan
2. Industri
Pengolahan 4. Lamandau
1 Industi Pangan 5. Sukamara
Tanaman Pangan .
. 6. Barito Selatan
3. Industri
7. Kapuas
Pengolahan Buah- .
buahan 8. Pulang Pisau
9. Palangka Raya
1. Kotawaringin
Barat
2. Kotawaringin
Timur
1. Industri 3. Barito Selatan
Pengolahan Kelapa | 4. Barito Utara
o Industri Hulu Sawit (Industri 5. Barito Timur
Agro Oleofood dan 6. Pulang Pisau
Industri 7. Kapuas
Oleokimia) 8. Katingan
9. Seruyan
10. Lamandau
11. Sukamara
12. Gunung Mas
1. Barito Selatan
1. Industri 2. Barito Utara
Pengolahan Kayu 3. Barito Timur
. 2. Industri 4. Murung Raya
3 Industri Aneka Pengolahan Karet 5. Pulang Pisau
3. Industri 6. Palangka Raya
Pengolahan Rotan | 7. Katingan
8. Kapuas
. 1. Industri 1. Kotawaringin Timur
Industri Logam
Pengolahan 2. Lamandau
Dasar dan
. Logam 3. Seruyan
4 Bahan Galian . ;
Bukan Logam 2. Industri 1. Katingan
Pengolahan Bukan | 2. Kapuas
Logam 3. Kotawaringin Barat

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-
2040

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kapuas memiliki potensi untuk
dikembangkan mengingat berbagai produk mentah banyak tersedia dan mampu
diolah sehingga memiliki nilai tambah dalam penjualannya. Pada tahun 2020
kategori Industri Pengolahan menyumbang sebesar 2.167,8 miliar rupiah atau
sebesar 13,10 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Kapuas. Peranan
kategori ini tidak hanya menggambarkan peranan industri besar sedang
melainkan juga industri mikro kecil yang ada di Kabupaten Kapuas. Jika dilihat

dari pertumbuhannya, kategori Industri Pengolahan tumbuh sebesar 8,09 persen
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pada tahun 2020. Pada tahun 2018 kategori ini tumbuh sebesar 8,87 persen dan
pada tahun 2019 tumbuh sebesar 6,46 persen.

JUMLAH PERUSAHAAN BERDASARKAN KLASIFIKASI
INDUSTRI DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021

Pangan

Sandang
B Kimia dan Bahan Bangunan
B Logam, mesin, dan elektronik

B Kerajinan

Gambar 2.56 Jumlah Perusahaan berdasarkan Klasifikasi Industri di
Kabupaten Kapuas
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan. 2022

Tabel 2.81 Jumlah Perusahaan berdasarkan Klasifikasi Industri di Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2021

. . . Jumlah Perusahaan
Klasifikasi Industri 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Pangan 126 149 173 175 196
Sandang 31 110 110 110 274
Kimia dan Bahan 87 204 233 226 190
Bangunan

Logam. mesin. dan 301 536 536 537 420
elektronik

Kerajinan 0 45 1751 60 64
Total 545 1044 1100 1108 1144

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Jumlah Perusahaan berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Kapuas pada tahun
2021 yang terlihat pada presentasi di atas didominasi oleh perusahaan logam,
mesin, dan elektronik sebesar 37% dengan jumlah sebesar 420 perusahaan.
Meskipun terlihat mendominasi pada tahun 2021, nyatanya jumlahnya telah
mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 21,79%. Kemudian dilanjutkan
pada perusahaan sandang yang berjumlah 274 perusahaan dengan adanya
kenaikan dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya yakni tahun 2020.
Perusahaan pangan yang pada tahun 2020 memiliki jumlah 196 perusahaan juga
mengalami kenaikan 12% dari tahun 2020. Namun pada perusahaan kimia dan

bahan bangunan mengalami penurunan sebesar 21,79% dengan jumlah di
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tahun 2021 menjadi 190 perusahaan. Pada perusahaan kerajinan sendiri

mengalami kenaikan sebesar 6,7% dengan jumlah 64 perusahaan di tahun 2021.

Tabel 2.82 Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Klasifikasi Industri di Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2021

. c . Tenaga Kerja
Klasifikasi Industri 551712018 | 2019 | 2020 | 2021

Pangan 499 | 3.887 | 3.943 | 3.996 6.715
Sandang 77 283 283 283 1.081
Kimia dan Bahan 753 1.085 | 1.107 1.116 1.236
Bangunan

Logam. mesin. dan 1.060 | 1.751| 1.751 | 1.754 1.135
elektronik

Kerajinan 0| 1.222 | 1.297| 1.314 1.238
Total 2.389 | 8.228 | 8.381 | 8.433 11.405

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Adanya perusahaan juga diiringi dengan adanya tenaga kerja didalamnya.
dimana nantinya akan membantu baik dalam proses operasional maupun
manajerial di perusahaan tersebut. Di Kabupaten Kapuas sendiri pada tahun
2021 pada Perusahaan pangan, sandang, serta kimia dan bahan bangunan
terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2020. Dimana untuk perusahaan
pangan sendiri meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 6.715 perusahaan di tahun
2021. Perusahaan sandang juga mengalami peningkatan lebih dari 3 kali lipat di
tahun 2021 menjadi 1081 perusahaan. Untuk perusahaan kimia dan bahan
bangunan sendiri mengalami kenaikan sebesar 10,75% dari tahun 2020 menjadi
1.236 perusahaan. Berbeda dengan Perusahaan pangan. sandang. serta kimia
dan bahan bangunan. untuk perusahaan logam, mesin, dan elektronik serta
kerajinan justru mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan masing-masing
penurunan sebesar 35,29% dan 5,78%.

Tabel 2.83 Investment Value berdasarkan Klasifikasi Industri di Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2021

Investment Value (juta rupiah)
2018 2019 2020 2021
Pangan 8.630 9.309 9.349 | 15.897,8
Sandang 1.948 1.948 1.948 | 1.859.7
Kimia dan Bahan Bangunan 1.6851 | 1.7033 | 1.7103 1.6875
Logam. mesin. dan elektronik | 39.864 | 39.864 | 39.882 25.568
Kerajinan 3.327 3.387 3.493 36.275
Total 70.620 | 71.541 | 71.775 | 165.445
Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Klasifikasi Industri

Investment Value sendiri merupakan nominal investasi yang dilakukan oleh

perusahaan ke seorang atau kelompok investor. Dimana semakin banyak
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investasi atau penanaman modal yang dilakukan akan semakin banyak pula
bisnis baru bermunculan yang tentu akan membantu meningkatkan perputaran
roda tidak terkecuali di Kabupaten Kapuas ini. Terlihat bahwa Investment Value
terbesar didominasi oleh perusahaan industri pangan yakni sebesar
15.897.000.000 pada tahun 2021. dimana Investment Value-nya meningkat tiap
tahunnya. Untuk Perusahaan Industri sandang, kimia dan bahan bangunan,
serta logam, mesin, dan elektronik juga cenderung mengalami penurunan di
tahun 2021. Untuk Perusahaan Industri sandang mengalami penurunan sebesar
4,53%. Perusahaan Industri kimia dan bahan bangunan sebesar 1.33%. dan
penurunan terbesar yakni pada Perusahaan Industri logam. mesin dan elektronik
sebesar 35,89%. Untuk Perusahaan Industri kerajinan sendiri mengalami
kenaikan setiap tahunnya dimana puncaknya pada tahun 2021 yang mengalami
kenaikan hampir 10 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.84 Production Value berdasarkan Klasifikasi Industri di Kabupaten
Kapuas Tahun 2017-2021

- : . Production Value (juta rupiah)
Klasifikasi Industri 2018 2019 2020 2021
Pangan 11.968 | 12.834.1 12.864 | 16.510.7
Sandang 4.712 4.712 4.712 | 3.375.58
Kimia dan Bahan Bangunan 38.792 | 39.173.6 39.220 36.546
Logam. mesin. dan elektronik 58.862 | 58.862.3 58.866 33.864
Kerajinan 10.670 10.772 10.852 11.295
Total 124.992 | 126.354 | 126.514 | 131.972

Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Production Value adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan hasil industri yang
ada dimana merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga
dari komoditas industri yang ada. Terlihat Production Value tertinggi pada tahun
2021 ada pada industri kimia dan bahan bangunan sebesar 36.546.000.000 yang
juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dilanjutkan dengan Industri
logam. mesin. dan elektronik yang mengalami penurunan sebesar 28,36%
menjadi 33.864.000.000. Industri yang juga mengalami penurunan adalah kimia
bahan bangunan yakni sebesar 6,82%. Pada industri pangan dan kerajinan
terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yakni masing-masing sebesar 28,35%
dan 4,.08%.

Tabel 2.85 Raw Materials Value berdasarkan Klasifikasi Industri di
Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

. . . Raw Materials Value (juta rupiah)

Klasifikasi Industri 2018 2019 2020 2021
Pangan 0.542 7.149.1 7.164 9.665.6
Sandang 2.342 2.342 2.342 | 2.464.68
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Kimia dan Bahan Bangunan 21.108 | 21.144.2 | 21.166 | 19.608.5
Logam. mesin. dan elektronik | 37.760 | 37.760.3 | 37.763 16.485
Kerajinan 5.348 5.398.5 5.435 5.709.5
Total 73.100 | 73.794.1 | 73.870 77.936
Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka. 2022

Raw Materials Value sendiri adalah nominal yang dikeluarkan perusahaan untuk
membeli bahan baku pembuatan produk/komoditas. Pada tahun 2021 sendiri
terlihat bahwa pembelian bahan baku terbesar terlihat pada kimia bahan
bangunan yakni sebesar 19.608.500.000 dimana jumlah tersebut juga
mengalami penurunan di tahun sebelumnya sebesar 7.36%. Penurunan juga
terjadi di industri logam, mesin, dan elektronik yakni sebesar 56.35% dari tahun
2020. Sedangkan kenaikan Raw Materials Value ada pada industri pangan,
sandang, dan kerajinan, Industri dengan kenaikan terbesar dari tahun 2020
yakni industri pangan yakni sebesar 34.92% dan juga industri sandang

mengalami kenaikan sebesar 5.24% serta industri kerajinan sebesar 5.05%.

Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Kapuas memiliki potensi untuk dikembangkan
dan dikemas untuk pengunjung sehingga terdapat nilai tambah bagi masyarakat.
Kepariwisataan Kabupaten Kapuas memiliki fokus pelestarian seni budaya asli
Kapuas. Pengembangan seni dan budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seni budaya melalui kegiatan-
kegiatan festival, lomba, baik yang bersifat kesenian tradisional maupun
kesenian modern. Demikian juga halnya fasilitasi untuk perkumpulan kesenian
dari luar daerah (Jawa, Batak, Manado, dan lain-lain) juga terus dikembangkan
sehingga integrasi budaya daerah asli dan dari luar daerah merupakan salah satu
faktor yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten
Kapuas.

Seni dan budaya Kabupaten Kapuas bagi masyarakat diluar identik dengan
kebudayaan Suku Dayak. Dalam tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan
festival seni dan budaya diantaranya eksperimentasi seni tari tradisional Dayak,
rekaman Karungut dan musik tradisional, ukiran dan seni patung khas Dayak,
Tato Dayak, anyaman rotan dan purun, benang bintik, Mandau Talawang,
festival kesenian daerah dan luar daerah, Tiwah, Kuntau, pagelaran dialog seni.
Pada tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami

penurunan drastis hingga 2 event dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.
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Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan Kabupaten Kapuas Tahun

2017-2020
Indikator 2017 2018 2019 2020
Penyelepggaraan festival 10 5 5 5
seni dan budaya
Penyelenggaraan festival
. 2 4 - -
seni dan budaya

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kapuas, 2021

Tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Kapuas didominasi oleh wisatawan
domestik. Tingkat kunjungan wisatawan domestik tertinggi pada tahun 2019
dengan total 87.195 orang dan wisatawan mancanegara berjumlah 107 orang.
Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan karena pandemi Covid-19 dan

mulai ada aktivitas wisatawan pada tahun 2021.

Tabel 2.87 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2020

Wisatawan Dl
Tahun Domestik Mancznegar
2017 6.351 35
2018 2.461 6
2019 87.195 107
2020 7.240 13
2021 14.054 -

Sumber: BPS Kab. Kapuas, 2022

Kabupaten Kapuas menyimpan potensi yang belum banyak dikembangkan di
sektor pariwisata. Padahal sektor ini merupakan salah satu penggerak
perekonomian yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar. Potensi pariwisata
Kabupaten Kapuas terbagi menjadi objek wisata alam, buatan, sejarah dan
budaya dengan total yang telah teridentifikasi sebanyak 121 lokasi objek wisata.
Berdasarkan data BPS, jenis objek wisata alam berjumlah 41, wisata buatan

berjumlah 12, dan wisata seni budaya berjumlah 68.

Tabel 2.88 Jumlah Objek Wisata Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2020

Jenis Objek Wisata Jumlah
Objek Wisata Alam 41
Objek Wisata Buatan 12
Objek Wisata Seni Budaya 68

Sumber: BPS Kab. Kapuas, 2022

Tabel 2.89 Potensi Objek Wisata Alam di Kabupaten Kapuas, 2021

No. Potensi Objek Wisata Alam Lokasi
1. Danau Lalawe Timpah
2. Sungai Sangiar Timpah
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No. Potensi Objek Wisata Alam Lokasi
3. Danau Ungat Timpah
4. Danau Belasung Timpah
S. Danau Mantela Timpah
6. Danau Panjang Timpah
7. Danau Manarang Timpah
8. Danau Haliwung Timpah
9. Danau Pantau Timpah
10. Danau Lapimping Timpah
11. Danau Bahayu Timpah
12. Danau Lapetan Mantangai
13. Danau Muroi Mantangai
14. Pulau Lampehan Mantangai
15. Air Hitam Sei Mantangai Mantangai
16. Wisata Agro tempat Orang Utan Pulau .
Mantangai
Bagantung
17, Tempat Rehabilitasi Orangutan/ Mantangai
Tuanan
18. Huruk Harahung Kapuas Hulu
19. Batu Pari Kapuas Hulu
20. Bukit Marimang Kapuas Hulu
21. Pulau Telo Selat
22. Susur Sungai Desa Pulau Telo Selat
23. Air Terjun Gunung Puti Mandau
Talawang
24. Air Terjun Masupa Bahandang ,1;,/1 andau
alawang
. Mandau
25. Sungai Masupa Talawang
—_ Mandau
26. Sungai Hilang Talawang
. Mandau
27. Rungkoh Palinget Talawang
28. Hutan Alam Mandau
Talawang
29. | Teluk Batu Mandau
Talawang
30. Pantai Gabang Kapuas Kuala
31. Susur Sungai Kali Kapuas Kapuas Barat
32. Susur Sungai Pulau Kupang Bataguh
33. Arung Jeram (Riam Sariau) Kapuas Tengah
34. Air Terjun (Riam Ongkong Nango) Kapuas Tengah
35 Air Terjun (Riam Ongkong Bondang) Kapuas Tengah
36. Pegunungan (Puruk Kahampi) Kapuas Tengah
37. Tempat Rekreasi Eka Sari Kapuas Hilir
38. Lapangan Tembak Kapuas Timur
39. Kolam Maruta Kapuas Timur
40. Hamparan Pertanian Kapuas Timur
41. Bumi Perkemahan Pramuka Kapuas Timur

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga , 2022

Tabel 2.90 Potensi Objek Wisata Buatan di Kabupaten Kapuas, 2021
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No | Potensi Objek Wisata Buatan Lokasi

1. Guest House Selat

2. Cafe Terapung Selat

3. Taman Seni Dewan Kesenian Selat

4. Bundaran Batang Garing Selat

S. Taman Daun Selat

0. Taman Askari Selat

7. Taman Kartini Selat

8. Taman Bermain Selat

9. Hutan Kota (Taman PKK) Selat

10. | Eko Wisata (Kampung Barasih) Selat

11. | Tugu Perbatasan Kapuas Timur
12. | Lapangan Tembak Kapuas Timur
13. | Kolam Maruta Kapuas Timur
14. | Hamparan Pertanian Kapuas Timur
15. Bumi Perkemahan Pramuka Kapuas Timur
16. | Tempat Rekreasi Eka Sari Kapuas Hilir

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga , 2022

Tabel 2.91 Potensi Objek Wisata Budaya di Kabupaten Kapuas, 2021

No. Potensi Objek Wisata Budaya Lokasi
1. Tugu Perjuangan Timpah

2. Tugu Kemerdekaan Timpah

3. Sandung Keramat (Pusa Kambe) Timpah

4. Pasah Patahu Mahaga Lewu Danau Pantau Timpah

S. Pasah Patahu Mahaga Lewu Longkoh Layang Timpah

6. Pasah Patahu Mahaga Lewu Tumbang Randang | Timpah

7. Sandung Anggen Timpah

8. Sandung Sawuh Timpah

9. Gedung Serba Guna Timpah

10. Betang Mangku Timbas Kapuas Hulu
11. Betang Kasurui Nampai Kapuas Hulu
12. Huma Hai Keluarga Badong Kapuas Hulu
13. Pantar Lewu Sei Hanyo Kapuas Hulu
14. Betang Sei Hanyo Kapuas Hulu
15. Patahu Keluarga Besar Ronden Kapuas Hulu
16. Sandung Singa Keting dan Sapundu Kapuas Hulu
17. Sandung Bungas Sumbing Kapuas Hulu
18. Pasah Patahu Desa Kapuas Hulu
19. Rumah Betang Selat Selat

20. Rumah Adat/ Balai Adat Selat

21. Temuan Botol Kaca dan Botol Keramik Selat

22. Kerajinan Rotan Ds. Pulau Telo Selat

23. Balai Basarah Selat

24. Rumah Tue Lunju Kapuas Barat
25. Rumah Huruf “A” SMK GKE Mandomai Kapuas Barat
26. Rumah Betang SMK GKE Mandomai Kapuas Barat
27. STM Mandomai Kapuas Barat
28. Huma Ha Kapuas Barat
29. GKE Mandomai Kapuas Barat
30. Masjid Jami Al Iklas Kapuas Barat
31. Sandung Aras Bapa Jatu Kapuas Barat
32. Sandung Indosangku Kapuas Barat
33. Kramat Raden Injui Amai Gilang Kapuas Barat
34. Pasah Patahu Desa Mangkahai Kapuas Barat
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No. Potensi Objek Wisata Budaya Lokasi
35. GKE Imanuel Kapuas Barat
36. Makam Pahlawan Tui Batu Kapuas Barat
37. Monumen /Tugu Damang Bahandang Balau Dadahup
38. Rumah Adat Sei Mantangai Mantangai
39. Pasah Patahu Mahaga Lewu Desa Kaladan Mantangai
40. Pasah Patahu (Keramat Desa Lapetan) Mantangai
41. Pasah Tumbang (Sungei Lapetan) Mantangai
42. Keramat Nyai Indu Runtuh Mantangai
43. Sandung Basir Samuel Mantangai
44. Sandung Ngabe Bakar Mantangai
45. Pasah Pangan Tuhu Damang Batu Mantangai
46. Bentang Keluarga Tunding Kapuas Tengah
47. Huma Hai Keluarga Punding Kapuas Tengah
48. Balai Basarah Desa Marapit Kapuas Tengah
49. Sandung Keluarga Dumas Kapuas Tengah
50. Sandung C. Batu Kapuas Tengah
51. Sandung Jagau B. Ahat Kapuas Tengah
S2. Sandung Anden A. Oda Kapuas Tengah
S3. Sandung Ganti Kapuas Tengah
S54. Sandung Bunet Bahuy Kapuas Tengah
S5. Sandung Tuges S.B. Ahat Kapuas Tengah
56. Toras Kapuas Tengah
57. Balai Basarah Kapuas Tengah
58. Panantuhu Kapuas Tengah
59. Sandung Damang Rahu Kapuas Tengah
60. Pasah Patahu Lewu Pujon Kapuas Tengah
ol. Rumah Betang Manggatang Utus Sei Pasah Kapuas Hilir
62. Kerajinan Souvenir Getah Nyatu dan Anyaman Kapuas Hilir

Rotan

63. Tugu Mengenang Mendiang Hausman Baboe Kapuas Hilir
64. Sandung Ramin Toefak Kapuas Hilir
65. Sandung Rek Sapati Kapuas Hilir
06. Pasah Patahu Buhai Bapa Laut Bulan Kapuas Hilir
07. Sandung Kersapati Kapuas Hilir
68. Sandung Bajang Pasak Talawang
69. Pasah Patahu Tumbang Uring Kuatan Pasak Talawang

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2022

Dalam rangka menunjang serta mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten
Kapuas, maka penyediaan pelayanan akomodasi berupa hotel/penginapan dan
rumah makan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan
mendorong keterlibatan masyarakat untuk berinvestasi pada bidang ini. Salah
satu indikator pariwisata yaitu jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten
Kapuas pada tahun 2019 sebanyak 743 unit dimana angka ini meningkat tajam
dibanding tahun 2016 yang hanya sebanyak 87 unit.

Kontribusi sektor pariwisata pada PAD terus meningkat setiap tahun. Pada tahun
2016 sebesar 2,13% dari PAD sebesar Rp.85,83 miliar. Hingga pada tahun 2020
21% dengan PAD sebesar Rp.131,36 miliar. Namun pada tahun 2021,

penerimaan dari sektor wisata sangat rendah, hanya 2% akibat pandemi Covid-
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19. Pandemi tahun 2020 yang berlangsung hingga 2021 menutup pintu

wisatawan baik dalam negeri dan luar negeri.

Tabel 2.92 PAD Sektor Wisata Kabupaten Kapuas 2016 - 2021
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

PAD 2,13 | 2,20 | 8,80 | 6,19 |21,00 | 2,00
Pariwisata
PAD
21
8.8
6.19
2.13 2.2 2
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2022

Kepariwisataan menjadi prioritas pembangunan untuk menjaga warisan budaya.
Sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai pariwisata cagar
budaya untuk mengembangkan potensi kepariwisataan daerah disamping
pariwisata buatan dan alam. Diharapkan dengan berkembangnya kepariwisataan
Kapuas akan memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan pendapatan
masyarakat sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai.

. Transmigrasi

Beberapa cakupan pembangunan terkait transmigrasi yakni penyiapan kawasan
dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pengembangan kawasan
transmigrasi. Indikator kinerja terkait transmigrasi yaitu persentase akses
masyarakat desa kawasan transmigrasi yang memiliki sumber air bersih dan
sanitasi. Capaian indikator ini masih sangat rendah yakni sebesar 0,72% pada
tahun 2019 sementara nilainya 0 pada tahun-tahun yang lain. Pelaksanaan
pembangunan di bidang transmigrasi masih mengalami berbagai hambatan,

seperti dinamika koordinasi di antara pemerintah pusat hingga daerah
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(utamanya terkait keuangan) yang juga berpengaruh terhadap ketercukupan
dana untuk penyiapan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Kabupaten Kapuas menjadi salah satu wilayah tujuan penempatan transmigran
oleh pemerintah-pemerintah daerah lain, khususnya dari Pulau Jawa. Pada akhir
tahun 2021, penempatan transmigran ke Kabupaten Kapuas yakni di Desa
Dadahup, Kecamatan Dadahup. Transmigran berasal dari beberapa kota dan
kabupaten di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Daerah
Istimewa Yogyakarta. Permukiman transmigran terletak tidak jauh dari kawasan
food estate, juga ketersediaan sarana umum seperti sekolah, puskesmas, dan
sarana umum lain. Pemerintah juga terus mengembangkan unit rumah bagi
transmigran, di samping penyediaan lahan garapan, alat pertanian, hingga bahan

pokok rumah tangga.

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

A. Perumusan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan
Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Kapuas mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah.
Produk hukum daerah ini contohnya berupa dokumen rencana seperti rencana
pembangunan, rencana kerja, dan rencana tata ruang. Produk hukum ini
menjadi salah satu alat untuk dapat memberikan pengakuan, perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat di daerah termasuk hukum adat. Tidak hanya itu,
keharusan pembentukan produk hukum daerah adalah agar penyelenggaraan
pembangunan tidak melanggar asas-asas materi muatan peraturan perundang
yang berlaku.

Tabel 2.93 Capaian Indikator terkait Perumusan Koordinasi, Monitoring, dan
Evaluasi Kebijakan

Indikator 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
o 61,11 | 62,03 | 64,75 | 66,44 | 66,58
Nilai SAKIP ’ ’ ’ ’ ’
(B) (B) (B) (B) (B)

3,06 (B-

Indeks Pelayanan N/A )

Sumber: Sekretaris Daerah, 2022

3,6 (B) | 3,76 (B) | 3,87 (B)

Pembentukan Perangkat daerah (PD) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas
berdasarkan pada pedoman PD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 72 Tahun 2019); bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah

dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang
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menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
dan fungsi penunjang urusan. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah saat ini telah
diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022
dengan adanya sejumlah organisasi perangkat daerah yang terdiri dari
Sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat daerah, 18 dinas daerah, 5

badan daerah, 17 kecamatan, dan lembaga yang masih diberlakukan.

Tabel 2.94 Rincian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas

Rumpun Perangkat Daerah PD/Unit Organisasi
SEKRETARIAT DAERAH Tipe A
SEKRETARIAT DPRD Tipe B
INSPEKTORAT DAERAH Tipe A
Dinas Pendidikan Tipe A
Dinas Kesehatan Tipe A

Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Tipe A

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A

Dinas Sosial Tipe A

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A

Dinas Pertanian Tipe A

DINAS DAERAH Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
Dinas Perhubungan Tipe B

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Tipe A

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Tipe A

Badan Kepegawaian, dan Pengebangan Sumber Daya Manusia Tipe
BADAN DAERAH B

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

Badan Pendapatan Daerah Tipe A

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A

LEMBAGA YANG MASIH RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodijo

DIBERLAKUKAN
Kecamatan Kapuas Kuala
Kecamatan Tamban Catur
Kecamatan Kapuas Timur
KECAMATAN Kecamatan Selat

Kecamatan Bataguh
Kecamatan Basarang
Kecamatan Kapuas Hilir
Kecamatan Pulau Petak
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Rumpun Perangkat Daerah PD/Unit Organisasi
Kecamatan Kapuas Murung

Kecamatan Dadahup

Kecamatan Kapuas Barat

Kecamatan Mantangai

Kecamatan Timpah

Kecamatan Kapuas Tengah

Kecamatan Pasak Talawang

Kecamatan Kapuas Hulu

Kecamatan Mandau Talawang

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022

Penetapan tipe Perangkat Daerah di atas sesuai dengan Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019), yaitu dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe,
yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat
Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah,
sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas
tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2
(dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe
Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban
kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.
Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran
pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen)
dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%
(delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun
variabel teknis ditetapkan lima kelas interval, dengan skala nilai dari 200—1.000.
Pemerintah Daerah termasuk pemerintah Kabupaten Kapuas memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, hal ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Adapun
pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah berupa koordinasi dan
monitoring evaluasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor sehingga masing-
masing PD taat akan asas dan norma penataan kelembagaan yang berlaku.

Tidak hanya monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dalam program lembaga
pemerintahan, namun koordinasi dan monev juga dilakukan pada badan usaha
milik daerah, lembaga keuangan bank maupun non bank yang ada di Kabupaten
Kapuas. Adapun unit badan usaha milik daerah yang dikelola oleh Kabupaten

Kapuas yakni Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Pam Belon, yang telah diatur
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B.

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 tahun 2021 tentang

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom.

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu hal penting dalam mengendalikan berbagai
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, terutama
permasalahan administrasi penggunaan keuangan negara. Peran pengawasan
dalam pembangunan di Kabupaten Kapuas sangat penting, karena fungsi ini
sangat diperlukan dalam wupaya menjamin penyelenggaraan urusan

pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada.
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Tabel 2.95 Indikator Kinerja terkait Pengawasan Pembangunan

. o qs Capaian Kinerja
Bidang urusan/indikator 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
Persentase tindak lanjut 16,34 | 24.42 | 22,11 40,09 19,51
temuan
Persentgse pelanggaran 0.24 0.08 0.14 0.14 0,03
pegawai
Jumlah temuan BPK 23 16 11 18 14

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kapuas, 2022

Tindak lanjut temuan menjadi cukup tinggi pada tahun 2021 di angka 82,60%,
setelah pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 20—40%. Sementara itu,
masih terdapat ditemui pelanggaran pegawai dengan data persentase
pelanggaran pegawai pada tahun 2021 sebesar 0,02%. Jumlah temuan BPK
tercatat dinamis dari tahun 2017 (16 temuan), 2018 (11 temuan), 2019 (18

temuan), juga 2020 dan 2021 (14 temuan).

. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas merupakan
institusi yang mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan
di daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan, statistik, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai panduan pembangunan
dirumuskan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD Kabupaten
Kapuas, RPJMD Kabupaten Kapuas, RKPD Kabupaten Kapuas, RTRW
Kabupaten Kapuas, KLHS Kabupaten Kapuas, dan dokumen perencanaan

penunjang yang lain.

Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

di Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020

No Bidang Urusan/

Capaian Kinerja

Indikator

2016 |

2017

2018

| 2019

| 2020

Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD
yang telah ditetapkan
dengan PERDA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPJMD
yang telah ditetapkan
dengan
PERDA/PERKADA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia
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No Bidang Urusan/

Capaian Kinerja

Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD
yang telah ditetapkan
dengan PERKADA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan
PERDA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Persentase sasaran dan
) program RKPD yang
sesuai dengan RPJMD

N/A

N/A

N/A

95,21%

96.77%

Persentase sasaran
Renstra Perangkat Daera
yang selaras dengan
sasaran RPJMD

N/A

N/A

N/A

83,33%

96,77%

Persentase capaian
7 sasaran RPJMD yang
memenuhi target

N/A

N/A

N/A

53%

52%

Persentase capaian
8 sasaran Renstra yang
memenuhi target

N/A

N/A

N/A

72,06%

57%

Persentase hasil kajian
yang ditindaklanjuti
dan diterapkan oleh
stakeholder

N/A

N/A

N/A

82%

75%

Persentase hasil inovasi
yang ditindaklanjuti
dan diterapkan oleh
stakeholder

10

N/A

N/A

N/A

70%

75%

Indeks Kepuasan

11 Masyarakat (IKM)

N/A

N/A

T7%

T7%

78%

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

D. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara merupakan potensi sumber daya daerah sebagai subyek

pembangunan khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam hal ini

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam peningkatan kompetensi dan

kualifikasi ASN, perlu adanya berbagai bimbingan teknis dan diklat. Sebanyak

85,64 persen pejabat ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

sebagai bentuk peningkatan kualitas pejabat struktural dalam menjalankan

kinerjanya.

Tabel 2.97 Data Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Menurut Jabatan
Tahun 2016-2020

q et Capaian Kinerja
Bidang urusan/indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pegawai Negeri Sipil 7.251 6.378 6.109 6.014 5.912
Persentase Pegawai Fungsional N/A 63,80 64,23 65,73 67,51
Tertentu
Persentase Pegawai Lulusan N/A 58,34 59,17 60,43 70,45
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[ S1/82/8S3 | | | | | |
Sumber data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kapuas,
2022

Data di atas menunjukkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Persentase Pegawai
Fungsional Tertentu, dan Persentase Pegawai Lulusan S1/S2/S3 dalam 5 tahun
terakhir. Untuk Jumlah Pegawai Negeri Sipil dari kebutuhan 6.014 pejabat, per
31 desember 2019 sudah terpenuhi seluruhnya sebanyak 6.014 pejabat. Untuk
Pegawai Fungsional Tertentu dari kebutuhan sebanyak 65,73% pejabat juga
sudah terisi 65,73% pejabat. Sedangkan untuk Pegawai Lulusan S1/S2/S3 yang
seharusnya sesuai kebutuhan sebanyak 60,43% pejabat baru terisi 60,43%

pejabat. Untuk jabatan fungsional mengalami tren meningkat.

E. Penelitian dan Pengembangan
Strategi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang murah,
mudah dan ramah lingkungan atau berkelanjutan menjadi salah satu prioritas
yang dikembangkan oleh daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang
dimilikinya, termasuk Kabupaten Kapuas. Di tengah kemudahan dan
keterbukaan informasi, masyarakat harus dimudahkan dalam mengakses
layanan dalam kehidupan sehari-hari. [lmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
sendiri lahir dari akal, cipta, rasa dan karsa yang mempunyai peran sangat
penting dalam membentuk peradaban manusia. Dengan adanya Otonomi Daerah
juga akan memberikan ruang aktualisasi kehidupan berdemokrasi bagi
masyarakat dengan diberikan kebebasan bertanggung jawab berupa kebebasan
berpikir, kebebasan berkarya, kebebasan berbicara, dan kebebasan berpendapat.
Kabupaten Kapuas dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai
416.300 dengan jumlah usia produktif sebesar 71,7% dari jumlah penduduk atau
298.524 jiwa. Angka tersebut merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman.
Potensi akan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif, jika
dimanfaatkan dan dikembangkan berdasarkan IPTEK maka akan mempercepat
dari capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas.
Sedangkan, jika peluang dari keberadaan sumber daya manusia tidak
dimanfaatkan dengan optimal, maka akan menimbulkan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan 17 kecamatan, 17 kelurahan dan 214 desa yang
terpisah cukup jauh dari pusat kota, akan menyulitkan masyarakat dalam
mengakses layanan pemerintah atau fasilitas lainnya. Oleh karena itu,
pemerintah berupaya untuk memanfaatkan sebuah platform yang diberi nama

yakni “SIMPUN” atau Program Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun. Program
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berbasis teknologi ini berhasil memasuki top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik (KIPP). Inovasi tersebut melayani masyarakat dengan memberi
kemudahan akses layanan digital untuk mengurus berkas kependudukan. Hal
ini disebabkan karena jarak tempuh yang jauh dan sulit untuk menuju pusat
kota. SIMPUN merupakan salah satu dari inovasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam hal pengembangan dan penelitian inovasi
daerah.
Tidak hanya itu, dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi besar
terhadap pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas,
pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya harus mampu bekerja cepat, cerdas
dan aktif dalam pemanfaatan teknologi yang akan membantu dan memudahkan
masyarakat. Perekonomian Kabupaten Kapuas yang terus mendorong adanya
inovasi produk lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya sudah seharusnya
difasilitasi oleh infrastruktur dasar dan pendukung. Jika ekonomi dan sumber
daya manusia Kabupaten Kapuas mampu dalam melihat peluang dan mengubah
tantangan dari adanya perkembangan IPTEK maka akan dapat berpengaruh
terhadap kehidupan sosial masyarakat khususnya dapat mengentaskan
kemiskinan dan tata kelola pembangunan Kabupaten Kapuas karena
kemudahan perizinan.
Perangkat daerah Kabupaten Kapuas yang bertanggung jawab terhadap bidang
penelitian dan pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam kinerja Badan
ini bertanggung jawab terhadap realisasi capaian program Penelitian dan
Pengembangan (tahun 2023, 50%) diantaranya:
a. Persentase pelaksanaan kajian, hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam
perencanaan pembangunan (2023, 50%);
b. Jumlah kajian sosial dan pemerintah (2023, 11 dokumen);
c. Jumlah kajian ekonomi dan pembangunan (2023, 11 dokumen);
d. Persentase penerapan hasil inovasi dan teknologi ke dalam perencanaan

pembangunan daerah (2023, 11 dokumen).

Dibutuhkan adanya kerjasama dan koordinasi antar stakeholder dalam
implementasi program yang berkaitan dengan urusan penelitian dan
pengembangan. Adapun target anggaran yang dikeluarkan terhadap penelitian
dan pengembangan berbasis IPTEK di Kabupaten Kapuas pada tahun 2023
mencapai Rp. 2.625.000.000.
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F. Keuangan
Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini dihasilkan dari pemeriksaan
keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk
memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan.

Tabel 2.98 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021

Capaian Kinerja

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR  |2017| 20° | 201|202 | 202

Opini BPK terhadap laporan| WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
keuangan
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. 2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 dimana terdapat 4 (empat)
jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah terdapat 4 jenis opini yakni. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atau unqualified opinion. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified
opinion. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion. Pernyataan menolak
memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Pada Kabupaten Kapuas tahun 2017-2021 sendiri sudah memperoleh Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana berdasarkan opini tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi
pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan. tertib pengelolaan belanja
dan tertib pengelolaan aset daerah. Realisasi kinerja ini telah berimbang jika

dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.99 Jumlah SILPA Tahun 2017-2021

BIDANG Capaian Kinerja
URUSAN/INDIKATOR 2016 | 2017 | 2018 |2019| 2020 | 2021
Persentase SILPA N/A | 8.56% | 5.59% | N/JA | N/JA | N/A

Persentase SILPA terhadap| N/A | 8.56% | 5.59% | N/JA | N/JA | N/A
APBD
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. 2022

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020. Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran. SILPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat

dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Terlihat bahwa
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persentase dana SILPA yang ada di Kabupaten Kapuas sendiri pada tahun 2018
menunjukkan adanya penurunan sebesar 3.03% dari tahun sebelumnya. yakni
tahun 2017.

Tabel 2.100 Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan dan Kesehatan
Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

Capaian Kinerja
BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2016| 2017 | 2018 [2019|2020| 2021
Persentase belanja pendidikan | N/A | 2795% | 33.09 | N/A | N/A | N/A
(20%) %
Persentase belanja kesehatan | N/A | 10.36% | 13.65 | N/JA | N/JA | N/A
(10%) %

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. 2022

Pengaturan alokasi anggaran fungsi pendidikan tertuang dalam PMK No
84 /PMK.07/2009. dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 31 Ayat (4) yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan data Jumlah
Belanja Bidang Urusan Pendidikan di atas dapat dilihat bahwa Persentase
Belanja Pendidikan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan sudah di atas 20% pada tahun 2017 dan 2018. Dalam peraturan
menteri keuangan bahwa alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10% dalam
APBD. Berdasarkan data Persentase Belanja Kesehatan di atas dapat dilihat
bahwa persentase belanja urusan kesehatan telah memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan sudah di atas 10%.

Tabel 2.101 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2017-2019 (rupiah)

Uraian | 2017 | 2018 | 2019

Anggaran

1,728,483,87 | 1,842,170,36 | 2,073,312,12
I. Pendapatan 6 7 2
Pendapatan Asli Daerah 99,297,610 97,695,698 | 160,666,414
(PAD)

1,347,278,04 | 1,438,292,89 | 1,566,825,73
Dana Perimbangan 4 4 8
Lain-lain Pendapatan yang 281,908,221 | 261,181,775 | 345,819,970
Sah

1.921.085.59 | 1.982.631.00 | 2.083.998.69
II. Belanja 1 0 4

936.430.468 | 975.494.400 | 1.031.479.34
Belanja Tidak Langsung 2

984.655.123 | 1.007.136.60 | 1.052.519.35
Belanja Langsung 0 2
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Uraian 2017 2018 2019
-| 19.260.171. -

19.260.171. 519 | 10.686.572.
III. Surplus atau Defisit 519 342
Realisasi

1.724.604.30 | 1.693.319.41 | 1.907.161.35
I. Pendapatan 2 3 7
Pendapatan Asli Daerah 93.717.807 | 107.659.736 | 157.947.484
(PAD)

1.339.890.87 | 1.309.754.56 | 1.459.989.44
Dana Perimbangan 5 1 0
Lain-lain Pendapatan yang 291.095.567 | 275.905.117 | 289.324.434
Sah

1.769.451.16 | 1.733.875.76 | 1.857.013.76
II. Belanja 4 4 8
Belanja Tidak Langsung 906,860,658 | 935,808,613 | 949,253,571
Belanja Langsung 862,590,506 | 798,067,152 | 907,760,197

- - | 50,147,588,

44,746,861, @ 40,556,351, 885
III. Surplus atau Defisit 697 032
Selisih Anggaran dan Realisasi
Pendapatan 3,779,574 | 148,850,955 | 78,918,589
Belanja 151,634,427 | 248,755,237 | 140,986,621

Sumber : Kabupaten Kapuas Dalam Angka. 2021

Berdasarkan tabel anggaran serta realisasi pembiayaan Kabupaten Kapuas

tahun 2017-2019 diatas. terlihat bahwa tahun 2017 terlihat bahwa antara

realisasinya masih terjadi defisit sebesar 44,746,861,697 dimana hal tersebut

juga terlihat dari awal sejak dana dianggarkan, Berlanjut ke tahun 2018 dimana

pada awalnya anggaran sudah mengindikasikan surplus, namun realitanya

masih terjadi defisit yakni sebesar 40,556,351,032, Kemudian di tahun 2019

sendiri sudah terjadi perkembangan dimana dana awal yang dianggarkan

seharusnya defisit,
50,147,588,885.

namun realisasinya

mengalami  surplus

sebesar

Tabel 2.102 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2020-2021

Uraian |

2020 |

2021

Anggaran

I, Pendapatan

1,860,458,491

1,832,891,091

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 113,844,296 126,623,620
Pendapatan Transfer 1,700,246,195 1,662,534,405
Lain-lain Pendapatan yang Sah 46,368,000 43,733,066

II, Belanja 2,104,376,897 2,181,184,812
Belanja Operasi 1,239,413,283 1,259,427,386
Belanja Modal 486,671,527 604,602,544
Belanja Tak Terduga 102,000,000 24,836,281
Belanja Transfer 294,292,087 292,318,601

III, Surplus atau Defisit

243,918,406

348,293,721
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Uraian

|

2020

|

2021

Realisasi

I, Pendapatan

1,755,988,559

1,837,120,020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 131,363,300 148,610,483
Pendapatan Transfer 1,576,667,106 1,638,930,374
Lain-lain Pendapatan yang Sah 49,958,152 49,579,162

II, Belanja

1,812,799,304

1,760,768,381

Belanja Operasi

1,099,084,252

1,127,666,529

Belanja Modal 324,688,245 330,397,825
Belanja Tak Terduga 96,065,019 17,421,592
Belanja Transfer 292,961,788 285,282,436
ITI, Surplus atau Defisit 56,810,745 76,351,638
Selisih Anggaran dan Realisasi

Pendapatan 104,469,932 4,228,929
Belanja 584,539,381 420,416,431

Sumber : Kabupaten Kapuas Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel anggaran serta realisasi pembiayaan Kabupaten Kapuas
tahun 2020-2021 diatas pada tahun 2020 sendiri antara anggaran dan realisasi
sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana realisasi
anggarannya lebih kecil dari anggarannya dan tidak mengalami defisit melainkan
surplus meskipun tidak sebesar yang direncanakan di awal, Tahun 2021 sendiri
pun juga demikian terjadi surplus sebesar 76,351,638 dimana jumlahnya lebih
besar dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.103 Ringkasan Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)
Murni Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

Jenis Penerimaan Ta&%:;;;i)BD ﬁ::::ls:;; Persentase (%)
I. Pajak-pajak daerah 32,306,200,000 | 29,881,293,110 92,49
II. Retribusi Daerah 8,147,500,000 6,400,607,507 78,56
III. Hasil Pengelolaan 8,000,000,000 7,899,021,414 98,74
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
V. Lain-lain 78,169,920,000 | 104,342,224,23 133,48
Pendapatan Asli 3
Daerah yang sah

Jumlah 2021 126,623,620,000 | 148,523,146,26 117,29

4
2020
2019 160,666,414,000 | 164,668,578,77 102.49
1
2018 97,695,698,000 | 107,659,735,98 110.2
2
2017 99,695,698,000 | 93,717,860,686 94.4
2016 92,673,563,000 | 85,832,949,197 92.62
2015 87,267,852,000 | 88,439,860,851 101.34
2014 59,876,186,000 | 72,329,121,586 120.8

Sumber : Kabupaten Kapuas Dalam Angka. 2022
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Terlihat bahwa baik realisasi maupun target pada PAD Murni diatas
menunjukkan jumlah target yang terus meningkat setiap tahunnya namun
menurun pada tahun 2021. Dimana pada tahun 2017 sendiri untuk PAD murni
jumlah target lebih rendah dimana jumlah anggaran yang terpakai adalah 94.4%.
Untuk tahun 2018 sendiri jumlah anggaran melebihi 10.2% dari target awal.
Berlanjut ke tahun 2019 yang masih sama dengan tahun sebelumnya dimana
jumlah realisasinya lebih besar 2.49% dari target awal dimana pada tahun 2021
juga demikian namun jumlah dananya lebih besar yakni 17.29% lebih besar dari

target yang sudah ditentukan diawal.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Per Kapita
Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan
banyaknya anggota rumah tangga. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per
kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik
mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Pada tahun
2020, kelompok pengeluaran perkapita di Kabupaten Kapuas sebulan mencapai
Rp 991.611,- dengan rincian pengeluaran konsumsi makanan adalah sebesar Rp
542.156,- dan rata-rata pengeluaran bukan makanan adalah sebesar Rp
449.455,-. Tingginya pengeluaran konsumsi pangan ini mengindikasikan masih
belum optimalnya kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar pendapatan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan atau primer.

Tabel 2.104 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok
Makanan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021 (rupiah)

Kelompok Komoditas/ Commodity 2017 2018 2019 2020 2021

Group

Makanan/Food

Padi-padian/Cereals 73 318 63 507 65 858 74 617 77 221
Umbi-umbian/Tubers 5242 3943 4 848 4 853 5684
Ikan/Udang'/Cum|/Kerang/F/sh/Shr/mp/Co 59 950 65 840 73574 63 872 70 641
mmon Squid/Shells

Daging/Meat 21808 20725 25,661 25 021 22 635
Telur dan Susu/Egg and Milk 21743 26 449 30,157 30 156 29 265
Sayur-sayuran/Vegetables 37 331 33 663 32,826 40470 43 052
Kacang-kacangan/Legumes 7732 7278 8,354 8792 8 939
Buah-buahan/Fruits 14 482 19 825 26,782 20 787 14 518
Minyak & Kelapa/Oils and Coconuts 12 036 12 339 12,156 13 460 15324
Bahan Minuman/Beverage Stuffs 20 276 20 531 21,050 24 603 24 550
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Bumbu-bumbuan/Spices 15 280 14 283 14,807 15 389 17019
;;grr;,s;umm Lainnya/Miscellaneous Food 13108 11 947 15.380 14 683 17 282
akanan & Minuman JadiFrepared Food | o575 | 108.981 | 120,906 | 139067 | 124646
Rokok/Cigarette 60 858 60 445 65,085 66 386 69 179
Jumlah Makanan/Total Food 461892 | 469754 | 526,444 | 542156 | 539954

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada
kelompok makanan dan minuman jadi dilkuti oleh kelompok padi-padian,
kelompok makanan dan minuman jadi, kelompok Ikan/Udang/Cumi/Kerang/
Fish/Shrimp/Common Squid/ Shells, kelompok sayuran, kelompok daging, bahan
minuman dan kelompok telur dan susu. Hal tersebut menggambarkan bahwa
masyarakat Kabupaten Kapuas pola konsumsinya menginginkan yang lebih
praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis
makanan dan minuman jadi. Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun
sudah ada perda masalah rokok tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi
yaitu 4,26% serta selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Tabel 2.105 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok
Bukan Makanan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021 (rupiah)

Kelompok

Komoditas/ Commodity Group LU/ ghas o) | e At
?Z;uma/h;n dan Fasollllg‘s R‘;lmfc‘ih 156,18 | 216,95 | 230,79 | 238| 259

gga/Housing and Househo 1 9 4 494 088
Facility
Aneka Komoditas dan 86
Jasa/ Goods and Services 50,252 | 73,874 | 97,967 | 95 432 533
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup 20
Kepala/ Clothing, Footwear, and 17,330 | 19,010 | 24,914 | 23 856 579
Headgear
Komoditas Tahan Lama/Durable 10,951 | 21,333 | 34,913 | 46 296 34
Goods 354
Pajak, Pungutan, dan 32
Asuransi/ Tax and Insurance 14,935 18,123 | 23,019 | 35879 173
Keperluan Pesta dan 12
Upacara/Kenduri/ Parties and 6,068 9,793 | 12,657 9568 573
Ceremonies
Jumlah Bukan Makanan/Total 264,71 | 359,09 | 424,26 449 445
Non-Food 8 2 4 455 501

726,60 | 828,84 | 950,70 | 991,61 | 985,4

Jumlah/Total 9 6 3 1 54

Tingkat pengeluaran tertinggi pada Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah
Tangga adalah Rp. 259.288 dan diikuti oleh Kelompok Aneka Barang dan Jasa
sebesar Rp 97.967, sedangkan pengeluaran terendah pada Kelompok Keperluan
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Pesta dan Upacara/Kenduri pada Tahun 2021 secara umum pengeluaran per
kapita pada Kelompok Bukan Makanan mengalami peningkatan dan beberapa
tahunnya mengalami penurunan Apabila dilihat rasio pengeluaran non pangan
terhadap pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kapuas nilainya
berfluktuatif, pada periode 2017-2021.

Tabel 2.106 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok

Komoditas di Kabupaten Kapuas (persen) di Kabupaten Kapuas Tahun 2018-
2021 (persen)

Kelompok Komoditas/ Commodity 201 | 201 | 201

Group - 8 o 2020 | 2021
Makanan/Food
Padi-padian/Cereals 10’8 766 | 693| 7,52| 7.84
Umbi-umbian/ Tubers 0,72 0,48 | 0,51 0,49 0,58
Ikan/Udang/Cumi/Kerang/ Fish/ Shrim
p/ Common Squid/ Shells 8,251 7,94 | 7,74 | 6,44 7,17
Daging/ Meat 3,00 | 2,50 | 2,70 2,52 2,30
Telur dan Susu/Egg and Milk 2,99 | 3,19 | 3,17 | 3,04 | 2,97
Sayur-sayuran/ Vegetables 5,14 | 4,06 | 3,45 | 4,08 | 4,37
Kacang-kacangan/Legumes 1,06 | 0,88 | 0,88| 0,89 | 0,91
Buah-buahan/ Fruits 1,99 | 2,39 | 2,82 | 2,10 1,47
Minyak & Kelapa/ Oils and Coconuts 1,66 | 1,49 | 1,28 1,36 1,55
Bahan Minuman/Beverage Stuffs 2,79 | 2,48 | 2,21 2,48 2,49
Bumbu-bumbuan/ Spices 2,10 | 1,72 | 1,56 1,55 1,73
ggrr:lssum& Lainnya/ Miscellaneous Food 1.80 | 1,44 | 1,62 1,48 1,75
Makanan & Minuman Jadi/ Prepared 13,5 | 13,1 | 13,6
Food & Drink 9 ) 6 14,02/ | 12,65
Rokok/ Cigarette 838 | 7,29 | 6,85 | 6,69 7,02
63,5 | 56,6 | 55,3 | 54,6 | 54,7
Jumlah Makanan/ Total Food - 8 - - o
Bukan Makanan/Non Food
Perumahan dan Fasilitas Rumah
Tangga/ Housing and Household 21,41 26,11 24,2 24,04 | 26,31
ot 9 8 8
Facility
Anel;a Komoditas dan Jasa/ Goods and 6,92 | 8,91 10,3 9.62 | 878
Services 0
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup
Kepala/ Clothing, Footwear, and 2,39 | 2,29 | 2,62 2,41 2,09
Headgear

Komoditas Tahan Lama/Durable Goods | 2,75 | 2,57 | 3,67 | 4,67 | 3,49

Pajak, Pungutan, dan Asuransi/ Tax 2,06 | 2,19 | 242 | 3.62| 326
and Insurance

Keperluan Pesta dan

Upacara/Kenduri/ Parties and 0,84 | 1,18 | 1,33 | 0,96 1,28
Ceremonies

Jumlah Bukan Makanan/ Total Non- 36,4 | 43,3 | 44,6 | 45,3 | 45,2
Food 3 2 3 3 1
Jumlah/Total 100 | 100 | 100 100 100
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Sumber : Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2027-2021

Tingkat pengeluaran tertinggi pada Kelompok Makanan yakni kelompok
makanan dan minuman jadi dengan persentase 14.02%, kemudian untuk
kelompok padi-padian sebesar 10.04%. Secara keseluruhan, persentase
pengeluaran dari kelompok makanan dan bukan makanan cenderung mengalami
peningkatan meskipun beberapa terjadi penurunan karena kondisi inflasi
tertentu. Sedangkan pada kelompok bukan makanan persentase tertinggi
terdapat pada kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga pada tahun
2021 yakni 26,31% dan diikuti oleh Kelompok Aneka Barang dan Jasa sebesar
10,30%, sedangkan pengeluaran terendah pada Kelompok keperluan pesta dan
udara yakni sebesar 0,84% pada tahun 2017.

Tabel 2.107 Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk
Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021

Tahun Konsumsi Makanan Konsumsi Bukan Makanan
2017 63,57 36,43
2018 56,68 43,32
2019 55,37 44,63
2020 54,67 45,33
2021 54,79 45,21

Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk
Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Kapuas Tahun...

B Konsumsi Makanan [l Konsumsi Bukan Makanan
80
60

40

20

2017 2018 2019 2020 2021

Tahun
Sumber:
Kabupaten Kapuas dalam Angka 2018-2022

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa persentase
pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan
cenderung fluktuatif namun untuk konsumsi bukan makanan cenderung
meningkat pada tiap tahunnya. Sedangkan untuk konsumsi makanan terjadi
penurunan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 mengalami peningkatan

sebesar 1,21%.

RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 188



B. Kondisi Perekonomian Daerah
Kondisi pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan
Tengah berada pada prioritas kedua. Selain itu, kawasan Strategis ekonomi
sektor unggulan minapolitan, Kawasan peternakan, pengembangan perkebunan

karet dikembangkan di Kabupaten Kapuas.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri yang meliputi kawasan industri (kawasan industri
Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah

yang tersebar di seluruh Kabupaten Kapuas.

B. Luas Wilayah Produktif
Penentuan wilayah produktif dilakukan melalui pendekatan pada lahan
pertanian produktif, hutan produksi, dan perikanan budidaya karena
penggunaan lahan dan mata pencaharian di Kabupaten Kapuas masih
didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sejak tahun 2012, 51%
kebutuhan padi dari Provinsi Kalimantan Tengah dipasok oleh Kabupaten
Kapuas, menjadikan Kabupaten Kapuas sebagai lumbung padi Provinsi
Kalimantan Tengah. Selain itu, sejak tahun 2017, Kabupaten Kapuas juga
menjadi lumbung buah semangka wuntuk Provinsi Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Pulau Jawa. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian
di Kabupaten Kapuas meliputi lahan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan pertanian pangan berkelanjutan. Luas lahan produktif di sektor

pertanian pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108 Luas Area Pertanian Kabupaten Kapuas Tahun 2021

Uraian | Luas area (ha)

Perkebunan

Kelapa sawit 4.622,25
Kelapa 5.822,06
Karet 31.807,3
Kopi 488,56
Hortikultura

Bawang merah 2
Cabai besar 50
Cabai rawit 100
Tomat 20
Kacang panjang 115
Terong 75
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Uraian Luas area (ha)

Melon 1
Semangka 257
Jahe 3,9936
Kencur 0,4208
Kunyit 0,5122
Lengkuas 1,7937
Temulawak 0,0244
Tanaman hias
Anggrek 0,006
Mawar 0,0052
Palem 0,011
Soka 0,0615
Hutan produksi
Hutan produksi tetap 56,9386
Hutan produksi terbatas 21,0241

TOTAL 43.444,961

Sumber: Kabupaten Kapuas dalam Angka, 2022
C. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum cukup banyak. Sepanjang
tahun 2016 hingga 2021, minimal sebanyak 27.771 penumpang menggunakan
angkutan umum. Penurunan tajam jumlah penumpang terjadi di tahun 2020
oleh Pandemi Covid-19.

Tabel 2.109 Indikator Kinerja Angkutan Umum di Kabupaten Kapuas Tahun
2019-2021

Indikator Kinerja
Transportasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umum
Jumlah arus
penumpang 37.347 | 27.771 3.158 | 35.079 | 40.227 | 50.116
angkutan umum
Jumlah
orang/barang yang
terangkut
angkutan umum
Jumlah
orang/barang
melalui 37.347 | 27.771 3.158 | 35.079 | 40.227 | 50.116
dermaga/bandara/
terminal per tahun
Jumlah Pelabuhan
Laut/ Udara/ 13 2 0 3 0 21
Terminal Bus
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, 2022

26.886 | 18.2545 | 17.017 8.726 8.552 | 66.239

D. Kondisi Jalan
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Menurut jenis permukaan jalannya, baru 586,59 km yang sudah diaspal,
sedangkan yang sudah diperkeras (kerikil) sepanjang 194,22 km, kemudian
sisanya masih berupa tanah/pasir yaitu sepanjang 1.363,41 km.

Berdasarkan kondisinya, jalan di Kabupaten Kapuas yang dalam keadaan baik
hanya sepanjang 739,37 km, kemudian dalam keadaan sedang sepanjang 474,12

km, sedangkan jalan yang kondisinya dalam keadaan rusak sepanjang 381,77

km serta rusak berat sepanjang 548,96 km.

Tabel 2.110 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2021

Jenis Permukaan Jalan 2019 2020 2021
(Km)
Aspal 612,38 689,71 586,59
Kerikil 304,21 213,07 194,22
Tanah 772,42 734,08 882,30
Lainnya 455,20 507,35 481,11
Jumlah 2144,? 2144,? 2144,?

Sumber: Kapuas Dalam Angka, 2022

Tabel 2.111 Kondisi Jalan di Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2021

e 3 AL 2019 | 2020 2021
(Km)
Baik 779,85 | 580,74 | 739.37
Sedang 456,72 | 572,66 474,12
Rusak 265,10 | 438,15 | 381,77
Rusak Berat 642,54 | 552,66 548,96
Jumlah 214;4,2 214;4,2 214;4,2

Sumber: Kapuas Dalam Angka, 2022

E. Infrastruktur strategis
Infrastruktur Strategis yang menjadi perhatian dalam kebijakan tata ruang
Kabupaten Kapuas, antara lain:
1) Pelabuhan Pengumpul Nasional
Penetapan Status Pelabuhan Laut Batanjung Sebagai Pelabuhan
Pengumpul Nasional Dalam Rencana Induk Tatanan Kepelabuhanan
Nasional (Kepmenhub No. Km No. 53 Tahun 2002 dan Km No. 414 Tahun
2013)
diantaranya Perpres 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Buku III,
Keppres No. 170 Tahun 1998 tentang Kapet Das Kakab, PP No. 26 Tahun

2008 tentang RTRW Nasional, Perpres No. 3 Tahun 2012 Tentang RTRW

dan telah dituangkan dalam berbagai kebijakan nasional

Pulau Kalimantan. Dalam Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah (Perda
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Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2015-20359).
2) Posisi Strategis
a. Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Laut Untuk Inlet dan Outlet
Provinsi Kalimantan Tengah dengan mempertimbangkan aspek geografis
dan jarak masing-masing kabupaten/kota ke pelabuhan laut, maka

dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

e Bagian Barat : Pelabuhan Kumai, Kab. Kobar
e Bagian Tengah : Pelabuhan Segintung, Kab. Seruyan
e Bagian Timur : Pelabuhan Batanjung, Kab. Kapuas

b. Bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS 22) oleh Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah KEMEN PUPR.

c. Kawasan Industri Batanjung sudah ditetapkan oleh Bupati Kapuas
Nomor 423 /PERINDAGKOP Tahun 2015.

d. Direncanakan terhubung dan dapat diakses dengan jaringan Jalan
Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten sehingga dapat melayani
8 kabupaten di Bagian Timur Kalimantan Tengah (Kapuas, Pulpis, P.
Raya, Gumas, Mura, Barut, Barsel dan Bartim) serta sebagian
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

e. Direncanakan terhubung dan dapat diakses dengan jaringan Rel Kereta
Api Segmen Puruk Cahu - Mangkatip — Batanjung.

f. Terhubung dan dapat diakses dengan jaringan Sungai Kapuas, Sungai
Kapuas Murung dan Sungai Barito serta pelabuhan di sekitarnya.

3) Perkembangan:

a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kapuas telah Menjajaki Kerjasama
Dengan Perusahaan Swasta Untuk Pengelolaan Alur (Mengeruk Dan
Mengelola) Sungai Kapuas Dan Kapuas Murung (Menunjang Operasional
Pelabuhan Laut Batanjung).

b. Penyelesaian ruas jalan Batanjung- Basarang Kapuas sejauh 52 km
merupakan prioritas utama untuk operasionalnya pelabuhan

Batanjung.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah hal penting yang harus
diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator

yang berkaitan dengan iklim investasi antara lain:
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e Lama Proses Perijinan
Lamanya waktu proses suatu perijinan berkorelasi dengan kemudahan untuk
mendapatkan izin usaha yang akan mempengaruhi pula tingkat investasi suatu
daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berinovasi untuk mempercepat
proses perijinan dengan pendaftaran perizinan secara online dan perbaikan
kualitas aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

e Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang
merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang
sah.
Seturut amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dilarang
melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan
undang-undang. Untuk Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kapuas yang semula berjumlah 10 (sepuluh) macam pajak pada
Tahun 2013 kemudian bertambah menjadi 11 (sebelas) macam pajak pada
Tahun 2014 setelah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) dialihkan menjadi Pajak Daerah.
Jumlah dan macam Retribusi Daerah telah mengalami beberapa kali
penyesuaian mengikuti perkembangan dan perubahan aturan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat. Retribusi Daerah yang tidak lagi dapat dipungut antara
lain Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin
Gangguan serta penerimaan Dana Kapitasi JKN yang beralih masuk pada lain-
lain PAD yang sah. Dengan demikian macam retribusi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas berjumlah 22 jenis Retribusi
Daerah.
Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instrumen sumber penerimaan daerah
sebagai wujud otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pajak dan Retribusi
Daerah seyogyanya merupakan sumber PAD yang utama sebagai tulang
punggung penerimaan daerah sebagai wujud kemandirian fiskal daerah.
Semakin banyak jumlah dan jenis Pajak dan Retribusi Daerah, semakin luas
basis pajak daerah tersebut, sehingga makin tinggi potensi penerimaan PAD-
nya. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat

kemandirian fiskal dan ekonomi daerah tersebut dalam membiayai seluruh
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pembiayaan daerah dan semakin berkurang tingkat ketergantungan daerah
tersebut kepada Pemerintah Pusat.
e Kriminalitas Kabupaten Kapuas
Kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat memberikan efek
negatif pada kondusifitas iklim investasi. Hal tersebut dikarenakan kriminalitas
akan mengganggu stabilitas ketentraman, ketertiban dan keamanan
lingkungan yang notabene menjadi salah satu faktor penarik investor dalam
menanamkan modalnya. Secara umum, dalam lima tahun terakhir tingkat
kriminalitas meningkat di setiap tahunnya meskipun pada tahun terakhir
mengalami penurunan.
e Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk
menjamin keamanan berinvestasi dan menarik lebih banyak investor untuk
menanamkan modalnya di berbagai sektor penggerak ekonomi di Kabupaten
Kapuas adalah dengan menerbitkan peraturan daerah yang memberi kepastian
hukum bagi para pelaku usaha. Peraturan daerah yang diterbitkan selain
mengakomodir kebutuhan pengusaha, juga memperhatikan kepentingan
masyarakat dan keberlanjutan daya dukung lingkungan sekitar. Meningkatnya
jumlah perda yang mendukung iklim usaha seperti yang ditampilkan pada
tabel di bawah menunjukkan kepekaan pemerintah daerah yang mampu
menjembatani setiap kepentingan sehingga menjamin investasi yang masuk ke
Kabupaten Kapuas pada akhirnya memberi manfaat besar bagi pertumbuhan

ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas pada khususnya.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset atau penggerak bagi suatu
organisasi dalam hal ini masyarakat berperan penting dalam proses dan
implementasi pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Kapuas. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik
maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber
daya eksisting, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan
yang ada. Salah satu indikator kependudukan yang ada di Kabupaten Kapuas
berkaitan dengan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menggambarkan
total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14
tahun dan kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif (kelompok
umur 15 - 64 tahun). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan

semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
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membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi demikian
sebaliknya. Berikut merupakan Rasio Ketergantungan Kabupaten Kapuas tahun
2018-2022.

Tabel 2.112 Perhitungan Rasio Ketergantungan berdasarkan Beberapa
Indikator

Tahun
2018 2019 2020 2021
Jumlah penduduk usia < 15| 98.015 | 100.076 | 95.600 | 95.103

No Uraian

1

tahun

9 Jumlah penduduk usia > 64 13.586 | 20.310| 21.400 | 22.554
tahun

3 Jumlah penduduk usia tidak | 111.601 | 120.386 | 117.000 117.65
produktif (1) dan (2) 7

4 | Jumlah penduduk usia 15-64 244.781 | 295.232 | 293.600 298.5i

Rasio ketergantungan (%) 45,59 40,77 39,85 39,41
(3)/(4)
Sumber: Kapuas dalam Angka, Diolah

5

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa rasio ketergantungan sumber daya
manusia di Kabupaten Kapuas dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.
Pada tahun 2021 rasio ketergantungan mencapai 39,41, dimana dalam hal ini dari
seratus orang penduduk produktif menanggung 39-38 orang yang belum dan
bahkan sudah tidak produktif. Penurunan ini perlu menjadi perhatian bagi
pemerintah terkait, guna memaksimalkan sumber daya usia produktif agar dengan
masih banyaknya wusia belum/tidak produktif tidak menjadi beban terhadap
pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan. Dalam hal ini,
pembangunan dapat dilakukan baik melalui bantuan maupun program

pengembangan SDM lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD sampai dengan

Tahun 2023

Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 - 2023 berisi
perbandingan target dan realisasi yang tujuan dan sasaran daerah yang
dilaksanakan berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2018 — 2023. Untuk mengetahui
tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan
predikat kinerja terhadap 7 Tujuan Daerah dan 26 Sasaran Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 - 2023. Angka realisasi indikator
tujuan dan sasaran daerah pada RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023
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Indikator
Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Indeks
Infrastruktur

67,72

68,63

69,61

N/A

N/A

N/A

Indeks
Konektivitas
Wilayah

68,42

69,21

70

61,21

N/A

N/A

Persentase desa
yang terhubung
dengan jaringan
telekomunikasi

%

89

92

95

N/A

N/A

N/A

Persentase
rumah tangga
yang memiliki
akses air minum
layak

%

58

60

62,5

62,05

N/A

N/A

Persentase
rumah layak
huni

%

88,36

88,08

89,6

87,9

N/A

N/A

Persentase
penanganan
sampah
perkotaan

Y%

30

35

40

N/A

598

N/A

Persentase
penurunan luas
kawasan kumuh
perkotaan

%

58,25

49,2

40,16

67,54

N/A

N/A

Rasio
Elektrifikasi

Y%

82

86

90

N/A

N/A

N/A

Indeks
Pembangunan
Manusia

70,53

71,56

73

69,63

N/A

N/A

Rata-rata Lama
Sekolah

Tahun

7,74

2

7,85

7,6

N/A

N/A

Harapan Lama
Sekolah

Tahun

13,24

13,48

13,72

12,93

N/A

N/A

Indeks
Pembangunan
Gender

97

97,25

97,5

N/A

N/A

N/A

Persentase
peningkatan
jumlah pemuda
berprestasi

%

3,23

3,7

N/A

N/A

N/A

Angka Harapan
Hidup

Tahun

69,25

70,25

72

N/A

N/A

N/A

Persentase Angka
Stunting

%

9,8

9,3

8,8

N/A

N/A

N/A

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

%

1,97

4,99

4,71

N/A

N/A

LPE sektor
pertanian

%

2,83

4,42

2,83

N/A

N/A

LPE sektor
perikanan

%

2,83

4,42

2,83

N/A

N/A

LPE sektor
kehutanan

%

2,83

4,42

N/A

N/A

N/A

LPE sektor
industri
pengolahan

%

8,36

8,65

8,93

8,36

N/A

N/A
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Indikator
Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

2021

2022

2023

2021

2022

2023

LPE sektor
perdagangan
terhadap PDRB

%

1,5

5,4

N/A

N/A

N/A

Persentase
peningkatan
realisasi investasi

%

11,44

14,3

17,16

11,44

N/A

N/A

Jumlah
Kunjungan
Wisata

Orang

9000

10000

11000

14054

N/A

N/A

Indeks Gini

0,287

0,281

0,28

0,312

N/A

N/A

Angka
Kemiskinan

%

4,23

3,86

3,5

5,35

N/A

N/A

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

%

3,81

3,4

4,91

N/A

N/A

Angka
Pengeluaran Per
kapita / Tahun

Rp.

1133400
0

1154400
0

1175400
0

N/A

N/A

N/A

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja

%

69,2

69,8

70

70,23

N/A

N/A

Skor PPH
Ketersediaan

85,5

86

85

N/A

N/A

Skor PPH
Konsumsi

82

82,5

N/A

N/A

N/A

Indeks Desa
Membangun

0,676

0,701

N/A

N/A

N/A

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

74,53

75

72,43

72,90

N/A

Indeks kualitas
air

52,7

54

50

50

N/A

Indeks kualitas
udara

89,92

90

92,75

93,41

N/A

Tutupan Lahan

64,7

65,2

73,37

74,3

N/A

Skor Penilaian
Adipura

77,43

78

N/A

N/A

N/A

Persentase
pemanfaatan
lahan sesuai
dengan rencana
tata ruang

%

0,188

0,223

N/A

N/A

N/A

Indeks Resiko
Bencana

110,16

105,08

100

135,48

N/A

N/A

Angka
Kriminalitas

3,3

3,2

N/A

N/A

N/A

Angka
pelanggaran
Perda

Y%

100

85

70

N/A

N/A

N/A

Jumlah warisan
budaya yang
ditetapkan oleh
Kementerian

unit

N/A

N/A

N/A

Indeks Reformasi
Birokrasi

57

58,5

60

56,9

N/A

N/A

Nilai SAKIP

67,96
(B)

69,48
(B)

71,00
(BB)

N/A

N/A

N/A

RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

197




Indikator Satuan Target Realisasi

Kinerja Utama 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Opini BPK - WTP WTP WTP WTP N/A N/A
Indeks SPBE - 2,49 2,62 2,75 N/A N/A N/A
(Sistem (Cukup) (Baik) (Baik)
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik).
Indeks Pelayanan - 3,85 4 4,15 N/A N/A N/A
Publik
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Tabel 2.114

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022

Tingkat Tingl_(at
Target Kinerja dan Realisasi Capaian capaian m';?j':;
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian s Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Realisasi Perangkat
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program RPJMD Kinerja RKPD Ta%ﬂn Berialan anggaran RKPD dan dan Anggaran e — Daerah
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o J yang realisasi RKPD TWIV = R%?IMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 o yang dievaluasi TW. IV Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tah
(%) ahun
2022 (%)
9=8/7 x
5 6 7 8 100 % 10=6+8 11=10/5
¢ g ! X 100% 2
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp ’
5 BELANJA 1.020.294.334.080,2 2.147.087.112.476,0 | 1.765.080.758.639,0 82% 2.785.375.092.719,2 9,31
DAERAH 8 0 0 8
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
51 BERKAITAN 1.020.294.334.080,2 1367.417.629.544.0 | LAN0S204G17290 | gyy, | 2.160.814.495.8092 6,98
DENGAN 8 8
PELAYANAN
DASAR
Dinas
51.01 | PENDIDIKAN 7% | 66.976.000.000,00 464.067.356.510,01 534.619.320.830,00 | 458.909.982.856,00 |  86% | 999 977.330.366,01 1378 | pendidikan
PROGRAM PENUNJANG
5.1.01.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 404.005.595.565,00 | - 388.023.545.490,00 388.023.545.490,00
DAERAH
5.1.01.0 PROGRAM
T PENGELOLAAN 112.089.087.265,00 53.506.564.498,00
2 PENDIDIKAN 53.506.564.498,00
5.1.01.0 PROGRAM PENDIDIK
e DAN TENAGA 18.524.638.000,00 17.379.872.868,00
4 KEPENDIDIKAN 17.379.872.868,00
100 o Dinas
5102 | KESEHATAN % | 74.261.000.000,00 261.514.000.908,00 5216856751940 | 237.816.416.683,00 |  T4% | 499330 426.591,00 672 | Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG
5.1.02.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 182.598.362.050,00 | 111.253.245.060,00 111.253.245.060,00
DAERAH
PROGRAM PEMENUHAN
51020 UPAYA KESEHATAN
T PERORANGAN DAN 137.129.790.644,00 124.820.955.243,00
2 UPAYA KESEHATAN 124.820.955.243,00
MASYARAKAT
5.1.02.0 PROGRAM
T PENINGKATAN 225.089.700,00
3 KAPASITAS SUMBER 225.089.700,00
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Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiata
n (Output)

Target Capaian kinerja
RPJMD
pada Tahun 2023 (akhir
periode RPJMD)

Realisasi Capaian
Kinerja
RKPD s/d Tahun lalu
2021

Target Kinerja dan
Anggaran
RKPD Tahun Berjalan
yang
di evaluasi (2022)

Realisasi Capaian
Kinerja dan
anggaran RKPD
yang
dievaluasi TW. IV
(2022)

Tingkat
capaian
Kinerja
dan
realisasi
Anggara
n RKPD
(%)

Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RKPD TWIV
(2022)

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggara
n RPJMD
sld

Tahun
2022 (%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

3

9=8/7 x
100 %

10=6+8

Rp

Rp

Rp

11=10/5
x 100%

12

DAYA MANUSIA
KESEHATAN

5.1.02.0

PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

547.572.000,00

510.990.000,00

510.990.000,00

5.1.02.0

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

1.175.045.500,00

1.006.136.680,00

1.006.136.680,00

5.1.03

PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

61% | 261.124.000.000,

0
0

294.712.967.662,27

478.458.978.034,00

414.469.573.591,00

87%

709.182.541.253,27

2,72

Dinas
PUPRPKP

5.1.03.0

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

18.097.775.746,00

18.076.213.803,00

18.076.213.803,00

5.1.03.0

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

4.498.617.100,00

3.418.576.934,00

3.418.576.934,00

5.1.03.0

PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

307.597.400,00

269.366.362,00

269.366.362,00

5.1.03.0

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN
AR MINUM

13.327.383.000,00

12.915.507.870,00

12.915.507.870,00

5.1.03.0

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

2.950.874.000,00

2.891.168.221,00

2.891.168.221,00

5.1.03.0

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

4.947.808.000,00

4.906.708.843,00

4.906.708.843,00
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Tingkat

Tingkat Capaian
Target Kineria dan Realisasi Capaian capaian Kin’;r'a 3
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian 9 ! Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja fja & Perangkat
Urusan/Bi Pemerintahan Daerah P RPJMD Kinerj GELETCT RKPD A izl Daerah
Kode rusan/Bidang Urusan eme_rlnta an Daeral rogram - J ) inerja RKPD Tahun Berjalan anggaran dfm i dan Anggaran Anggara aera
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0
i 2022 (%)
9=8/7 x _
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp X1
PROGRAM
5.1.03.0 PENGELOLAAN DAN
6 PENGEMBANGAN 221.928.000,00 218.996.618,00 218.996.618,00
SISTEM DRAINASE
5.1.03.0 PROGRAM
e PENGEMBANGAN 12.914.564.000,00 12.782.623.199,00
7 PERMUKIMAN 12.782.623.199,00
5.1.03.0 PROGRAM PENATAAN
8 BANGUNAN GEDUNG 37.862.947.700,00 | 37.500.573.123,00 37.500.573.123,00
5.1.03.0 PROGRAM PENATAAN
g' e BANGUNAN DAN 8.897.554.299,00 8.048.724.200,00 8.048.724.200.00
LINGKUNGANNYA e
5.1.03.1 PROGRAM
0 PENYELENGGARAAN 373.560.460.009,00 | 312.699.708.797,00 312.699.708.797,00
JALAN
5.1.03.1 PROGRAM
1' e PENGEMBANGAN JASA 181.469.230,00 160.621.425,00 160.621.425.00
KONSTRUKSI e
5.1.03.1 PROGRAM
2' e PENYELENGGARAAN 689.999.550,00 580.784.196,00 580.784.196.00
PENATAAN RUANG e
KETENTERAMA
N, KETERTIBAN 100 Satpol PP
5.1.05 UMUM SERTA 18.201.210.000,00 17.544.449.344,00 96% 7,61
PERLINDUNGAN % | 2.306.000.000,00 17.544.449.344,00 Damkar
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG
5.1.05.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 8.125.887.500,00 7.813.894.441,00 7.813.894.441,00
DAERAH
PROGRAM
5.1.05.0 PENINGKATAN
2 KETENTERAMAN DAN 777.604.500,00 766.488.790,00 766.488.790,00
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
5.1.05.0 PENCEGAHAN,
4' e PENANGGULANGAN, 9.297.718.000,00 8.964.066.113,00 8.964.066.113.00
PENYELAMATAN ERTEE TS
KEBAKARAN DAN
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
N ealisasi Capaian capaian A
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian Targ:t L D) Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja I;'"T.rja & Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program RPJMD Kinerja nggaran anggaran RKPD dan dan Anggaran ealisast Daerah
Kode | . . RKPD Tahun Berjalan o Anggara
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJND) 2021 P dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
i evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0,
(%) 2022 (%)
9=8/7 x
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp XA
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
100 . .
5.1.06 SOSIAL % | 3.044.000.000,00 14.452.445.486,00 11.779.739.255,00 82% 11.779.739.255,00 3,87 | Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG
5.1.06.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 10.154.357.676,00 9.776.139.166,00 9.776.139.166,00
DAERAH
5.1.06.0 PROGRAM
2 PEMBERDAYAAN 239.089.500,00 235.647.725,00 235.647.725.00
SOSIAL T
5.1.06.0 PROGRAM
3' e PENANGGULANGAN 1.003.965.160,00 902.469.958,00 902.469.958.00
BENCANA e
5.1.06.0 PROGRAM
4 REHABILITASI SOSIAL 254.808.300,00 254.211.806,00 254.211.806,00
PROGRAM
PENCEGAHAN,
5.1.06.0 PENANGGULANGAN,
b PENYELAMATAN 2.365.471.850,00 184.923.600,00 184.923.600.00
KEBAKARAN DAN T
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
5.1.06.0 PROGRAM
5 PERLINDUNGAN DAN 231.150.000,00 229.449.000,00 229.449.000.00
JAMINAN SOSIAL T
5.1.06.0 PROGRAM
6 PENANGANAN 144.560.000,00 138.500.000,00 138.500.000.00
BENCANA RN
5.1.06.0 PROGRAM
7' e PENGELOLAAN TAMAN 59.043.000,00 58.398.000,00 58.398.000.00
MAKAM PAHLAWAN RARNNAS
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
52 TIDAK 113.004.311.524,00 |  99.306.582.312,00
’ BERKAITAN e T 99.306.582.312,00
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
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Tingkat

Tingkat .
T Kineri Realisasi Capaian capaian If_apa'laré
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian arg:t Iy CE Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Inerja & Perangkat
. . S nggaran Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Peme.rlntahan Daerah Program ) RPJMD ) Kinerja RKPD Tahun Berjalan anggaran RKPD dfm ) dan Anggaran Anggara Daerah
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 di yang dievaluasi TW. IV Anggara (2022) Jawab
i evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
(%) 2.0
2022 (%)
9=8/7 x
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 11:100/5 .
2 K Rp. K Rp Rp Rp Rp Rp e
100 Dinas Tenaga
5.2.07 TENAGA KERJA % | 1.383.000.000,00 5.501.015.308,00 5.383.243.490,00 98% 5.383.243.490,00 3,89 Kerja 9
PROGRAM PENUNJANG
5.2.07.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 3.525.750.458,00 3.447.394.618,00 3.447.304.618,00
DAERAH
5.2.07.0 PROGRAM
9 PERENCANAAN 15.995.000,00 15.176.000,00 15.176.000.00
TENAGA KERJA RN
PROGRAM PELATIHAN
5.2.07.0 KERJA DAN
3 PRODUKTIVITAS 124.415.350,00 113.085.150,00 113.085.150,00
TENAGA KERJA
5.2.07.0 PROGRAM
PENEMPATAN TENAGA 1.747.131.600,00 1.720.111.082,00
4 KERJA 1.720.111.082,00
5.2.07.0 PROGRAM HUBUNGAN
5 INDUSTRIAL 87.722.900,00 87.476.640.00 87.476.640,00
PEMBERDAYAA
s o 100 12.254799.317,00 | 875269541800 |  71% 633 | Badan P3AKB
2. o .254.799.317, .752.695.418, 3 \ adan
PERLINDUNGAN % | 1.383.000.000,00 8.752.695.418,00
ANAK
PROGRAM PENUNJANG
5.2.08.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 3.899.325.067,00 3.813.051.615,00 3.813.051.615,00
DAERAH
PROGRAM PENGARUS
5.2.08.0 UTAMAAN GENDER DAN
2 PEMBERDAYAAN 88.434.250,00 §7.239.950,00 §7.239.950,00
PEREMPUAN
5.2.080 PROGRAM
2 PENGENDALIAN 111.643.000,00 61.235.370,00 61.235.370.00
PENDUDUK .235.370,
5.2.08.0 PROGRAM PEMBINAAN
3 KELUARGA 5.069.199.000,00 3.502.531.238,00 3.502.531.238.00
BERENCANA (KB) e
5.2.080 PROGRAM
3 PERLINDUNGAN 168.499.000,00 34.227.900,00 34.227.900.00
PEREMPUAN R
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
— ealisasi Capaian capaian AL
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
Urusan/Bi Pemerintahan Daerah P RPJMD Kinerj GELETCT RKPD A izl Daerah
Kode rusan/Bidang Urusan eme_rlnta an Daeral rogram - J ) inerja RKPD Tahun Berjalan anggaran dfm i dan Anggaran Anggara aera
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0
i 2022 (%)
9=8/7 x _
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp X 1507
PROGRAM
5.2.08.0 PEMBERDAYAAN DAN
4' e PENINGKATAN 2.293.600.000,00 781.465.250,00 781.465.250.00
KELUARGA SEJAHTERA e
(KS)
5.2.08.0 PROGRAM PEMENUHAN
6 HAK ANAK (PHA) 233.389.000,00 231.192.845,00 231.192.845,00
5.2.08.0 PROGRAM
7' e PERLINDUNGAN 390.710.000,00 241.751.250,00 241.751.250.00
KHUSUS ANAK e
100
5.2.09 PANGAN % | 1.614.000.000,00 12.565.950.451,00 12.229.245.393,00 97% 12.229.245.393,00 7,58 DKP
PROGRAM PENUNJANG
5.2.09.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 4.105.952.877,00 3.942.351.793,00 3.942.351.793,00
DAERAH
PROGRAM
PENGELOLAAN
5.2.09.0 SUMBER DAYA
2 EKONOMI UNTUK 7:240.000.000,00 | - 7.084.607.500,00 7.084.607.500,00
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM
5.2.09.0 PENINGKATAN
3' e DIVERSIFIKASI DAN 924.859.874,00 913.744.546,00 913.744.546.00
KETAHANAN PANGAN I
MASYARAKAT
52090 PROGRAM
4' e PENANGANAN 95.138.000,00 89.985.700,00 89.985.700.00
KERAWANAN PANGAN T
5.2.09.0 PROGRAM
5' e PENGAWASAN 199.999.700,00 198.555.854,00 198.555.854.00
KEAMANAN PANGAN TR
LINGKUNGAN 100
5.2.11 HIDUP % | 1.383.000.000,00 25.880.077.700,00 20.536.413.992,00 79% 20.536.413.992,00 14,85 DLH
PROGRAM PENUNJANG
52.11.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 5737.026550,00 | 5:636.009.410,00 5.636.000.410,00
DAERAH
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Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiata
n (Output)

Target Capaian kinerja
RPJMD
pada Tahun 2023 (akhir
periode RPJMD)

Realisasi Capaian
Kinerja
RKPD s/d Tahun lalu
2021

Target Kinerja dan
Anggaran
RKPD Tahun Berjalan
yang
di evaluasi (2022)

Realisasi Capaian
Kinerja dan
anggaran RKPD
yang
dievaluasi TW. IV
(2022)

Tingkat
capaian
Kinerja
dan
realisasi
Anggara
n RKPD
(%)

Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RKPD TWIV
(2022)

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggara
n RPJMD
sld
Tahun
2022 (%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

8

9=8/7 x
100 %

10=6+8

K Rp

Rp

Rp

Rp

11=10/5
x 100%

12

5211.0
2

PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

35.472.000,00

32.634.776,00

32.634.776,00

52.11.0

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

2.659.933.395,00

2.239.095.767,00

2.239.095.767,00

52.11.0

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

10.224.091.660,00

5.577.548.477,00

5.577.548.477,00

52.11.0

PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

69.348.000,00

66.988.287,00

66.988.287,00

52.11.0

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN [ZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

62.112.000,00

62.031.458,00

62.031.458,00

52.11.0

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

47.092.095,00

15.117.450,00

15.117.450,00

52111

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

7.045.002.000,00

6.906.988.367,00

6.906.988.367,00

5.2.12

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKA
N DAN

100
% | 2.767.000.000,00

8.256.203.000,00

8.033.340.989,00

97%

8.033.340.989,00

2,90

Disdukcapil
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
S ealisasi Capaian capaian AL
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
Urusan/Bi Pemerintahan Daerah P RPJMD Kinerj GELETCT RKPD A izl Daerah
Kode rusan/Bidang Urusan eme_rlnta an Daeral rogram - J ) inerja RKPD Tahun Berjalan anggaran dfm i dan Anggaran Anggara aera
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0
i 2022 (%)
9=8/7 x _
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp X 1507
PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENUNJANG
5.2.12.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 4.992.075.720,00 4.849.065.173,00 4.849.065.173,00
DAERAH
52120 PROGRAM
o PENDAFTARAN 2.181.396.370,00 2.174.901.662,00
2 PENDUDUK 2.174.901.662,00
5.2.12.0 PROGRAM
3 PENCATATAN SIPIL 290.395.000,00 272.871.346,00 272.871.346,00
PROGRAM
52120 PENGELOLAAN
4' e INFORMASI 694.373.450,00 638.643.808,00 638.643.808.00
ADMINISTRASI T
KEPENDUDUKAN
5.212.0 PROGRAM
5' e PENGELOLAAN PROFIL 97.962.460,00 97.859.000,00 97.859.000.00
KEPENDUDUKAN T
PEMBERDAYAA
0, 0, H
5.2.13 N MASYARAKAT 90% 4.150.000.000,00 8.778.828.980,00 8.456.857.579,00 96% 8.456.857.579,00 2,04 Dinas PMD
DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG
5.2.13.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 3.681.783.100,00 3.533.717.357,00 3.533.717.357,00
DAERAH
5.2.13.0 PROGRAM PENATAAN
2 DESA 25.000.000,00 15.076.000,00 15.076.000,00
52130 PROGRAM
3' e PENINGKATAN 25.174.000,00 24.585.000,00 24.585.000.00
KERJASAMA DESA T
52130 PROGRAM
4' o ADMINISTRASI 4.981.871.880,00 4.819.152.222,00 4.819.152.222.00
PEMERINTAHAN DESA o
PROGRAM
5.213.0 PEMBERDAYAAN
5' e LEMBAGA 65.000.000,00 64.327.000,00 64.327.000.00
KEMASYARAKATAN, e
LEMBAGA ADAT, DAN
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Tingkat

Tingkat .
Target Kineria d Realisasi Capaian capaian If_apa'laré
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian arg: inerja dan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja R'"T.rja . Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program RPJMD Kinerja nggaran anggaran RKPD dan dan Anggaran ealisast Daerah
Kode | . . RKPD Tahun Berjalan o Anggara
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJND) 2021 P dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
i evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0,
i 2022 (%)
9=8/7 x
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 11:100/5 .
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp A
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
5215 | PERHUBUNGAN 100 12.564.630.314,00 | 10.505.307.623,00 |  84% 3,25 Dinas
- % | 3.228.000.000,00 T T 10.505.307.623,00 ’ Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG
5.2.15.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 10.176.266.314,00 8.133.344.466,00 8.133.344.466,00
DAERAH
PROGRAM
5.2.15.0 PENYELENGGARAAN
2 LALU LINTAS DAN 2.081.526.000,00 2.067.763.022,00 2.067.763.022.00
ANGKUTAN JALAN T
(LLAY)
5.2.15.0 PROGRAM
3 PENGELOLAAN 306.838.000,00 304.200.135,00 304.200.135.00
PELAYARAN e
KOMUNIKASI & 100 o . .
5.2.16 INFORMATIKA % | 3.874.000.000,00 8.922.989.406,00 7.965.286.003,00 89% 7.965.286.003,00 2,06 Diskominfo
PROGRAM PENUNJANG
5.2.16.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 4.848.897.306,00 4.367.129.893,00 4.367.129.893,00
DAERAH
PROGRAM
5.2.16.0 PENGELOLAAN
2 INFORMASI DAN 3.405.789.800,00 3.155.138.090,00 3.155.138.000,00
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM
5.2.16.0 PENYELENGGARAAN
2 PERSANDIAN UNTUK 41.096.000,00 25.007.200,00 25.007.200.00
PENGAMANAN e
INFORMASI
5.2.16.0 PROGRAM
2 PENYELENGGARAAN 41.949.000,00 27.662.400,00 27.662.400.00
STATISTIK SEKTORAL T
5.2.16.0 PROGRAM
3 PENGELOLAAN 585.257.300,00 390.348.420,00 390.348.420 00
APLIKASI INFORMATIKA T
PENANAMAN .
5.2.18 MODAL 85% 1.430.000.000,00 5.072.039.000,00 4.792.766.384,00 94% 4.792.766.384,00 3,35 | Dinas PMPTSP
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
N ealisasi Capaian capaian AL
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
. . S Anggaran Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Peme.rlntahan Daerah Program ) RPJMD ) Kinerja RKPD Tahun Berjalan anggaran RKPD dfm ) dan Anggaran Anggara Daerah
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW. IV Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0,
i 2022 (%)
9=8/7 x
5 6 7 8 10=6+8 =
; : e
) K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp ’
PROGRAM PENUNJANG
5.2.18.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 4.065.680.400,00 4.028.706.987,00 4.028.706.987,00
DAERAH
5.2.18.0 PROGRAM
2' e PENGEMBANGAN IKLIM 89.998.300,00 63.759.000,00 63.759.000.00
PENANAMAN MODAL T
5.2.18.0 PROGRAM PROMOSI
3 PENANAMAN MODAL 95.000.000,00 91.344.900,00 91.344.900,00
5.2.18.0 PROGRAM PELAYANAN
4 PENANAMAN MODAL 299.247.300,00 287.837.897,00 287.837.897,00
PROGRAM
5.2.18.0 PENGENDALIAN
5 PELAKSANAAN 472.113.000,00 821.117.600,00 321.117.600,00
PENANAMAN MODAL
PROGRAM
5.218.0 PENGELOLAAN DATA
6' o DAN SISTEM 50.000.000,00 0,00 .
INFORMASI
PENANAMAN MODAL
100 o .
5.2.22 KEBUDAYAAN % | 3.858.000.000,00 8.293.773.387,00 7.741.904.460,00 93% 7.741.904.460,00 2,01 Disbudpora
PROGRAM PENUNJANG
5.2.22.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 3.120.081.279,00 2.801.044.616,00 2.801.044.616,00
DAERAH
PROGRAM
5.2.22.0 PENGEMBANGAN
2 KAPASITAS DAYA 470.558.820,00 409.029.606,00 409.029.606,00
SAING KEPEMUDAAN
52220 PROGRAM
2' - PENGEMBANGAN 100.025.000,00 100.025.000,00 100.025.000.00
KEBUDAYAAN T
PROGRAM
5.2.22.0 PENINGKATAN DAYA
2 TARIK DESTINASI 549.789.000,00 397.280.000,00 397.280.000,00
PARIWISATA
5.2.22.0 PROGRAM
3 PENGEMBANGAN 1.227.633.000,00 1.222.039.900,00 1.222.039.900,00
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
- ealisasi Capaian | capaian A
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
Urusan/Bi Pemerintahan Daerah P RPJMD Kinerj GELETCT RKPD A izl Daerah
Kode rusan/Bidang Urusan eme_rlnta an Daeral rogram - J ) inerja RKPD Tahun Berjalan anggaran dfm i dan Anggaran Anggara aera
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD i
0
i 2022 (%)
9=8/7 x _
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp X1
KESENIAN
TRADISIONAL
PROGRAM
52220 PENGEMBANGAN
3 KAPASITAS DAYA 2.695.763.688,00 2.687.903.738,00 2.687.903.738,00
SAING KEOLAHRAGAAN
PROGRAM
52220 PELESTARIAN DAN
5 PENGELOLAAN CAGAR 79.922.600,00 74.581.600,00 74.581.600,00
BUDAYA
PROGRAM
52920 PENGEMBANGAN
5' T SUMBER DAYA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000.00
PARIWISATA DAN RN
EKONOMI KREATIF
100 .
5.2.24 KEARSIPAN % 1.061.000.000,00 5.004.004.661,00 4.909.520.981,00 98% 4.909.520.981,00 4,63 Dinas P&K
PROGRAM PENUNJANG
5224.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 4.626.591.661,00 4.593.163.831,00 4.593.163.831,00
DAERAH
5224.0 PROGRAM
2 PENGELOLAAN ARSIP 168.086.000,00 108.062.750,00 108.062.750,00
5224.0 PROGRAM PEMBINAAN
2 PERPUSTAKAAN 180.641.000,00 179.655.000,00 179.655.000,00
52940 PROGRAM
3' - PERLINDUNGAN DAN 23.592.000,00 23.562.000,00 23.562.000.00
PENYELAMATAN ARSIP e
PROGRAM
5.2.24.0 PELESTARIAN KOLEKSI
3 NASIONAL DAN NASKAH 5.094.000,00 5.077.400,00 5.077.400,00
KUNO
URUSAN
53 PEMERINTAHAN 81.103.787.245,00 77.081.453.334,00 77.081.453.334,00 0,11
PILIHAN
KELAUTAN DAN Dinas
5.3.25 PERIKANAN 0% 2.767.000.000,00 15.372.627.000,00 15.071.772.325,00 98% 15.071.772.325,00 545 Perikanan
5.3.25.0 PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN 5.852.566.500,00 5.607.994.424,00
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Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiata
n (Output)

Target Capaian kinerja
RPJMD
pada Tahun 2023 (akhir
periode RPJMD)

Realisasi Capaian
Kinerja
RKPD s/d Tahun lalu
2021

Target Kinerja dan
Anggaran
RKPD Tahun Berjalan
yang
di evaluasi (2022)

Realisasi Capaian
Kinerja dan
anggaran RKPD
yang
dievaluasi TW. IV
(2022)

Tingkat
capaian
Kinerja
dan
realisasi
Anggara
n RKPD
(%)

Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RKPD TWIV
(2022)

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggara
n RPJMD
sld
Tahun
2022 (%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

3

9=8/7 x
100 %

10=6+8

Rp

Rp

Rp

11=10/5
x 100%

12

PEMERINTAHAN
DAERAH

5.3.25.0

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

3.176.343.000,00

3.160.221.966,00

5.3.25.0

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

5.603.569.000,00

5.569.056.819,00

5.3.25.0

PROGRAM
PENGAWASAN
SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

15.000.000,00

15.000.000,00

5.3.25.0

PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

725.148.500,00

719.499.116,00

5.3.27

PERTANIAN

0,
89% 13.834.000.000,00

47.365.629.354,00

45.166.161.898,00

95%

45.166.161.898,00

3,26

Dinas
Pertanian

5.3.27.0

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

21.930.540.779,00

21.577.544.304,00

53.27.0

PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN

6.846.977.000,00

6.390.255.881,00

5.3.27.0

PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN

16.669.183.100,00

15.417.816.165,00

53.27.0

PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

394.270.375,00

371.556.344,00

53.27.0

PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

87.583.000,00

85.070.950,00
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
— ealisasi Capaian capaian Ao
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian Targ:t L D) Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja I;'"T.rja & Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program RPJMD Kinerja nggaran anggaran RKPD dan dan Anggaran ealisast Daerah
Kode | . . RKPD Tahun Berjalan o Anggara
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 P dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
i evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0,
i 2022 (%)
9=8/7 x
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp X1
5.3.27.0 PROGRAM PERIZINAN
6 USAHA PERTANIAN 212.661.000,00 204.766.232,00
53970 PROGRAM
7 PENYULUHAN 1.224.414.100,00 1.119.152.022,00
PERTANIAN
o o Disdagperinko
5.3.30 PERDAGANGAN 95% 2.767.000.000,00 13.998.131.549,00 12.588.965.353,00 90% 12.588.965.353,00 4,55 o UKM
PROGRAM PENUNJANG
5.3.30.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 4.596.092.624,00 4.334.564.980,00
DAERAH
5.3.30.0 PROGRAM PELAYANAN
2 IZIN USAHA SIMPAN 8.862.000,00 8.862.000,00
PINJAM
5.3.30.0 PROGRAM PERIZINAN
2 DAN PENDAFTARAN 38.684.000,00 38.631.370,00
PERUSAHAAN
PROGRAM
5.3.30.0 PERENCANAAN DAN
2 PEMBANGUNAN 729.603.925,00 644.320.988,00
INDUSTRI
PROGRAM
5.3.30.0 PENINGKATAN SARANA
3 DISTRIBUS| 250.000.000,00 218.630.000,00
PERDAGANGAN
PROGRAM
5.3.30.0 PENGAWASAN DAN
3 PEMERIKSAAN 18.726.000,00 15.471.400,00
KOPERASI
53300 PROGRAM
3 PENGENDALIAN IZIN 50.000.000,00 49.221.000,00
USAHA INDUSTRI
PROGRAM STABILISASI
5.3.30.0 HARGA BARANG
4 KEBUTUHAN POKOK 7.731.106.000,00 6.718.365.822,00
DAN BARANG PENTING
5.3.30.0 PROGRAM PENILAIAN
4 KESEHATAN KSP/USP 84.780.000,00 84.780.000,00
KOPERASI
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
N ealisasi Capaian capaian AL
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
Urusan/Bi Pemerintahan Daerah P RPJMD Kinerj GELETCT RKPD A izl Daerah
Kode rusan/Bidang Urusan eme_rlnta an Daeral rogram - J ) inerja RKPD Tahun Berjalan anggaran dfm i dan Anggaran Anggara aera
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJND) 2021 . yang dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0
i 2022 (%)
9=8/7 x _
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 1115%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp X1
PROGRAM
5.3.30.0 PENGELOLAAN SISTEM
4 INFORMAS! INDUSTRI 46.855.000,00 40.760.000,00
NASIONAL
5.3.30.0 PROGRAM PENDIDIKAN
5' e DAN LATIHAN 43.090.000,00 43.090.000,00
PERKOPERASIAN
PROGRAM
5.3.30.0 STANDARDISASI DAN
6 PERLINDUNGAN 192.654.000,00 188.251.600,00
KONSUMEN
PROGRAM
5.3.30.0 PEMBERDAYAAN
7' e USAHA MENENGAH, 207.678.000,00 204.016.193,00
USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)
o o Dinas
5.3.32 TRANSMIGRASI 95% 2.767.000.000,00 4.367.399.342,00 4.254.553.758,00 97% 4.254.553.758,00 1,54 Transmigrasi
PROGRAM PENUNJANG
5.3.32.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 3.964.043.042,00 3.851.576.678,00
DAERAH
PROGRAM
5.3.32.0 PERENCANAAN
2 KAWASAN 198.306.600,00 198.234.480,00
TRANSMIGRASI
PROGRAM
5.3.32.0 PEMBANGUNAN
3 KAWASAN 133.076.700,00 132.851.200,00
TRANSMIGRASI
PROGRAM
5.3.32.0 PENGEMBANGAN
4 KAWASAN 71.973.000,00 71.891.400,00
TRANSMIGRASI
UNSUR
PENDUKUNG
54 URUSAN 145.366.995.116,00 133.817.175.717,00 133.817.175.717,00 0,18
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT 100 Sekretariat
5.4.01 DAERAH % | 25.824.000.000,00 50.012.343.331,00 47.332.343.311,00 95% 47.332.343.311,00 1,83 Daerah
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
T ealisasi Capaian capaian Ao
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian Targ:t L D) Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja I;'"T.rja & Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program RPJMD Kinerja nggaran anggaran RKPD dan dan Anggaran ealisast Daerah
Kode | . . RKPD Tahun Berjalan o Anggara
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW. IV Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0,
i 2022 (%)
9=8/7 x _
5 q 5 6 7 8 100 % 10=6+8 117(1)%0//5 “
2 K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp XA
PROGRAM PENUNJANG
5.4.01.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 35.170.158.811,00 32.870.459.157,00
DAERAH
PROGRAM
5.4.01.0 PEMERINTAHAN DAN
2 KESEJAHTERAAN 13.082.952.520,00 12.746.935.230,00
RAKYAT
5.4.01.0 PROGRAM
3' . PEREKONOMIAN DAN 1.759.232.000,00 1.714.948.924,00
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT 100 Sekretariat
5.4.02 DPRD % | 18.446.000.000,00 95.354.651.785,00 86.484.832.406,00 91% 86.484.832.406,00 4,69 DPRD
PROGRAM PENUNJANG
5.4.02.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 47.313.160.285,00 40.661.249.118,00
DAERAH
5.4.02.0 PROGRAM DUKUNGAN
5 PELAKSANAAN TUGAS 48.041.491.500,00 45.823.583.288,00
DAN FUNGSI DPRD
UNSUR
PENUNJANG
5,5 URUSAN 361.066.474.486,00 | 240.709.003.506,00 240.709.003.506,00 1,94
PEMERINTAHAN
0, 0,
5.5.01 PERENCANAAN 80% 4150.000.000,00 10.584.585.873,00 9.741.094.971,00 92% 9.741.094.971,00 2,35 Bappeda
PROGRAM PENUNJANG
5.5.01.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 7.369.755.443,00 6.935.900.244,00
DAERAH
5.5.01.0 PROGRAM PENELITIAN
P DAN PENGEMBANGAN 144.999.600,00 120.821.799,00
DAERAH
PROGRAM
PERENCANAAN,
5.5.01.0 PENGENDALIAN DAN
2 EVALUASI 1.217.882.800,00 1.118.793.924,00
PEMBANGUNAN
DAERAH
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
N ealisasi Capaian capaian AL
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
Urusan/Bi Pemerintahan Daerah P RPJMD Kinerj GELETCT RKPD A izl Daerah
Kode rusan/Bidang Urusan eme_rlnta an Daeral rogram - J ) inerja RKPD Tahun Berjalan anggaran dfm i dan Anggaran Anggara aera
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW.IV | Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0
i 2022 (%)
9=8/7 x
5 6 7 8 10=6+8 =
; : e
) K Rp. K Rp K Rp Rp Rp Rp ?
PROGRAM KOORDINASI
5.5.01.0 DAN SINKRONISASI
3' - PERENCANAAN 1.851.948.030,00 1.565.579.004,00
PEMBANGUNAN
DAERAH
100 o
5.5.02 KEUANGAN % 9.545.000.000,00 340.723.622.113,00 | 222.330.228.765,00 65% 222.330.228.765,00 23,29 BPKAD
PROGRAM PENUNJANG
5.5.02.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 23.113.201.354,00 21.367.184.662,00
DAERAH
5.5.02.0 PROGRAM
2' e PENGELOLAAN 315.104.244.459,00 | 198.943.978.136,00
KEUANGAN DAERAH
55.00.0 PROGRAM
3' e PENGELOLAAN 1.051.556.500,00 825.355.708,00
BARANG MILIK DAERAH
55020 PROGRAM
4' e PENGELOLAAN 1.454.619.800,00 1.193.710.259,00
PENDAPATAN DAERAH
100 o
5.5.03 KEPEGAWAIAN ", 3.689.000.000,00 9.758.266.500,00 8.637.679.770,00 89% 8.637.679.770,00 2,34 BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG
5.5.03.0 URUSAN
y PEMERINTAHAN 7.113.582.500,00 6.837.393.629,00
DAERAH
PROGRAM
5.5.03.0 PENGEMBANGAN
b SUMBER DAYA 100.520.000,00 97.964.700,00
MANUSIA
5.5.03.0 PROGRAM
2 KEPEGAWAIAN DAERAH 2.544.164.000,00 1.702.321.441,00
UNSUR
PENGAWASAN
5,6 URUSAN 8.633.577.000,00 7.719.780.023,00 7.719.780.023,00 0,01
PEMERINTAHAN
0, 0,
5.6.01 INSPEKTORAT 90% 2.767.000.000,00 8.633.577.000,00 7.719.780.023,00 89% 7.719.780.023,00 2,79 Inspektorat
5.6.01.0 PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN 5.641.712.000,00 5.123.115.011,00
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Tingkat

Realisasi Capai Ting!(at Capaian
N ealisasi Capaian capaian Ao
Indikator Kinerja Target Capaian kinerja Realisasi Capaian VTR ST ICED Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja Kme_rja & Perangkat
. . S Anggaran Realisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Peme.rlntahan Daerah Program ) RPJMD ) Kinerja RKPD Tahun Berjalan anggaran RKPD dfm ) dan Anggaran Anggara Daerah
dan Program/Kegiatan (outcome)/Kegiata pada Tahun 2023 (akhir RKPD s/d Tahun lalu o yang realisasi RKPD TWIV n RPJMD Penanggung
n (Output) periode RPJMD) 2021 . yang dievaluasi TW. IV Anggara (2022) Jawab
di evaluasi (2022) sld
(2022) n RKPD Tahun
0,
i 2022 (%)
9=8/7 x
5 6 7 8 10=6+8 =
; : e
) K Rp. K Rp Rp Rp Rp Rp ’
PEMERINTAHAN
DAERAH
56.01.0 PROGRAM
2' e PENYELENGGARAAN 2.336.985.000,00 1.955.278.425,00
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN
5.6.01.0 KEBIJAKAN,
3 PENDAMPINGAN DAN 654.880.000,00 641.386.587,00
ASISTENSI
57 UNSUR 62473.539.231,00 |  58.161.126.237,00 0,08
’ KEWILAYAHAN T oo 58.161.126.237,00 '
100
5.7.01 KECAMATAN % | 15.307.000.000,00 62.473.539.231,00 58.161.126.237,00 93% 58.161.126.237,00 3,80 Kecamatan
S0t Non Program 0,00 3.494.818,00
PROGRAM PENUNJANG
5.7.01.0 URUSAN
1 PEMERINTAHAN 48.689.825.499,00 45.601.457.294,00
DAERAH
PROGRAM
5.7.01.0 PENYELENGGARAAN
2 PEMERINTAHAN DAN 259.952.000,00 246.543.250,00
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
5.7.01.0 PEMBERDAYAAN
3 MASYARAKAT DESA 11.925.728.132,00 10.751.853.672,00
DAN KELURAHAN
5.7.01.0 PROGRAM KOORDINASI
4' e KETENTRAMAN DAN 60.000.000,00 55.940.000,00
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
5.7.01.0 PENYELENGGARAAN
5 URUSAN 183.606.600,00 179.336.000,00
PEMERINTAHAN UMUM
5.7.01.0 PROGRAM PEMBINAAN
6' o DAN PENGAWASAN 1.354.427.000,00 1.329.490.838,00
PEMERINTAHAN DESA
UNSUR
58 EEIYIJI:ARINTAHAN 7.930.798.330,00 7.765.475.778,00 7.765.475.778,00 0,01
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Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiata
n (Output)

Target Capaian kinerja
RPJMD
pada Tahun 2023 (akhir
periode RPJMD)

Realisasi Capaian
Kinerja
RKPD s/d Tahun lalu
2021

Target Kinerja dan
Anggaran
RKPD Tahun Berjalan
yang
di evaluasi (2022)

Realisasi Capaian
Kinerja dan
anggaran RKPD
yang
dievaluasi TW. IV
(2022)

Tingkat
capaian
Kinerja
dan
realisasi
Anggara
n RKPD
(%)

Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RKPD TWIV
(2022)

Tingkat
Capaian
Kinerja &
Realisasi
Anggara
n RPJMD
sld
Tahun
2022 (%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

8

9=8/7 x
100 %

10=6+8

K Rp.

K Rp

Rp

Rp

Rp

11=10/5
x 100%

12

5.8.01

KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK

100
% | 2.306.000.000,00

7.930.798.330,00

7.765.475.778,00

98%

7.765.475.778,00

3,37

Badan
Kesbangpol

5.8.01.0

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

4.368.390.330,00

4.234.545.905,00

5.8.01.0

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

449.275.000,00

448.582.000,00

5.8.01.0

PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

2.320.080.000,00

2.307.764.000,00

5.8.01.0

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

75.000.000,00

70.563.368,00

5.8.01.0

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

165.000.000,00

164.152.000,00

5.8.01.0

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

553.053.000,00

539.868.505,00
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Ketidakseimbangan ekonomi global masih akan berlanjut di tahun 2024,
pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berada di angka 3,1%. Terdapat beberapa
downside risk yang perlu tetap diwaspadai dampaknya. Pertama, yaitu ketidakpastian
dari tensi geopolitik, baik perang antara Rusia dan Ukraina dan kembali memanasnya
perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kedua, kemampuan penanganan
penyebaran kasus covid-19 seperti vaksinasi. Negara maju dengan sumber daya besar
mampu mempercepat vaksinasi, berbeda dengan negara berkembang yang mengandalkan
impor. Negara berkembang tidak punya cukup banyak dana untuk melakukan stimulus
mendorong perekonomian.

Tahun 2024 ini adalah tahun krusial terkait bonus demografi dan dalam
program untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income
trap. Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) adalah mempercepat transformasi ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan. Program Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan
Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu masih terus dilaksanakan. Manfaat program ini
akan Indonesia segera peroleh karena Making Indonesia 4.0 merupakan peta jalan yang
telah ditetapkan untuk menyiapkan industri nasional menghadapi perkembangan

digitalisasi industri. Salah satunya dengan fokus mengembangkan industri manufaktur.

Ada tujuh sektor di industri sektor manufaktur yang digenjot untuk
mengimplementasikan program itu, yakni industri makanan-minuman, tekstil, otomotif,
kimia, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Tujuh industri itu menyumbang 70% PDB
industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri Indonesia. Ini menjadi
syarat wajib untuk melepas Indonesia dari middle income trap. Pada tahun 2024
Indonesia digadang-gadang bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Asean bahkan
global seiring dengan adanya hilirisasi tambang dan adanya pelarangan ekspor nikel,

timah serta bauksit oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah telah mendesain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada tahun 2024. Salah satunya target pertumbuhan
ekonomi yang dipatok 5,3%-5,7% secara tahunan atau year on year (yoy). Besaran target
itu berbeda jauh dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi supaya bisa keluar dari
jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang menurut
perhitungan BAPPENAS sebesar 6-7% hingga tahun 2030. Dengan target itu,
pemerintah memastikan akan menjaga ketahanan ekonomi dari tekanan global. Sederet
regulasi sudah siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain Undang-undang
Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), hingga UU Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
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Untuk menjaga sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
dengan pemangku kepentingan, Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 pada Rapat Koordinasi
Pembangunan Pusat (Rakorbangpus). Situasi geopolitik dunia turut menjadi
pertimbangan dalam menentukan target sasaran makro pembangunan. Berikut proyeksi

sasaran ekonomi makro Indonesia pada tahun 2024 mendatang:

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024
. 2024
No Uraian
Sasaran
1 | Pertumbuhan PDB (%, yoy) 5,3-5,7
2 | Tingkat Kemiskinan (%) 6,5-7,5
3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0-5,7
4 | Rasio gini 0,374-0,377
5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02
6 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
7 | Nilai Tukar Petani (NTP) 107-110
8 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-108

Sumber : Narasi Ranwal RKP Tahun 2024 (bappenas.go.id)

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan arahan Nasional dibidang ekonomi, dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam
menyusun RKP Nasional, begitu pula terhadap RKPD Provinsi dan Kabupaten.
Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan
program pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis
daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Secara umum gambaran tentang arah
kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten

Kapuas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kapuas
pada tahun 2024

RKP NASIONAL RKPD PROVINSI KALTENG RKPD KABUPATEN KAPUAS

Meningkatkan Kualitas SDM
yang berkompeten dan Berdaya

Pengurangan . .
Kemiskinan dan Saing da‘lam menghadapi MEA
Penghapusan Memaksimalkan Pembangunan

Proyek Strategis Daerah dan
Strategis Nasional di
Kalimantan Tengah

Mendorong Peningkatan UMKM

. di Kalimantan Tengah
Penguatan Daya Saing -
Usaha Mengembangkan Sektor Sosial

Budaya dan Pariwisata di
Kalimantan Tengah

Kemiskinan Ekstrem Optimalisasi Kawasan Food Estate

Melalui Pengembangan Komoditas
Unggulan Daerah;
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RKP NASIONAL

RKPD PROVINSI KALTENG

RKPD KABUPATEN KAPUAS

Terapan

Industri yang ada berbasis 4.0

. . Penurunan Prevalensi Stunting
. . Meningkatkan Kualitas . ;
Peningkatan Kualitas . 1 Dengan Meningkatkan Intervensi
- Pelayanan Pendidikan, . . o
Pelayanan Pendidikan . Spesifik Dan Intervensi Sensitif
Kesehatan dan Pekerjaan

dan Kesehatan Untuk Pencegahan Dan Penurunan

Penduduk .

Stunting;

Revitalisasi  Industri Meninekatkan Pembaneunan Mendorong Kawasan Industri
dan Penguatan Riset g su Batanjung Menjadi Pusat

Pertumbuhan Ekonomi Baru;

Pembangunan Rendah
Karbon dan Transisi
Energi

Memanfaatkan Sumber Daya
Alam  yang ada secara
Bijaksana dan Berkelanjutan

Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
dan Konektivitas

Dasar

Meningkatkan
Infrastruktur untuk
Mendukung Perkembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Jaringan

Meningkatkan Pelayanan
Infrastruktur  Dasar  Termasuk
Peningkatan Konektivitas Wilayah
Yang Aman, Tertib Dan Lancar.

Percepatan
Pembangunan
Kota Nusantara
Pelaksanaan
2024

Ibu

Pemilu

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kapuas selain

bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga
memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Povinsi.
Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan
Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan
ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kapuas. Faktor internal yang
diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan
fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan
keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas,
dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang
berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial
dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian

daerah.

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya
dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang
sudah diprediksikan, sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan
bagi program/kegiatan prioritas. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten
Kapuas dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan
kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran
kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan
untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dan lebih
memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor-

sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional yang ditunjukkan untuk

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 -3



mengalokasikan dengan suatu pendekatan money follow program yang pada akhirnya

dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

3.1.1 Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Kapuas

Indikator penting dalam menganalisis kemajuan pembangunan yang telah
dilaksanakan dalam suatu daerah yaitu dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi dari
tahun ke tahun yang merupakan suatu indikator ekonomi makro untuk menilai sejauh
mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Besarnya
laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari data PDRB atas harga konstan, pertumbuhan
positif menunjukan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya pertumbuhan

negatif menunjukan adanya penurunan kinerja perekonomian suatu daerah.

3.1.1.1 Struktur Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah
barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Perhitungan PDRB
dapat dilakukan dengan metode PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB merupakan gambaran tentang perkembangan
produksi riil dan dipengaruhi oleh perkembangan atau perubahan harga karena seluruh
agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK
penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Secara lebih rinci, PDRB Kabupaten Kapuas menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022

Kabupaten Kapuas (dalam milyar rupiah)

No. Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, 3.826,1 4.210,1 4.337,1 4792,0 5175,0
1. | Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan & 2.030,8 2.048,4 1.574,3 2347,5 5022,5
2 Penggalian
3. | Industri Pengolahan 1.766,5 1.922,7 2.167,8 2521,3 2952,3
Pengadaan Listrik 12,2 13,2 15,1 16,0 17,1
+ dan Gas
Pengadaan Air, 10,1 10,6 11,8 13,1 15,6
Pengelolaan
S Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
6. | Kontruksi 1.256,7 1.380,5 1.298,8 1483,5 1656,7
Perdagangan Besar 2.466,3 2.822,7 2.785,3 2876,5 3190,9
dan Eceran;
7. Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan 578,8 668,4 690,7 742,3 803,0
8. Pergudangan
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No. Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

Penyediaan 262,4 278,8 262,6 280,2 298,2
9. | Akomodasi dan
Makan Minum

10 Informasi dan 146,3 158,0 174,5 188,9 194,5
" | Komunikasi
11 Jasa Keuangan dan 551,1 610,4 656,0 702,7 806,6
" | Asuransi
12. | Real Estate 482,2 513,6 520,7 542.,4 553,8
13. | Jasa Perusahaan 4,3 4,8 4,5 4,8 5,2
Administrasi 556,9 621,3 642,8 696,9 732,9
Pemerintahan,

14. | Pertahanan dan
Jaminan Sosial

Wajib
15. | Jasa Pendidikan 796,3 880,2 913,2 926,1 985,0
16 Jasa Kesehatan dan 304,8 334,9 347,1 416,4 439,0
" | Kegiatan Sosial
Jumlah 12,002,9 | 15.177,6 | 16.618,4 16.542,9  18,695,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, 2023

Secara umum partumbuhan ekonomi Kapuas menunjukan kecenderungan positif
yang cukup signifikan. Tingkat perekonomian Kabupaten Kapuas sempat minus (-1,04 %)
di tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada tahun
2021 dimana laju pertumbuhan meningkat 4,71%. Dan pada tahun 2022 kembali
mengalami peningkatan sebesar 7,04 persen. Sektor yang mendominasi pertumbuhan
pada tahun 2022 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,69%, sektor
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 7,98% serta sektor
konstruksi 7,72%.
3.1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Ketidakseimbangan ekonomi global masih akan berlanjut di tahun 2024,
pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berada di angka 3,1%. Terdapat beberapa
downside risk yang perlu tetap diwaspadai dampaknya. Pertama, yaitu ketidakpastian
dari tensi geopolitik, baik perang antara Rusia dan Ukraina dan kembali memanasnya
perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kedua, kemampuan penanganan
penyebaran kasus covid-19 seperti vaksinasi. Negara maju dengan sumber daya besar
mampu mempercepat vaksinasi, berbeda dengan negara berkembang yang mengandalkan
impor. Negara berkembang tidak punya cukup banyak dana untuk melakukan stimulus
mendorong perekonomian.

Tantangan dari sisi perekonomian Kabupaten Kapuas adalah belum optimalnya
pengembangan ekonomi daerah yang mandiri berbasis potensi unggulan daerah. Tentu

aspek ekonomi tidak dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya harus ditunjang oleh
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kualitas SDM dan juga infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini ke depannya
pembangunan manusia dan peningkatan kualitas SDM akan berfokus kepada penurunan
angka stunting di Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Nasional tahun 2016, angka stunting
yaitu 26,1% sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka sebesar 39%
(Rakerkesnas 2018). Hasil Riskesdas Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) Kabupaten dengan
prevalensi stunting yang yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:
Kabupaten Barito Timur 54,84%, Kabupaten Kapuas 45,16%, dan Kabupaten
Kotawaringin Timur 36,88%.

Dari sisi peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah akan fokus untuk
mendorong percepatan pengoperasian Pelabuhan Batanjung yang akan memberikan
multiplier effect antara lain menekan harga barang kebutuhan masyarakat Kapuas, serta
mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kapuas dan secara khusus
mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Provinsi Kalimantan Tengah
dimana Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas
merupakan lokus utama dari proyek strategis ini.

Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan konektivitas di
Kabupaten Kapuas diharapkan dapat mendukung tujuan utama pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah yaitu “Terwujudnya Kawasan
sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah untuk
penguatan cadangan pangan nasional dan mendukung pengembangan Ibu Kota Negara”.
Kabupaten Kapuas berperan besar dalam melakukan pengintegrasian proses laju
pertanian dari hulu sampai dengan ke hilir sehingga tujuan yang akan dicapai diakhir

tahun 2024 adalah pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk
kawasan sentra produksi pangan yang berkelanjutan;

2. Meningkatnya produksi, indeks pertanaman dan produktivitas pangan melalui
pertanian presisi;

3. Terbangunnya sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan
pemasaran berbasis digital;

4. Terbangunnya korporasi petani yang mampu dan berdayaguna untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani;

S. Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung

keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan.

Isu strategis RKPD tahun 2024 yang mempengaruhi target dan indikator kinerja
pemerintah kabupaten kapuas :
1. Pelayanan infrastruktur masih terbatas dan belum merata
2. Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak

pada ketahanan pangan daerah
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3. Belum tercapainya target penurunan stunting

4. Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan
kemiskinan

5. Perlunya penguatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

7. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta

pembangunan yang inklusif

Dalam konteks Kabupaten Kapuas, peningkatan kualitas pertumbuhan paling tidak

memerlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Percepatan peningkatan infrastruktur jalan khususnya untuk menunjang
kelancaran transportasi dan angkutan barang/jasa ke wilayah-wilayah
Kecamatan dan Desa,

Mendorong peningkatan realisasi investasi swasta, dan kesempatan kerja,
Perluasan program-program pro rakyat,

Sesuai dengan permasalahan dan kondisi daerah,

a ke

Pengembangan pertanian secara konsisten (pertanian tanaman pangan,
perikanan, peternakan, perkebunan) berdasarkan potensi wilayah dan
sentra- sentra produksi yang sudah ditetapkan untuk menumbuhkan
ekonomi kerakyatan,

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan,
Pemberdayaan kecamatan dan desa sebagai pelaksana utama kegiatan
pembangunan,

Ketujuh hal diatas diharapkan saling sinergis antar kebijakan yang dilakukan
pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kebijakan
pemerintah Kabupaten Kapuas, Karena hal tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Kapuas saja akan tetapi memerlukan partisipasi semua
pemangku kepentingan terkait baik antar jenjang pemerintahan, dunia usaha dan

masyarakat,
3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target
pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi
merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan
daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan

pembangunan dan pembiayaan.
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3.2.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas secara umum mengalami
pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 1,47 persen. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang
tumbuh sebesar 16,16 persen atau memiliki capaian hingga 1,96 triliun pada
tahun tersebut. Sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2018
dimana capaian pendapatan daerah sebesar 1,69 triliun rupiah karena adanya

penurunan Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat.

2.000.000.000 16,16% 20,00%
1.950.000.000
1.900.000.000
1.850.000.000
1.800.000.000
1.750.000.000
1.700.000.000
1.650.000.000
1.600.000.000
1.550.000.000

15,00%
10,00%
5,00%
466 0 00%
-5,00%
-10,00%

-15,00%

2018 2019 2020 2021 2022

I Pendapatan  ==@==Pertumbuhan

Gambar 3.1 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Ribu Rupiah) Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2018-2022

Dari komposisi data realisasi Pendapatan Daerah, dapat diukur kemampuan
daerah dalam membiayai pembangunannya. Kabupaten Kapuas masih
mengandalkan Pendapatan Transfer dari pemerintah sebagai sumber utama
untuk mendanai pembangunannya dengan rata-rata pendanaan mencapai 90,04
persen di setiap tahunnya, sedangkan dari sumber Pendapatan Asli Daerah hanya
sekitar 7,55 persen, dan sisanya didanai dari sumber Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah sebesar 2,4 persen. Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten

Kapuas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

100% 2.000.000.000

80% 1.900.000.000

.466
60% 1.800.000.000
40% 1.700.000.000
20% 1.600.000.000
0% [8,09%! 1.500.000.000
2018 2019 2020 2021 2022
mmmm PENDAPATAN ASLI DAERAH mmmm PENDAPATAN TRANSFER
mmm LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan
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Gambar 3.2 Realisasi Proporsi dan Nilai Pendapatan (Ribu Rupiah) Kabupaten Kapuas Tahun
2018-2022

3.2.2 Belanja Daerah

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja
operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah
Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer
merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah

lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kapuas mengalami fluktuasi
capaiannya dengan pola menurun dan memiliki rata-rata penurunan sebesar 1,81
persen sejak tahun 2018. Nilai belanja terbesar terjadi pada tahun 2019 yang
mencapai 1,911 Milyar Rupiah dengan pertumbuhan mencapai 10,24% dari tahun

sebelumnya.
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1.550.000.000
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Gambar 3.3 Nilai dan Pertumbuhan Belanja Daerah (Ribu Rupiah) Kabupaten Kapuas Tahun
2018-2022

Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi yang terdiri dari
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja daerah didominasi oleh Belanja

Operasi dimana pada tahun 2022 mencapai proporsi 62,31 persen. Distribusi dan
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realisasi masing-masing jenis belanja pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat

dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3.4 Realisasi Proporsi dan Nilai Belanja Daerah (Ribu Rupiah) Kabupaten Kapuas
Tahun 2018-2022

Melihat proporsi penggunaan belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas periode
2018-2022 maka dapat diketahui bahwa 50 persen lebih anggaran dipergunakan
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya Belanja Operasi, terutama Belanja

Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien,
sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, Arah kebijakan
berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten
Kapuas dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,
Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas

(riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya,
3.3.1 Proyeksi Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan
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daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai
upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan
melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan
ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek
kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan
masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah
dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama

dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta

dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten
Kapuas, maka arah kebijakan Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2024

sebagai berikut :
3.3.1.1 Pendapatan Daerah Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkanpada
data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap
target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan
pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
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2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
memperhatikan  potensi  penerimaan Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi. sosial dan/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci
berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c) hasil kerja sama daerah;

d) jasa giro;

e) hasil pengelolaan dana bergulir;

f) pendapatan bunga;

g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k) pendapatan denda pajak daerah;

1) Pendapatan denda retribusi daerah;

m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n) pendapatan dari pengembalian;

o) pendapatan dari BLUD; dan 32

p) pendapatan lainnya sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundangundangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat
mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun
Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan
kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan

mengenai barang milik daerah.
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3.3.1.2 Pendapatan Pendapatan Transfer

daerah.

a.

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar

Transfer pemerintah pusat, terdiri dari :

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1)

DBH

(2)

(b)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi
dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan,
dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2024, dengan memperhatikan realisasi penerimaan
DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun
Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya
Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH
Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan
Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH
Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan
paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi
penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
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Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran
2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya
atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan
lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2024.

(c) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan,
penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dengan

memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2024 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
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DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) DAU

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU
Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Transfer Khusus
DAK Fisik dan Non Fisik

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi
resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan

melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama
antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau sebelum
informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK
langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian
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APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer antar daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada penganggaran
belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran
2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi

Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
3.3.1.3 Target Pendapatan Daerah

Dengan berdasarkan kepada asumsi ekonomi makro serta memperhatikan
kebijakan pendapatan di tahun 2024. maka total Pendapatan Daerah ditargetkan
sebesar Rpl1.642.203.747.900,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rpl121.273.537.900,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp
1.520.930.210.000,00. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 ini
hanya mencantumkan dana umum. Adapun dana dana yang penggunaannya
khusus seperti DAK dan Dana Desa tidak masuk dalam proyeksi. Perincian

pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 3.4

Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

No URAIAN Target (Rp)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.642.203.747.900
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 121.273.537.900
4.1.01 Pajak Daerah 36.388.372.500
4.1.02 Retribusi Daerah 6.044.300.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.800.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 71.040.865.400
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.520.930.210.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.436.130.210.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 84.800.000.000
JUMLAH PENDAPATAN | 1.642.203.747.900

Sumber : BPPRD,2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan mengacu pada kebijakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. disebutkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah terdiri dari Pajak Daerah. Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun
2024. PAD ditargetkan sebesar Rp121.273.537.900,00 terdiri dari Pajak
Daerah sebesar Rp36.388.372.500,00, Retribusi Daerah Sebesar Rp
6.044.300.000,00, HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang pisahkan sebesar
Rp 7.800.000.000 dan Lain — lain PAD yang sah sebesar Rp 71.040.865.400,00.

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Dalam kebijakan umum anggaran tahun 2024 Pendapatan transfer
pemerintah pusat di proyeksikan sebesar Rp1.436.130.210.000,00 terdiri
dari Dana Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp627.398.979.000,00
dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp808.731.231.000,00. Sedangkan dana
yang sifat penggunaannya khusus atau sudah ditentukan seperti DAK dan

Dana Desa tidak diproyeksikan dalam kebijakan umum anggran.

Proyeksi Pendapatn transfer pusat dapat digambarkan pada table

dibawah ini
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Tabel 3.5

Target Pendapatan Dari Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2024
No URAIAN Target (Rp)

A Dana Perimbangan 1.436.130.210.000
Dana Transfer Umum 1.436.130.210.000

a. Dana Bagi Hasil (DBH) 627.398.979.000

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 808.731.231.000

Dana Transfer Khusus 0

a. DAK Fisik 0

b. DAK Non Fisik 0

B Dana Desa 0
JUMLAH 1.436.130.210.000

Sumber : BPPRD,2023
Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah pada tahun anggran 2024
diproyeksikan sebesar Rp84.800.000.000,00 dengan rincian sebagaimana
table berikut:

Tabel 3.6
Target Pendapatan Dari Transfer Antar Daerah Tahun 2024

No URAIAN Target (Rp)
A Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi 84.800.000.000
Bagi Hasil PKB 7.500.000.000
Bagi Hasil BBNKB 7.260.000.000
Bagi Hasil PBBKB 55.000.000.000
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 40.000.000
Bagi Hasil Pajak Rokok 15.000.000.000
B Bantuan Keuangan 0
JUMLAH 84.800.000.000

Sumber : BPPRD,2023

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 11-18



3.3.1.4

Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2024

dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

4)
o)

6)

9)

10)

11)

Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan
regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur
pelayanan;

Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan
Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan
teknologi terkini.

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.

Perbaikan database pajak dan retribusi daerah

Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara
professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan
Daerah yang memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif
masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan
retribusi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam
rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan
prima.

Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh
pasal 21 dan PPh badan dengan melakukan rekonsilisasi dengan KPP Pratama
maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak
penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pembayaran pajak;

Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam
sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan
Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara;

Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam

Negeri,

Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk

obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi;

3.3.2 Proyeksi Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024

Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kabupaten setiap tahunnya

dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
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kewenangan kabupaten baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung

dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;

2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja
modal aset tetap lainnya,;

Belanja Tak Terduga; dan
Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan
keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. belanja daerah

digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan belanja daerah pada

Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 yang
tercantum dalam RKPD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Tahun
2024-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target pencapaian prioritas

pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan daerah.

2. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPD Tahun
2024-2026 dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak
langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyrakat serta penyelesaian

permasalahan perkotaan yang ada.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran.

4. Belanja daerah diarahkan agar lebih fokus terhadapkegiatan yang berorientasi
produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

S. Dana DAK yang telah disalurkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Kabupaten Kapuas dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan
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dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai
berikut:

v Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menambah
volume /target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama
dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai
prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran

sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2023.

v Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan
yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan

menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.

Tabel 3.7
Rencana Belanja Daerah
Tahun 2024
KODE URAIAN RKPD 2024
JUMLAH (Rp)
1 2 3

5 BELANJA DAERAH
5,1 BELANJA OPERASI Rp 1.297.546.120.170,00
5.1.01 | Belanja Pegawai Rp 834.832.103.184,00
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa Rp 358.811.852.972,00
5.1.03 | Belanja Bunga Rp 4.850.000.000,00
5.1.05 | Belanja Hibah Rp 98.967.558.644,00
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial Rp 84.605.370,00
5,2 BELANJA MODAL Rp 128.250.474.437,00
5.2.01 | Belanja Modal Tanah Rp -
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 40.496.935.922,00
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 28.331.043.013,00
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 58.555.610.502,00
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 285.635.000,00
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya Rp 581.250.000,00
5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp 60.000.000.000,00
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga Rp 60.000.000.000,00
5,4 BELANJA TRANSFER Rp 149.631.200.000,00
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil Rp 4.386.200.000,00
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan Rp 145.245.000.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.635.427.794.607,00

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas, TA 2024

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 -21



3.3.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan anggaran belanja untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,
Belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan untuk belanja operasi di tahun 2022

diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2024 belanja gaji PNSD disusun
dengan mengantisipasi accress dan kenaikan gaji pokok / tunjangantunjangan serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. disamping itu juga penganggaran
belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD serta PPPK sesuai
formasi pegawai yang ada di tahun 2024. Selain itu pada komponen gaji
memperhitungkan juga JKK dan JKN bagi Aparatur Sipil Negara;

2. Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang hak
keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;

3. Anggaran untuk Tunjangan Penghasilan di tahun 2024 direncanakan dengan
berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. TPP ini diberikan kepada PNS dengan
memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah
satu komponen penunjang sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya dengan mempedomani Peraturan Pemerintah nomor
69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah.

S. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran.
Pelaksanaan dan Penatausahaan. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2024
dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Selanjutnya. penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan. Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan. Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

3.3.2.2 Belanja Modal

Anggaran belanja modal yang difokuskan untuk membangun dan meningkatkan
infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, sanitasi, persampahan serta
membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, juga untuk
membangun infrastruktur pendukung perekonomian dan membuka akses saluran

distribusi seperti pasar, infrastruktur pertanian dan perikanan,
Belanja modal terdiri atas:

1) Belanja Modal Tanah

2) Belanja modal peralatan dan mesin

3) Belanja modal gedung dan bangunan

4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
5) Belanja modal aset tetap lainnya

6) Belanja Modal Aset Lainnya

3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja
tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun

Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
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diprediksi sebelumnya. di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. serta amanat

peraturan perundang-undangan.

3.3.2.4 Selisih Pendapatan dan Belanja

Di bawah ini merupakan rincian selisih pendapatan dan belanja daerah pada

Tahun 2024 sebagai berikut:
Tabel 3.8

Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah Pada APBD Kabupaten Kapuas Tahun 2024

No URAIAN JUMLAH (Rp)
1 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.642.203.747.900
2 JUMLAH BELANJA DAERAH 1.635.427.794.607
SURPLUS/DEFISIT 6.775.953.293

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id, kabupaten kapuas, Tahun 2024
3.3.3 Proyeksi Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
muncul dalam struktur kerangka pendanaan APBD sebagai akibat penerapan
surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut
sebagai penerimaan pembiayaan. sedang pembiayaan yang dilakukan untuk
memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan
anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit
anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2024 adalah sebesar
Rp1.642.203.747.900,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.635.427.794.607,00.

3.3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan akan
berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA). SiLPA di tahun anggaran
2023 diperkirakan sebesar Rp39.024.046.707,00 Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran
2024 didasarkan pada:

* Penghitungan SiLPA mengikat. yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan

peruntukkannya di tahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
* Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2023;

* Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun

anggaran 2023.
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3.3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga
terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran
2024, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp45.800.000.000,00 yang
dipergunakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp16.200.000.000,00 dan
Pemberian  Pinjaman  Daerah-Dana  Bergulir kepada  Masyarakat sebesar
Rp29.600.000.000,00. Berikut adalah rinciannya:

3.9

Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

No URAIAN JUMLAH (Rp)

6.1 Penerimaan Pembiayaan 39.024.046.707
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 39.024.046.707

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 45.800.000.000

6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 16.200.000.000

6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 29.600.000.000
Pembiayaan Netto (6.775.953.293)
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 telah dirumuskan sesuai dengan berbagai

permasalahan, isu nasional dan daerah terkini; serta tetap berpedoman pada RPJPD

Kabupaten Kapuas dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu

strategis, dan prioritas pembangunan daerah.

A. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kapuas

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024 adalah

“terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas yang sejahtera, agribisnis, dan

agroindustri yang maju berbasis kemasyarakatan dan keberlanjutan”. Untuk

mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kapuas tahun

2005-2024 tersebut, pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-

sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun

mendatang sesuai misi daerah Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya tercipta produktivitas
penduduk yang tinggi.

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sistem agribisnis dan agroindustri
supaya terwujud sektor-sektor ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana
agar supaya terwujud pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan pembangunan sosial budaya agar supaya terwujud masyarakat
Kabupaten Kapuas yang bermoral, beretika dan berbudaya saing tinggi.

5. Mendorong pembangunan bidang hukum agar supaya tercipta penegakan hukum,
keamanan dan ketertiban yang berkualitas sehingga tercipta Kabupaten Kapuas
yang aman, damai dan bersatu.

6. Meningkatkan pembangunan bidang fisik prasarana agar supaya terbuka isolasi
daerah pesisir, pedalaman, sehingga terwujud kelancaran arus barang dan manusia
dari dan ke Kabupaten Kapuas secara merata.

7. Revitalisasi pelaksanaan otonomi daerah agar supaya terwujud kemandirian

pelaksanaan pemerintahan umum di daerah dalam kerangka NKRI.

B. Perumusan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kapuas
Selanjutnya, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 disusun untuk menangani Isu-isu utama di
Kabupaten Kapuas meliputi:
1. Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas dan belum merata.
Keterbatasan dan pemerataan pelayanan sarana prasarana umum di Kabupaten

Kapuas menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kapuas Tahun 2024-
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2026. Selain memeratakan pengembangan dan kualitas layanan di seluruh wilayah
Kabupaten Kapuas, pengembangan sarana prasarana umum untuk kebutuhan
khusus juga menjadi sorotan yang perlu diperhatikan seperti pengembangan
infrastruktur di kawasan industri dan pelabuhan Batanjung serta akses menuju
IKN. Oleh karena itu, isu-isu yang termasuk di dalam pelayanan sarana dan
prasarana di Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) tahun mendatang meliputi isu
belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah; belum terealisasinya
pembangunan akses menuju kawasan industri dan Pelabuhan Batanjung; belum
adanya pembangunan infrastruktur penunjang akses menuju Ibu Kota Negara;
belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan;
belum meratanya fasilitas permukiman layak huni; dan kurang tersedianya
fasilitas umum inklusif yang ramah dan mudah digunakan/diakses oleh berbagai
kalangan; serta belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat di Kabupaten Kapuas.

2. Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang
berdampak pada ketahanan pangan daerah.
Ancaman ketahanan pangan global telah memberi dampak pada ketahanan
pangan daerah sehingga penting untuk setiap daerah mengantisipasi isu tersebut,
tidak terkecuali Kabupaten Kapuas. Isu-isu yang menjadi fokus dalam ketahanan
pangan daerah mencakup isu belum optimalnya pengembangan komoditas
unggulan pertanian daerah; belum optimalnya pengelolaan sektor Perikanan
Tangkap dan Perikanan Budidaya; dan perlunya pemanfaatan potensi Sumber
Daya Alam daerah untuk menguatkan daya saing ekonomi daerah. Isu mengenai
ketahanan pangan ini menjadi prioritas kedua dalam Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

3. Belum tercapainya target penurunan stunting.
Isu yang tak kalah penting di Kabupaten Kapuas adalah stunting. Isu ini masih
menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena masih perlunya penurunan
angka stunting. Yang termasuk dalam isu penurunan stunting ialah belum
optimalnya pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang terintegrasi dan
menjangkau seluruh daerah Kapuas; belum meratanya kualitas dan cakupan
pelayanan air bersih di seluruh daerah Kapuas; serta kurangnya sosialisasi dan
edukasi mengenai stunting dan kesehatan lingkungan. Isu terkait stunting ini
menjadi prioritas ketiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Kapuas Tahun 2024-2026.

4. Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan
pengentasan kemiskinan
Pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 menjadi isu nasional yang
dihadapi oleh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kapuas. Selain
itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi isu yang tidak kalah penting dalam
pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Isu-isu yang berkaitan dengan

pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kapuas meliputi
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belum optimalnya potensi pertumbuhan ekonomi dari pengembangan destinasi
pariwisata; belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif; belum
optimalnya penanaman modal daerah; serta -minimnya percepatan
penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

5. Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
Penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam
pembangunan suatu daerah tidak kalah penting. Tata ruang yang baik dan
berpihak pada lingkungan hidup menjelaskan citra kota yang berkualitas baik. Isu
menurunnya kualitas lingkungan hidup; belum optimalnya penanganan bencana;
serta belum optimalnya tata ruang menjadi fokus yang diangkat dalam RPD
Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Selain, tata ruang dan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan juga
membentuk citra daerah. Daerah harus memiliki good governance agar
pemerintahan pro rakyat dapat diwujudkan. Di Kabupaten Kapuas, isu mengenai
belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya pelayanan
publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT; dan dibutuhkannya percepatan
pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju menjadi fokus dalam tata kelola
pemerintahan daerah.

7. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta
pembangunan yang inklusif
Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam RPD Kabupaten Kapuas Tahun
2024-2026 adalah Sumber Daya Manusia dan pembangunan yang inklusif.
Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat perlu dilakukan untuk
pembangunan suatu daerah. Selain itu, pembangunan yang inklusif untuk
memenuhi kebutuhan semua kalangan juga perlu dilakukan. Isu yang termasuk
dalam Sumber Daya Manusia dan pembangunan inklusif di Kabupaten Kapuas
meliputi belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; belum adanya
upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda; belum optimalnya
perlindungan terhadap perempuan dan anak; belum optimalnya implementasi
pengarusutamaan kesetaraan gender; serta belum optimalnya penerapan
inklusivitas penyandang disabilitas.

Isu-isu utama dan sub isu tersebut di atas dikoordinasikan bersama Pemerintah
Daerah yang kemudian menghasilkan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. Isu
dan sub isu tersebut dikelompokan ke dalam masing-masing tujuan pembangunan dan
dilanjutkan pada sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target
penurunan stunting. Tujuan ini merupakan fokus pembangunan 2 (dua) isu utama
yaitu (1) Belum tercapainya target penurunan stunting dan (2) Meningkatnya ancaman

ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak pada ketahanan pangan
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daerah. Indikator untuk tujuan ini meliputi Indeks Ketahanan Pangan dan Persentase

Penurunan Prevalensi Stunting. Tujuan ini akan dicapai dengan sasaran sebagai

berikut.

Sasaran:

1. Optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah, dengan indikator
LPE Sektor Pertanian.

2. Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dengan
indikator LPE Sektor Perikanan (%).

3. Meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat, dengan indikator Angka
Ketersediaan Energi dan Angka Ketersediaan Protein.

4. Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi; Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan; Persentase
remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; Persentase anak usia 6-
23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI); Persentase
anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata
laksana gizi buruk; Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan perkembangannya; Persentase anak berusia di bawah
lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan Persentase
anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar
lengkap.

5. Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial
pangan; Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau
Open Defecation Free (ODF); Persentase kehamilan yang tidak diinginkan; Persentase
pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan; Cakupan calon Pasangan Usia
Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari
pelayanan nikah; Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh
pendampingan; Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak
di kabupaten/kota lokasi prioritas; Persentase rumah tangga yang mendapatkan
akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten kota lokasi prioritas;
Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di
lokasi prioritas; Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
Nasional; serta Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai

bersyarat.

Tujuan 2: Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19,
pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batanjung. Tujuan
ini merupakan fokus dari isu utama Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca

pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. Indikator tujuan ini meliputi Laju
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Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran

sebagai berikut.

Sasaran:

1. Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi
pariwisata, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dan Jumlah
Kunjungan Wisata.

2. Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, dengan indikator LPE
Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

3. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah, dengan indikator Persentase
Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman Modal.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya
Kawasan Industri Batanjung, dengan indikator LPE Industri Pengolahan.

5. Meningkatnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat
Pandemi Covid-19, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; Angka

Pengeluaran per Kapita/ Tahun; dan Angka Kemiskinan.

Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana. Tujuan ini merupakan fokus
dari 2 (dua) isu utama yaitu (1) Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas
dan belum merata dan (2) Perlunya penguatan tata ruang dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup. Indikator tujuan ini mencakup Indeks Konektivitas Wilayah; Indeks

Tingkat Kepuasan Layanan Infrastruktur; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan

Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemerataan konektivitas antar wilayah, dengan indikator Persentase
panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.

2. Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib,
dan lancar (berkeselamatan), dengan indikator Rasio wilayah yang terjangkau
transportasi dan Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas.

3. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang
menjangkau seluruh wilayah, dengan indikator Persentase pengelolaan sumber daya
air dalam kondisi baik; Persentase penanganan sampah perkotaan; Persentase
Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak; Persentase rumah tangga yang memiliki akses
air minum layak; dan Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik.

4. Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni, dengan indikator Persentase
rumah layak huni dan Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan.

S. Meningkatnya akses fasilitas kesehatan, dengan indikator Indeks Kepuasan
Pelayanan Kesehatan.

6. Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator -
Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; dan Indeks Tutupan Lahan.

7. Optimalnya penanganan bencana, dengan indikator Persentase penanganan

bencana.
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Tujuan 4: Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan.

Tujuan ini adalah fokus dari 2 (dua) isu utama yaitu (1) Perlunya penguatan tata ruang

dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (2) Belum optimalnya tata kelola

pemerintahan. Indikator tujuan ini meliputi Persentase pemanfaatan lahan yang
berizin; Indeks reformasi birokrasi; dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, dengan indikator Persentase ketaatan
pemanfaatan ruang (terhadap RTRW) dan Persentase jumlah bangunan gedung
sesuai aturan penataan ruang.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis
IT, dengan indikator Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
SAKIP; Indeks Desa Membangun; dan Indeks Pelayanan Publik.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia,
serta pembangunan yang inklusif. Tujuan ini adalah fokus dari isu utama Masih
rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang
inklusif. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks
Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks Kesalehan. Tujuan ini akan dicapai melalui
sasaran sebagai berikut.

Sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dengan indikator Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja.

2. Meningkatnya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda, dengan
indikator Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat daerah,
nasional, dan internasional.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka
Harapan Hidup.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, dengan indikator Rata-rata Lama
Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

6. Meningkatnya kohesi masyarakat, dengan indikator Jumlah konflik masyarakat
yang terjadi; Indeks Kriminalitas; dan Persentase peningkatan penegakan

peraturan daerah.

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 IV-6



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun

2024-2026
INDIKATOR
NO TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 Terwujudnya | Indeks Optimalnya LPE sektor pertanian
ketahanan Ketahanan pengembangan
pangan Pangan Produksi komoditas
daerah dan unggulan pertanian
tercapainya daerah
target Optimalnya LPE Sektor Perikanan
penurunan pengelolaan sektor (%)
stunting Perikanan Tangkap
dan Perikanan
Budidaya
Meningkatkan Angka Ketersediaan
Ketahanan pangan Energi
Masyarakat Angka Ketersediaan
Protein
Persentase Meningkatnya Persentase ibu hamil
penurunan intervensi spesifik Kurang Energi Kronik
prevalensi untuk pencegahan (KEK) yang
Stunting dan penurunan mendapatkan tambahan

stunting

asupan gizi

Persentase ibu hamil
yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet
selama masa kehamilan

Persentase remaja putri
yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah
(TTD)

Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat Air Susu Ibu
(AS]) eksklusif

Persentase anak usia 6-
23 bulan yang mendapat
Makanan Pendamping
Air Susu Ibu (MP-ASI)

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) gizi buruk yang
mendapat pelayanan
tata laksana gizi buruk

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) yang dipantau
pertumbuhan dan
perkembangannya.

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) gizi kurang yang
mendapat tambahan
asupan gizi.

Persentase anak berusia
di bawah lima tahun
(balita) yang
memperoleh imunisasi
dasar lengkap

Meningkatnya
intervensi sensitif
untuk pencegahan
dan penurunan
stunting

Jumlah keluarga miskin
dan rentan yang
menerima bantuan
sosial pangan

Cakupan Penerima
Bantuan Iuran (PBI)

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

V-7



NO

TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Jaminan Kesehatan
Nasional

Jumlah keluarga miskin
dan rentan yang
memperoleh bantuan
tunai bersyarat.

Cakupan keluarga
berisiko stunting yang
memperoleh
pendampingan

Persentase
desa/kelurahan stop
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
atau Open Defecation
Free (ODF).

Persentase kehamilan
yang tidak diinginkan

Persentase pelayanan
Keluarga Berencana (KB)
pasca persalinan

Cakupan calon
Pasangan Usia Subur
(PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan
sebagai bagian dari
pelayanan nikah

Persentase rumah
tangga yang
mendapatkan akses air
minum layak di
kabupaten/kota lokasi
prioritas

Persentase rumah
tangga yang
mendapatkan akses
sanitasi (air limbah
domestik) layak di
kabupaten kota lokasi
prioritas.

Persentase target
sasaran yang memiliki
pemahaman yang baik
tentang stunting di
lokasi prioritas

Tercapainya
pemulihan
ekonomi
daerah pasca
pandemi
Covid-19,
pengentasan
kemiskinan,
dan
terealisasinya
Kawasan
Industri
Batanjung

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

Mengoptimalkan
potensi
pertumbuhan
ekonomi dan
pengembangan
destinasi pariwisata

Pertumbuhan PDRB
sektor pariwisata

Jumlah Kunjungan
Wisata

Mengoptimalkan
pengembangan
UMKM dan ekonomi
kreatif

LPE sektor perdagangan
terhadap PDRB

Meningkatnya Nilai
Penanaman Modal
Daerah

Persentase peningkatan
realisasi nilai
penanaman modal

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor industri &
terealisasinya
Kawasan Industri
Batanjung

LPE Industri Pengolahan
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INDIKATOR

NO TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Indeks Gini Meningkatnya Tingkat Pengangguran
percepatan Terbuka
penanggulangan Angka Pengeluaran Per
Kemiskinan dan kapita / Tahun
Pengangguran Angka kemiskinan
akibat Pandemi
Covid-19
3 Terwujudnya | Indeks Meningkatnya Persentase panjang jalan
pelayanan Konektivitas pemerataan dan jembatan dalam
infrastruktur | Wilayah konektivitas antar kondisi mantap
dasar, wilayah
peningkatan Meningkatnya Rasio wilayah yang
kualitas pemerataan sarana terjangkau transportasi
lingkungan dan prasarana Persentase angka
hidup, dan transportasi yang penurunan kecelakaan
pengurangan aman, tertib, dan lalu lintas
risiko lancar
bencana (berkeselamatan)
Indeks Mengoptimalkan Persentase pengelolaan
Tingkat pembangunan dan sumber daya air dalam
Kepuasan pengelolaan kondisi baik
Layanan infrastruktur Persentase penanganan
Infrastruktur | berkelanjutan yang sampah perkotaan
menjangkau seluruh | Persentase Rumah
wilayah Tangga Akses Sanitasi
Layak
Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses air minum layak
Persentase Panjang
Saluran Drainase Dalam
Kondisi Baik
Mengembangkan Persentase rumah layak
fasilitas huni
permukiman layak Persentase penurunan
huni luas kawasan kumuh
perkotaan
Meningkatnya akses | Indeks Kepuasan
fasilitas kesehatan Pelayanan Kesehatan
Indeks Menurunnya - Indeks Kualitas Air
Kualitas pencemaran dan - Indeks Kualitas Udara
Lingkungan perusakan - Indeks Tutupan Lahan
Hidup lingkungan hidup
Indeks Risiko | Optimalnya Persentase penanganan
Bencana penanganan bencana
bencana
4 Terwujudnya | Persentase Meningkatnya Persentase ketaatan
penguatan pemanfaatan | kualitas penataan pemanfaatan ruang
tata ruang lahan yang ruang (terhadap RTRW)
dan tata berizin Persentase jumlah
kelola bangunan gedung
pemerintahan sesuai aturan penataan
ruang
Indeks Meningkatnya Indeks SPBE (Sistem
reformasi kualitas pelayanan Pemerintahan Berbasis
birokrasi publik dan Elektronik)
administrasi SAKIP
pemerintahan Indeks Desa
berbasis IT Membangun
Indeks Pelayanan Publik
Opini BPK Meningkatnya Indeks Pengelolaan
terhadap kualitas pengelolaan | Keuangan Daerah (IPKD)
Laporan keuangan daerah
Keuangan
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INDIKATOR
NO TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Pemerintah
Daerah
) Terwujudnya | Indeks Meningkatnya Tingkat Partisipasi
peningkatan Pembangunan | pendidikan dan Angkatan Kerja
kualitas dan Manusia (IPM) | pelatihan tenaga
kapasitas kerja
Sumber Daya Meningkatnya Persentase peningkatan
Manusia, upaya penunjang jumlah pemuda
serta pengembangan pola | berprestasi di tingkat
pembanguna pikir pemuda daerah, nasional, dan
n yang internasional
inklusif Meningkatnya Angka Harapan Hidup
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah
kualitas pelayanan Harapan Lama Sekolah
pendidikan
Indeks Meningkatnya Indeks Pemberdayaan
Pembangunan | perlindungan Gender (IDG)
Gender (IPG) terhadap
perempuan dan
anak
Indeks Meningkatnya Jumlah konflik
Kesalehan kohesi masyarakat masyarakat yang terjadi
Indeks Kriminalitas
Persentase penegakan
peraturan daerah

Sumber: RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Keselarasan RPD dengan RPJPD Kabupaten Kapuas, RPJPD Kalimantan Tengah
dan RPJMN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun
2023-2026 juga mengacu pada dokumen RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJMD
Kabupaten. Berikut adalah keselarasan antara RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023-
2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.
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Tabel 4.2 Keselarasan Dokumen RPD dengan RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

TUJUAN

Berdasarkan arahan Presiden, maka

berikut adalah arahan pembangunan:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

2. Membangun SDM pekerja keras yang
dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi didukung dengan kerjasama
industri dan talenta global.

3. Pembangunan Infrastruktur.

4. Melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke
kawasan wisata, mendongkrak
lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai
tambah perekonomian rakyat.

5. Penyederhanaan Regulasi.

6. Menyederhanakan segala bentuk
regulasi dengan pendekatan Omnibus
Law, terutama menerbitkan 2 undang-
undang. Pertama, UU Cipta Lapangan
Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan
UMKM.

7. Penyederhanaan Birokrasi.

8. Memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja,
memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan
eselonisasi.

9. Transformasi Ekonomi.
10.Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern

yang mempunyai nilai tambah tinggi

1.Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Dengan Mendorong
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Serta Pemerataan Pembangunan
Melalui Konektivitas antar
wilayah

2.Mewujudkan Pembangunan
Berwawasan Lingkungan

3.Meningkatkan Tingkat
Kondusifitas Daerah melalui
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
dan pengurangan Kemiskinan
Masyarakat

4.Mewujudkan Peningkatan
Ketahanan Daerah Terhadap
Resiko Ancaman Bencana dan
Budaya serta Kerentanan Pangan

5.Meningkatkan Sistem
Pemerintahan dan Kualitas
Layanan Birokrasi Yang Inovatif
dan Responsif

6.Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)

7.Meningkatkan Nilai-Nilai Agama
Dalam Kehidupan Sosial Budaya
Bermasyarakat

8.Meningkatkan Kesetaraan
Gender.

1. Meningkatkan kualitas
infrastruktur dasar
pembangunan

2. Meningkatkan kualitas dan
kapasitas kehidupan sumber
daya manusia

3. Meningkatkan kemandirian
ekonomi daerah berbasis
komoditas unggulan

4. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

5. Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup

6. Meningkatkan ketentraman dan
kenyamanan masyarakat

7. Mewujudkan pemerintahan yang
bersih, akuntabel dan melayani
masyarakat

1. Terwujudnya ketahanan pangan daerah
dan tercapainya target penurunan
stunting

2. Tercapainya pemulihan ekonomi
daerah pasca pandemi Covid-19,
pengentasan kemiskinan, dan
terealisasinya Kawasan Industri
Batanjung

3. Terwujudnya pelayanan infrastruktur
dasar, peningkatan kualitas lingkungan
hidup, dan pengurangan risiko bencana

4. Terwujudnya penguatan tata ruang dan
tata kelola pemerintahan

5. Terwujudnya peningkatan kualitas dan
kapasitas Sumber Daya Manusia, serta
pembangunan yang inklusif
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

SA

SARAN

Tujuh agenda pembangunan pada RPJMN
tahun 2020-2024 meliputi:

1. Agenda 1: Memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan.

2. Agenda 2: Mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan.

3. Agenda 3: Meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya
saing.

4. Agenda 4: Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan.

5. Agenda 5: Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Agenda 6: Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim.

7.Agenda 7: Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Tujuan 1: Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Mendorong Pengembangan
Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan
Pembangunan Melalui Konektivitas
antar wilayah
Sasaran:
1. Meningkatnya Ketercukupan
Energi
2. Meningkatnya Konektivitas
Wilayah
3. Meningkatnya Luas Kawasan
Hutan Yang Dikelola
Masyarakat
4. Meningkatnya Pertumbuhan
Sektor Potensial dan Industri
Kreatif Dengan Mendorong
Masuknya Investasi Daerah

Tujuan 2: Mewujudkan
Pembangunan Berwawasan
Lingkungan

Sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan
Sektor Potensial dan Industri
Kreatif Dengan Mendorong
Masuknya Investasi Daerah

Tujuan 3: Meningkatkan Tingkat
Kondusifitas Daerah melalui
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas

infrastruktur dasar pembangunan.

Sasaran:

1.Meningkatnya konektivitas antar
wilayah, dengan indikator
sasaran indeks konektivitas
wilayah dan persentase desa yang
terhubung dengan jaringan
telekomunikasi; dan

2.Meningkatnya kualitas
permukiman, dengan indikator
sasaran persentase rumah tangga
yang memiliki akses air minum
layak, persentase rumah layak
huni, persentase penanganan
sampah perkotaan, persentase
penurunan luas kawasan kumuh
perkotaan, dan rasio elektrifikasi.

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas

dan kapasitas kehidupan sumber

daya manusia.

Sasaran:

1.Meningkatnya kualitas dan
pemerataan pendidikan
masyarakat, dengan indikator
sasaran rata-rata lama sekolah
dan harapan lama sekolah;

2.Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan, dengan
indikator sasaran indeks
pembangunan gender;

Tujuan 1: Terwujudnya ketahanan pangan
daerah dan tercapainya target penurunan
stunting. Indikator untuk tujuan ini meliputi
Indeks Ketahanan Pangan dan Persentase
Penurunan Prevalensi Stunting.

Sasaran:

1. Optimalnya pengembangan komoditas
unggulan pertanian daerah, dengan
indikator LPE Sektor Pertanian.

2. Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan
Tangkap dan Perikanan Budidaya, dengan
indikator LPE Sektor Perikanan (%).

3. Meningkatkan Ketahanan pangan
Masyarakat, dengan indikator Angka
Ketersediaan Energi dan Angka
Ketersediaan Protein.

4. Meningkatnya intervensi spesifik untuk

pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Persentase ibu hamil
Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi;
Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90
tablet selama masa kehamilan; Persentase
remaja putri yang mengkonsumsi Tablet
Tambah Darah (TTD); Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif; Persentase anak usia
6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
Persentase anak berusia di bawah lima
tahun (balita) gizi buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana gizi buruk;

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

[V-12




RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

pengurangan Kemiskinan
Masyarakat
Sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan
Sektor Potensial dan Industri
Kreatif Dengan Mendorong
Masuknya Investasi Daerah

2. Meningkatnya Kemandirian
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Menurunnya Kemiskinan Di
Pedesaan dan Perkotaan

4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
Perumahan, Air Minum dan
Sanitasi

Tujuan 4: Mewujudkan
Peningkatan Ketahanan Daerah
Terhadap Resiko Ancaman
Bencana dan Budaya serta
Kerentanan Pangan

Sasaran:

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar
Perumahan, Air Minum dan
Sanitasi

Tujuan 5: Meningkatkan Sistem
Pemerintahan dan Kualitas
Layanan Birokrasi Yang Inovatif
dan Responsif

Sasaran:

1.Meningkatnya Kualitas dan
Inovasi Pelayanan Masyarakat

2.Meningkatnya Kualitas dan
Inovasi Pelayanan Masyarakat

3.Meningkatnya peran pemuda
dalam pembangunan, dengan
indikator sasaran persentase
peningkatan jumlah pemuda
berprestasi;

4.Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, dengan indikator
angka harapan hidup; dan

S.Menurunnya prevalensi stunting,
dengan indikator persentase
angka stunting.

Tujuan 3: Meningkatkan
kemandirian ekonomi daerah
berbasis komoditas unggulan.
Sasaran:
1.Meningkatnya kontribusi sektor
Unggulan daerah, dengan
indikator sasaran LPE sektor
pertanian, perikanan dan
kehutanan, LPE sektor industri
pengolahan, serta LPE sektor
perdagangan terhadap PDRB;
2.Meningkatnya penanaman modal
di Kabupaten Kapuas, dengan
indikator persentase peningkatan
realisasi investasi; dan
3.Meningkatnya pertumbuhan
kepariwisataan daerah, dengan
indikator jumlah kunjungan
wisata.

Tujuan 4: Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

1.Meningkatnya daya beli
masyarakat, dengan indikator
angka pengeluaran per
kapita/tahun;

Persentase anak berusia di bawah lima
tahun (balita) yang dipantau
pertumbuhan dan perkembangannya;
Persentase anak berusia di bawah lima
tahun (balita) gizi kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi; dan Persentase
anak berusia di bawah lima tahun (balita)
yang memperoleh imunisasi dasar
lengkap.

5. Meningkatnya intervensi sensitif untuk

pencegahan dan penurunan stunting,
dengan indikator Jumlah keluarga miskin
dan rentan yang menerima bantuan sosial
pangan; Persentase desa/kelurahan stop
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
atau Open Defecation Free (ODF);

Persentase = kehamilan yang  tidak
diinginkan; Persentase pelayanan
Keluarga Berencana (KB) pasca

persalinan; Cakupan calon Pasangan Usia
Subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian
dari pelayanan nikah; Cakupan keluarga
berisiko  stunting yang memperoleh
pendampingan; Persentase rumah tangga
yang mendapatkan akses air minum layak
di kabupaten/kota lokasi prioritas;
Persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak di kabupaten kota lokasi
prioritas; Persentase target sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik tentang
stunting di lokasi prioritas; Cakupan
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan Nasional; serta Jumlah
keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat.
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM)
Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas
Pendidikan, Kesehatan dan
Ketenagakerjaan.

Tujuan 7: Meningkatkan Nilai-Nilai
Agama Dalam Kehidupan Sosial
Budaya Bermasyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas
Pendidikan, Kesehatan dan
Ketenagakerjaan

2. Meningkatnya Pembangunan
Kebudayaan

Tujuan 8: Meningkatkan
Kesetaraan Gender.
Sasaran:
1. Meningkatnya pemberdayaan
perempuan

2.Meningkatnya daya saing
angkatan kerja, dengan indikator
tingkat partisipasi angkatan
kerja;

3.Meningkatnya ketahanan pangan
masyarakat, dengan indikator
skor PPH ketersediaan dan skor
PPH konsumsi; dan

4.Meningkatnya ketahanan
ekonomi, ekologi dan sosial desa,
dengan indikator indeks desa
membangun.

Tujuan 5: Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup.

Sasaran:

1.Menurunnya pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup,
dengan indikator indeks kualitas
air, indeks kualitas udara,
tutupan lahan dan skor penilaian
adipura;

2.Meningkatnya kualitas penataan
ruang, dengan indikator
persentase pemanfaatan lahan
sesuai dengan rencana tata
ruang; dan

3.Meningkatnya ketangguhan
bencana daerah, dengan
indikator indeks risiko bencana

Tujuan 6: Meningkatkan

ketentraman dan kenyamanan

masyarakat.

Sasaran:

1.Meningkatnya ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat,

Tujuan 2: Tercapainya pemulihan ekonomi
daerah pasca pandemi Covid-19,
pengentasan kemiskinan, dan
terealisasinya Kawasan Industri Batanjung.
Indikator  tujuan ini  meliputi  Laju
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini.
Sasaran:

1. Mengoptimalkan potensi pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan destinasi
pariwisata, dengan indikator
Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dan
Jumlah Kunjungan Wisata.

2. Mengoptimalkan pengembangan UMKM
dan ekonomi kreatif, dengan indikator LPE
Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

3. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal
Daerah, dengan indikator Persentase
Peningkatan Realisasi Nilai Penanaman
Modal.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
melalui sektor industri & terealisasinya
Kawasan Industri Batanjung, dengan
indikator LPE Industri Pengolahan.

5. Meningkatnya percepatan
penanggulangan Kemiskinan dan
Pengangguran akibat Pandemi Covid-19,
dengan indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka; Angka Pengeluaran per Kapita/
Tahun; dan Angka Kemiskinan.

Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan
infrastruktur dasar, peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan pengurangan risiko
bencana. Indikator tujuan ini mencakup
Indeks Konektivitas Wilayah; Indeks Tingkat
Kepuasan Layanan Infrastruktur; Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup; dan Indeks Risiko
Bencana.

Sasaran:
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

dengan indikator angka
pelanggaran perda; dan

2.Meningkatnya pelestarian
warisan budaya dan nilai budaya
masyarakat untuk kondusifitas
wilayah, dengan indikator jumlah
warisan budaya yang ditetapkan
oleh Kementerian.

Tujuan 7: Mewujudkan

pemerintahan yang bersih,

akuntabel dan melayani

masyarakat.

Sasaran:

1.Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah,
dengan indikator sasaran nilai
SAKIP;

2.Meningkatnya akuntabilitas
kinerja keuangan daerah, dengan
indikator sasaran opini BPK; dan

3.Meningkatnya kualitas pelayanan
publik berbasis Teknologi
Informasi, dengan indikator
sasaran indeks pelayanan publik
dan indeks SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik).

Meningkatnya pemerataan konektivitas
antar wilayah, dengan indikator
Persentase panjang jalan dan jembatan
dalam kondisi mantap.

Meningkatnya pemerataan sarana dan
prasarana transportasi yang aman, tertib,
dan lancar (berkeselamatan), dengan
indikator Rasio wilayah yang terjangkau
transportasi dan Persentase angka
penurunan kecelakaan lalu lintas.
Mengoptimalkan  pembangunan  dan
pengelolaan infrastruktur berkelanjutan
yang menjangkau seluruh wilayah,
dengan indikator Persentase pengelolaan
sumber daya air dalam kondisi baik;
Persentase penanganan sampah
perkotaan; Persentase Rumah Tangga
Akses Sanitasi Layak; Persentase rumah
tangga yang memiliki akses air minum
layak; dan Persentase Panjang Saluran
Drainase Dalam Kondisi Baik.
Mengembangkan fasilitas permukiman
layak huni, dengan indikator Persentase
rumah layak huni dan Persentase
penurunan luas kawasan kumuh
perkotaan.

Meningkatnya akses fasilitas kesehatan,
dengan indikator Indeks Kepuasan
Pelayanan Kesehatan.

Menurunnya pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, dengan indikator
Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas
Udara; dan Indeks Tutupan Lahan.
Optimalnya penanganan bencana, dengan
indikator Persentase penanganan
bencana.

Tujuan 4: Terwujudnya penguatan tata
ruang dan tata kelola pemerintahan.
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

Indikator tujuan ini meliputi Persentase

pemanfaatan lahan yang berizin; Indeks

reformasi birokrasi; dan Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang,
dengan indikator Persentase ketaatan
pemanfaatan ruang (terhadap RTRW) dan
Persentase jumlah bangunan gedung
sesuai aturan penataan ruang.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
dan administrasi pemerintahan berbasis
IT, dengan indikator Indeks SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik);
SAKIP; Indeks Desa Membangun; dan
Indeks Pelayanan Publik.

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah, dengan indikator
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(IPKD).

Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan
kualitas dan kapasitas Sumber Daya
Manusia, serta pembangunan yang inklusif.
Indikator dari tujuan ini adalah Indeks
Pembangunan  Manusia (IPM); Indeks
Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks
Kesalehan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja, dengan indikator Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja.

2. Meningkatnya upaya penunjang
pengembangan pola pikir pemuda, dengan
indikator Persentase peningkatan jumlah
pemuda berprestasi di tingkat daerah,
nasional, dan internasional.
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RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD Provinsi Kalteng Tahun
2021-2026

RPJMD kabupaten Kapuas Tahun
2018-2023

RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

3. Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat, dengan indikator
Angka Harapan Hidup.

. Meningkatnya kualitas pelayanan

pendidikan, dengan indikator Rata-rata
Lama Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah.

. Meningkatnya perlindungan terhadap

perempuan dan anak, dengan indikator
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

. Meningkatnya kohesi masyarakat, dengan

indikator Jumlah konflik masyarakat yang
terjadi; Indeks Kriminalitas; dan
Persentase peningkatan penegakan
peraturan daerah.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 dan RPD

Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.
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4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah
pencapaian kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah, maka disusun program-
program prioritas pembangunan sebagai instrumen untuk memadukan program
perangkat daerah. Program yang ada pada RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026
ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah,

selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
1 [Terwujudnya Optimalnya Optimalisasi e Meningkatkan indeks PROGRAM PENYEDIAAN DAN |Dinas Pertanian
ketahanan pengembangan Kawasan Food pertanaman PENGEMBANGAN SARANA

pangan daerah
dan tercapainya
target penurunan
stunting

Produksi komoditas
unggulan pertanian
daerah

Estate

e Mengembangkan kebijakan
intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pertanian

PERTANIAN

Pengembangan zonasi komoditas

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Dinas Pertanian

Meningkatkan Pendapatan petani
melalui korporasi petani

PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Dinas Pertanian

Optimalisasi produktivitas
pangan melalui penguatan rantai
produksi hingga pemasaran
produk pangan yang berbasis
pertanian presisi.

PROGRAM PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

Dinas Pertanian

PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

Dinas Pertanian

PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Dinas Pertanian

Optimalnya
pengelolaan sektor
Perikanan Tangkap
dan Perikanan
Budidaya

Pengembangan
komoditas
unggulan
perikanan daerah

Meningkatkan pengelolaan
produktivitas sektor perikanan
serta infrastruktur pendukung

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Meningkatkan pengawasan
sumber daya kelautan dan
perikanan yang terintegratif

PROGRAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Meningkatkan kegiatan industri
pengolahan skala kecil (UMKM)
sumber daya perikanan dan
kelautan

PROGRAM PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
Meningkatkan Peningkatan Meningkatkan Diversifikasi dan PROGRAM PENINGKATAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Ketahanan pangan |ketahanan pangan |Ketahanan Pangan Masyarakat DIVERSIFIKASI DAN Perikanan
Masyarakat daerah yang KETAHANAN PANGAN
berkelanjutan MASYARAKAT
Meningkatkan Pengelolaan PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Sumber Daya Ekonomi dalam SUMBER DAYA EKONOMI Perikanan
Ketahanan Pangan UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN
Meningkatkan Penanganan PROGRAM PENANGANAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Kerawanan Pangan KERAWANAN PANGAN Perikanan
Meningkatkan Pengawasan PROGRAM PENGAWASAN Dinas Ketahanan Pangan dan
Keamanan Pangan KEAMANAN PANGAN Perikanan
Meningkatnya Penurunan Meningkatkan intervensi spesifik [PROGRAM PEMENUHAN Dinas Kesehatan
intervensi spesifik prevalensi stunting [untuk pencegahan dan UPAYA KESEHATAN
untuk pencegahan penurunan stunting PERORANGAN DAN UPAYA
dan penurunan KESEHATAN MASYARAKAT
stunting
Meningkatnya Meningkatkan intervensi sensitif |[PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Sosial
intervensi sensitif untuk pencegahan dan DAN JAMINAN SOSIAL
untuk pencegahan penurunan stunting PROGRAM PEMBERDAYAAN |Dinas Kesehatan
dan penurunan MASYARAKAT BIDANG
stunting KESEHATAN
PROGRAM PENGENDALIAN |DP3APPKB
PENDUDUK
PROGRAM PEMBINAAN DP3APPKB
KELUARGA BERENCANA (KB)
PROGRAM PEMBERDAYAAN |DP3APPKB
DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
PROGRAM ADMINISTRASI Dinas Pemberdayaan
DESA Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
2 |Tercapainya Mengoptimalkan Peningkatan Meningkatkan PAD dari sektor PROGRAM PENINGKATAN Dinas Pariwisata,
pemulihan potensi penerimaan PDRB |wisata dengan perekonomian DAYA TARIK DESTINASI Kebudayaan, Kepemudaan,
ekonomi daerah |pertumbuhan dari sektor kreatif PARIWISATA dan Olahraga

pasca pandemi
COVID-109,

ekonomi dan

pariwisata

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

IV-20




NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
pengentasan pengembangan PROGRAM PEMASARAN Dinas Pariwisata,
kemiskinan, dan |destinasi pariwisata PARIWISATA Kebudayaan, Kepemudaan,
terealisasinya dan Olahraga
Kawasan Industri PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Pariwisata,
Batanjung EKONOMI KREATIF MELALUI |Kebudayaan, Kepemudaan,

PEMANFAATAN DAN dan Olahraga
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Pariwisata,
SUMBER DAYA PARIWISATA |[Kebudayaan, Kepemudaan,
DAN EKONOMI KREATIF dan Olahraga

Peningkatan Meningkatkan kualitas dan PROGRAM PEMASARAN Dinas Pariwisata,

kunjungan wisata

kuantitas kunjungan wisata

PARIWISATA

Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

Mengoptimalkan
pengembangan
UMKM dan ekonomi
kreatif

Peningkatan laju
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor
perdagangan kecil
menengah, dan
ekonomi kreatif

Meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi sektor perdagangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENGEMBANGAN
UMKM

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya Nilai
Penanaman Modal
Daerah

Peningkatan laju
pertumbuhan
ekonomi melalui
iklim penanaman
modal dan potensi
daerah

Meningkatkan persentase nilai
penanaman modal

PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan persentase jumlah
perizinan dan non perizinan yang

terbit

PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan persentase jumlah

investor

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatkan jumlah Laporan
Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM)

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor industri &
terealisasinya

Peningkatan laju
pertumbuhan
ekonomi melalui
sektor industri
pengolahan

Meningkatkan Pertumbuhan
ekonomi melalui sektor industri

PROGRAM PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

PROGRAM PENGENDALIAN
IZIN USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA

Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
Kawasan Industri PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Perdagangan,
Batanjung SISTEM INFORMASI Perindustrian, Koperasi dan
INDUSTRI NASIONAL Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Penurunan Meningkatkan percepatan PROGRAM HUBUNGAN Dinas Transmigrasi dan
percepatan kesenjangan penanggulangan kemiskinan dan |INDUSTRIAL Tenaga Kerja; Badan
penanggulangan ekonomi pengangguran, termasuk akibat Kepegawaian, dan
Kemiskinan dan masyarakat pandemi Covid-19 Pengembangan Sumber Daya
Pengangguran akibat Manusia
Pandemi Covid-19 PROGRAM PENEMPATAN Dinas Transmigrasi dan
TENAGA KERJA Tenaga Kerja; Badan
Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
PROGRAM PEMBERDAYAAN |Dinas Sosial
SOSIAL
3 |Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan pemerataan PROGRAM Dinas Pekerjaan Umum,
pelayanan pemerataan konektivitas konektivitas wilayah PENYELENGGARAAN JALAN |Penataan Ruang, Perumahan,
infrastruktur konektivitas antar wilayah yang Kawasan Permukiman, dan
dasar, wilayah aman, tertib, dan Pertanahan
peningkatan Meningkatnya lancar Meningkatkan pelayanan sarana |[PROGRAM Dinas Perhubungan,
kualitas pemerataan sarana dan prasarana transportasi PENYELENGGARAAN LALU DPUPRPKP, Bappeda, DLH
lingkungan dan prasarana LINTAS DAN ANGKUTAN
hidup, dan transportasi yang JALAN (LLAJ)
pengurangan aman, tertib, dan PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Perhubungan

risiko bencana

lancar PELAYARAN

(berkeselamatan)

Mengoptimalkan Peningkatan Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pembangunan dan |pelayanan pengelolaan jaringan sumber daya |SUMBER DAYA AIR (SDA) Penataan Ruang, Perumahan,
pengelolaan infrastruktur dasar |air Kawasan Permukiman, dan
infrastruktur yang berkelanjutan Pertanahan

berkelanjutan yang
menjangkau seluruh
wilayah

Meningkatkan pembangunan dan
pengelolaan sistem persampahan

PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pengelolaan sistem sanitasi DAN PENGEMBANGAN Penataan Ruang, Perumahan,
SISTEM AIR LIMBAH Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan
Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pengelolaan sistem jaringan air DAN PENGEMBANGAN Penataan Ruang, Perumahan,
bersih SISTEM PENYEDIAAN AIR Kawasan Permukiman, dan
MINUM Pertanahan
Meningkatkan pembangunan dan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan Umum,
pengelolaan sistem jaringan DAN PENGEMBANGAN Penataan Ruang, Perumahan,
drainase SISTEM DRAINASE Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan
Mengembangkan Pengembangan Meningkatkan pemerataan PROGRAM PENGEMBANGAN |Dinas Pekerjaan Umum,
fasilitas permukiman |fasilitas dan kualitas permukiman layak huni |PERMUKIMAN Penataan Ruang, Perumahan,
layak huni peningkatan Kawasan Permukiman, dan
kualitas Pertanahan

permukiman layak
huni

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

Meningkatnya akses
fasilitas kesehatan

Peningkatan akses
terhadap fasilitas

Meningkatkan akses fasilitas
kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN

Dinas Kesehatan

kesehatan PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Menurunnya Peningkatan Menurunkan angka pencemaran |[PROGRAM PENGENDALIAN Dinas Lingkungan Hidup dan
pencemaran dan kualitas dan perusakan lingkungan hidup |PENCEMARAN DAN/ATAU Kehutanan
perusakan lingkungan hidup KERUSAKAN LINGKUNGAN

lingkungan hidup

HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Lingkungan Hidup dan
KEANEKARAGAMAN HAYATI |Kehutanan
(KEHATI)
PROGRAM PEMBINAAN DAN |Dinas Lingkungan Hidup dan
PENGAWASAN TERHADAP Kehutanan
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN Dinas Lingkungan Hidup dan
PENDIDIKAN, PELATIHAN, Kehutanan
DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Optimalnya Penurunan risiko |Mengoptimalkan upaya PROGRAM Badan Penanggulangan
penanganan bencana penanganan bencana PENANGGULANGAN Bencana Daerah
bencana BENCANA
4 |Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas penataan |[PROGRAM Dinas Pekerjaan Umum,
penguatan tata kualitas penataan kualitas penataan |ruang dan bangunan gedung PENYELENGGARAAN Penataan Ruang, Perumahan,

ruang dan tata
kelola
pemerintahan

ruang

ruang

PENATAAN RUANG

Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

PROGRAM PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan

Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas pelayanan [PROGRAM APLIKASI Dinas Komunikasi dan
kualitas pelayanan |keterlaksanaan publik dan administrasi INFORMATIKA Informatika
publik dan perbaikan tata pemerintahan berbasis IT PROGRAM PERENCANAAN, Bappeda
administrasi kelola PENGENDALIAN DAN
pemerintahan pemerintahan EVALUASI PEMBANGUNAN
berbasis IT DAERAH
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TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

OPD PENANGGUNGJAWAB

PROGRAM PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Sekretariat Daerah

PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Sekretariat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENATAAN DESA

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kependudukan dan
PROFIL KEPENDUDUKAN Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kearsipan dan
ARSIP Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Kearsipan dan
DAN PENYELAMATAN ARSIP |Perpustakaan
PROGRAM PERIZINAN Dinas Kearsipan dan
PENGGUNAAN ARSIP Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN Dinas Kearsipan dan
PERPUSTAKAAN Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN Dinas Kearsipan dan
KOLEKSI NASIONAL DAN Perpustakaan
NASKAH KUNO

PROGRAM KEPEGAWAIAN BKPSDM

DAERAH

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Inspektorat Daerah
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM PERUMUSAN Inspektorat Daerah
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
PROGRAM ADMINISTRASI Sekretariat DPRD
UMUM SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM DUKUNGAN Sekretariat DPRD
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kualitas PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pengelola Keuangan
kualitas pengelolaan |Kualitas Laporan |pengelolaan keuangan daerah KEUANGAN DAERAH dan Aset Daerah
keuangan daerah Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pengelola Keuangan
Pemerintah Daerah BARANG MILIK DAERAH dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN Badan Pendapatan Daerah
PENDAPATAN DAERAH
5 |Terwujudnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan pendidikan dan PROGRAM PERENCANAAN Dinas Transmigrasi dan
peningkatan pendidikan dan Kualitas pelatihan tenaga kerja TENAGA KERJA Tenaga Kerja
kualitas dan pelatihan tenaga Pembangunan PROGRAM PELATIHAN Dinas Transmigrasi dan
kapasitas Sumber | kerja Manusia KERJA DAN PRODUKTIVITAS |Tenaga Kerja

Daya Manusia,
serta
pembangunan
yang inklusif

Meningkatnya upaya
penunjang
pengembangan pola
pikir pemuda

Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat

TENAGA KERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Meningkatkan upaya penunjang

pengembangan pola pikir pemuda

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga

Meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM OPD PENANGGUNGJAWAB
PROGRAM PEMBERDAYAAN |Dinas Kesehatan
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Meningkatnya Meningkatkan kualitas pelayanan [PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pendidikan
kualitas pelayanan pendidikan PENDIDIKAN
pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN Dinas Pendidikan
TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM PENGENDALIAN |Dinas Pendidikan
PERIZINAN PENDIDIKAN
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan perlindungan PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Sosial
perlindungan Kualitas terhadap perempuan dan anak, |DAN JAMINAN SOSIAL
terhadap perempuan |Pembangunan termasuk peningkatan PROGRAM REHABILITASI Dinas Sosial
dan anak Gender keterlibatan seluruh gender SOSIAL
dalam pembangunan PROGRAM PERLINDUNGAN |Dinas Pemberdayaan
PEREMPUAN Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga
Berencana
PROGRAM Dinas Pemberdayaan
PENGARUSUTAMAAN Perempuan, Perlindungan
GENDER DAN Anak, Pengendalian
PEMBERDAYAAN Penduduk, dan Keluarga
PEREMPUAN Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Pemberdayaan
SISTEM DATA GENDER DAN |Perempuan, Perlindungan
ANAK Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga
Berencana
Meningkatnya kohesi|Peningkatan Meningkatkan kohesi masyarakat [PROGRAM PENINGKATAN Satuan Polisi Pamong Praja
masyarakat Kualitas Kesalehan |melalui pengurangan dan KETENTRAMAN DAN dan Pemadam Kebakaran

penanganan konflik masyarakat,
penegakan peraturan daerah, dan
penguatan kelembagaan adat

KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

KEBAKARAN
PROGRAM Badan Kesatuan Bangsa dan
PENYELENGGARAAN Politik
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NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

OPD PENANGGUNGJAWAB

URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

DAN PENINGKATAN

PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL

KUALITAS DAN FASILITASI

Sumber: RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

4.3 Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Kegiatan strategis berpedoman pada RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026, untuk mendukung pencapaian target

kinerja tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kapuas. Berikut Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024:

Tabel 4.4 Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

No Uraian Kegiatan Strategis Outcome Program SKPD PELAKSANA
1 2 3 4 5
Rekonstruksi Jalan dan Pembangunan Peningkatan Konektivitas jalan kecamatan ke kabupaten sehingga PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
1 | Jembatan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta membuka akses Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
distribusi barang dan jasa Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Terpenuhinya layanan air minum sehingga dapat menunjang penurunan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
2| Minum di Kabupaten Kapuas angka stunting SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pembangunan Sarana Air Minum untuk
3 | Intervensi Penanganan Stunting di Kabupaten
Kapuas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya layanan sanitasi yang memadai sehingga dapat menunjang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
6 Sanitasi di Kabupaten Kapuas penurunan angka stunting SISTEM AIR LIMBAH
Pembangunan Sarana Sanitasi untuk
7| Intervensi Penanganan Stunting
8 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Terpenuhinya kebutuhan Pendidik jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan
9 | Optimalisasi ANBK dan PIP Pendidikan Dasar | Peningkatan penerapan digitalisasi dibidang Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang layak PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
dan Pendidikan Dasar
11 | Pemberdayaan Penangkar Benih Padi Terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas dan bersertifikat tanaman PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Dinas Pertanian
12 | Perbaikan Varietas IPB 1R Dadahup pangan SARANA PERTANIAN
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No Uraian Kegiatan Strategis Outcome Program SKPD PELAKSANA
1 2 3 4 5
13 | Pengembangan Padi Inbrida Sawah
14 | Pengembangan Padi Lahan Kering Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
15 | Pengembangan Padi Lahan Rawa
16 | Pengembangan Sayuran Dataran Rendah
17 Pengembangan Tanaman Buah di Lahan
Kering . - " .
18 | Pengembangan Sayuran di Lahan Kering Peningkatan Produktivitas Komoditi Hortikultura
19 Pengembangan Sayuran dan Buah buahan
Semusim
Pengadaan dan Pendistribusian Bibit Ternak . .
20 Sapi, Kambing, Babi, Ayam dan Itik Peningkatan Populasi Ternak
21 | Pengembangan Lada
22 | Pengembangan Kelapa Sawit Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan
23 | Pengembangan Kelapa Hibrida
Pembangunan Jembatan Usaha Tani i i i
24 el 9 sl Terpenuhinya prasarana pertanian yang dibangun PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
25 Afsri]r?tz;naan an Pendistribusian Bantuan Terpenuhinya sarana pertanian yang dibutuhkan petani PRASARANA PERTANIAN
Penurunan prevalensi stunting Meningkatnya intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Dinas Kesehatan
stunting pada daerah lokus stunting PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
2% Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
stunting KESEHATAN
Peningkatan akses terhadap fasilitas Meningkatnya akses fasilitas kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
27 | kesehatan PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
28 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
29 E::‘i;?fnff{‘aﬁg}(‘;r;ed'aa” Sarana Usaha Terpenuhinya Sarana Usaha Perikanan Tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
30 | Peningkatan Ketersediaan Sarana Terpenuhinya sarana bagi pembudidaya ikan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pembudidayaan Ikan

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

IV-29




No

Uraian Kegiatan Strategis

Outcome

Program

SKPD PELAKSANA

2
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha

3

4
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

5

31 | Perikanan Tersediaya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan PERIKANAN

3 Study Kelayakan Kawasan Industri Batanjung | Dukungan untuk Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri (KI) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
Batanjung INDUSTRI dan UKM

33 Pelatihan Koperasi PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Peningkatan Pengetahuan Perkoperasian PERKOPERASIAN

34 | Pelatihan UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi UMKM
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas daerah merupakan substansi RKPD. Daftar yang disajikan
meliputi nama program, indikator dan target output dan outcome yang harus
diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan. Program adalah penjabaran
kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan
daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Sedangkan kegiatan
yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non
pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan

kesatuan bangsa dan urusan kewilayahan.

Usulan Masyarakat baik melalui Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang
Kabupaten serta melalui pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bahan perumusan
kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian
sasaran pembangunan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah
Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja
berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai

instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024.
5.1 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kapuas

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang SIPD bahwa Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kapuas telah
disampaikan melalui Aplikasi SIPD RI pada tahapan Perencanaan Tahun 2024
dengan total berjumlah 824 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Berikut daftar
Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah ditelaah oleh Perangkat Daerah Kabupaten
Kapuas sebagai muatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas dan Renja-PD

Kabupaten Kapuas:
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Tabel 5.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Telaah Perangkat Daerah

ALAMAT USULAN OPD
NO PENGUSUL MASALAH USUSLAN LOKASI KE TUJUAN VOLUME | SATUAN
1 INDAH AYU Rendahnya Derajat Agar Dapat Berobat Dengan Desa Tanjung Kabupate | Dinas 1 paket
LESTARI, S.Pd Kesehatan Nyaman. Harapan n/Kota Kesehata
Masyarakat Rehab Pustu Kecamatan n
Dadahup
, Kab. Kapuas
2 INDAH AYU Rendahnya Derajat Agar Dapat Mengobati Masyarakat Desa Manuntung Kabupate | Dinas 1 paket
LESTARI, S.Pd Kesehatan Dengan Fasilitas Yang Memadai. Kecamatan n/Kota Kesehata
Masyarakat Alat Kesehatan Medis Di Pustu Dadahup n
, Kab. Kapuas
3 SERA SINTANOLA Rendahnya Derajat masyarakat memerlukan Desa Sumber Kabupate | Dinas 1 unit
Kesehatan ambulance untuk menunjang Alaska (G1) Kec. n/Kota Kesehata
Masyarakat pelayanan kesehatan. Pengadaan Dadahup, Kab. n
Ambulance untuk Desa Sumber Kapuas
Alaska (G1)
4 SERA SINTANOLA | Rendahnya Derajat masyarakat memerlukan Desa Dadahup Kabupate | Dinas 1 unit
Kesehatan ambulance untuk menunjang Raya (G2) Kec. n/Kota Kesehata
Masyarakat pelayanan Kesehatan Pengadaan Dadahup, Kab. n
Ambulance untuk Desa Dadahup Kapuas
Raya (G2)
5 INDAH AYU Rendahnya Derajat Untuk Memudahkan Tenaga Medis Desa Tanjung Kabupate | Dinas 1 paket
LESTARI, S.Pd Kesehatan Mengobati Masyarakat Alat Harapan n/Kota Kesehata
Masyarakat Kesehatan Di Puskesmas , Kab. Kapuas n
Pembantu
6 Drs. SYARKAWI H Rendahnya Derajat kurangnya fasilitas kesehatan Desa Dandang Kabupate | Dinas 1 paket
SIBU, M.Si Kesehatan Kec. Pasak n/Kota Kesehata
Masyarakat Talawang, Kab. n
Kapuas
7 BERINTO, SH Rendahnya Derajat Bantuan Pembangunan Pustu Desa Tumbang Kabupate | Dinas 1 paket
Kesehatan Manyarung Kec. n/Kota Kesehata
Masyarakat Mandau n
Talawang
, Kab. Kapuas
8 KANEDI, S.PiS Rendahnya Semenisasi jalan TPU Desa Desa Tumbang Kabupate | Dpuprpk 300 meter
konektivitas antar Tumbang Randang (L= 4m P= Randang n/Kota pp
wilayah melalui 300m) Kec. Timpah Kecamatan
pembangunan / Timpah, Kab.
Perbaikan Jalan dan Kapuas
Jembatan
9 DIDI HARTOYO, rendahnya kualitas Drenase Dalam Kota Pujon Desa Pujon Kec. Kabupate | Dpuprpk 1 paket
S.HutH permukiman Kapuas Tengah, n/Kota pp
Kab. Kapuas
10 MUHAMMAD Rendahnya Untuk Kelancaran Transportasi Desa Maluen, Kabupate | Dpuprpk 1 paket
GUNTUR JAGAD konektivitas antar Masyarakat. Peningkatan Jalan Kab. Kapuas n/Kota pp
PRADIPTAOQ wilayah melalui Desa Maluen
pembangunan /
Perbaikan Jalan dan
Jembatan
1 dr ROSIHAN Bantuan Power Threaser Kec. Selat Kabupate | Dinas 2 unit
ANWAR n/Kota Pertanian
12 | YOHANES, ST Bantuan ternak kambing Desa Sriwidadi Kabupate | Dinas 12 ekor
Kec. Mantangai n/Kota Pertanian
13 YOHANES, ST Bantuan ternak kambing Desa Sumber Kabupate | Dinas 12 ekor
Makmur Kec. n/ Kota Pertanian
Mantangai
14 AGUSTINUS Bantuan bibit ayam petelur dan Desa Budi Kabupate | Dinas 500 ekor
GERUNG, A.Md pakan Mufakat n/Kota Pertanian
15 Drs. SYARKAWI H. Bantuan ternak babi Desa Kayu Kabupate | Dinas 20 ekor
SIBU, M.Si Bulan, Kec. n/Kota Pertanian
Kapuas Tengah
16 BERINTO,SE Bantuan ternak babi Kec. Kapuas Kabupate | Dinas 20 ekor
Hulu n/Kota Pertanian
17 INDAH AYU Bantuan ternak sapi Desa Sumber Kabupate | Dinas 10 ekor
LESTARI, S.Pd Mulya Kec. n/Kota Pertanian
Kapuas Murung
18 YETTY INDRIANA Pengadaan bibit sawit Desa Sei Kapar Kabupate | Dinas 1500 batang
Kec. Mantangai n/Kota Pertanian
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19 dr ROSIHAN Pengadaan bibit kelapa unggul Kel. Panamas Kabupate | Dinas
ANWAR Kec. Selat n/Kota Pertanian
20 M.GUNTUR JAGAD Pengadaan bibit sawit Desa Sekata Kabupate | Dinas
PRADIPTA Bangun n/Kota Pertanian
21 YOHANES, ST Bantuan bibit sawit Desa Kalumpang, | Kabupate | Dinas
Kec. Mantangai n/Kota Pertanian
22 KUNANTO Bantuan handtraktor Desa Sidorejo, Kabupate | Dinas
Kec. Tamban n/ Kota Pertanian
Catur
23 KUNANTO Bantuan handtraktor Desa Warnasari, Kabupate | Dinas
Kec. Tamban n/Kota Pertanian
Catur
24 | ALGRIN GASAN, Bantuan handtraktor Desa Pulau Kabupate | Dinas
S.Hut Kaladan, Kec. n/Kota Pertanian
Mantangai
25 dr. ROSIHAN Bantuan handtraktor Desa Tambun Kabupate | Dinas
ANWAR Raya, Basarang n/Kota Pertanian
26 M.GUNTUR JAGAD Bantuan handtraktor Desa Sari Kabupate | Dinas
PRADIPTA Makmur, Kec. n/ Kota Pertanian
Mantangai
27 M.GUNTUR JAGAD Bantuan handtraktor Desa Harapan Kabupate | Dinas
PRADIPTA Jaya, Kec. n/Kota Pertanian
Mantangai
28 AGUSTINUS Bantuan handtraktor Desa Sidomulyo, Kabupate | Dinas
GERUNG, A.Md Kec. Tamban n/Kota Pertanian
Catur
29 H. PAHMI, S.Sos Bantuan handtraktor Desa Anjir Kabupate | Dinas
Mambulau n/Kota Pertanian
Tengah
30 dr ROSIHAN Bantuan perangkap kera Kel. Panamas Kabupate | Dinas
ANWAR Kec. Selat n/ Kota Pertanian
31 KUNANTO Kurangnya membantu dalam hal menempuh Dinas Sosial, Kabupate | Dinas 1 unit
Pemberdayaan Sosial | akses jalan ke daerah-daerah yang | Kabupaten n/Kota Sosial
Masyarakat menmiliki jalanan yang rusak. Kapuas
Pengadaan mobil ambulance
Toyota Hilux 4x4
32 KUNANTO Kurangnya Membantu dan juga memajukan Dinas Sosial, Kabupate | Dinas 1 paket
Pemberdayaan Sosial perekonomian masyarakat. Biaya Kabupaten n/Kota Sosial
Masyarakat operasional penanganan bagi Kapuas
pemerlu pelayanan kesejahteraan
sosial
33 H. AHMAD Kurangnya Membantu Masyarakat Bidang Desa Anjir Kabupate | Dinas 1 paket
BAIHAQI, S.Pd Pemberdayaan Sosial Rkm. Rkm "Al-Fajar" Handil Mantat. | Serapat Tengah n/Kota Sosial
Masyarakat Seberang
Kecamatan
Kapaus Timur,
Kab. Kapuas
34 H. AHMAD Kurangnya Membantu Masyarakat Bidang Desa Anjir Kabupate | Dinas 1 paket
BAIHAQI, S.Pd Pemberdayaan Sosial Rkm. Rkm "Saiful Qalbi" Handil Serapat Timur n/Kota Sosial
Masyarakat Cempaka. Seberang
Kecamatan
Kapuas Timur.,
Kab. Kapuas
35 H. AHMAD Kurangnya Membantu Masyarakat Bidang Desa Anjir Kabupate | Dinas 1 paket
BAIHAQI, S.Pd Pemberdayaan Sosial Rkm. Rkm " Nurul Huda" Serapat Barat n/Kota Sosial
Masyarakat Km.10 Rt.05
Kecamatan
Kapuas Timur.,
Kab. Kapuas
36 H. AHMAD Kurangnya Membantu Masyarakat Bidang Desa Tamban Kabupate | Dinas 1 paket
BAIHAQI, S.Pd Pemberdayaan Sosial Rkm. Rkm "Darul Muslim" Baru Mekar Rt.01 n/Kota Sosial
Masyarakat Kecamatan
Tamban Catur,
Kab. Kapuas
37 H. AHMAD Kurangnya Membantu Masyarakat Bidang Desa Bandar Kabupate | Dinas 1 paket
BAIHAQI, S.Pd Pemberdayaan Sosial Rkm. Rkm"Al-Falah" Raya n/Kota Sosial
Masyarakat Rt.05kecamatan
Tamban Catur.,
Kab. Kapuas
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38 YETTY INDRIANA Kurangnya Kurang Lengkapnya Peralatan Desa Bukit Batu Kabupate | Dinas 1 paket
Pemberdayaan Sosial Tradisional Dan Baju Adat. Kecamatan n/Kota Sosial
Masyarakat Pengadaan Alat Tradisional Dan Mantangai, Kab.
Baju Adat Mantir Desa Bukit Batu Kapuas
39 | YETTY INDRIANA Kurangnya Tenda Dan Kursi Untuk Acara. Desa Manusup Kabupate | Dinas 2 buah
Pemberdayaan Sosial Pengadaan Tenda Ukuran 4 X 6 (2 Hulu Kecamatan n/Kota Sosial
Masyarakat Buah) Dan Kursi Desa Manusup Mantangai, Kab.
Hulu Kapuas
40 | KUNANTO Kurangnya Belum Berkembangnya Dinas Sosial, Kabupate | Dinas 1 paket
Pemberdayaan Sosial Pemahaman Masyarakat Tentang Kabupaten n/Kota Sosial
Masyarakat Kebutuhan Sarana Air Bersih Dan Kapuas., Kab.
Sanitasi. Pengadaan Rkm Kapuas
41 Ir. ABDURAHMAN Kurangnya Masyarakat Sangat Membutuhkan. Kuala Kapuas, Kabupate | Dinas 8 buah
AMUR, MM.M.si Pemberdayaan Sosial Peralatan Rukun Kematian (Rkm) Kab. Kapuas n/Kota Sosial
Masyarakat
42 Ir. ABDURAHMAN Kurangnya Masyarakat Sangat Membutuhkan. Kuala Kapuas, Kabupate | Dinas 1 buah
AMUR, MM.M.si Pemberdayaan Sosial Rehab Berat Gedung Kantor Kab. Kapuas n/Kota Sosial
Masyarakat
43 Hj. HAIRIAH Rendahnya Rkm Darul Muhtadin Rt 14 Desa Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Terusan Karya n/Kota Sosial
pengembangan Kec.Bataguh,
organisasi sosial Kab. Kapuas
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
44 Hj. HAIRIAH Rendahnya Rkm Simpang Bunga Tanjung Rt 04 Rw 01 Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Desa Simpang n/Kota Sosial
pengembangan Bunga Tanjung
organisasi sosial Kec.Bataguh,
kemasyarakatan Kab. Kapuas
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
45 Hj. HAIRIAH Rendahnya Rkm Nurul Yakin Rt 21 Handil Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Malintang n/Kota Sosial
pengembangan Kel.Pulau
organisasi sosial Kupang
kemasyarakatan Kec.Bataguh,
dalam rangka Kab. Kapuas
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
46 Hj. HAIRIAH Rendahnya Rkm Miftahul Jannah Rt 03 Sei Lunuk Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Kecamatan n/Kota Sosial
pengembangan Bataguh, Kab.
organisasi sosial Kapuas
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
47 Hj. HAIRIAH Rendahnya Rkm Nurul Hayat Rt 03 Sei Lunuk Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Kec.Bataguh, n/Kota Sosial
pengembangan Kab. Kapuas
organisasi sosial
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
48 RUSMIANUR Minimnya sarana dan Belum Adanya RKM . Pengadaan Kapuas Kabupate | Dinas 2 paket
prasarana untuk RKM n/Kota Sosial
mengurus jenazah,
perlengkapan rukun
kematian
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49 MARDANI Rendahnya Rkm Handel Jejangkit Handel Jejangkit Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Kecamatan Pulau | n/Kota Sosial
pengembangan Petak, Kab.
organisasi sosial Kapuas
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
50 | MARDANI Rendahnya Rkm Desa Teluk Palinget Desa Teluk Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Palinget Kec. n/Kota Sosial
pengembangan Pulau Petak,
organisasi sosial Kab. Kapuas
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
51 MARDANI Rendahnya Rkm Masjid "Nurul Huda" Handel Handel Tabalien Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Tabalien Kec. Pulau Petak, | n/Kota Sosial
pengembangan Kab. Kapuas
organisasi sosial
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
52 MARDANI Rendahnya Rkm Darrushollihin Sei Pasah Sei Pasah Rt 4, Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Kec. Kapuas Hilir, | n/Kota Sosial
pengembangan Kab. Kapuas
organisasi sosial
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
53 MARDANI Rendahnya Rkm Masjid Jami Darus Saddah Desa Saka Lagun | Kabupate | Dinas 1 paket
partisisipasi dan Rt 7 Kec. Pulau n/Kota Sosial
pengembangan Petak, Kab.
organisasi sosial Kapuas
kemasyarakatan
dalam rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
54 Sera Sintanola TK Kamboja Kelurahan Palingkau Palingkau Lama Kabupate | Dinas 1 ruang
Lama n/Kota Pendidik
an
55 Noni Ermirawati TK Al-Quran Desa Palampai Desa Palampai Kabupate | Dinas 1 paket
n/Kota Pendidik
an
56 Bendi TKIT Desa Petak Batuah Petak Batuah Kabupate | Dinas 1 paket
n/Kota Pendidik
an
57 Bendi SD IT Desa Petak Batuah Petak Batuah Kabupate | Dinas 1 paket
n/ Kota Pendidik
an
58 Bendi TK PAUD Kenanga Desa Dadahup Desa Dadahup Kabupate | Dinas 1 paket
n/Kota Pendidik
an
59 | SyarkawiH. Sibu SD Dusun Kanjarau Dusun Kanjarau Kabupate | Dinas 1 paket
n/Kota Pendidik
an
60 Syarkawi H. Sibu SD Desa Aruk Desa Aruk Kabupate | Dinas 1 paket
n/Kota Pendidik
an
61 Syarkawi H. Sibu SD Sei Pinang Sei Pinang Kabupate | Dinas 1 paket
n/ Kota Pendidik
an
62 Farij Ismeth Rinjani SDN 5 Selat Hulu Selat Hulu Kabupate | Dinas 1 paket
n/ Kota Pendidik
an
63 Franco B. Dehen SDN 3 Hampatung SDN 3 Kabupate | Dinas 1 paket
Hampatung n/Kota Pendidik
an
64 Agustinus Gerung SDN 1 Terusan Makmur Terusan Makmur Kabupate | Dinas 1 paket
n/Kota Pendidik
an
65 | Sera Sintanola Pengadaan Sound System Permata Bunda Kabupate | Dinas 1 paket
TK/PAUD Permata Bunda n/ Kota Pendidik
an
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66 AGUSTINUS Menurunnya Kurangnya Perahu Nelayan. Desa Terusan Kabupate | Dinas 1 paket
GERUNG, Kontribusi Unggulan Pengadaan Kelotok Cas Kelompok Raya Kecamatan n/Kota Ketahana
AMd Daerah Sektor Berkah Bersama Bataguh, Kab. n Pangan
Perikanan sub sektor Dan
Perikanan Tangkap Perikana
n
67 dr. H.M ROSIHAN Rendahnya Kurangnya Alat Transportasi Roda Kecamatan Selat, | Kabupate | Dinas 10 unit
ANWAR Pengelolaan Tiga Nozomi Di Kecamatan Selat. n/Kota Lingkung
Persampahan / Pengadaan an Hidup
Lingkungan Hidup 13 Unit Alat Transportasi Roda Tiga Dan
Nozomi Di Kecamatan Selat Kehutana
n

5.2 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten Kapuas

tentang SIPD bahwa Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan
Kabupaten telah disampaikan melalui Aplikasi SIPD RI pada tahapan Perencanaan
Tahun 2024 dengan total berjumlah 1467 Usulan. Berikut daftar usulan masyarakat
yang telah melalui proses pembahasan baik Forum Perangkat Daerah maupun

Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Kapuas sebagai muatan dalam penyusunan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

RKPD Kabupaten Kapuas dan Renja-PD Kabupaten Kapuas:

Tabel 5.2 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten Kapuas

LOKASI (Akurat) DESA/KELURAHAN
5 NAMA USULAN/KEGIATAN INDIKATIF (Akurat) Yorate | skep
DESA | KECAMATAN
DINAS PENDIDIKAN
Selat
1 | Penimbunan dan Pagar Keliling SDN 1 Selat Hulu Kel. Selat Hulu Selat 1 Paket Dinas
Pendidikan
2 | Rehab Total SDN 2 Selat Hulu Kel. Selat Hulu Selat 1 Paket Dinas
Pendidikan
3 | Rehab Gedung SDN 1 Selat Utara Kel. Selat Utara Selat 1 Paket Dinas
Pendidikan
4 | Pembuatan Pagar Keliling SDN 5 Selat Hilir Kel. Selat Hilir Selat 1 Paket Dinas
Pendidikan
5 | Penimbunan dan Paving Halaman SDN 2 Selat Barat Kel. Selat Barat Selat 1 Paket Dinas
Pendidikan
6 | Rehab Atap, Plavon dan Lantai SDN 2 Selat Barat Kel. Selat Barat Selat 1 Paket Dinas
Pendidikan
Basarang
1 | Penimbunan Halaman Sekolah SMPN 1 Atap Pangkalan Sari Basarang 1 Paket Dinas
Pendidikan
2 | Penimbunan Halaman SDN 1 Batuah Batuah Basaran 1 Paket Dinas
9 Pendidikan
3 | Timbunan halamam SDN 1 Batu Nindan Batu Nindan Basaran 1 Paket Dinas
9 Pendidikan
4 | Rehab bangunan, pagar dan halaman SDN 1 Tarung Tarung Manuah Basaran 1 Paket Dinas
Manuah 9 Pendidikan
Mantangai
1 Pembangunan SMP 1 Atap Tabore Tabore Mantangai 1 Paket Dinas
9 Pendidikan
2 | Rehabilitas Gedung TK, Pagar SDN Lamunti Permai, Lamunti Permai Mantangai 3 Paket Dinas
Pagar SMPN 4 Mantangai 9 Pendidikan
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5 NAMA USULAN/KEGIATAN INDIKATIF (Akurat) Yonate | skep
DESA KECAMATAN
3 | Tambahan 3 ruangan SMPN Sari Makmur Sari Makmur M ) 3 Ruang Dinas
antangai -
Pendidikan
4 | Pembangunan Gedung SMP (Pembangunan Unit Katimpun Mantanaai 1 Paket Dinas
Pendidikan SMP Baru) 9 Pendidikan
5 | Penambahan Tenaga Guru di Sekolah SD, SMP Bukit Batu . 4 Orang Dinas
Mantangai .
Pendidikan
6 | Pembangunan rumah dinas guru SMP Bukit Batu M . 4 Unit Dinas
antangai .
Pendidikan
7 | Penimbunan Halaman SDN 1 KATUNJUNG dan SMP Katunjung Mantanaai 2 Paket Dinas
1 Atap KATUNJUNG 9 Pendidikan
8 | Pembangunan Ruang Kelas SD Sidomulyo . 1 Paket Dinas
Mantangai .
Pendidikan
9 | Penambahan Ruang Belajar SDN 1 Suka Maju Suka Maju M . 2 Ruang Dinas
antangai .
Pendidikan
10 | Pembangunan Perumahan Guru Kalumpang M . 5 Unit Dinas
antangai -
Pendidikan
11 | Rehap Total TK/PAUD Kalumpang Mantangai 2 unit Dlnag .
Pendidikan
12 | Penimbunan Halaman Sekolah Manusup Mantangai 1 Paket Dinas
antanga Pendidikan
13 | Penambahan Guru PNS SD dan SMP Tumbang Muroi M . 2 Orang Dinas
antangai -
Pendidikan
14 | Penambahan Guru PNS SMP Sei Ahas M . 3 Orang Dinas
antangai -
Pendidikan
15 | Penimbunan Halaman Sekolah SDN Lamunti Baru . 1 Paket Dinas
Mantangai .
Pendidikan
16 | Rehab Ruang Kelas Sekolah TK Lamunti Baru M . 2 Ruang Dinas
antangai .
Pendidikan
17 | Penimbunan Halaman SDN 1 Mantangai Hulu Mantangai Hulu M . 1 Paket Dinas
antangai -
Pendidikan
18 | Ruang Kelas, Pepustakaan, Kantor SMPN 7 Warga Mulya ) 4 Ruang Dinas
. Mantangai .
Mantangai Satap Pendidikan
19 | Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Sekata Bangun Sekata Bangun M . 2 Ruang Dinas
antangai .
Pendidikan
20 | Penimbunan Halaman SDN 1 Mantangai Tengah Mantangai Tengah M . 1 Paket Dinas
antangai -
Pendidikan
21 | Pembangunan Rumah Dinas guru SDN 1 SEI Sei Gawing Mantangai 1 Paket Dinas
GAWING antanga Pendidikan
22 | Penambahan Ruang Kelas Gedung SDN Sriwidadi Mantangai 3 Ruang Dlnas_ _
Pendidikan
23 | Rehab Ruang Kelas Sekolah Rantau Jaya M . 4 Ruang Dinas
antangai .
Pendidikan
24 | Penimbunan Halaman SDN Manusup Hilir . 1 Paket Dinas
Mantangai .
Pendidikan
25 | Penambahan Guru SDN 2 Manusup Hilir Manusup Hilir . 2 Orang Dinas
Mantangai .
Pendidikan
26 | Pembangunan Rumah Guru SDN. 2 Manusup Hilir Manusup Hilir M . 2 Paket Dinas
antangai .
Pendidikan
27 | Penambahan Guru SMP Kaladan . 1 Orang Dinas
Mantangai -
Pendidikan
Timpah
1 | Pembangunan Pagar SD 2 Timpah Ti 1 Paket Dinas
impah .
Pendidikan
2 | Pembangunan WC TK,SD, SMP Lawang Kamah ) 1 Paket Dinas
Timpah -
Pendidikan
3 | Pembangunan Pagar Sekolah TK, SD, SMP Lawang Kamah Ti 1 Paket Dinas
impah .
Pendidikan
4 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN 6 | Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
) Timpah .
Timpah Pendidikan
5 | Pembangunan Gedung Perpustakaan SMPN 6 Timpah | Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
Timpah .
Pendidikan
6 | Pembangunan Gedung Laboratorium SMPN 6 Timpah | Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
Timpah .
Pendidikan
7 | Pembangunan Perumahan Guru SMP Lungkuh Layang ) 1 Paket Dinas
Timpah -
Pendidikan
8 | Pembangunan Pagar SD Lungkuh Layang ) 1 Paket Dinas
Timpah -
Pendidikan
9 | Penambahan Tenaga Pendidik (SD dan SMP) Batapah ) 2 Orang Dinas
Timpah .
Pendidikan
10 | Pembangunan Perumahan Guru SMP Danau Pantau ) 1 Paket Dinas
Timpah .
Pendidikan
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11 | Pembangunan Perumahan Guru SD Danau Pantau Timpah 1 Paket Dinas
Pendidikan
12 | Pengangkatan Guru ASN/PPPK Danau Pantau Timpah 10 Orang Dinas
Pendidikan
Kapuas tengah
1 | Rumah Dinas Guru Hurung Pukung Kapuas Tengah 2 unit Ig;nnadsidikan
2 | Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Hurung Pukung Kapuas Tengah 3 Ruang Blennadsidikan
3 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Karukus Karukus 2 Unit Dinas
Kapuas Tengah Pendidikan
4 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Karukus Karukus 2 Unit Dinas
Kapuas Tengah Pendidikan
5 | Rehab dan Tambahan Ruangan Belajar SMPN 4 Karukus Kapuas Tengah 3 Ruang Dinas
Kapuas Tengah Satu Atap Pendidikan
6 | Rehap Berat Ruangan SMP Buhut Jaya Kapuas Tengah 2 Ruang B:ennadsidikan
7 | Pembangunan Gedung SDN 4 Pujon Kapuas Tengah 1 Unit Il::’)lennadsidikan
8 | Pembangunan Rumah Dinas SMPN 1 Kapuas Tengah | Pujon 2 unit Dinas
Kapuas Tengah Pendidikan
Pasak Talawang
1 | Relokasi SDN-1 Kaburan Menuju Jalan Lintas Agar Kaburan Pasak Talawang 1 Unit Dinas
Terhindar dari Banijir Pendidikan
2 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Datah Kapas Tumbang Diring P 1 Unit Dinas
asak Talawang Pendidi
endidikan
3 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Satu Atap Tumbang Diring P 1 Unit Dinas
Datah Kapas asak Talawang Pendidikan
4 | Penambahan Ruang Kelas dan Kantor SDN-1 Desa Dandang P 4 Ruang Dinas
Dandang asak Talawang Pendidikan
5 | Rehab Ruangan Sekolah SDN-1 Balai Banjang Balai Banjang P 5Ruang Dinas
asak Talawang Pendidi
endidikan
Mandau talawang
1 | Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Masaha Masaha Mandau 1 Paket Dinas
Talawang Pendidikan
2 | Pembangunan Perumahan Guru SDN 1 Masaha Masaha Mandau 1 Paket Dinas
Talawang Pendidikan
3 | Penambahan Ruang Kelas dan Rumah Dinas Guru Tumbang Bukoi Mandau 1 Paket Dinas
SMP 1 Atap Talawang Pendidikan
4 | Pembangunan Pagar SDN 1 Tumbang Tihis Tumbang Tihis Mandau 1 Paket Dinas
Talawang Pendidikan
5 | Pembangunan Sekolah SMP Tumbang Tihis Mandau 1 Paket Dinas
Talawang Pendidikan
6 | Penambahan Guru SD Tumbang Tihis Mandau 4 Orang Dinas
Talawang Pendidikan
7 | Penambahan Ruang Kelas SDN 1 Tumbang Tumbang Manyarung Mandau 2 Ruang Dinas
Manyarung Talawang Pendidikan
8 | Penambahan Guru SD 1 Tumbang Manyarung Tumbang Manyarung Mandau 2 Orang Dinas
Talawang Pendidikan
9 | Pembangunan Rumah Dinas Guru Lawang Tamang Mandau 2 unit Dinas
Talawang Pendidikan
10 | Penambahan Ruang Kelas SMP 1 Atap Karetau Manta'a Mandau 3 Ruang Dinas
Talawang Pendidikan
11 | Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP 1 Atap Karetau Manta'a Mandau 2 unit Dinas
Talawang Pendidikan
12 | Penambahan Guru/Tenaga Pengajar PNS Jakatan Masaha Mandau 4 Orang Dinas
Talawang Pendidikan
13 | Pembangunan SMP Masupa Ria Mandau 1 Paket Dinas
Talawang Pendidikan
14 | Pengadaan Guru SMP PNS Masupa Ria Mandau 4 Orang Dinas
Talawang Pendidikan
Kapuas Hilir
1 | Penimbunan halaman SDN 1 Hampatung Kel. Hampatung Kapuas Hilir 1 Paket ginas: _
endidikan
2 | Penimbunan halaman SDN 3 Hampatung Kel. Hampatung K - 1 Paket Dinas
apuas Hilir Pendidi
endidikan
3 | Penimbunan/paving halaman SDN 1, SDN 2 dan SD Kel. Mambulau K - 3 Paket Dinas
Muhammadiyah apuas Hilir Pendidikan
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Penimbunan Halaman SDN 1 Barimba Kel. Barimba Kapuas Hilir 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman SDN 3 Barimba Kel. Barimba Kapuas Hilir 1 Paket Dinas
Pendidikan
Rehap Kelas SDN 1 Hampatung Kel. Hampatung Kapuas Hilir 1 Paket Dinas
Pendidikan
Rehap Kelas SDN 2 Hampatung Kel. Hampatung Kapuas Hilir 1 Paket Dinas
Pendidikan
Rehap Kelas SDN 3 Hampatung Kel. Hampatung Kapuas Hilir 1 Paket Dinas
Pendidikan
Pembangunan pagar SDN 1, SDN 2 dan SD Kel. Mambulau Kanuas Hilir 3 Paket Dinas
Muhammadiyah P Pendidikan
Pulau Petak
Pembuatan Pagar Beton Sekolah (SDN 1 Bunga Bunga Mawar Pulau Petak 1 Paket Dinas
Mawar) Pendidikan
Kapuas Murung
Penimbunan Halaman SDN 2 Muara Dadahup Muara Dadahup Kapuas Murung 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman SD (SDN 1 Suka Reja) Suka reja Kapuas Murung 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman SD (SDN 1 Bumi Rahayu) Bumi Rahayu 1 Paket Dinas
Kapuas Murung Pendidikan
Pembangunan SMP Manggala Permai 1 Paket Dinas
Kapuas Murung Pendidikan
Rehab Sekolah (SDN 1 Suka Mukti) Suka Mukti 1 Paket Dinas
Kapuas Murung Pendidikan
Kapuas Timur
Peningkatan Halaman SDN 3 Anjir Mambulau Barat Anjir Mambulau Barat Kapuas Timur 1 Paket Dinas
Pendidikan
Peningkatan Halaman SDN 2 Anjir Mambulau Barat Anijir Mambulau Barat Kapuas Timur 1 Paket Dinas
Pendidikan
Tamban Catur
Pengadaan peralatan computer untuk SDN 1 Sidorejo Sidorejo Tamban Catur 1 Paket Dinas
Pendidikan
Pengadaan Moebiler SDN - Tamban Catur 12 Paket B:ennadsidikan
SDN 1 Warnasari
SDN 1 Sidomulyo
SDN 1 Sidorejo
SDN 1 Bandarraya
SDN 2 Bandarraya
SDN 1 Bandar Mekar
SDN 2 Bandar Mekar
SDN 3 Bandar Mekar
SDN 1 Tamban Jaya
SDN 1 Tamban Tengah
SDN 2 Tamban Tengah
SDN 1 Tamban Makmur
Kapuas Kuala
Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Ruang Kelas | Tamban Lupak Kapuas Kuala 4 Ruang Dinas
SDN 1 Tamban Lupak P Pendidikan
Pembangunan Gedung TK Tamban Lupak Kapuas Kuala 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman SD dan PAUD Lupak Timur Kapuas Kuala 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman Sekolah SD Baranggau Baranggau (Sampui) Kapuas Kuala 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman TK PAUD Sei Teras Kapuas Kuala 1 Paket Dinas
Pendidikan
Penimbunan Halaman SDN 1 Sei Bakut Sei Bakut Kapuas Kuala 1 Paket Dinas
Pendidikan
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DESA KECAMATAN
DINAS PUPRPKPP
1 | Pengaspalan Jalan Jalan Cilik Riwut Gang IV ( P=2500M,L
Kelurahan Selat Dalam Sela v
2 | Perbaikan Jembatan Panjang dan Pengaspalan Jalan Kapuas RT. 01,02,03 1 Paket
dan 04 Kelurahan Selat Selat DPUPRPKPP
Hulu
3 | Pembangunan Jembatan Penyeberangan tembus Kelurahan Panamas Selat P=40M,L=4 DPUPRPKPP
Basarang M
4 | Pembangunan Jalan Poros Utama Kelurahan Kelurahan Panamas Selat P=35KM,L= DPUPRPKPP
Panamas tembus Desa Pangkalan Rekan 8M
5 | Rehab Berat Gedung dan Aula Kantor Camat Selat Kantor Kecamatan Selat Selat 1 Paket DPUPRPKPP
6 | Lanjutan Peningkatan Jalan Tabuk g$SS5Pangkalan Sari Basarang 5000 Meter DPUPRPKPP
7 | Pelebaran Jalan Angai g$sg1Pangkalan Sari Basarang 2000 Meter DPUPRPKPP
8 Jembatan Penghubung Desa P.Sari Rt.05 Ke Desa Desa Pangkalan Sari Basarang 1 Buah DPUPRPKPP
Naning RT.03
9 | Pengerasan Jalan Desa / Pengaspalan Desa Panarung Basarang 2.800Mx6M DPUPRPKPP
10 | Peningkatan Jalan Desa Panarung Ray 2 Basarang 1.200 KM DPUPRPKPP
11 | Perendahan jembatan ulin anjir basarang KM 4,5 RT. 03 Desa Batuah Basarang P:35mL:4m DPUPRPKPP
12 | Peningkatan dan pengaspalan jalan baru desa KM4 - | Rt01dan Rt 3 Desa P:5.000 M
Km 9 Batuah Basarang DPUPRPKPP
13 | Jalan Usaha Tani Desa Batuah Basarang 6.000 m DPUPRPKPP
14 | Lanjutan Pengaspalan JI. Makmur g$_sg1Basarang Jaya Basarang 460 Meter DPUPRPKPP
15 | Lanjutan Pengaspalan JI. Arah Kuburan Desa Basarang Jaya 939 Meter
RT.02 Rey.02 Basarang DPUPRPKPP
16 | Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 03 Desa Maluen Basarang 950 Meter DPUPRPKPP
17 | Penerangan Lampu Jalan Umum RT. 01-05 Desa Maluen Basarang 1TA DPUPRPKPP
18 | Pengaspalan Jalan Ray 06 g$585Maluen RT.03 - Basarang 3.000 M DPUPRPKPP
19 | Penimbunan Base Course/ Cor Beton /Semenisasi Ray 03,04,05,06,07 Desa 3000x4m
Jalan Usaha Kelompok Tani Maluen Basarang DPUPRPKPP
20 | Pembangunan Semenisasi jalan (?:sa Naning RT 03 s/d RT Basarang 1600m DPUPRPKPP
21 | Pembangunan Semenisasi jalan g$582 Naning RT 01 s/d Basarang 1800m DPUPRPKPP
22 | Pembuatan jembatan ulin Desa Naning RT 01 Basarang 2mx8m DPUPRPKPP
23 | Timbunan halamam Mesjid Km.13 Desa Batu Nindan Basarang 30x40m DPUPRPKPP
24 | Pembangunan Jembatan Untuk Roda 4 Penghubung Desa Pangkalan Rekan 1 Unit
Desa Pangkalan Rekan dan Desa Basarang (Akses RT.10
utama Kelurahan Murung Keramat dan Kelurahan Basarang DPUPRPKPP
Panamas menuju kabupaten)
25 | Pembangunan Jembatan BOX Akses Jalan Batanjung | Desa Pangkalan Rekan 3 Unit
Roda 4 RT.10 dan 02 Basarang DPUPRPKPP
26 | Penyiringan dan Pelebaran Badan Jalan AMD JI.AMD Desa Pangkalan 1500 M
Rekan RT.10 Basarang DPUPRPKPP
27 | Semenisasi JIn AMD, Jalan Penghubung Antar JI.AMD Desa Pangkalan 2000 M
Kelurahan Panamas, Desa Pangkalan Rekan,Desa Rekan RT.10 Basarang DPUPRPKPP
Basarang, hingga ke Kabupaten Lebar 3,5 meter
28 Penga}spalan Jalan Lintas Kabupaten Menuju Desa Pangkalan Rekan Basarang 2000 M DPUPRPKPP
Batanjung RT.02
29 | Pengerasan Jalan Handel Bapalas Besar Desa Basarang RT. 003 Basarang 500 M DPUPRPKPP
30 | Jembatan Antar Desa Desa Basarang RT. 002 Basarang 1 Paket DPUPRPKPP
31 | Rehab Berat Jalan Antar Desa Desa Basarang RT. 006 Basarang 1000 M DPUPRPKPP
32 | Jembatan Box Jaya Raya Desa Basarang RT.001 Basarang 1 Paket DPUPRPKPP
33 | Pengerasan Jalan Desa Tarung Manuah RT 001 (E))&sa Tarung Manuah RT Basarang 2000 M DPUPRPKPP
34 | Penyiringan Sekunder IV Desa Tarung Manuah RT 500 m
001, 002 Basarang DPUPRPKPP
35 | Pembersihan Sekunder RT.01 dan RT.02 Desa 3.500 m
Basungkai Basarang DPUPRPKPP
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36 | Base Cross Jalan Usaha Tani Ray 4,5,6, 7, RT. 01-03 Desa Lunuk 4.000 M
Penghubung Ray 9 ke Ray 10 dan Jalan Perluasan Ramba Basarang DPUPRPKPP
Pemukiman
37 | Semenisasi Jalan Usaha Tani Ray 1, Ray 11, danRay | RT. 01, 03, 04 Desa Lunuk 1.900 M
14 Ramba Basarang DPUPRPKPP
38 gg?ae;nlsam Jalan Lingkungan Pasar dan Los Lapak RT. 05 Desa Lunuk Ramba Basarang DPUPRPKPP
39 | Bantuan Perbaikan Jalan Desa Lunuk Ramba RT. 03 dan 04 Desa Lunuk 3.280 M
Ramba Basarang DPUPRPKPP
40 | Pembuatan Siring Beton Pinggir Sungai/Sepadan RT.01-02 Desa Lunuk Basarang DPUPRPKPP
Jalan Ramba
41 | Pendalaman Rey RT.01 s/d RT.05 Desa 10 Km
Tambun Raya Basarang DPUPRPKPP
42 Agpal Jalan Mer_1u1u Desa Bungai Jaya dan Naning Bali | Desa Bungai Jaya Basarang 1km DPUPRPKPP
Ujung Trans kalimantan Km 9
43 | Perluasaan Jalan Menuju Desa Naning Desa Bungai Jaya Basarang 800 m DPUPRPKPP
44 | Pengerasan Jalan Usaha Tani RT 4 Desa Bungai Jaya Basarang 1km DPUPRPKPP
45 | Pintu Air DESA PANGKALAN SARI 5Buah
RT.01 Basarang DPUPRPKPP
46 | Pembersihan dan Pendalaman Ray, 03, 04, 06, 07,08 | Desa Maluen Basarang 1TA DPUPRPKPP
47 | Pembersihan Jalan, Sungai dan Rey Desa Naning RT.01 s/d 04 Basarang 10 Titik DPUPRPKPP
48 | Pengerukan/Galian Desa Tarung Manuah Basarang 15.000 m DPUPRPKPP
49 | Pembuatan WC dan Sanitasi bagi warga desa (E))sesa Panarung Rt 01 - Rt Basarang 100 buah DPUPRPKPP
50 | Pembuatan Jamban Desa Batu Nindan Basarang 100 Unit DPUPRPKPP
51 | Pembuatan Jamban Sehat Desa Bungai Jaya Basarang 15 Titik DPUPRPKPP
52 | Batuan Perbaikan Rumah (bedah rumah) Desa Tarung Manuah 30 Unit
RT.001 s/d 004 Basarang DPUPRPKPP
53 | Bedah Rumah Desa Basungkai Basarang 25 unit DPUPRPKPP
54 | Gedung Bangunan Serba Guna Desa Naning RT.02 Basarang 1 Unit DPUPRPKPP
55 | Rehabilitasi Pasar Agropolitan RT.05 Desa Tambun Raya Basarang DPUPRPKPP
56 | Peningkatan Jalan Lintas Kapuas Barat - Mantangai Desa Sei Kayu - Desa Sei Tersebar di
(dari Desa Sei Kayu - Desa Sei Pitung - Desa Saka Pitung - Desa Saka banyak titik
Tamiang - Desa Penda Katapi ) Tamiang - Desa Penda Kapuas Barat DPUPRPKPP
Katapi Kecamatan Kapuas
Barat
57 | Rehab Jembatan/ Jalan Perintis 1 RT 08 & RT 09 Desa Anijir 1 unit
Kalampan Kapuas Barat DPUPRPKPP
58 | Pengaspalan Jalan Ria Gilang Kelurahan Mandomai Kapuas Barat 3000 x 3 meter DPUPRPKPP
59 | Rehab Jalan Desa Eks PLG RT 01 Desa Pantai Kapuas Barat 8 km DPUPRPKPP
60 | Pembangunan Jembatan Lintas Desa (Desa Teluk Hiri | Jalan Handel Hemat Desa 5 unit
- Desa Pantai) Teluk Hiri Kapuas Barat DPUPRPKPP
61 | Perkerasan Jalan Lingkar Luar dari Saka Mangkahai Desa Saka Mangkahai 10.000 meter
menuju Desa Maju Bersama arah Desa Maju Bersama Kapuas Barat DPUPRPKPP
62 | Pelebaran Jalan Tatako menuju pemakaman RT 005 Dgsa Saka Kapuas Barat 2000 meter DPUPRPKPP
Pamatang Betung Mangkahai
63 | Peningkatan Penghubung antar Desa Desa Bukit Batu menuju Panjang 27 km
Desa Sei Gita dan Desa Mantangai DPUPRPKPP
Muroi Raya
64 Eirtr;t;ukaan dan Penimbunan jalan Taburu - Jalan Desa Tumbang Muroi Mantangai Panjang 4 Km DPUPRPKPP
65 | Pengaspalan/Cor Beton Penghubung antar Desa Desa Pulau Kaladan ) Panjang 3,5 km
menuju Desa Lamunti Mantangai DPUPRPKPP
66 | Pengaspalan Jalan Pelajar Menuju Jalan Lintas Desa Manusup RT.07 Mantangai Panjang 1500 DPUPRPKPP
Kabupaten Meter
67 | Box Culvert JI. Baru Samping SMAN-1 Timpah Desa Timpah Timpah ; nT)aket (8mx DPUPRPKPP
68 | Relokasi Rumah Terdampak Tanah Longsor Desa Tumbang Randang Timpah ﬁ &Jnlt untuk 8 DPUPRPKPP
69 | Relokasi Rumah Terdampak Banjir di Dusun Kanjarau | Desa Petak Puti Timpah gg E}Tt untuk DPUPRPKPP
70 | Relokasi Pemukiman Terdampak Rawan Banjir Desa Lawang Kamah Timpah ggg E}Tt untuk DPUPRPKPP
71 | Pembangunan Semenisasi Jalan Arah Komplek Desa Pujon P=2,8 KM L=6
Kuburan Batu Antang Kapuas Tengah m DPUPRPKPP
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72 Egp&r;g[l;gtszn Peninggian Jalan dan Pengaspalan Jalan | Desa Kayu Bulan Kapuas Tengah 1Km DPUPRPKPP
73 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Desa Kec. Pasak Talawang 1 Unit
Dandang-Desa Tumbang Tukun Pasak Talawang DPUPRPKPP
74 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan | Desa Sei Ringin Pasak Talawan 1 Unit DPUPRPKPP
Menuju Desa Sei Ringin 9
75 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan Desa Hurung Kampin Pasak Talawan 1 Unit DPUPRPKPP
Menuju Desa Hurung Kampin 9
76 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan | Desa Kaburan Pasak Talawan 1 Unit DPUPRPKPP
Menuju Desa Kaburan 9
77 | Pembangunan Box Culvert RT. 03 Desa Dandang Pasak Talawang | 1 Unit DPUPRPKPP
78 | Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SDN-1 Desa Desa Dandang Pasak Talawang 281 Meter DPUPRPKPP
Dandang
79 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan Desa Dandang Pasak Talawan 1 Unit DPUPRPKPP
Menuju Desa Dandang 9
80 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Desa Desa Tumbang Tukun Pasak Talawan 1 Unit DPUPRPKPP
Tumbang Tukun-Sei Hanyu 9
81 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan Desa Batu Sambung 1 Unit
Menuju Desa Batu Sambung Pasak Talawang DPUPRPKPP
82 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan Desa Balai Banjang 1 Unit
Menuju Desa Balai Banjang Pasak Talawang DPUPRPKPP
83 | Peningkatan atau Perkerasan Jalan Poros Dari dan Desa Jangkang Pasak Talawan 1 Unit DPUPRPKPP
Menuju Desa Jangkang 9
84 DPUPRPKPP
85 | Pengadaan Sarana Penerangan PLN Desa Hurung Kampin Pasak Talawang | 10 Unit DPUPRPKPP
86 | Pengadaan Listrik/Penerangan Solar Sel/PLTS Desa Tumbang Nusa Pasak Talawang | 10 Unit DPUPRPKPP
87 | Pengadaan Listrik/Penerangan PLN Desa Batu Sambung Pasak Talawang | 10 Unit DPUPRPKPP
88 Pasak Talawang DPUPRPKPP
89 Pasak Talawang DPUPRPKPP
90 | Tower Sinyal Telekomunikasi Desa Jangkang Pasak Talawang | 1Unit DPUPRPKPP
91 ﬁ:tl)clarl:aTsI:] g/lgeispd Desa Jangkang ke Dataran yang Desa Jangkang Pasak Talawang 1 Unit DPUPRPKPP
92 | Jembatan RT. 03 (Dilokasi eks Kebakaran) Sei Hanyo Kapuas Hulu 1 Paket DPUPRPKPP
93 | Jembatan Penghubung Desa (Rangka Baja) Hurung Tabengan Kapuas Hulu 150m DPUPRPKPP
94 | Lanjutan peningkatan jalan lingkar luar ibukota kec Desa Sei Pinang Mandau 1000 Meter DPUPRPKPP
menuju kantor kecamatan Talawang
95 | Pengaspalan Jalan P2D Ruas Sei Pinang - Tanjung Jalan P2D Sei Pinang - Mandau 30 km
Rendan Tanjung Rendan Talawang DPUPRPKPP
96 | Pengaspalan ruas jalan sei pinang ke masaha Desa Karetau Manta'a Mandau 1400 Meter DPUPRPKPP
Talawang
97 | Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tumbang Manyarung Mandau 1 Unit
Talawang DPUPRPKPP
98 | Bedah Rumah Desa Tanjung Rendan Tl\g;rxj:#g 10 Unit DPUPRPKPP
99 | Pengaspalan Jalan Kabupaten RT. 02 Desa Saka Batur Kapuas Hilir 800 M DPUPRPKPP
100 Penimbunan Jalan Pisew E;’Sg(; Kelurahan Sei Kapuas Hilir 2Km DPUPRPKPP
110 Pengaspalan Jalan Karukan E;’sgi Kelurahan Sei Kapuas Hilir 6 Km DPUPRPKPP
120 Jembatan Box Betang §ng?1 Kelurahan Sei Kapuas Hilir 3x4m DPUPRPKPP
139 Semenisasi Jalan Titian Ulin E‘Ia'.n(igufaelurahan Kapuas Hilir |137=;1]50 m,L= DPUPRPKPP
10 | Rehab Berat/Tota_I_Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Kgntor Kecamatan Kapuas Kapuas Hilir 1 (satu) Paket DPUPRPKPP
4 | Camat Kapuas Hilir Hilir
1 50 E:r:?l:);zg);unan Gereja Baru GKE Barimba (Tahap RT. 04 Kelurahan Barimba Kapuas Hilir 1 (satu) Paket DPUPRPKPP
1 6() Eglsekt;asrj:sdan Penyiringan Jalan Desa Menuju Desa Saka Lgun RT 04 Pulau Petak 400 m DPUPRPKPP
170 Rehab Jalan Sei Tatas Hilir Desa Sei Tatas Hilir Pulau Petak 2KM DPUPRPKPP
10 | Pembangunan Jembatan Permanen Desa Sei Tatas Hilir RT 01 6 Unit
8 s.dRTO07 Pulau Petak DPUPRPKPP
1;) Penimbunan Dengan Base course Banama | Desa Banama RT 07 Pulau Petak 3KM DPUPRPKPP
11 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Saka Binjai ke Desa P=7Km
0 | Bina Sejahtera Menuju Desa Palangkau Lama Kapuas Murung DPUPRPKPP
11 | Pengaspalan Jalan Handel Mulia Anijir Mambulau Timur ) P=4.600m dan
1 RT.11 dan RT.17 Kapuas Timur L=3m DPUPRPKPP
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11 | Rehab/aspalisasi Jalan Sisi Kali Anjir Anjir Mambulau Timur P=4.000m,
2 RT.01, RT.08, RT. 14 dan Kapuas Timur L=3mdan DPUPRPKPP
RT.15 T=0,05m
11 | Rehabilitasi Jalan Kali Anjir Anijir Serapat Barat RT.02 ) P=1.000m
3 dan RT.14 Kapuas Timur DPUPRPKPP
11 | Semenisasi Jalan Handel Mantat Anjir Serapat Tengah ) P=1.000m dan
4 RT 30 Kapuas Timur L=3m DPUPRPKPP
11 | Pelebaran dan pengaspalan jalan poros Desa Tamban Jaya - 5Km
5 Tamban Baru Tengah - Tamban catur DPUPRPKPP
Tamban Baru Timur
11 | Rehab dan pelebaran Jalan poros kabupaten Desa Warnasari - 6,2 km
6 Sidomulyo dan Desa Tamban catur DPUPRPKPP
Sidorejo
1 71 pembangunan wc warga tidak mampu Kecamatan Tamban Catur Tamban catur EJ (:1 itD)esa (500 DPUPRPKPP
1 81 Pembangunan Polsek dan Kelengkapannya ?g:ga'lr;amban Baru Tamban catur 1 Paket DPUPRPKPP
1 91 Pembangunan Koramil dan Kelengkapannya _[r)g:ga'lr']amban Baru Tamban catur 1 Paket DPUPRPKPP
102 Siring Sungai dan Jalan Dalam Kota kapuas Kuala Lupak Dalam Kapuas Kuala 3Km DPUPRPKPP
12 | Pembangunan Sanitasi WC Komunal Baranggau, Wargo Mulyo 190 Unit
1 dan Lupak Timur Kapuas Kuala DPUPRPKPP
12 | Rumah Tidak Layak Huni Baranggau, Pematang, 260 Buah
2 Cemara Labat dan Kapuas Kuala DPUPRPKPP
Simpang Bunga tanjung
DINAS KESEHATAN
1 | Rehab/Perbaikan Gedung Pustu Desa Kaladan Jaya .| 1 Unit Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
2 | Penambahan Dokter di puskesmas Desa Bukit Batu .| 20rang Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
3 | Penambahan Tenaga Medis & Bidan Desa Desa Pulau Kaladan .| Jumlah 2 orang | Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
4 | Penambahan Tenaga Medis Desa Kalumpang Kec. Mantanga Jumlah 3 orang | Dinas
Kesehatan
5 | Penambahan Tenaga Kesehatan Bidan Desa Desa Tumbang Muroi .| 2orang Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
6 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pustu Desa Lamunti Baru .| 1Paket Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
7 | Rehab Puskesmas dan poskesdes Desa Warga Mulya .| 1Paket Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
8 | Penambahan Tenaga Kesehatan Bidan Desa Desa Tumbang Mangkutup .| 1orang Dinas
Kec. Mantangai
Kesehatan
9 | Pembangunan Rumah Dinas Pegawai PKM Timpah Desa Timpah ) 1 Paket Dinas
Kec. Timpah
Kesehatan
10 | Pengadaan Mubiler untuk PUSTU Desa Tumbang Desa Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
Kec. Timpah
Randang Kesehatan
11 | Rehab Puskesmas Pembantu Desa Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
Kec. Timpah
Kesehatan
12 | Pengadaan Mubiler Puskesdes Desa Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
Kec. Timpah
Kesehatan
13 | Penambahan Tenaga Kesehatan/Perawat Postu Desa Lawang Kamah ) 2 Orang Dinas
Kec. Timpah
Kesehatan
14 | Penambahan Tenaga Kesehatan/Bidan Desa Desa Batapah ) 1 Orang Dinas
Kec. Timpah
Kesehatan
15 | Tenaga Medis Desa Sei Ringin Kec. Pasak 2 Orang Dinas
Talawang Kesehatan
16 | Penambahan Tenaga Medis Desa Tumbang Tihis Kec. Mandau 2 Orang Dinas
Talawang Kesehatan
17 | Penambahan Tenaga Medis Desa Lawang Tamang Kec. Mandau 1 Orang Dinas
Talawang Kesehatan
18 | Penambahan Tenaga Medis Desa Karetau Manta'a Kec. Mandau 2 Orang Dinas
Talawang Kesehatan
19 | Penambahan Tenaga Medis Desa Tanjung Rendan Kec. Mandau 1 Orang Dinas
Talawang Kesehatan
20 | Penambahan Tenaga Bidan dan Perawat Desa Masupa Ria Kec. Mandau 2 Orang Dinas
Talawang Kesehatan
21 | Tenaga Kesehatan (perawat untuk pustu) Desa Manggala Permai Kec. Kapuas perawat Dinas
Murung Kesehatan
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22 | Peningkatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kecamatan Kapuas Timur Kec. Kapuas 1 Paket Dinas
Puskesmas Anjir Serapat Timur Kesehatan
23 | Peningkatan Halaman Puskesmas Pembantu di Anjir Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas P=8, L=7m dan Dinas
Mambulau Barat RT.06 Timur T=0,30m Kesehatan
24 | Penambahan tenaga kesehatan di pustu Desa Sidomulyo Kec. Tamban 1 Orang Dinas
Catur Kesehatan
25 | Sarana Transportasi Rujukan Puskesmas Tamban Baru Kec. Tamban 1 Unit Dinas
Catur Kesehatan
26 | Sarana Oprasional Pimpinan Puskesmas Puskesmas Tamban Baru Kec. Tamban 2 Unit Dinas
dan Tamban Catur Catur Kesehatan
27 | Pembangunan Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) Lupak Dalam Kec. Kapuas 1 Paket Dinas
Puskesmas Lupak Kuala Kesehatan
28 | Pembangunan Ruang Laboratarium Puskesmas Lupak | Lupak Dalam Kec. Kapuas 1 Paket Dinas
Kuala Kesehatan
DINAS PERTANIAN
1 | Semenisasi Jalan usaha Tani Desa Wargo Mulyo - 8 Km Dinas
Tamban Baru Selatan Kapuas Kuala Pertanian
2 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tamban Baru selatan 12 Km Dinas
RT. 01 sd RT. 06 Kapuas Kuala Pertanian
3 | Pembangunan Jembatan Usaha Tani Desa Tamban Baru selatan 12Km Dinas
RT. 01 sd RT. 06 Kapuas Kuala Pertanian
4 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simpang Bunga Kapuas Kuala 3Km Dinas
Tanjung RT. 08 P Pertanian
5 | Pupuk Urea/TSP Desa Pulau Telo 5Ton Dinas
Selat )
Pertanian
6 | Pestisida Desa Pulau Telo 100 Kg Dinas
Selat .
Pertanian
7 | Handtraktor Kelurahan Selat Hulu RT. Selat 2 Unit Dinas
21 Pertanian
8 | Mesin Perontok Padi Kelurahan Selat Hilir RT. 22 Unit Dinas
Selat )
017 Pertanian
9 | Pupuk, Kapur dan Obat-obatan Kelurahan Selat Barat RT. Selat 1 Paket Dinas
04 & 07 Pertanian
10 Pengadaan Ternak (Kandang, Bibit dan Pakan) Kelurahan Selat Barat 07 Selat 10 Unit Elnas .
ertanian
" Pengadaan Alat Combine Anjir Mambulau Timur Kapuas Timur 4 Unit Dinas .
Pertanian
12 | Pengadaan Alat Perontok Padi Desa Bunga Mawar RT. 01 9 Unit Dinas
Pulau Petak )
Pertanian
13 | Pengadaan Handtraktor Desa Bunga Mawar RT. 01 9 Unit Dinas
Pulau Petak .
Pertanian
14 | Pengadaan Handtraktor Desa Narahan 7 Unit Dinas
Pulau Petak .
Pertanian
15 | Pengadaan Handtraktor Desa Palangkai Pulau Petak 2 Unit Dinas _
Pertanian
16 | Pengadaan Handtraktor Desa Sei Tatas Hilir RT. 02 2 Unit Dinas
Pulau Petak .
Pertanian
17 | Mesin Pompa Air Desa Sei Tatas Hilir RT. 01 Pulau Petak 6 Unit Dinas _
Pertanian
18 | Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Desa Bentuk Jaya 9 Kelompok Dinas
Dadahup )
(P4S) Pertanian
19 | Jalan Usaha Tani Desa Petak Batuah 17 Km Dinas
Dadahup .
Pertanian
20 | Jalan Usaha Tani BPP 50 Km (10 Dinas
Tamban Catur .
Desa) Pertanian
21 | Combine Harvester BPP 10 Unit (10 Dinas
Tamban Catur .
Desa) Pertanian
22 | Handtraktor BPP 100 Unit (10 Dinas
Tamban Catur .
Desa) Pertanian
23 | Bantuan Bibit Kelapa Genjah Kelompok Tani 5.000 Pohon Dinas
Tamban Catur .
Pertanian
24 | Bantuan Bibit Jeruk Desa Bandarraya 7.000 Pohon Dinas
Tamban Catur .
Pertanian
25 | Bantuan Bibit Sapi Kelompok Tani Tamban Catur 50 ekor Dinas _
Pertanian
26 | Bantuan Bibit Kambing Desa Bandarraya 200 ekor Dinas
Tamban Catur .
Pertanian
27 | Bantuan Bibit Kambing Desa Sidorejo Tamban Catur 200 ekor Dinas _
Pertanian
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28 | Jalan Usaha Tani Desa Tajepan RT. 04 35Km Dinas
Kapuas Murung Pertanian

29 | Jalan Usaha Tani Desa Palingkau sejahtera 2Km Dinas
Kapuas Murung Pertanian

30 | Bantuan Bibit Sapi Desa Bina Mekar 25 Ekor Dinas
Kapuas Murung Pertanian

31 | Bantuan Bibit Ternak ayam Desa Bina Karya 1000 Ekor Dinas
Kapuas Murung Pertanian

32 | Bantuan Bibit Ternak bebek Desa Bina Karya K 1000 Ekor Dinas
apuas Murung Pertanian

33 | Penimbunan Lahan untuk Lahan sawah Desa Sumber Mulya 200 Ha Dinas
Kapuas Murung Pertanian

34 | Bantuan Ternak Sapi Desa Sumber Mulya 25 ekor Dinas
Kapuas Murung Pertanian

35 | Cetak Lahan Pertanian Desa Palangkau Lama K 150 Ha Dinas
apuas Murung Pertanian

36 | Penimbunan Jalan Usaha Tani Kelurahan Sei Pasah L 1,25 x 500 m Dinas
Kapuas Hilir Pertanian

37 | Rehab Saluran Irigasi Sawah Kelurahan Dahirang Kapuas Hilir 1 Paket Dinas
Pertanian

38 | Pengadaan Kambing Desa Bakungin - 20 Ekor Dinas
Kapuas Hilir Pertanian

39 | Pengadaan Bibit Unggul (1.396 Ha) Desa Terusan Mulya Bataguh 13.960 Kg Dinas
Pertanian

40 | Pengadaan Bibit Jeruk Desa Terusan Baguntan Bataguh 5.000 Bibit Dinas
Raya Pertanian

41 | Pengadaan Bibit Petai Desa Terusan Baguntan Bataguh 5.000 Bibit Dinas
Raya Pertanian

42 | Pengadaan Handtraktor Desa Terusan Raya Barat Bataguh 20 unit Dinas
Pertanian

43 | Pembuatan Tanggul Pertanian dan Cetak Lahan Desa Terusan Raya Barat Bataquh 350 Ha Dinas
Pertanian RT1-11 9 Pertanian

44 | Pengadaan Alat Mesin Perontok Padi Desa Terusan Raya Barat Bataguh 10 Unit Dinas
Pertanian

45 | Pengadaan Traktor Desa Bamban Raya Bataguh 5 Unit Dinas
Pertanian

46 | Bantuan Bibit Unggul Karet Desa Terusan Raya Bataguh LS Dinas
Pertanian

47 | Bantuan Bibit Unggul Karet Desa Sei Lunuk Bataguh 4 Kelompok Dinas
Pertanian

48 | Bantuan Bibit Ternak Kambing Desa Bamban Raya Bataguh 50 ekor Dinas
Pertanian

49 | Bantuan Bibit Ternak Ayam Desa Bamban Raya Bataguh 300 ekor Dinas
Pertanian

50 | Bantuan Bibit Ternak itik Desa Bamban Raya Bataguh 300 ekor Dinas
Pertanian

51 | Bantuan Bibit Ternak Kambing Desa Terusan Raya Barat Bataguh 30 ekor Dinas
Pertanian

52 | Bantuan Bibit Ternak Sapi Desa Terusan Raya Barat Bataguh 20 ekor Dinas
Pertanian

53 | Bantuan Bibit Kambing Desa Tamban Luar Bataguh 100 ekor Dinas
Pertanian

54 | Bantuan Bibit Ternak Ayam Desa Tamban Luar Bataguh 3.000 ekor Dinas
Pertanian

55 | Bantuan Bibit Ternak itik Desa Tamban Luar Bataguh 3.000 ekor Dinas
Pertanian

56 | Peningkatan Jalan Lahan Food Estate Desa Basungkai Basarang 10 Km Dinas
Pertanian

57 | Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Basungkai RT. 04 Basarang 1Km Dinas
Pertanian

58 | Penanggulangan Hama Kera Desa Panarung RT. 01-05 Basarang 20 Buah Dinas
Pertanian

59 | Pengadaan Alat Perontok Padi Desa Teluk Hiri 12 Unit Dinas
Kapuas Barat Pertanian

60 | Traktor Desa Teluk Hiri 12 Unit Dinas
Kapuas Barat Pertanian

61 | Traktor Desa Maju Bersama 1 Unit Dinas
Kapuas Barat Pertanian

62 | Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Manyahi (selatan) ) 1 Paket Dinas
Mantangai Pertanian

63 | Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Lamunti Baru . 10 Km Dinas
Mantangai Pertanian

64 | Pembuatan Pintu Air Saluran Tersier Desa Lamunti Permai ) 12 Titik Dinas
Mantangai Pertanian
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65 | Pengadaan Bibit Ternak Sapi Desa Sidomulyo . 10 Ekor Dinas
Mantangai .
Pertanian
66 | Pengadaan Ternak Kambing Desa Harapan Jaya . 1 Paket Dinas
Mantangai .
Pertanian
67 | Pengadaan Ternak Sapi Desa Suka Maju ) 1 Paket Dinas
Mantangai .
Pertanian
68 | Bantuan bibit Sawit Desa Warga Mulya ) 10.000 Bibit Dinas
Mantangai )
Pertanian
69 | Bantuan Bibit Buah-buahan Desa Warga Mulya ) 10.000 Bibit Dinas
Mantangai .
Pertanian
70 | Bantuan Ternak Sapi Desa Tumbang Randang ) 1 Paket Dinas
Timpah .
Pertanian
71 | Bantuan Bibit Sawit Desa Tumbang Randang ) 2 Paket Dinas
Timpah .
Pertanian
72 | Bantuan Karet Desa Tumbang Randang ) 3 Paket Dinas
Timpah .
Pertanian
73 | Bantuan Buah-buahan Desa Tumbang Randang ) 4 Paket Dinas
Timpah P .
ertanian
74 | Bantuan bibit ternak sapi Desa Supang Kapuas Hulu 10 Ekor Dinas
P Pertanian
75 | Bantuan bibit ternak sapi Desa Dirung Koram 10 Ekor Dinas
Kapuas Hulu .
Pertanian
76 | Bantuan Bibit Tanaman Lengkeng Desa Tumbang Puroh 1.000 Bibit Dinas
Kapuas Hulu )
Pertanian
77 | Bantuan Bibit Petai Desa Dirung Koram 1.000 Polybag Dinas
Kapuas Hulu )
Pertanian
78 | Pengadaan Traktor Rotari Desa Lawang Tamang Mandau 2 unit Dinas
Talawang Pertanian
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1 Desa Pulau Telo 20 Unit Dinas
Ketahanan
Perahu Tangkap lkan Selat Pangan dan
Perikanan
DINAS PERHUBUNGAN
1 | Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Sulawesi Gg. V A 4 Tiang dan 4 Dinas
dan VIII RT. 16 Kelurahan Kec. Selat Lampu
Perhubungan
Selat Barat
2 | Pembangunan Pelabuhan RT 01 Desa Sei Pitung Kec. Kapuas 1 unit Dinas
Barat Perhubungan
3 | Pembangunan Pelabuhan RT 05 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas 1 titik Dinas
Barat Perhubungan
4 | Pengadaan Transport Kapal Desa Rt01 & Rt 06 Desa Saka Kec. Kapuas 1 unit Dinas
Tamiang Barat Perhubungan
5 | Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Sei Asem Kec. Kapuas 10 Titik Dinas
Hilir Perhubungan
6 | PJUTenaga Surya Desa Anjir Palambang Kec. Pulau RT 01,RT 02 Dinas
Petak Perhubungan
7 | Penerangan Jalan Handel Desa Teluk Palinget Kec. Pulau RT01s.dRT Dinas
Petak 07 Perhubungan
8 | Rehab Perbaikan Pelabuhan Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan Kapuas 1 Paket
Murung Kelurahan Kec. Kapuas Dinas
Palingkau Baru Murung Perhubungan
9 | Pengadaan Kapal Ferry Desa Talekung Punei Kec. Kapuas 1 Unit Dinas
Murung Perhubungan
10 | Pembangunan Pelabuhan Desa RT.02 Desa Karya Bersama Depan4 x4 M .
Kec. Kapuas Dinas
M Belakang 2 x 12
urung M Perhubungan
11 | Pembangunan / Rehab Pelabuhan Umum Kel. Pulau Kupang RT 13, (1 buah RT 13),
15, 19,20, 28 (P20,L6mRT
15), (2x20 m RT )
19), (1 Buah RT | Dinas
20) (P 40mxL Perhubungan
3mRT 28)
12 | Pemasangan Penerangan Jalan Desa Desa Budi Mufakat Kec. Bataguh 50 titik Dinas
Perhubungan
13 | Pemasangan Penerangan Jalan Umum Desa Tamban Luar 50 Unit Dinas
Kec. Bataguh
Perhubungan
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14 | Pemasangan Penerangan Jalan Umum Desa Terusan Makmur K 50 Titik Dinas
ec. Bataguh P
erhubungan
15 | Pemasangan Penerangan Jalan Umum Desa Bamban Raya K 60 titik Dinas
ec. Bataguh P
erhubungan
16 | Pemasangan Penerangan Jalan Umum Desa Terusan Raya Barat K 50 titik Dinas
ec. Bataguh P
erhubungan
17 | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Anjir Mambulau Tengah 53 Titik
RT.01, RT.06, RT.07, Kec. Kapuas Dinas
RT.08 RT.10 dan RT.13 Timur Perhubungan
18 | Pelabuhan/Dermaga Kecamatan Kecamatan Kec. Tamban 1 Unit Dinas
Catur Perhubungan
19 | Pembangunan pelabuhan umum Desa Bandar Raya Kec. Tamban 3 unit Dinas
Catur Perhubungan
20 | Pembuatan dermaga Desa Bandar Mekar Kec. Tamban 1 Unit Dinas
Catur Perhubungan
21 | Pembangunan pelabuhan umum Desa Tamban Jaya Kec. Tamban 1 unit Dinas
Catur Perhubungan
22 | Perbaikan pelabuhan umum Desa Tamban Baru Kec. Tamban 1 unit Dinas
Tengah Catur Perhubungan
23 | Pengadaan penerangan jalan umum (PJU) Kecamatan Tamban Catur 250 titik
tersebar di 1.
Desa warnasari
2.Desa
bandarmekar
3.desa
bandarraya
4 desa tamban
jaya
Kec. Tamban 5.desa temban Dinas
Catur baru tengah Perhubungan
6.desa sidorejo
7.desa tamban
makmur
8.desa
sidomulyo
9.desa tamban
baru timur
10.desa tamban
baru mekar
24 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dan Desa Lupak Dalam RT. 12 Kec. Kapuas 50 Unit Dinas
Penambahan Tiang GTR Kuala Perhubungan
25 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lintas Umum Tamban Baru Selatan Kec. Kapuas 1 Paket Dinas
dan Desa RT.01 sd RT.06 Kuala Perhubungan
SEKRETARIAT DAERAH
1 JI. Pulau Kaladan No. 10 1 Paket Sekretariat
Rehab/ Perbaikan Gereja GKE Gloria Pulau Kaladan Rt. 08 Pulau Kaladan Kec. Mantangai Daerah
Mantangai
2 Pembangunan Gereja GBI Manyahi '\D/lesa Manlyah| Kec. Mantangai 1 Paket Sekretariat
antangai Daerah
8 Pembangunan Pagar Gereja Imanuel Jemaat GKE \Iilll Gta ng Keﬁ?hian Mantanaai 1 Paket Sekretariat
Mantangai Man angai Hilir Kec. antangai Daerah
antangai
4 JI. Desa Tarantang Rt. 09 1 Paket ;
Pembangunan Masjid At-Tagwa Kec. Mantangai ¢ Mantangai S::::r:a”at
5 JI. Mantangai Hilir RT. 001 1 Paket Sekretariat
Renovasi Langgar Al lkhlas Desa Mantangai Hilir Kec. Mantangai D
: aerah
Mantangai
6 Jl.Hapakat RT. 001 Desa 1 Paket Sekretariat
Perluasan Bangunan Masjid Nurul Hidayah Teluk Hiri Kec. Kapuas Kapuas Barat D
Barat aerah
7 ) ) ) ) JI. Desa Penda Katapi RT. 1 Paket Sekretariat
Rehab/Perbaikan Gereja Eka Asi Penda Katapi 05 Kec. Kapuas Barat Kapuas Barat Daerah
8 | Penambahan Bangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) | Desa Sei Kayu Kec. K Barat 1 Paket Sekretariat
Kasih Anugrah Kapuas Barat apuas bara Daerah
9 ; Desa Naning RT. 01 Kec. 1 Paket i
Rehab Masjid Nor Tag'wa Basarang Basarang DS::rr:rt]anat
10 JI. Trans Kalimantan KM. 8 1 Paket
RT. 01 RW. 01 Desa Sekretariat
Rehab Tempat Wudhu Dan WC Langgar Noor Akbar Tambun Raya Kec. Basarang Daerah
Basarang
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11 JI. Trans Kalimantan- 1 Paket Sekretariat
Pembangunan Pura Dalem Banjar Satya Dharma Basarang Km. 10 Kec. Basarang Daerah
Basarang
12 JI. Trans Kalimantan- 1 Paket Sekretariat
Pembangunan Pura Puseh Banjar Satya Dharma Basarang Km. 10 Kec. Basarang Daerah
Basarang
13 JI. Balai Ibadah RT. 05 1 Paket Sekretariat
Pembangunan 'Gereja GKE Haleluya Pujon Desa Pujon Kec. Kapuas Kapuas Tengah Daerah
Tengah
14 . . JI. Lintas Timpah-Pujon 1 Paket .
Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat RT. 0004 Kec Kapuas Kapuas Tengah Sekretariat
Maranatha Masaran T Daerah
engah
15 JI. Batuah RT. 04 Lungkuh 1 Paket i
Rehab/Perbaikan Gereja GKE Trans Rarawa Layang Kec. Timpah 9 Timpah DS:ekrr:t:anat
16 JI. Lintas Palangka Raya- 1 Paket Sekretariat
GBI Sola Gracia Lungkuh Layang Buntok RT. 003 Desa Timpah D
aerah
Lungkuh layang
17 JI. Uhing Tapian Kahui RT. 1 Paket
Pembangunan Teras dan Menara Gereja GKE 01 Desa Lawang Kajang Timoah Sekretariat
Pandehen Kec. Timpah P Daerah
18 | Perluasan Bangunan Gereja Depan dan Pembuatan Desa Lawang Kamah RT. 1 Paket Sekretariat
Pagar Keliling dilingkungan Gereja dan Pastori Gereja | 02 Kec. Timpah Timpah D
aerah
Haleluya GKE Lawang Kamah
19 Desa Lawang Kaman 1 Paket i
Balai Dohong Lunuk Ramba Kec. Timpahg ¢ Timpah s::rr:rt]anat
20 Desa Anjir Mambulau Barat 1 Paket ;
Perbaikan Langgar Nurul Hikmah Kec. Kapuas Timur Kapuas Timur DS::rr:t:anat
21 Desa Anjir Serapat Baru 1 Paket i
Perbaikan/Pemugaran Musholla Fathuljannah Km.7,5 f(ec. KaF;)uas timur Kapuas Timur S::rr:rt]anat
22 | pembangunan Gereja Kristen Nazarene (GKN) JI.Nuri Il No. 197 Perum Selat 1 Paket Sekretariat
Hosana Pulau Telo Kuala kapuas Daerah
23 | Permohonan Bantuan dana Operasional Gereja Bethel | JI. Kalimantan No. 49 Kel. Selat 1 Paket Sekretariat
Indonesia (GBI) Barigas Selat Hilir Kec. Selat Daerah
24 | Bantuan Videotron/ LED Display Gereja Bethel JI. Pilau No. 100 Kuala Selat 1 Paket Sekretariat
Indonesia (GBI) Jemaat Kuala Kapuas Kapuas Daerah
25 | Ambal, Mixer dan Pembuatan Pagar Depan Masjid JI. Kalimantan RT. 17 Selat 1 Paket Sekretariat
Baitul Muttagien Kuala Kapuas Daerah
26 . . " JI. Tambun Bungai 1 Paket .
Biaya Operasional Masjid Agung Al-Mukarram Komplek Islamic Center Selat Sekretariat
Amanah Daerah
Kuala Kapuas
27 JI. Patih Rumbih RT. 08/01 1 Paket i
Rehab Total Langgar Baitul Mu'min kel./ Selat Barat Selat Sekretariat
: Daerah
2 Pembangunan Tempat Wudhu dan Renovasi Musholla Handel Saka Lindung RT. 1 Paket Sekretariat
14 Kel. Murung Keramat Selat
Nurul Ukhuwah Daerah
Kec. Selat
29 | Lanjutan Pemasangan Keramik Halaman dan JI. Tambun Bungai Gg. IV Selat 1 Paket Sekretariat
Pembuatan WC Mushola Ar Raudah Jalur D Kuala Kapuas Daerah
30 Desa Rawa Subur RT. 06 1 Paket ;
Rehab Masjid Ar-Rahman Kec. Kapuas Murung Kapuas Murung s::rr:rt]anat
31 Desa Palingkau Jaya Kec. 1 Paket i
Bantuan Dana Mushola Al-Hikmah Kapuas Tirﬁur y Kapuas Murung S:grraert]anat
32 Palingkau Besar RT. 10 1 Paket
; Kel. Palingkau Lama Kec. Sekretariat
Rehab Langgar Sabilarrasyad Kapuas Murung Kapuas Murung Daerah
33 . . Desa Sidorejo Kec. 1 Paket Sekretariat
Pure Dalem Banjar Sukamaju Tamban Catur Tamban Catur Daerah
34 n Desa Sidorejo Kec. 1 Paket Sekretariat
Langgar Darul Mualimin Tamban Catur Tamban Catur Daerah
35 JI. Poros Blok A Kiri RT. 1 Paket .
o Sekretariat
Pembangunan Masjid Baiturrahman 003 RW. 001 Terusan Bataguh
Daerah
Karya Kec. Bataguh
36 JI. Poros Blok B Kiri RT. 1 Paket .
. Sekretariat
Pembangunan Masjid Darussalam 006 RW. 002 Terusan Bataguh D
aerah
Karya Kec. Bataguh
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37 JI. Pasar Lama RT. 02 Kel. 1 Paket Sekretariat
Pembangunan Langgar Darul Ibadah Pulau Kupang Kec. Bataguh D
aerah
Bataguh
38 JI. Poros Blok A RT. 014 1 Paket Sekretariat
Pembangunan Langgar Muhtadin RW. 001 Terusan Karya Bataguh D
aerah
Kec. Bataguh
39 Bahanau Kecil RT 13 Desa 1 Paket i
Rehab Mushalla Al Lutf Budi Mufakat Kec. Bataouh Bataguh Sekretariat
- g Daerah
40 Desa Terusan Mulya Blok 1 Paket Sekretariat
Pembangunan Mushalla Baitul Muslimin D RT. 005 RW. 001 Kec. Bataguh D
aerah
Bataguh
41 | Pengadaan Kursi 50 Buah, Mimbar 1 Buah dan Desa Lawang Tamang Mandau 1 Paket Sekretariat
Peralatan Sound System/ Pengeras Suara GKE Kec. Mandau Talawang
f Talawang Daerah
Parawei Lawang Tamang
43 Sekertariat Masjid Agung 1 Paket
Dukungan Program Kegiatan Pimpinan Daerah Al Mukarram JI. Tambun Selat Sekretariat
Dewan Masjid Indonesia Kab. Kapuas Bungai Kuala Kapuas Daerah
44 Dukungan Kegiatan Pimpinan Cabang Fatayat JI. Cilik Riwut GG VC No. 1 Paket Sekretariat
68 RT. 16 Kel. Selat Dalam Selat
Nahdlatul Ulama Kab. Kapuas Daerah
Kec. Selat
45 | Bantuan Dana untuk kegiatan Dewan Adat Dayak JI. Kenanga No. 17 Kuala Selat 1 Paket Sekretariat
(DAD) Kab. Kapuas Kapuas Daerah
46 | Dukungan Untuk Kegiatan Wilayah XVII Kapuas Sekertariat JI. Pujon 1 Paket Sekretariat
Majelis Wilayah XVII Kapuas Gereja Pantekosta di Selat b
) aerah
Indonesia (GPdI)
47 | Dukungan Untuk Kelengkapan Peralatan Pengurus Desa Anjir Mambulau Barat Kapuas Timur 1 Paket Sekretariat
Grup Habsyi Nurul Hikmah Kec. Kapuas Timur P Daerah
48 | Dukungan Untuk Kelengkapan Peralatan Perkumpulan | Rowodadi | Desa Tamban Bataquh 1 Paket Sekretariat
Maulid Al Hasby Nurul Fata Luar Kec. Bataguh 9 Daerah
49 | Dukungan Untuk Kelengkapan Peralatan Rowodadi | Desa Tamban Bataquh 1 Paket Sekretariat
Perkumpulan Maulid Al Hasby Jamiatul Muslimat Luar Kec. Bataguh 9 Daerah
50 | Dukungan Untuk Kegiatan Pertemuan Raya Il Kaum JI-A. Yani NO. 079-081 Selat 1 Paket Sekretariat
Bapak GKE Se-Indonesia Tahun 2024 Kuala Kapuas Daerah
51 | Permohonan Bantuan Dana Kegiatan dan Peralatan JI. Panglima Batur No. 53 1 Paket Sekretariat
Sound Sistem Pimpinan Daerah Wanita Islam Kab. RT. 11 Kel. Selat Hilir Kec. Selat D
aerah
Kapuas Selat
52 Pembangunan Pastori Dan Pengembangan Pelayanan Jl. Jepang Peruma_han 1 Paket Sekretariat
e . Pondok Indah Residence Selat
Huria Kristen Indonesia (HKI) Kuala Kapuas Daerah
Kec. Selat
53 | Permohonan Bantuan Operasional Dewan Pengurus JI. Jepang Kompleks 1 Paket Sekretariat
Cabang Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPC Perumahan Lily Permata Selat Daerah
HIMNI KAB. KAPUAS) Blok B No. 15
54 | Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Pembinaan Dan JI. Kapt. Piere Tendean 1 Paket Sekretariat
Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kuala Kapuas Selat
Daerah
Kab. Kapuas
55 | Bantuan Dana Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kuala Kapuas 1 Paket Sekretariat
Selat
(DWP) Daerah
56 Desa Mampai RT. 01 Kec. 1 Paket i
Rehab Madrasah Diniyah (Madin) Darul Aman Kapuzs Murtng Selat poMeaat
57 | embangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurul Yagin | JI- Jawa No. 11 RT. 039 s 1 Paket Sekretariat
Unit 026 RW. 004 Kec. Selat elat Daerah
58 JI. Sekunder Utara RT. 014 1 Paket
Rehab Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah | RW. 03 Desa Tamban Selat Sekretariat
Darul Huda Baru Tengah Kec. Tamban Daerah
Catur
59 | Dukungan Untuk Melaksanakan Kegiatan Desa Hurung Tabengan 1 Paket Sekretariat
Mempakanan Sahur Lewu. Panitia Pelaksana Ritual Kec. Kapuas Hulu Selat D
aerah
Adat Mempakanan Sahur Lewu
60 Bantuan dana Operasional PWKI Selat 1 Paket Sekretariat
Daerah
61 | Bantuan dana Operasional Majelis Ulama Indonesia JI. Pemuda Km 5 Kuala 1 Paket Sekretariat
Selat
(MU Kapuas Daerah
62 ; : JI. A. Yani Lantai Dasar 1 Paket
Dukungan Untuk Kegiatan FASI Tingkat Prov dan - ) .
NasionalBadan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia Masjid Parul Mutiagin Kel. Selat s:ekrraet:arlat
(BKPRMI) Kab. KapUaS Selat Hilir Kec. Selat
63 JI. Tambun Bungai No. 16 1 Paket
Bantuan dana Operasional dan Agenda Kegiatan (Kantor Kementrian Selat Sekretariat
LPTQ Agama) Kel Selat Tengah Daerah
Kec. Selat
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LOKASI (Akurat) DESA/KELURAHAN
5 NAMA USULAN/KEGIATAN INDIKATIF (Akurat) Yonate | skep
DESA KECAMATAN
64 ; ; JI. A. Yani Lantai Dasar 1 Paket
Untuk Bantuan dana Kegiatan Festival Habsy - ) .
seKalimantan dan Biaya Operasional. Organisasi Masjid Darul Muttagin Kel. Selat s::rr:rt]anat
Budaya dan Seni Islam (OBSES) Selat Hilir Kec. Selat
65 | Bantuan dana Operasional Pengurus Cabang JI. Pemuda Km 4,5 Kuala Selat 1 Paket Sekretariat
Nahdlatul Ulama (PCNU) Kapuas Daerah
66 Bantuan dana Operasional Muhamaddiyah Selat 1 Paket Sekretariat
Daerah
67 Bantuan dana Operasional PHBK Selat 1 Paket DS ekretariat
aerah
68 Bantuan Dana Kegiatan PHBI Selat 1 Paket 5 ekretariat
aerah
69 Bantuan dana Operasional Islamic Centre Al ﬂ TathiulnlBupg?;l " Selat 1 Paket Sekretariat
Mukarram Kuala Kapuas ompiek isiamic L.entre el Daerah
Kuala Kapuas
70 | Bantuan dana Kegiatan Dewan Pengurus Cabang JI. Kapten Piere Tendean Selat 1 Paket Sekretariat
WKRI St. Mateus Kuala Kapuas No. 02 Kuala Kapuas Daerah
7 Pembangunan Ruang Doa dan Kegiatan Umat Gereja Selat 1 Paket Sekretariat
Katolik "Santo Matheus" Selat Hilir, Kecamatan Selat Daerah

Daftar Usulan Masyarakat diatas, tetap melalui telaah dengan pertimbangan
sebagai berikut:
1. Selaras dengan prioritas Pembangunan daerah yang tertuang pada
dokumen RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
Ketersediaan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
Pertimbangan teknis meliputi kajian teknis, ketersediaan proposal,
kelayakan kegiatan yang diusulkan, dan kelengkapan data dukung

lainnya yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku.

5.3 Daftar Usulan Kabupaten Kapuas Melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

Beberapa permasalahan di daerah, tidak semuanya menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan demikian Kabupaten Kapuas mengajukan
usulan Masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi
kewenangannya. Berikut daftar usulan Kabupaten Kapuas Tahun 2024.
Tabel 5.3 Daftar Usulan Kabupaten Kapuas Melalui APBD Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024

OPD PENGUSUL
g P(EE(%TI?@S%A PROGRAM USULAN LOKASI VOII‘EUM (KABUPATEN
KAPUAS)
1 Dinas PROGRAM Pembangunan Unit (Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah 1 Unit Dinas Pendidikan
Pendidikan PENGELOLAAN Sekolah Baru SMA/SMK. , KAB. KAPUAS)
PENDIDIKAN Permasalahan : Belum
adanya SLTA/SMK
2 Dinas PROGRAM Pembangunan Unit (Desa Tarantang Kec. Mantangai 1 Unit Dinas Pendidikan
Pendidikan PENGELOLAAN Sekolah Baru SMA. , KAB. KAPUAS)
PENDIDIKAN Permasalahan : Belum
adanya SMA
3 Dinas PROGRAM Pembangunan Unit (Desa Lahei Mangkutup Kec. Mantangai, KAB. 1 Unit Dinas Pendidikan
Pendidikan PENGELOLAAN Sekolah Baru SMA. KAPUAS)
PENDIDIKAN Permasalahan : Belum
adanya SMA
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4 Dinas
Pendidikan

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Pembangunan Unit
Sekolah Baru SMA.
Permasalahan : Belum
adanya SMA

(Desa Pulau Kaladan Kec. Mantangai, KAB.
KAPUAS)

1 Alat

Dinas Pendidikan

5 Dinas
Pendidikan

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Pembangunan Unit
Sekolah Baru SMA.
Permasalahan : Belum
adanya SMA

(Desa Tanjung Rendan Kec. Mandau Talawang, KAB.
KAPUAS)

1 Unit

Dinas Pendidikan

6 Dinas
Pendidikan

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Pembangunan Unit
Sekolah Baru SMA/SMK.
Permasalahan : Belum
adanya SLTA/SMK

(Desa Basuta Raya Kec. Kapuas Barat, KAB.
KAPUAS)

1 Unit

Dinas Pendidikan

7 Dinas
Pendidikan

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

Rehab berat gedung unit
produksi SMK-GKE
Mandomai.
Permasalahan : Gedung
rusak berat

(Saka Mangkahai Kec. Kapuas Barat, KAB. KAPUAS)

1 Unit

Dinas Pendidikan

8 Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan Mikroskop
TBC

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

12 Buah

Dinas Kesehatan

9 Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan RDT Sypilis

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

8.000
Unit

Dinas Kesehatan

10 | Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan primaquin
6000 butir

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

6.000
Unit

Dinas Kesehatan

1 Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan OAM 3000
tablet

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

3.000
Unit

Dinas Kesehatan

12 | Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan RDT HIV
1000 tetes

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

1.000
Paket

Dinas Kesehatan

13 | Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan RDT DBD

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

40
Paket

Dinas Kesehatan

14 | Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan Obat KUSTA

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

50 Unit

Dinas Kesehatan

15 | Dinas
Kesehatan

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT

Pengadaan RDT HBsAg

(Kapuas, KAB. KAPUAS)

80
Kotak

Dinas Kesehatan
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g P(IEII_!A(‘)TI?;SNI? PROGRAM USULAN LOKASI VOII'EUM (KABUPATEN
KAPUAS)
16 | Dinas PROGRAM Pengadaan Vaksin Hblg (Kapuas, KAB. KAPUAS) 50 Unit | Dinas Kesehatan
Kesehatan PEMENUHAN 50 unit vial
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
17 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasita (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Filariasis Orang
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
18 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Pneumonia Orang
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
19 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Program Malaria Orang
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
20 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Program Diare Orang
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
21 Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Program Rabies Orang
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
22 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Program Orang
KAPASITAS Hepatitis
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
23 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Program HIV Orang
KAPASITAS AIDS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
24 | Dinas PROGRAM Peningkatan Kapasitas (Kapuas, KAB. KAPUAS) 26 Dinas Kesehatan
Kesehatan PENINGKATAN Tenaga Program TBC Orang
KAPASITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
KESEHATAN
25 | Dinas PROGRAM Pembangunan TPA (Kecamatan Timpah 1Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENGEMBANGAN , KAB. KAPUAS)
Umum dan SISTEM DAN
Penataan PENGELOLAAN
Ruang PERSAMPAHAN
REGIONAL
26 | Dinas PROGRAM Truk Pengangkut (Kecamatan Timpah, KAB. KAPUAS) 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENGEMBANGAN Sampah
Umum dan SISTEM DAN
Penataan PENGELOLAAN
Ruang PERSAMPAHAN
REGIONAL
27 | Dinas PROGRAM Pembangunan TPS dan (Desa Maluen, kec basarang, KAB. KAPUAS) 1Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENGEMBANGAN TPA Sampah
Umum dan SISTEM DAN
Penataan PENGELOLAAN
Ruang PERSAMPAHAN
REGIONAL
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28 | Dinas PROGRAM Pembangunan Jalan dan (Muara Dadahup Kec. Kapuas Murung (Kab. 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Jembatan dari Jalan Kapuas/Kalteng) - Kec.Tabukan (Kab. Barito
Umum dan AAN JALAN Provinsi Kalteng ke Kuala/Kalsel)
Penataan Jembatan penghubung , KAB. KAPUAS)
Ruang Dadahup (Kab.
Kapuas/Kalteng) -
Tabukan (Kab. Barito
Kuala/Kalsel).
Permasalahan : Belum
terhubungnya kawasan
foot estate (Wilayah
Dadahup) dengan
provinsi Kalsel, sebagai
perluasan akses
distribusi hasil PSN foot
estate dan hasil pertanian
dan perkebunan
masyarakyat sekitarnya.
Kondisi : Sudah
melakukan survey
kelapangan bersama
aparat desa,kecamatan
dan didampingi oleh
polsek dan koramil.
Sosialisasi dengan
masyarakyat sdh
dilakukan, masyrarakyat
sangat mendukung
program ini dan tidak
menuntut ganti rugi
tanah dan tanam tumbuh
apabila pembangunan
jalan dan jembatan
tersebut dilaksanakan.
Panjang Jalan = 4,315
km dan pjg jembatan Sei
Mangkatif = 100 meter.
29 | Dinas PROGRAM Jalan Basarang - (Basarang - Kapuas Kuala 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Batanjung. , KAB. KAPUAS)
Umum dan AAN JALAN Permasalahan : Kondisi
Penataan Jalan masih rusak dan
Ruang belum fungsional
30 | Dinas PROGRAM Pembangunan Jalan (Palingkau - Penda Katapi, Kab. Kapuas 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Palingkau - Penda , KAB. KAPUAS)
Umum dan AAN JALAN Katapi. Permasalahan :
Penataan Masih tingginya Kondisi
Ruang jalan provinsi dalam
kondisi rusak, baik
kondisi rusak ringan
maupun rusak berat
31 | Dinas PROGRAM Jalan Bungai Jaya &€* (Basarang, KAB. KAPUAS) 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Naning. Kondisi Jalan
Umum dan AAN JALAN masih rusak dan belum
Penataan fungsional
Ruang
32 | Dinas PROGRAM Jalan Handel Marhanang. (Kapuas Barat, KAB. KAPUAS) 1Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Kondisi Jalan masih
Umum dan AAN JALAN rusak dan belum
Penataan fungsional
Ruang
33 | Dinas PROGRAM Jalan Pemuda &€ Sei (Kapuas - mandomai, KAB. KAPUAS) 1Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Kayu. Kondisi Jalan
Umum dan AAN JALAN masih rusak dan belum
Penataan fungsional
Ruang
34 | Dinas PROGRAM Jalan Maju Bersama &€* (basarang - kapuas barat, KAB. KAPUAS) 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Saka Mangkahai. Kondisi
Umum dan AAN JALAN Jalan masih rusak dan
Penataan belum fungsional
Ruang
35 | Dinas PROGRAM Rekonstruksi Jalan (basarang, KAB. KAPUAS) 1 Paket | DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Bungai Jaya &€ Maju
Umum dan AAN JALAN Bersama. Permasalahan
Penataan : Kondisi Jalan masih
Ruang rusak dan belum
fungsional
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36 | Dinas PROGRAM Rekonstruksi Jalan (Kec. Pulau Petak - Kec. Kapuas Timur 11 Km DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Lingkar Sei Asam - Anjir , KAB. KAPUAS)
Umum dan AAN JALAN Serapat Km.9.
Penataan Penjelasan : Sudah ada
Ruang badan jalan sepanjang =
11.00 Km dan lebar
badan jalan = 16 meter.
Box Culvert sdh ada di
setiap saluran handel
sekunder. Jalan ini
pernah di tangani oleh
provinsi sekitar tahun
2008 lalu, dan
selanjutnya tidak ada
penaganan sampai
sekarang. Kondisi jalan
saat masih jalan tanah,
rusak berat dan sebagian
menghutan kembali.
Masyarakyat sangat
mengharapkan jalan ini di
tingkatkan dan dapat
menjadi jalan alternatif
lingkar luar sei asam -
anjir serapat km 9 sebgai
pemecah kepadatan arus
lalulintas dari provonsi
kalsel dan begitu
sebaliknya dari kalteng
terutama truk2 yang
bermuatan berat.
37 | Dinas PROGRAM Peningkatan Jalan (Kec. Pulau Petak - Kec. Kapuas Timur 6 Km DPUPRPKP
Pekerjaan PENYELENGGAR Inspeksi Pengairan Sei , KAB. KAPUAS)
Umum dan AAN JALAN Asam - Desa Mambulau
Penataan Timur (Hdl Mulia).
Ruang Penunjang PSN Food
Estate
38 Badan PROGRAM Chainsaw Sthil MS 070. (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat 5 Unit BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
an Bencana AN BENCANA Mendukung penanganan
dan Pemadam bencana di Wilayah
Kebakaran Kabupaten Kapuas
39 | Badan PROGRAM Chainsaw Sthil MS 180. (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat 5 Unit BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
an Bencana AN BENCANA dibutuhkan Mendukung
dan Pemadam penanganan bencana di
Kebakaran Wilayah Kabupaten
Kapuas
40 | Badan PROGRAM Alat Pelindung Diri (APD) (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat 25 Set BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG Sarpras Karhutla untuk , KAB. KAPUAS)
an Bencana AN BENCANA 25 Orang Personil.
dan Pemadam Permasalahan : Untuk
Kebakaran pengamanan personil
dalam pelaksanaan
pemadaman
41 | Badan PROGRAM Jet Shoater Back Pack (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat 4 Unit BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG Pump. Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
an Bencana AN BENCANA Untuk menjangkau titik
dan Pemadam api yang jauh dan tidak
Kebakaran dapat dijangkau armada
atau unit pemadam
lainnya
42 | Badan PROGRAM Speed Boat Karet dan (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat 1 Unit BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG Mesin Tempel 25 PK. , KAB. KAPUAS)
an Bencana AN BENCANA Permasalahan : Untuk
dan Pemadam menjangkau atau
Kebakaran menyisir sungai kecil
ketika bencana Karhutla
dan bencana yang lain
43 | Badan PROGRAM Mobil Angkutan Personil (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS) 1 Unit BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG TRC (Mini Bus)
an Bencana AN BENCANA Kapasitas 25 Orang.
dan Pemadam Permasalahan : Untuk
Kebakaran Penanganan Karhutla
dan Banijir di dukung
armada angkutan
personil TRC
44 | Badan PROGRAM Makanan Siap Saji. (Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat 1Paket | BPBD
Penanggulang | PENANGGULANG Permasalahan : Untuk , KAB. KAPUAS)
an Bencana AN BENCANA membantu korban
dan Pemadam terdampak bencana di
Kebakaran Wilayah Kabupaten
Kapuas

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

V-24



o=z

PELAKSANA
(PROVINSI)

PROGRAM

USULAN

LOKASI

VOLUM

OPD PENGUSUL
(KABUPATEN
KAPUAS)

45

Badan
Penanggulang
an Bencana
dan Pemadam
Kebakaran

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG
AN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

Mobil Penyuluhan
(Lengkap Set LED dan
Proyektor).
Permasalahan : Untuk
penyuluhan penanganan
Karhutla dan Banjir
karena Wilayah
Kabupaten Kapuas
Cukup Luas

(Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat

, KAB. KAPUAS)

1 Unit

BPBD

46

Dinas Sosial

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif Karang Taruna
"Bina Karya" Keluarahan
Murung Keramat,
Kecamatan Selat.
Permasalahan : Karang
Taruna bertumbuh yang
mengajukan usulan
bantuan usaha
pengolahan sampah

(Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat

, KAB. KAPUAS)

1 Paket

Dinas Sosial

4

Dinas Sosial

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif Karang Taruna
"Taruna Karya" Desa
Basungkai Kec.
Basarang. Permasalahan
: Karang Taruna
bertumbuh yang
mengajukan usulan
bantuan usaha
pembuatan cobek dari
batang pohon kelapa

(Desa Basungkai Kec. Basarang

, KAB. KAPUAS)

1 Paket

Dinas Sosial

48

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Alat Bantu kesehatan
bagi penyandang
Disabilitas 59 orang
PPKS.

"Alat Bantu Disabilitas
Berupa :

1. Kursi Roda 21 Buah
2. Stroler 3 Buah

3. Tongkat Kaki 3 Buah
4. Tongkat Adiptif 1 Buah
5. Kaki Palsu 2 Buah"

Permasalahan : Telah
diusulkan ke Sentra Budi
Luhur Banjarmasin pada
Tahun 2022 belum
realisasi disebabkan
adanya perubahan
alokasi anggaran

("1. Kecamatan Kapuas Timur

2. Kecamatan Basarang

3. Kecamatan Kapuas Barat

4. Kecamatan Bataguh
5. Kecamatan Selat
6. Kecamatan Mantangai"
, KAB. KAPUAS)

59
Orang

Dinas Sosial

49

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Bantuan Paket
Kebutuhan Khusus bagi
Kelompok Rentan( Ibu
Hamil, Bayi , Lansia dan
Penyandang Disabilitas
Korban Bencana).
Semakin meningkatnya
proyeksi intensitas
kejadian bencana alam
maupun sosial yang
terjadi, dan dukungan
anggaran dari APBD
Kabupaten yang minim
akan menurunkan
kualitas layanan yang
diberikan oleh Dinas
Sosial Kabupaten untuk
membantu memenuhi
kebutuhan dasar korban
bencana apabila terjadi
kejadian bencana untuk
memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(Kabupaten Kapuas, KAB. KAPUAS)

100
Paket

Dinas Sosial
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50

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Bantuan Modal Usaha
bagi Penyandang
Disabilitas.
Permasalahan : Untuk
bantuan modal usaha
usulan diharapkan
perorangan disebabkan
setiap penerima bantuan
bagi PPKS memiliki
keahlian dan
keterampilan yang
berbeda dan alokasi yang
berbeda. "

Jenis Usaha :

1. Menjahit 4 Orang

2. Pencucian Motor 1
Orang

3. Tata Rias/Salon 1
Orang

4. Penjual Voucher/Pulsa
1 Orang

5. Reparasi Sepatu 1
Orang"

("1. Kecamatan Selat 2 orang
2. Kecamatan Kapuas Hilir 1 orang
3. Kecamatan Bataguh 4 orang
4. Basarang" 1 orang
, KAB. KAPUAS)

7 Orang

Dinas Sosial

51

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Bantuan sembako anak
keluarga miskin luar panti

(Kecamatan kapuas timur, kecamatan Selat
, KAB. KAPUAS)

100
Orang

Dinas Sosial

52

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Bantuan Beras bagi anak
dalam panti 2 (dua)
LKSA

(Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Timur
, KAB. KAPUAS)

59
Orang /
Bulan

Dinas Sosial

53

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Bantuan sembako bagi
Lanjut Usia untuk 3 LKS
Lansia. Permasalahan :

(kecamatan Selat, Kecamatan Pulau Petak dan
Kecamatan Basarang
, KAB. KAPUAS)

150
Orang

Dinas Sosial

54

Dinas Sosial

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Bantuan peralatan kamar
untuk lanjut usia

(kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Timur
, KAB. KAPUAS)

200
Orang

Dinas Sosial

55

Dinas Sosial

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Bantuan Paket Makanan
Siap Saji Bagi Korban
Bencana. Permasalahan
: Semakin meningkatnya
proyeksi intensitas
kejadian bencana alam
maupun sosial yang
terjadi, dan dukungan
anggaran dari APBD
Kabupaten yang minim
akan menurunkan
kualitas layanan yang
diberikan oleh Dinas
Sosial Kabupaten untuk
membantu memenuhi
kebutuhan dasar korban
bencana apabila terjadi
kejadian bencana untuk
memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(Kabupaten Kapuas
, KAB. KAPUAS)

300
Paket

Dinas Sosial

56

Dinas Sosial

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Bantuan Paket Sandang
bagi korban bencana.
Permasalahan : Semakin
meningkatnya proyeksi
intensitas potensi
kejadian bencana alam
maupun sosial yang
terjadi, dan dukungan
anggaran dari APBD
Kabupaten yang minim
akan menurunkan
kualitas layanan yang
diberikan oleh Dinas
Sosial Kabupaten untuk
membantu memenuhi
kebutuhan dasar korban
bencana apabila terjadi
kejadian bencana untuk
memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(Kabupaten Kapuas, KAB. KAPUAS)

200
Paket

Dinas Sosial

PENETAPAN RKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

V-26



o=z

PELAKSANA
(PROVINSI)

PROGRAM

USULAN

LOKASI

VOLUM
E

OPD PENGUSUL
(KABUPATEN
KAPUAS)

57

Dinas Sosial

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Bantuan Fasilitas
Shelter/Tempat
Pengungsian bagi korban
bencana. Permasalahan :
Semakin meningkatnya
proyeksi intensitas
kejadian bencana alam
maupun sosial yang
terjadi, dan dukungan
anggaran dari APBD
Kabupaten yang minim
akan menurunkan
kualitas layanan yang
diberikan oleh Dinas
Sosial Kabupaten untuk
membantu memenuhi
kebutuhan dasar korban
bencana apabila terjadi
kejadian bencana untuk
memenuhi kebutuhan
dasarnya.

(Kabupaten Kapuas
, KAB. KAPUAS)

10 Unit

Dinas Sosial

58

Dinas Sosial

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Pelatihan Layanan
Dukungan Psikososial
bagi Pekerja Sosial ,
Pendamping Sosial dan
Relawan Sosial 1
kegiatan untuk 50 orang.
Permasalahan : Dalam
Penanganan Bencana
Alam maupun sosial,
kemampuan para SDM
Sosial yang ada di
Kabupaten masih sangat
minim, sehingga perlu
untuk mendapatkan
pengetahuan dan
keterampilan khususnya
dalam Layanan
Dukungan Psikososial
bagi korban Bencana

(Kabupaten Kapuas
, KAB. KAPUAS)

1
Kegiata
n

Dinas Sosial

59

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM
PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Pelatihan Desain Grafis
Belum optimalnya
pelaksanaan pelatihan
Desain Grafis berbasis
Kompetensi untuk
Pencari Kerja

(Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS)

1 Paket

Dinas Tenaga Kerja

60

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM
PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Pelatihan Menjahit.
Permasalahan : Belum
optimalnya pelaksanaan
pelatihan Menjahit
berbasis Kompetensi
untuk Pencari Kerja

(Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS)

1 Paket

Dinas Tenaga Kerja

61

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Pembinaan Operasional
Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja AKAD dan
AKL bagi BKK dan
Pemberi Kerja di
Kabupaten Kapuas.
Permasalahan : Belum
adanya pembinaan
operasional penempatan
AKAD dan AKL bagi
pemberi kerja dan BKK

(selat tengah, kecamatan selat, KAB. KAPUAS)

50
Orang

Dinas Tenaga Kerja

62

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan bagi
Pencari Kerja di
Kabupaten Kapuas.
Permasalahan : Belum
optimalnya pelaksanaan
penyuluhan dan
bimbingan jabatan bagi
pencari kerja

(Selat Tengah / Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS)

200
Orang

Dinas Tenaga Kerja

63

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Penyebarluasan
Penempatan Tenaga
Kerja melalui Pelatihan
Padat Karya.
Permasalahan : Perlunya
pencari kerja
mendapatkan pelatihan
sehingga meningkatkan
kompetensinya

(Kec Selat, KAB. KAPUAS)

1 Paket

Dinas Tenaga Kerja

64

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Job Fair/Bursa Kerja di
Kabupaten Kapuas.
Permasalahan :
Tingginya kebutuhan
informasi bursa kerja bagi

(Selat Tengah / Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS)

1 Paket

Dinas Tenaga Kerja
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pencari kerja di
Kabupaten Kapuas
65 | Dinas Tenaga PROGRAM Pelatihan Budidaya Ikan (UPT Dadahup 1Paket | Dinas Transmigrasi
Kerja dan PENGEMBANGAN Air Tawar. permasalahan , KAB. KAPUAS)
Transmigrasi KAWASAN . Untuk menambah
TRANSMIGRASI wawasan dan
keterampilan warga
transmigrasi UPT
Dadahup
66 | Dinas Tenaga PROGRAM Pengadaan Bantuan (UPT Dadahup 1Paket | Dinas Transmigrasi
Kerja dan PENGEMBANGAN Stimulan Peralatan , KAB. KAPUAS)
Transmigrasi KAWASAN Pembuatan Pakan Ikan .
TRANSMIGRASI Permasalahan : "Untuk
efisiensi pengadaan
pakan ikan dengan
adanya bantuan kolam
dan bibit ikan
67 | DinasTenaga | PROGRAM Pembuatan Sumur Bor & (UPT Dadahup 10 Unit | Dinas Transmigrasi
Kerja dan PENGEMBANGAN Tower. Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
Transmigrasi KAWASAN Belum ada sumber air
TRANSMIGRASI bersih untuk warga
transmigrasi UPT
Dadahup
68 | Dinas Tenaga | PROGRAM Stelling SAB. Tandon (UPT Dadahup 50Buah | Dinas Transmigrasi
Kerja dan PENGEMBANGAN sering terbawa air jika , KAB. KAPUAS)
Transmigrasi KAWASAN terjadi pasang
TRANSMIGRASI
69 | Dinas Tenaga | PROGRAM Pembangunan Dermaga (UPT Dadahup 1 Paket | Dinas Transmigrasi
Kerja dan PENGEMBANGAN Feri Penyebrangan , KAB. KAPUAS)
Transmigrasi KAWASAN Belum ada dermaga
TRANSMIGRASI penyebrangan dari lokasi
UPT ke Kampung
Dadahup
70 | Dinas PROGRAM SEMINAR PENCEGAAN (KABUPATEN KAPUAS 1 DP3APPKB
Pemberdayaa | PERLINDUNGAN KEKERASAN DALAM , KAB. KAPUAS) Kegiata
n Perempuan, PEREMPUAN KELUARGA DALAM n
Perlindungan BERBAGAI
Anak, PERSPEKTIF
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
71 | Dinas PROGRAM PSIKOEDUKASI (KECAMATAN SELAT, KAPUAS TENGAH, TIMPAH 4 DP3APPKB
Pemberdayaa | PERLINDUNGAN BAHAYA SEX BEBAS DAN KAPUAS BARAT Kegiata
n Perempuan, | PEREMPUAN DAN NARKOBA , KAB. KAPUAS) n
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
72 | Dinas PROGRAM SOSIALISASI TENTANG (KAPUAS TIMUR, KAPUAS BARAT TIMPAH, 7 DP3APPKB
Pemberdayaa | PENINGKATAN PENCEGAHAN KAPUAS TENGAH, DADAHUP, MANTANGAI DAN Kegiata
n Perempuan, | KUALITAS PERNIKAHAN DIBAWAH KAPUAS HULU n
Perlindungan KELUARGA UMUR , KAB. KAPUAS)
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
73 | Dinas PROGRAM SOSIALISASI DESA (KECAMATAN SELAT DAN KAPUAS TIMUR 1 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMENUHAN HAK | RAMAH PEREMPUAN , KAB. KAPUAS) Kegiata
n Perempuan, | ANAK (PHA) DAN PEDULI ANAK n
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
74 | Dinas PROGRAM KEGIATAN (KAPUAS BARAT, BASARANG, PULAU PETAK, 5 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMENUHAN HAK | PEMBENTUKAN KAPUAS HILIR DAN TAMBAN CATUR Kegiata
n Perempuan, | ANAK (PHA) GUGUS TUGAS LAYAK , KAB. KAPUAS) n
Perlindungan ANAK TK. KECAMATAN
Anak, KELURAHAN DAN
Pengendalian DESA
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
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75 | Dinas PROGRAM PELATIHAN PERAN (KECAMATAN SELAT, KAPUAS MURUNG, 4 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMENUHAN HAK | FORUM ANAK SEBAGAI BASARANG DAN KAPUAS TIMUR Kegiata
n Perempuan, | ANAK (PHA) PELOPOR DAN , KAB. KAPUAS) n
Perlindungan PELAPOR (2P)
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
76 | Dinas PROGRAM RAKOR PEMENUHAN (KECAMATAN SELAT, KAPUAS KUALA, 4 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMENUHAN HAK | HAK PARTISIPASI MANTANGAI DAN KAPUAS HILIR Kegiata
n Perempuan, | ANAK (PHA) ANAK DALAM , KAB. KAPUAS) n
Perlindungan PERENCANAAN
Anak, PEMBANGUNAN
Pengendalian SEBAGAI PELOPOR
Penduduk dan DAN PELAPOR (2P)
Keluarga
Berencana
77 | Dinas PROGRAM SEMINAR LOKAL KOTA (KABUPATEN KAPUAS 1 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMENUHAN HAK | LAYAK ANAK , KAB. KAPUAS) Kegiata
n Perempuan, | ANAK (PHA) (SEMILOKA) n
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
78 | Dinas PROGRAM SOSIALISASI TENTANG (KECAMATAN SELAT, KAPUAS BARAT, KAPUAS 4 DP3APPKB
Pemberdayaa | PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN ANAK TIMUR DAN KAPUAS MURUNG Kegiata
n Perempuan, | KHUSUS ANAK TERPADU BERBASIS , KAB. KAPUAS) n
Perlindungan MASYARAKAT
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
79 | Dinas PROGRAM PENGADAAN (DP-3APPKB KAB. KAPUAS 5 Unit DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMBINAAN KENDARAAN DINAS , KAB. KAPUAS)
n Perempuan, | KELUARGA RODA 2 (DUA) BAGI
Perlindungan BERENCANA (KB) PENYULUH KB (TRAIL)
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
80 | Dinas PROGRAM PENGADAAN ALAT DAN (14 BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN 14 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMBINAAN OBAT KONTRASEPSI , KAB. KAPUAS) Paket
n Perempuan, | KELUARGA (ALOKON) UNTUK 14
Perlindungan BERENCANA (KB) BALAI PENYULUHAN
Anak, KB KECAMATAN
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
81 | Dinas PROGRAM SOSIALISASI/PENYULU (17 Kecamatan, KAB. KAPUAS) 17 DP3APPKB
Pemberdayaa | PEMBINAAN HAN KB KESEHATAN Kegiata
n Perempuan, KELUARGA IBU, BAGI DAN ANAK n
Perlindungan BERENCANA (KB) MELALUI KELOMPOK DI
Anak, MASYARAKAT DAN
Pengendalian PENINGKATAN
Penduduk dan PERLINDUNGAN HAK
Keluarga REPRODUKSI INDIVIDU
Berencana DENGAN TUJUAN
PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN ANGKA
STUNTING.
82 | Dinas PROGRAM Pembinaan MPA (Kecamatan Kapuas Barat dan Basarang 4 Dinas Lingkungan
Lingkungan PENGENDALIAN , KAB. KAPUAS) Kelomp | Hidup
Hidup PENCEMARAN ok
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
83 | Dinas PROGRAM Pembinaan MHA beserta (Kecamatan Timpah Desa Timpah 1Paket | Dinas Lingkungan
Lingkungan PENGAKUAN Kelengkapan Alat , KAB. KAPUAS) Hidup
Hidup KEBERADAAN - Budidaya Kelulut
Masyarakat
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK
MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH
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84 | Dinas PROGRAM Pembinaan MHA beserta (Kecamatan Kapuas Tengah Desa Barunang 1Paket | Dinas Lingkungan
Lingkungan PENGAKUAN Kelengkapan Alat , KAB. KAPUAS) Hidup
Hidup KEBERADAAN - Pengolahan Limbah
Masyarakat Kayu
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK
MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH
85 | Dinas PROGRAM Tong Sampah terpilah (Kecamatan Timpah 10 Unit | Dinas Lingkungan
Lingkungan PENGELOLAAN untuk Sekolah , KAB. KAPUAS) Hidup
Hidup PERSAMPAHAN
86 | Dinas PROGRAM Pengadaan Tossa (1. Kelurahan Selat Hulu (2 unit) 6 Unit Dinas Lingkungan
Lingkungan PENGELOLAAN Pengangkut Sampah 2. JIn. Barito Gg. I B RT.25/04 Kelurahan Selat Hidup
Hidup PERSAMPAHAN Tengah
3. Jalan Teratai RT.26/04 Kelurahan Selat Tengah
4. Jalan Seroja RT.34/05 Kelurahan Selat Tengah
5. Kelurahan Selat Barat
, KAB. KAPUAS)
87 | Dinas PROGRAM Alat angkut (21 RT Kel. Selat Dalam 21 Unit | Dinas Lingkungan
Lingkungan PENGELOLAAN sampah/gerobak sampah , KAB. KAPUAS) Hidup
Hidup PERSAMPAHAN untuk 21 RT
88 | Dinas PROGRAM Pengadaan Alat (10 Kecamatan 10 Disdukcapil
Kependuduka PENGELOLAAN Perekaman KTP-el 10 1. Kapuas Hilir Paket
n dan Catatan INFORMASI Paket ( 6 item per 2. Kapuas Timur
Sipil ADMINISTRASI paketnya) 3. Pulau Petak
KEPENDUDUKAN - PC Desktop 4. Dadahup
Spesifikasi : HP 5. Bataguh
Slimline 290-p0032d 6. Kapuas Barat
- Camera 7. Mantangai
Spesifikasi : Canon 8. Kapuas Kuala
EOS 1200D Kit EF-S 18- 9. Tamban Catur
mm IS I 10. Timpah
- Vanguard Tripod , KAB. KAPUAS)
Spesifikasi : Tripod
Espod CX 203 AP
- Fingerprint
Spesifikasi : Biomorf B-
SCAN TenPrint 1051
- Iris Scanner
Spesifikasi : CMITECJ
Iris Scanner BMT 20
- Signature Pad
Spesifikasi : Signature
Topaz TMLCD 1x5T-
LBK462-R
89 | Dinas PROGRAM Pengadaan Mobil (Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS) 1 Unit Disdukcapil
Kependuduka PENGELOLAAN Operasional Perekaman
n dan Catatan INFORMASI KTP-el
Sipil ADMINISTRASI - Mobil Operasional
KEPENDUDUKAN Double Cabin 4x4
Permasalahan :
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas tidak
memiliki mobil
operasional yang
berbentuk double cabin
yang memudahkan untuk
menjangkau desa-desa
dengan kondisi sarana
transportasi dan
akomodasi yang terbatas.
Pada satu sisi target
pelaksanaan tertib data
kependudukan menjelang
Pilkada serentak Tahun
2024 harus terus
dilaksanakan.
90 | Dinas PROGRAM PJU. Permasalahan : (JI.Trans Kalimantan, depan sekolah SMPN 2 Kapuas 1Paket | Dinas Perhubungan
Perhubungan PENYELENGGAR Jalan trans kalimantan di , KAB. KAPUAS)
AAN LALU LINTAS | depan sekolah SMPN 2
DAN ANGKUTAN Gelap dan rawan
JALAN (LLAJ) terjadinya kecelakaan
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91 Dinas PROGRAM Rumble Strip 10,5 m2. (Simpang 4 Patih Rumbih, JI. Pilau dan JI. Perwira 11 Dinas Perhubungan
Perhubungan PENYELENGGAR Permasalahan : rawan , KAB. KAPUAS) Meter
AAN LALU LINTAS kecelakaan
DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
92 | Dinas PROGRAM Zebra Cros 183 m2 (SMKN 2 JI.Pemuda, Simpang 3 dan 4 JI.A.Yani, Jin 183 Dinas Perhubungan
Perhubungan PENYELENGGAR Belum ada fasilitas Tambun Bungai, KAB. KAPUAS) Meter
AAN LALU LINTAS penyeberangan terutama
DAN ANGKUTAN untuk anak sekolah
JALAN (LLAJ)
93 | Dinas PROGRAM Traffic light. (Simpang 4 HI. Meranti 4 Titik Dinas Perhubungan
Perhubungan PENYELENGGAR Permasalahan : Daerah , KAB. KAPUAS)
AAN LALU LINTAS | rawan kecelakaan
DAN ANGKUTAN merupakan jalan utama
JALAN (LLAJ) trans kalimantan dalam
kota kuala kapuas
94 | Dinas PROGRAM Z0SS 2 Lajur/ (JI. A.Yani SDN Penogoro, JI. Pemuda KM.4 SMK 3, 2 Unit Dinas Perhubungan
Perhubungan PENYELENGGAR UnitPermasalahan : Kecamatan Pulau Petak Pondok Pesantren, Anjir
AAN LALU LINTAS | Belum adanya zona Serapat Km. 2, 9 dan 11, KAB. KAPUAS)
DAN ANGKUTAN selamat sekolah di jalan
JALAN (LLAJ) yang terhubung langsung
dengan lokasi sekolah
95 | Dinas PROGRAM Pembangunan Fasailitas (Pelabuhan Danau Mare Kecamatan Selat 1Paket | Dinas Perhubungan
Perhubungan PENGELOLAAN Umum dan Fasilitas , KAB. KAPUAS)
PELAYARAN Penunjang (MCK/Toilet)
Pelabuhan Danau Mare.
Permasalahan : Fasilitas
umum pelabuhan Rusak
Berat
96 | Dinas PROGRAM Rambu- Rambu Sungai. (Alur Pelayaran Kapuas, diwilayah Batanjung 117 Titik | Dinas Perhubungan
Perhubungan PENGELOLAAN Permasalahan : Belum , KAB. KAPUAS)
PELAYARAN adanya rambu/ petunjuk
kondisi alur pelayaran
97 | Dinas PROGRAM Pengadaan Alat Ukur (Palangkau Kec. Kapuas Murung, Mandumai Kec. 4 Buah Dinas Perhubungan
Perhubungan PENGELOLAAN Skala Tinggi Air (STA) Kapuas Barat, Plb. Danau Mare dan Batanjung
PELAYARAN Digital. Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
Belum ada petunjuk/
informasi kedalaman,
sehingga menghambat
kelancaran lalu lintasas
angkutan yang
bermuatan besar
98 | Dinas PROGRAM Video Tron. (Depan halaman DPRD Kapuas, Depan halaman 3 Unit Diskominfo
Komunikasi, PENGELOLAAN RUJAB Bupati Kapuas, dan Depan halaman
Informatika, INFORMASI DAN Kejaksaan Negeri Kapuas
Persandian KOMUNIKASI , KAB. KAPUAS)
dan Statistik PUBLIK
99 | Dinas PROGRAM Pelatihan Perkoperasian (Kabupaten Kapuas, KAB. KAPUAS) 1 Disdagperinkop &
Koperasi, PENDIDIKAN DAN (pelatihan Tatacara Kegiata UKM
Usaha Kecil LATIHAN Penyusunan Laporan n
dan PERKOPERASIAN Pertanggungjawaban
Menengah Koperasi. Permasalahan
: Perlunya peningkatan
kualitas pelaporan
pertanggungjawaban
Koperasi
10 | Dinas PROGRAM Pelatihan Perkoperasian (Kabupaten Kapuas 1 Disdagperinkop &
0 Koperasi, PENDIDIKAN DAN (pelatihan , KAB. KAPUAS) Kegiata | UKM
Usaha Kecil LATIHAN Perkoperasian). n
dan PERKOPERASIAN Permasalahan : Perlunya
Menengah Peningkatan dan
pemahaman dalam
perkoperasian
10 | Dinas PROGRAM Pelatihan Perkoperasian (Kabupaten Kapuas 1 Disdagperinkop &
1 Koperasi, PENDIDIKAN DAN (Pelatihan Akuntansi , KAB. KAPUAS) Kegiata | UKM
Usaha Kecil LATIHAN Koperasi). Permasalahan n
dan PERKOPERASIAN : perlunya SDM yang
Menengah handal dalam Akuntansi
Perkoperasin
10 | Dinas PROGRAM Bantuan Sarana Usaha (Kabupaten Kapuas 50 Buah | Disdagperinkop &
2 Koperasi, Pemberdayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro , KAB. KAPUAS) UKM
Usaha Kecil USAHA 50 buah gerobak.
dan MENENGAH, Permasalahan : perlunya
Menengah USAHA KECIL, bantuan sarana usaha
DAN USAHA bagi UMKM
MIKRO (UMKM)
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10 | Dinas PROGRAM Penataan Pedagang Kaki (Kabupaten Kapuas 1 Disdagperinkop &
3 Koperasi, Pemberdayaan Lima. Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Kegiata | UKM
Usaha Kecil USAHA perlunya menata n
dan MENENGAH, pedagang kaki lima
Menengah USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
10 | Dinas PROGRAM Promosi dan Pameran (Kabupaten Kapuas 1 Disdagperinkop &
4 Koperasi, Pemberdayaan bagi KUMKM. , KAB. KAPUAS) Kegiata | UKM
Usaha Kecil USAHA Permasalahan : promosi n
dan MENENGAH, produk umkm ke luar
Menengah USAHAKECIL, daerah
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
10 | Dinas PROGRAM Pelatihan UMKM. (Kabupaten Kapuas 1 Disdagperinkop &
5 Koperasi, Pemberdayaan Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Kegiata | UKM
Usaha Kecil USAHA meningkatkan kualitas n
dan MENENGAH, dan daya saing UMKM
Menengah USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
10 | Dinas PROGRAM Pelatihan Vocasional. (Kabupaten Kapuas 1 Disdagperinkop &
6 Koperasi, PENGEMBANGAN Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Kegiata | UKM
Usaha Kecil UMKM meningkatkan n
dan keterampilan
Menengah KoperasilUKM
10 | Dinas PROGRAM Pemeliharaan Lapangan (Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat 1 Unit Disbudpora
7 Pemuda dan PENGEMBANGAN Bukit Ngalangkang. , KAB. KAPUAS)
Olah Raga DAYA SAING Permasalahan :
KEOLAHRAGAAN Perbaikan Lapangan
Bukit Ngalangkang,
Pengecatan dinding,
Perbaikan Wc Umum
Serta Panggung yang
ada di Lapangan Bukit
Ngalangkang.
10 | Dinas PROGRAM Pemeliharaan Lapangan (Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat , KAB. 1 Unit Disbudpora
8 Pemuda dan PENGEMBANGAN Stadion dan Tribun KAPUAS)
Olah Raga DAYA SAING Stadion Panunjung
KEOLAHRAGAAN Tarung. Permasalahan :
Penimbunan Lapangan,
Pembuatan Pagar,
Perbaikan Tribun,
Perbaikan Wc, Serta
Pengecatan Dinding
Tribun dan Lapangan
Stadion Panunjung
Tarung
10 | Dinas PROGRAM Rehap Gedung Olahraga (Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat 1 Unit Disbudpora
9 Pemuda dan PENGEMBANGAN Panunjung Tarung , KAB. KAPUAS)
Olah Raga DAYA SAING Kabupaten Kapuas.
KEOLAHRAGAAN Permasalahan :
Kerusakan Pada
Bangunan
1 Dinas PROGRAM Rehabilitasi (JI. A. Yani Kuala Kapuas 1 Paket | Disbudpora
0 Kebudayaan PENGEMBANGAN Pembangunan Gedung , KAB. KAPUAS)
dan KEBUDAYAAN Kesenian Gandang
Pariwisata Garantung Kuala
Kapuas. Permasalahan :
Kondisi gedung tidak
dapat digunakan sampai
sekarang dikarenakan
atap bocor, dil
11 | Dinas PROGRAM Rehabilitasi (JI. Melati Kuala Kapuas 1 Paket | Disbudpora
1 Kebudayaan PENGEMBANGAN Pembangunan Balai , KAB. KAPUAS)
dan KEBUDAYAAN Adat/Rumah Adat Kuala
Pariwisata Kapuas. Permasalahan :
Kondisi gedung tidak
dapat digunakan sampai
sekarang dikarenakan
atap runtuh, dll
1 Dinas PROGRAM Rehabilitasi Cagar (Kelurahan Hampatung Kec. Kapuas Hilir 1Paket | Disbudpora
2 Kebudayaan PELESTARIAN Budaya Makam , KAB. KAPUAS)
dan DAN Tamanggung Nikodemus
Pariwisata PENGELOLAAN Djaja Negara.
CAGAR BUDAYA Permasalahan : Minim
pemeliharaan untuk
komplek makam
11 Dinas PROGRAM Rehabilitasi (Desa Anjir Serapat Barat Kec. Kapuas Timur 1 Paket | Disbudpora
3 Kebudayaan PELESTARIAN Pembangunan Cagar , KAB. KAPUAS)
dan DAN Budaya Rumah Juang.
Pariwisata PENGELOLAAN Permasalahan : Kondisi
CAGAR BUDAYA rumah juang yang
memerlukan perbaikan
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pintu, jendela dan
bangunan yang lapuk
1 Dinas PROGRAM Pembangunan Pagar (Kel. Sei Pasah Kec. Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas 1 Paket | Disbudpora
4 Kebudayaan PENINGKATAN Beton Keliling dikawasan , KAB. KAPUAS)
dan DAYA TARIK Betang Sei Pasah.
Pariwisata DESTINASI Permasalahan : Minim
PARIWISATA pengaman lokasi wisata
budaya
1 Dinas PROGRAM Pelatihan Peningkatan (Kec. Selat, Kapuas Hilir, Kapuas Barat, Kapuas 1Paket | Disbudpora
5 Kebudayaan PENGEMBANGAN Kapasitas Bagi Kelompok Timur, Bataguh, Basarang, Kapuas Kuala dan
dan SUMBER DAYA Sadar Wisata Mantangai
Pariwisata PARIWISATA DAN (POKDARWIS) Desa & , KAB. KAPUAS)
EKONOMI Kelurahan di Kabupaten
KREATIF Kapuas. Permasalahan :
Masih minimnya
pengetahuan bagi
kelompok sadar wisata di
lokasi wisata di desa &
Kelurahan di Kabupaten
Kapuas
1 Dinas PROGRAM Pelatihan Pemandu (1. Gereja GKE Imanuel dan Huma Hai Mandomai 4 Paket | Disbudpora
6 Kebudayaan PENGEMBANGAN Wisata Budaya. Kec. Kapuas Barat
dan SUMBER DAYA Permasalahan : Masih 2. Betang Sei Pasah Kelurahan Sei Pasah Kec.
Pariwisata PARIWISATA DAN minimnya pengetahuan Kapuas Hilir
EKONOMI Pemandu Wisata Budaya 3. Rumah Juang Desa Anijir Serapat Barat Kec.
KREATIF di Lokasi Wisata. Kapuias Timur
4. Kemplek Pemakaman Tamanggung Nikodemus
Kel. Hampatung Kec. Kapuas Hilir
, KAB. KAPUAS)
1 Dinas PROGRAM Pelatihan Manajemen (Pengurus pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten 1 Paket | Disbudpora
7 Kebudayaan PENGEMBANGAN Bagi Pelaku Ekonomi Kapuas
dan SUMBER DAYA Kreatif. Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
Pariwisata PARIWISATA DAN Masih minimnya
EKONOMI manajemen pengelolaan
KREATIF bagi pelaku ekonomi
kreatif
1 Dinas PROGRAM Pelatihan Pengelola (Kecamatan Selat 25 Disarpustaka
8 Perpustakaan PEMBINAAN Perpustakaan. , KAB. KAPUAS) Orang
dan Arsip PERPUSTAKAAN Permasalahan : Masih
rendahnya pemahaman
dan kesadaran aparatur
terhadap pengelolaan
perpustakaan
11 | Dinas PROGRAM Pelatihan Pengelolaan (Kecamatan Selat 1 Disarpustaka
9 Perpustakaan PEMBINAAN Bahan , KAB. KAPUAS) Kegiata
dan Arsip PERPUSTAKAAN Pustaka/Pengolahan n
Buku. Permasalahan :
Masih rendahnya
pemahaman dan
kesadaran aparatur
terhadap pengelolaan
bahan pustaka
12 | Dinas PROGRAM Pelatihan Pengelola (Kecamatan Selat 50rang | Disarpustaka
0 Perpustakaan PENGELOLAAN Kearsipan , KAB. KAPUAS)
dan Arsip ARSIP
12 | Dinas PROGRAM Pelatihan Pengawasan (Kecamatan Selat 50rang | Disarpustaka
1 Perpustakaan PENGELOLAAN Kearsipan. , KAB. KAPUAS)
dan Arsip ARSIP Permasalahan : Masih
rendahnya pemahaman
dan kesadaran aparatur
terhadap pengawasan
kearsipan
12 | Dinas PROGRAM Pembangunan Kampung (Desa Palampai, Kec. Kapuas Kuala 1Paket | Dinas Perikanan
2 Kelautan dan PENGELOLAAN Maju Nelayan. , KAB. KAPUAS)
Perikanan PERIKANAN Permasalahan : Desa
TANGKAP Palampai memiliki
potensi desa nelayan
yang bisa tertata untuk
menjadi kampung
nelayan maju, namun
potensi yang ada belum
tergarap dengan baik,
seperti hasil tangkapan
yang stabil, ketersediaan
air bersih, jalan desa dan
penerangan hamun
belum terkelola
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12 | Dinas PROGRAM Pencatatan dan (Tersebar di 12 Kecamatan 1Tahun | Dinas Perikanan
3 Kelautan dan PENGELOLAAN pengolahan Data statistik , KAB. KAPUAS)
Perikanan PERIKANAN Perikanan budidaya.
TANGKAP Permasalahan : Belum
optimalnya akurasi data
statistik perikanan
budidaya
12 | Dinas PROGRAM Sosialisasi Perizinan (Tersebar di 12 Kecamatan 1Tahun | Dinas Perikanan
4 Kelautan dan PENGELOLAAN usaha Perikanan , KAB. KAPUAS)
Perikanan PERIKANAN Budidaya. Permasalahan
TANGKAP : Masih banyak
pembudidaya ikan yang
belum memiliki surat izin
usaha
12 | Dinas PROGRAM Pembentukan dan (Kabupaten Kapuas 1Paket | Dinas Perikanan
5 Kelautan dan PENGELOLAAN Pengukuhan , KAB. KAPUAS)
Perikanan PERIKANAN POKMASWAS
TANGKAP
12 | Dinas PROGRAM Sosialisasi lllegal Fishing (Kec. Tamban Catur, Kec. Kapuas Murung, Kec. 4 Paket | Dinas Perikanan
6 Kelautan dan PENGELOLAAN dan Pembinaan Timpah, Kec. Selat
Perikanan PERIKANAN POKMASWAS , KAB. KAPUAS)
TANGKAP
12 | Dinas PROGRAM Bantuan Operasional (4 desa di kab kapuas, KAB. KAPUAS) 4 Paket | Dinas Perikanan
7 Kelautan dan PENGELOLAAN POKMASWAS
Perikanan PERIKANAN
TANGKAP
12 | Dinas PROGRAM Bantuan Sarana (Desa Sei Asem, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas 12 Unit | Dinas Perikanan
8 Kelautan dan PENGELOLAAN Peralatan Patroli Sungai Desa Aruk, Kec. Timpah, Kab. Kapuas
Perikanan PERIKANAN dan Skunder 12 Unit Desa Panamas, Kec. Selat, Kab. Kapuas
TANGKAP Perahu dan Alat Desa Bandar Raya, Kec. Tamban Catur, Kab. Kapuas
Kelengkapan , KAB. KAPUAS)
. Tidak adanya Sapras
Pendukung
12 | Dinas PROGRAM Sarana dan Prasarana (Desa Pangkalan Rekan, Kec. Basarang 15 Dinas Perikanan
9 Kelautan dan PENGELOLAAN Tangkap. Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Paket
Perikanan PERIKANAN Perahu nelayan yang
TANGKAP tergabung dalam
kelompok kondisinya
tidak mungkin untuk
berlayar dalam jarak jauh
untuk mencari fishing
ground
13 | Dinas PROGRAM Pengukuran dan (Sei Kapar Palingkau, Kec. Mentangai 50 Dinas Perikanan
0 Kelautan dan PENGELOLAAN Dokumen pas kecil oleh Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung Paket
Perikanan PERIKANAN KSOP. Permasalahan : Pulau Telo, Kec. Selat
TANGKAP menmiliki pas kapal kecil Batanjung, Kec, Kapuas Kuala
dan belum terdaftar Palampai, Kec. Kapuas Kuala
Pematang, Kec. Kapuas Kuala
, KAB. KAPUAS)
13 | Dinas PROGRAM Pengadaan Mesin Pakan (Bandar Raya/Tamban Catur/Kapuas 3 Unit Dinas Perikanan
1 Kelautan dan PENGELOLAAN 3 Unit Mesin Pakan Warna Sari/Tamban Catur/Kapuas
Perikanan PERIKANAN Mandiri. Permasalahan : Sei Lunuk/Bataguh/ Kapuas
BUDIDAYA Mahalnya Harga Pakan , KAB. KAPUAS)
Pabrik
13 | Dinas PROGRAM Pembinaan,Pelatihan dan (Tersebar di 12 Kecamatan 1Tahun | Dinas Perikanan
2 Kelautan dan PENGELOLAAN bimtek Pokdakan 1 tahun , KAB. KAPUAS)
Perikanan PERIKANAN /250 Pokdakan.
BUDIDAYA Permasalahan :
Rendahnya pengeyahuan
pembudidaya ikan akan
perkembangan teknologi
budidaya
13 | Dinas PROGRAM Pengadaan benih lkan (Terusan Mulya/Bataguh/ Kapuas 30.000 Dinas Perikanan
3 Kelautan dan PENGELOLAAN Nila dan Pakan. Benih
Perikanan PERIKANAN Benih Ikan Patin : 30.000
BUDIDAYA Pakan Benih : 300 Kg , KAB. KAPUAS)
Pakan Apung : 1500 Kg
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13 | Dinas PROGRAM Pengadaan benih lkan (Rp726.750.000Basarang/Basarang/KapuasMaluen/B | 190.000 | Dinas Perikanan
4 Kelautan dan PENGELOLAAN Patin dan Pakan, asarang/ KapuasBandar Raya/Tamban Benih
Perikanan PERIKANAN Terbatasnya Permodalan Catur/KapuasSei Tatas/Pulau petak/KapuasSaka
BUDIDAYA Pokdakan.Benih lkan Lagun/Pulau Petak/Kapuas, KAB. KAPUAS)
Patin : 190.000 Pakan
Benih : 1.900 KgPakan
Apung : 19.000 Kg
13 | Dinas PROGRAM Monitoring Kualitas Air (Tersebar di 12 Kecamatan 1 Paket | Dinas Perikanan
5 Kelautan dan PENGAWASAN Dan Penanganan Hama , KAB. KAPUAS)
Perikanan SUMBER DAYA penyakit ikan, Masih
KELAUTAN DAN banyak terjadinya
PERIKANAN mortalitas ikan budidaya
13 | Dinas PROGRAM Pendampingan Dan (Tersebar di 12 Kecamatan 1Tahun | Dinas Perikanan
6 Kelautan dan PENGAWASAN Monev Pokdakan 1 tahun , KAB. KAPUAS)
Perikanan SUMBER DAYA /50 pokdakan.
KELAUTAN DAN Permasalahan :
PERIKANAN Rendahnya pengetahuan
pembudidaya ikan akan
perkembangan teknologi
budidaya
13 | Dinas PROGRAM Pembuatan Gedung UPI (Di Kecamatan Pulau Petak 1 Paket | Dinas Perikanan
7 Kelautan dan PENGOLAHAN (Unit Pengolahan lkan) , KAB. KAPUAS)
Perikanan DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
13 | Dinas PROGRAM Sarana dan Prasarana (Kab Kapuas 20 Unit | Dinas Perikanan
8 Kelautan dan PENGOLAHAN Pemasaran lkan , KAB. KAPUAS)
Perikanan DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
13 | Dinas PROGRAM Pembuatan DED Pasar (Pelabuhan Pasar lkan 1Paket | Dinas Perikanan
9 Kelautan dan PENGOLAHAN lkan , KAB. KAPUAS)
Perikanan DAN PEMASARAN
HASIL PERIKANAN
14 | Dinas PROGRAM Bantuan Peralatan (Desa Pulau Keladan, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas 9 Unit Dinas Perikanan
0 Kelautan dan PENGOLAHAN Pengolahan Hasil Desa Warnasari dan Desa Sidomulyo, Kec. Tamban
Perikanan DAN PEMASARAN | Perikanan. Catur, Kab. Kapuas
HASIL PERIKANAN | Permasalahan : Tidak Kelurahan Panamas, Kec. Selat, Kab. Kapuas
adanya Sapras Kelurahan Selat Utara, Kec. Selat, Kab. Kapuas,
Pendukung 9 Unit Alat KAB. KAPUAS)
Pembuat Kerupuk
14 Dinas PROGRAM Bantuan Peralatan (Desa Pulau Keladan, Kec. Mantangai, Kab. 2 Unit Dinas Perikanan
1 Kelautan dan PENGOLAHAN Pengolahan Hasil KapuasDesa Warnasari dan Desa Sidomulyo, Kec.
Perikanan DAN PEMASARAN Perikanan 2 unit freezer. Tamban Catur, Kab. KapuasKelurahan Panamas,
HASIL PERIKANAN | Permasalahan : Tidak Kec. Selat, Kab. KapuasKelurahan Selat Utara, Kec.
adanya Sapras Selat, Kab. Kapuas, KAB. KAPUAS)
Pendukung
14 | Dinas PROGRAM Pengembangan Melon. (1. Poktan Bangkit Sumber Mulya Desa Sumber 8 Hektar | Dinas Pertanian
2 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Permasalahan : Perlu Mulya/C4 Kec. Kapuas Murung (2 Ha)
Pangan, PENGEMBANGAN Bantuan Sarana Produksi 2. Poktan Suka Maju Desa Sumber Mulya/C4 Kec.
Holtikultura SARANA dan Benih. Kapuas Murung (2 Ha)
dan PERTANIAN 3. Poktan Suka Makmur Kel. Selat Dalam Kec. Selat
Peternakan (2 Ha)
4. Poktan Beruntung Baru Desa Pulau Telo Baru Kec.
Selat (2 Ha)
, KAB. KAPUAS)
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14 | Dinas PROGRAM Diklat PKB. (Kab. Kapuas 4 Orang | Dinas Pertanian
3 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Permasalahan : Banyak , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN petugas IB yg belum
Holtikultura SARANA mengikuti diklat PKb
dan PERTANIAN
Peternakan
14 | Dinas PROGRAM Diklat IB. Permasalahan : (Kab. Kapuas 20rang | Dinas Pertanian
4 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Banyak inseminator yg , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN sudah tidak aktif karena
Holtikultura SARANA pensiun, beralih profesi.
dan PERTANIAN
Peternakan
14 | Dinas PROGRAM Bantuan kapur dan obat- (Selat, Tamban Catur, Kapuas Murung, Kapuas Timur | 4 Paket | Dinas Pertanian
5 Tanaman PENYEDIAAN DAN | obatan pertanian. , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN Permasalahan : Stok
Holtikultura SARANA brigade proteksi dan
dan PERTANIAN gudang obat-obatan
Peternakan
14 | Dinas PROGRAM Pemberdayaan (Pulau Petak, Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Tamban 50 Dinas Pertanian
6 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Penangkar Benih Padi Catur, Bataguh Hektar
Pangan, PENGEMBANGAN varietas IPB 1 R , KAB. KAPUAS)
Holtikultura SARANA Dadahup. Permasalahan
dan PERTANIAN : Masih rendahnya
Peternakan ketersediaan benih
varietas IPB 1 R
Dadahup di tingkat
lapang
14 | Dinas PROGRAM Pengembangan padi (Pulau Petak, Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Tamban 100 Dinas Pertanian
7 Tanaman PENYEDIAAN DAN | varietas IPB 1R Catur, Bataguh , KAB. KAPUAS) Hektar
Pangan, PENGEMBANGAN Dadahup. Permasalahan
Holtikultura SARANA : Masih tingginya proporsi
dan PERTANIAN luas tanam padi varietas
Peternakan lokal pada kawasan-
kawasan sentra produksi.
Peralihan varietas ke
varietas IPB 1R
Dadahup selain dapat
meningkatkan
produktivitas juga dapat
meningkatkan indeks
pertanaman serta tetap
menghasilkan jenis beras
yang sesuai dengan
preferensi masyarakat.
14 | Dinas PROGRAM Pengembangan padi (Pulau Petak, Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Tamban 100 Dinas Pertanian
8 Tanaman PENYEDIAAN DAN | varietas IPB 1R Catur, Bataguh Hektar
Pangan, PENGEMBANGAN Dadahup. Permasalahan , KAB. KAPUAS)
Holtikultura SARANA : Masih tingginya proporsi
dan PERTANIAN luas tanam padi varietas
Peternakan lokal pada kawasan-
kawasan sentra produksi.
Peralihan varietas ke
varietas IPB 1R
Dadahup selain dapat
meningkatkan
produktivitas juga dapat
meningkatkan indeks
pertanaman serta tetap
menghasilkan jenis beras
yang sesuai dengan
preferensi masyarakat.
14 | Dinas PROGRAM Bibit Ternak Sapi (Desa Manyahi Kecamatan Mantangai 20 Ekor | Dinas Pertanian
9 Tanaman PENYEDIAAN DAN | kegiatan Inisiasi , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN Pembibitan.
Holtikultura SARANA Permasalahan : Banyak
dan PERTANIAN anggota kelompok yang
Peternakan belum mendapat bantuan
bibit ternak sapi di lokasi
Inisiasi Pembibitan Sapi
15 | Dinas PROGRAM Pengembangan Jeruk (1. Poktan Mekar Sari Desa Petak Batuah Kec. 10 Dinas Pertanian
0 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Siam Banjar. Dadahup (5 Ha) Hektar
Pangan, PENGEMBANGAN Permasalahan : Perlu 2. Poktan Bina Sri rejeki Desa Bina Jaya Kec.
Holtikultura SARANA Bantuan Sarana Produksi Dadahup (5 Ha)
dan PERTANIAN dan Bibit , KAB. KAPUAS)
Peternakan
15 | Dinas PROGRAM Diklat Juleha. (UPTD RPH 20rang | Dinas Pertanian
1 Tanaman PENYEDIAAN DAN Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN Beberapa pemotong sapi
Holtikultura SARANA belum bersertifikat
dan PERTANIAN
Peternakan
15 | Dinas PROGRAM Pembuatan Kandang (Desa Manyahi Kecamatan Mantangai 2 Unit Dinas Pertanian
2 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Sapi. Permasalahan : , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN Beberapa kelompok
Holtikultura
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dan PRASARANA belum memiliki kandang
Peternakan PERTANIAN permanen
15 | Dinas PROGRAM Sepeda Motor (1. UPTD RPH, Desa Pulo Telo Kecamatan Selat 4 Unit Dinas Pertanian
3 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Operasional untuk 2. RMC Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas
Pangan, PENGEMBANGAN Petugas UPTD RPH, Murung
Holtikultura PRASARANA RMC, Keswan dan 3. Keswan dan Kesmavet, Bidang Peternakan dan
dan PERTANIAN Kesmavet. Permasalahan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Kelurahan Selat
Peternakan . belum punya kendaraan Utara Kecamatan Selat
operasional dinas, dalam , KAB. KAPUAS)
rangka pemungutan
retribusi pemotongan
hewan, mobilisasi
petugas kandang di
RMC, mobilisasi petugas
kesehatan hewan,
mobilisasi petugas
keurmaster
15 | Dinas PROGRAM Mobil Operasional PKH. (Dinas Pertanian, j| Pemuda km 4,5 Kelurahan Selat 1 Unit Dinas Pertanian
4 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Permasalahan : Untuk Utara, Kecamatan Selat, KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN mobilisasi Bidang PKH
Holtikultura PRASARANA dalam rangka
dan PERTANIAN transportasi pelayanan
Peternakan kegiatan IB, pelayanan
keswan maupun
kunjungan ke lokasi
pengembangan ternak di
seluruh wilayah Kab.
Kapuas
15 | Dinas PROGRAM Bantuan Traktor Roda 2. (Kapuas Timur, Dadahup, Tamban Catur, Kapuas 50 Unit | Dinas Pertanian
5 Tanaman PENYEDIAAN DAN Permasalahan : Rasio Kuala, Pulau Petak, Bataguh, Kapuas Murung,
Pangan, PENGEMBANGAN antara ketersediaan alat Kapuas Hilir
Holtikultura PRASARANA dengan luasan lahan , KAB. KAPUAS)
dan PERTANIAN eksis baru mencapai 42%
Peternakan
15 | Dinas PROGRAM Bantuan Cultivator. (Basarang, Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Pulau Petak, 15Unit | Dinas Pertanian
6 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Terbatasnya sarana Kapuas Murung, Dadahup, Kapuas Barat, Timpah,
Pangan, PENGEMBANGAN pengolahan tanah untuk Mandau Talawang
Holtikultura PRASARANA komoditas hortikultura , KAB. KAPUAS)
dan PERTANIAN
Peternakan
15 | Dinas PROGRAM Power Threser. (Tersebar di 6 Kec. (Kapuas Kuala, Tamban Catur, 24 Unit | Dinas Pertanian
7 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Permasalahan : Efisiensi Bataguh, Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Pulau Petak,
Pangan, PENGEMBANGAN waktu dan biaya panen Kapuas Murung, Dadahup)
Holtikultura PRASARANA , KAB. KAPUAS)
dan PERTANIAN
Peternakan
15 | Dinas PROGRAM Combine Harvester. (Ds Anijir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur 1 Unit Dinas Pertanian
8 Tanaman PENYEDIAAN DAN Permasalahan : Waktu , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN panen serempak
Holtikultura PRASARANA mengakibatkan
dan PERTANIAN kurangnya tenaga kerja
Peternakan untuk panen dan pasca
panen
15 | Dinas PROGRAM Combine Harvester. (Ds Wargo Mulyo Kec. Kapuas Kuala 1 Unit Dinas Pertanian
9 Tanaman PENYEDIAAN DAN Permasalahan : Waktu , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN panen serempak
Holtikultura PRASARANA mengakibatkan
dan PERTANIAN kurangnya tenaga kerja
Peternakan untuk panen dan pasca
panen
16 | Dinas PROGRAM Combine Harvester. (Ds Sei Jangkit Kec.Bataguh 1 Unit Dinas Pertanian
0 Tanaman PENYEDIAAN DAN Permasalahan : Waktu , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN panen serempak
Holtikultura PRASARANA mengakibatkan
dan PERTANIAN kurangnya tenaga kerja
Peternakan untuk panen dan pasca
panen
16 | Dinas PROGRAM Pengadaan Motor Trail. (Kecamatan Basarang, Kecamatan Tamban Catur, 3 Unit Dinas Pertanian
1 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Permasalahan : Banyak Kecamatan Mantangai
Pangan, PENGEMBANGAN wilayah sulit dijangkau , KAB. KAPUAS)
Holtikultura PRASARANA bila menggunakan
dan PERTANIAN kendaraan roda 2 biasa
Peternakan atau matic
16 | Dinas PROGRAM Mesin Tetas Otomatis (Desa Bentuk Jaya kecamatan Dadahup 5 Unit Dinas Pertanian
2 Tanaman PENYEDIAAN DAN | untuk kelompok peternak Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang
Pangan, PENGEMBANGAN itik di Lokasi Food Estate. Desa Baranggau Kecamatan Kapuas Kuala.
Holtikultura PRASARANA Permasalahan : Peternak , KAB. KAPUAS)
dan PERTANIAN kesulitan mendapatkan
Peternakan bibit ternak itik, sehingga
berkeinginan untuk
melakukan penetasan
telur untuk keperluan bibit
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ternak di kandang dan
untuk skala usaha
16 | Dinas PROGRAM Pembangunan dryer, Bed (Ds Sei Tatas Kec. Pulau Petak 1 Unit Dinas Pertanian
3 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Dryer/Solar Dryer. , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN Permasalahan :
Holtikultura PRASARANA Sebagian besar hasil
dan PERTANIAN usaha tanaman pangan
Peternakan (terutama padi) masih
diproses diluar daerah
Kapuas)
16 | Dinas PROGRAM Pembangunan Rice (Ds Tamban Baru Selatan Kec. Kapuas Kuala 1 Unit Dinas Pertanian
4 Tanaman PENYEDIAAN DAN | Milling Unit, Bangunan , KAB. KAPUAS)
Pangan, PENGEMBANGAN lengkap dengan mesin.
Holtikultura PRASARANA Permasalahan :
dan PERTANIAN Sebagian besar hasil
Peternakan usaha tanaman pangan
(terutama padi) masih
diproses diluar daerah
Kapuas)
16 | Dinas PROGRAM Pengembangan tanaman (Kapuas Barat, KAB. KAPUAS) 50 Dinas Pertanian
5 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | sawit. Permasalahan : Hektar
PENGEMBANGAN Pekebun kesulitan
SARANA memperoleh bibit unggul
PERTANIAN kelapa sawit
16 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Selat, KAB. KAPUAS) 13 Dinas Pertanian
6 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Kelapa hibrida Hektar
PENGEMBANGAN wulung. permasalahan:
SARANA Pekebun kesulitan
PERTANIAN memperoleh bibit unggul
kelapa
16 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Kapuas Hilir 10 Dinas Pertanian
7 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Kopi. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul kopi
16 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Kapuas Barat 5Hektar | Dinas Pertanian
8 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Kopi. , KAB. KAPUAS)
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul kopi
16 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Basarang 30 Dinas Pertanian
9 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
17 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Kapuas Hilir 16 Dinas Pertanian
0 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
17 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Pulau Petak 25 Dinas Pertanian
1 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
17 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Basarang 10 Dinas Pertanian
2 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
17 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Mantangai 55 Dinas Pertanian
3 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
17 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Kapuas Murung 20 Dinas Pertanian
4 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
17 | Dinas PROGRAM Pengembangan (Pulau Petak 79 Dinas Pertanian
5 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Tanaman Karet. , KAB. KAPUAS) Hektar
PENGEMBANGAN Permasalahan : Pekebun
SARANA kesulitan memperoleh
PERTANIAN bibit unggul karet
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Permasalahan : Tidak
semua petugas
memperoleh pelatihan

N
PROGRAM USULAN LOKASI (KABUPATEN

o (PROVINSI) E KAPUAS)
17 | Dinas PROGRAM Peralatan pasca panen (Panamas/Selat 2 Unit Dinas Pertanian
6 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | pengolahan kelapa , KAB. KAPUAS)

PENGEMBANGAN (pengolahan bumbu

PRASARANA masak)

PERTANIAN
17 | Dinas PROGRAM Peralatan pasca panen (Mantangai 1 Unit Dinas Pertanian
7 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | pengolahan lada (mesin , KAB. KAPUAS)

PENGEMBANGAN kupas, sortir dan packing)

PRASARANA

PERTANIAN
17 | Dinas PROGRAM Peralatan pasca panen (Mantangai 1 Unit Dinas Pertanian
8 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | pengolahan kopi ( mesin , KAB. KAPUAS)

PENGEMBANGAN kupas oven, tumbuk dan

PRASARANA packing). Permasalahan :

PERTANIAN
17 | Dinas PROGRAM Peningkatan Prasarana (selat, KAB. KAPUAS) 1 Paket | Dinas Pertanian
9 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | dan sarana (hardware

PENGEMBANGAN dan software pemetaan)

PRASARANA

PERTANIAN
18 | Dinas PROGRAM Peralatan pasca panen (Pulau PetakMantangai, KAB. KAPUAS) 2 Paket | Dinas Pertanian
0 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | sawit

PENGEMBANGAN

PRASARANA

PERTANIAN
18 | Dinas PROGRAM Peralatan sadap tanaman (Pulau Petak, KAB. KAPUAS) 3 Paket | Dinas Pertanian
1 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | karet. Permasalahan :

PENGEMBANGAN Pekebun tidak memakai

PRASARANA mangkok dan pisau

PERTANIAN sadap tidak standart
18 | Dinas PROGRAM Bangunan Bokar Ukuran (Pulau Petak 1 Unit Dinas Pertanian
2 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | 5x 10 M. Permasalahan : , KAB. KAPUAS)

PENGEMBANGAN Pencurian Bokar di

PRASARANA Tingkat Petani dan

PERTANIAN Pengumpul
18 | Dinas PROGRAM Bangunan Bokar Ukuran (mantangai, KAB. KAPUAS) 1 Unit Dinas Pertanian
3 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | 5x 10 M. Permasalahan :

PENGEMBANGAN Pencurian Bokar di

PRASARANA Tingkat Petani dan

PERTANIAN Pengumpul
18 | Dinas PROGRAM Pembeku Latek (Asam (Pulau Petak 100 Dinas Pertanian
4 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Formiat). Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Hektar

PENGEMBANGAN Petani Belum Seluruhnya

PRASARANA mengunakan pembeku

PERTANIAN anjuran.
18 | Dinas PROGRAM Pembeku Latek (Asam (Dadahup 50 Dinas Pertanian
5 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Formiat). Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Hektar

PENGEMBANGAN Petani Belum Seluruhnya

PRASARANA mengunakan pembeku

PERTANIAN anjuran.
18 | Dinas PROGRAM Pembeku Latek (Asam (Bataguh 139 Dinas Pertanian
6 Perkebunan PENYEDIAAN DAN | Formiat). Permasalahan : , KAB. KAPUAS) Hektar

PENGEMBANGAN Petani Belum Seluruhnya

PRASARANA mengunakan pembeku

PERTANIAN anjuran.
18 | Dinas PROGRAM Peningkatan kapasitas (Selat/Kapuas 1Paket | Dinas Pertanian
7 Perkebunan PENGENDALIAN SDM dalam pemetaan , KAB. KAPUAS)

DAN digital. Permasalahan :

PENANGGULANG Tidak ada petugas yang

AN BENCANA bisa membuat peta digital

PERTANIAN
18 | Dinas PROGRAM Peningkatan prasarana (Selat/Kapuas 1 Paket | Dinas Pertanian
8 Perkebunan PENGENDALIAN dan sarana Brigade , KAB. KAPUAS)

DAN Karlabun Kab. Kapuas.

PENANGGULANG Permasalahan : Umur

AN BENCANA peralatan diatas 8 tahun

PERTANIAN
18 | Dinas PROGRAM Peningkatan prasarana (Lamunti Baru 2 Unit Dinas Pertanian
9 Perkebunan PENGENDALIAN dan sarana kelompok tani Mantangai

DAN peduli api. Permasalahan , KAB. KAPUAS)

PENANGGULANG : Resiko kebakaran di

AN BENCANA musim kemarau

PERTANIAN
19 | Dinas PROGRAM Penerbitan Surat Tanda (Pulau Petak 200 Dinas Pertanian
0 Perkebunan PERIZINAN Daftar budidaya. Mantangai Persil

USAHA Permasalahan : Pekebun , KAB. KAPUAS)

PERTANIAN membutuhkan STDB
19 | Dinas PROGRAM Peningkatan SDM (Selat/Kapuas 25 Dinas Pertanian
1 Perkebunan PENYULUHAN petugas teknis dan , KAB. KAPUAS) Orang

PERTANIAN pekebun tanaman sawit.
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19 | Dinas PROGRAM Pembebasan Kawasan (Desa Batu Nindan 1.900 Dinas Lingkungan
2 Kehutanan PENGELOLAAN Hutan Lindung , KAB. KAPUAS) Hektar Hidup
HUTAN
19 | Dinas PROGRAM Penanaman di Lahan (Kecamatan Bataguh dan Kapuas Murung 20 Dinas Lingkungan
3 Kehutanan PENGELOLAAN Kritis , KAB. KAPUAS) Hektar Hidup
HUTAN
19 | Dinas PROGRAM Kelengkapan Fasilitas (Desa Terusan Karya Kecamatan Bataguh 100 Disdagperinkop &
4 Perdagangan PENINGKATAN Gudang dengan Sistem , KAB. KAPUAS) Buah UKM
dan SARANA Resi Gudang (Pallet).
Perindustrian DISTRIBUSI Permasalahan : Belum
PERDAGANGAN Optimalnya sarana
prasarana Gudang SRG
19 | Dinas PROGRAM Pengadaan Kendaraan (Selat 3 Unit Disdagperinkop &
5 Perdagangan STABILISASI Dinas/Sepeda Motor , KAB. KAPUAS) UKM
dan HARGA BARANG untuk Kegiatan
Perindustrian Kebutuhan POKOK | Operasional Dilapangan
DAN BARANG Bidang Perlindungan
PENTING Konsumen JF Pengawas
Perdagangan
19 | Dinas PROGRAM Sosialisasi dan Pelatihan (selat 1 Paket | Disdagperinkop &
6 Perdagangan PENGEMBANGAN Bahan Olah Karet , KAB. KAPUAS) UKM
dan EKSPOR Standard Indonesian
Perindustrian Rubber (Bokar SIR).
Permasalahan : Adanya
perbedaan harga karet
dipasar yang berlaku di
tingkat petani,pedagang
dan eksportir
19 | Dinas PROGRAM Sosialisasi Perlindungan (selat, KAB. KAPUAS) 2 Paket | Disdagperinkop &
7 Perdagangan STANDARDISASI Konsumen dan UKM
dan DAN Pengamanan
Perindustrian PERLINDUNGAN Perdagangan.
KONSUMEN Permasalahan : Belum
pernah dilaksanakan
Sosialisasi Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
19 | Dinas PROGRAM Sosialisasi Konsumen (Selat, KAB. KAPUAS) 1 Paket | Disdagperinkop &
8 Perdagangan STANDARDISASI Cerdas. Permasalahan : UKM
dan DAN Sebagian Konsumen
Perindustrian PERLINDUNGAN msih belum memahami
KONSUMEN tentang pentingnya
menjadi Konsumen
Cerdas
19 | Dinas PROGRAM Sosialisasi Tera, Tera (Kabupaten Kapuas 2 Paket | Disdagperinkop &
9 Perdagangan STANDARDISASI Ulang dan UTTP. , KAB. KAPUAS) UKM
dan DAN Permasalahan : Masih
Perindustrian PERLINDUNGAN banyaknya pelaku usaha
KONSUMEN yang belum memahami
tentang pentingnya
dilakukan Tera,Tera
Ulang dan UTTP
20 | Dinas PROGRAM Pelatihan Manajemen (Selat, KAB. KAPUAS) 1Paket | Disdagperinkop &
0 Perdagangan STANDARDISASI Organisasi UKM
dan DAN Kemetrologian (MOK).
Perindustrian PERLINDUNGAN Permasalahan : Belum
KONSUMEN pernah dilaksanakan
Pelatihan tentang
Majemen Organisasi
Kemetrologian (MOK)
20 | Dinas PROGRAM Peralatan pemecah biji (Desa suka maju  Kec. Mantangai 1 Unit Disdagperinkop &
1 Perdagangan Perencanaan DAN karet. Permasalahan : , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Proses produksi manual
Perindustrian INDUSTRI sehingga memperlambat
hasil
20 | Dinas PROGRAM Mesin penumbuk purun. (Desa Rawa Subur Kec. Kapuas Murung 1 Unit Disdagperinkop &
2 Perdagangan Perencanaan DAN Permasalahan : , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN masyarakat
Perindustrian INDUSTRI menggunakan jalan raya
dan kendaraan yang
lewat
20 | Dinas PROGRAM Mesin penumbuk purun. (Desa Sumber Agung Kec. Dadahup 1 Unit Disdagperinkop &
3 Perdagangan Perencanaan DAN Permasalahan : , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN masyarakat
Perindustrian INDUSTRI menggunakan jalan raya
dan kendaraan yang
lewat
20 | Dinas PROGRAM Vokum selaer horisontal (Kecamatan Selat Kab. Kapuas 1 Unit Disdagperinkop &
4 Perdagangan Perencanaan DAN with stand FRB 77011. , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan : proses
Perindustrian INDUSTRI produksi manual.
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20 | Dinas PROGRAM Mesin pengolahan pakan (Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas 1 Unit Disdagperinkop &
5 Perdagangan Perencanaan DAN ikan apung. , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan : Harga
Perindustrian INDUSTRI pakan ikan yang tinggi
20 | Dinas PROGRAM spiner ( pengering (Kecamatan Selat Kab. Kapuas 1 Unit Disdagperinkop &
6 Perdagangan Perencanaan DAN minyak kripik). , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan :
Perindustrian INDUSTRI Kandungan minyak
banyak, hasil produksi
agar lebih berkualitas
20 | Dinas PROGRAM Mesin pemotong lontong (Kecamatan Selat Kab. Kapuas 1 Unit Disdagperinkop &
7 Perdagangan Perencanaan DAN krupuk otomatis. , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan : proses
Perindustrian INDUSTRI produksi manual
20 | Dinas PROGRAM Vokum selaer horisontal (JI. Pemuda km.20 Kel. Anjir Palambang kec. Pulau 1 Unit Disdagperinkop &
8 Perdagangan Perencanaan DAN with stand FRB 77011. Petak UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan : proses , KAB. KAPUAS)
Perindustrian INDUSTRI produksi manual
20 | Dinas PROGRAM Mesin pemotong lontong (JI. Pemuda km.20 Kel. Anjir Palambang kec. Pulau 1 Unit Disdagperinkop &
9 Perdagangan Perencanaan DAN krupuk otomatis. Petak UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan : proses , KAB. KAPUAS)
Perindustrian INDUSTRI produksi manual
21 Dinas PROGRAM Peralatan Pendukung (JI. Tambun Bungai No. 07 Kec. Selat 1 Paket | Disdagperinkop &
0 Perdagangan Perencanaan DAN Rumah kemasan Berupa , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Bantuan mesin sablon dll.
Perindustrian INDUSTRI Permasalahan : Adanya
bangunan untuk rumah
kemasan tetapi tidak
memiliki alat
21 Dinas PROGRAM Mesin pengolahan pakan (Kecamatan Selat Kab. Kapuas 1 Unit Disdagperinkop &
1 Perdagangan Perencanaan DAN ikan apung. , KAB. KAPUAS) UKM
dan PEMBANGUNAN Permasalahan : Harga
Perindustrian INDUSTRI pakan ikan yang tinggi
Matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara terperinci

berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan

pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD sebagai berikut :
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Kapuas
Tahun 2024
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN 353.830.141.974,00 454.226.342.420,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 353.830.141.974,00 454.226.342.420,00
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 353.830.141.974,00 454.226.342.420,00
1 01 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 344.986.575.274,00 445.568.842.420,00
1 01 |01 |2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 223.569.666,00 250.000.000,00
1 01 01 |2.01|0001|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Perencanaan Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 123.945.666,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 110.000.000,00
administrasi perencanaan, Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Perencanaan
penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
perangkat daerah
1 01 |01 [2.01 |0002|Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 10.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 15.000.000,00
administrasi perencanaan, Laporan Hasil Koordinasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum RKA-SKPD dan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah Laporan Hasil
perangkat daerah Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
1 01 [01 |2.01|0003|Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 10.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 15.000.000,00
administrasi perencanaan, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Perubahan RKA-
penganggaran dan evaluasi kinerja | Penyusunan Dokumen Perubahan Perangkat Daerah SKPD dan
perangkat daerah RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
1 01 |01 [2.01 |0004|Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 10.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 15.000.000,00
administrasi perencanaan, Laporan Hasil Koordinasi Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum DPA-SKPD dan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah Laporan Hasil
perangkat daerah Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
1 01 [01 |2.01 |0005|Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 10.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 15.000.000,00
administrasi perencanaan, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Perubahan DPA-
penganggaran dan evaluasi kinerja | Penyusunan Dokumen Perubahan Perangkat Daerah SKPD dan
perangkat daerah DPA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
1 01 |01 [2.01 |0006|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 30.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 40.000.000,00
administrasi perencanaan, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja [Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Capaian Kinerja
penganggaran dan evaluasi kinerja | Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan Ikhtisar
perangkat daerah Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 01 |01 [2.01 |0007|EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Cakupan Pelayanan Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 29.624.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 40.000.000,00
administrasi perencanaan, Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Evaluasi Kinerja
penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
perangkat daerah
1 01 |01 |2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 333.935.817.974,00 434.123.842.420,00
1 01 |01 ]2.02 |0001]|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

DINAS PENDIDIKAN KAB. KAPUAS




Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
Persentase cakupan layanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji | Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 2856 100 % 333.830.141.974,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Orang 2856 433.983.842.420,00
administrasi perencanaan, dan Tunjangan ASN Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Orang/bulan Dana Alokasi Umum yang Menerima | Orang/bulan
penganggaran dan evaluasi kinerja Gaji dan
perangkat daerah Tunjangan ASN
1 01 |01 [2.02 |0002|Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan | Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 61.144.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 30.000.000,00
administrasi perencanaan, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Hasil Penyediaan
penganggaran dan evaluasi kinerja Administrasi
perangkat daerah Pelaksanaan
Tugas ASN
1 01 |01 |2.02 |0003|Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Penatausahaan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 5.600.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 25.000.000,00
administrasi perencanaan, dan Pengujian/Verifikasi Keuangan |Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penatausahaan
penganggaran dan evaluasi kinerja |SKPD dan
perangkat daerah Pengujian/Verifik
asi Keuangan
SKPD
1 01 |01 [2.02 |0004|Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 5.040.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 40.000.000,00
administrasi perencanaan, Pelaksanaan Akuntansi SKPD Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Koordinasi dan
penganggaran dan evaluasi kinerja Pelaksanaan
perangkat daerah Akuntansi SKPD
1 01 |01 [2.02 |0005|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 5.040.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 10.000.000,00
administrasi perencanaan, Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Keuangan Akhir
penganggaran dan evaluasi kinerja | Koordinasi Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan
perangkat daerah Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1 01 |01 [2.02 |0006|Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan |Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 11.844.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 15.000.000,00
administrasi perencanaan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Bahan Tanggapan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Pemeriksaan Pemeriksaan dan
perangkat daerah Tindak Lanjut
Pemeriksaan
1 01 |01 ]2.02 |0007|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ | Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 5.040.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 10.000.000,00
administrasi perencanaan, Triwulanan/ Semesteran SKPD dan | Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Keuangan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Laporan Koordinasi Penyusunan Bulanan/
perangkat daerah Laporan Keuangan Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Semesteran SKPD
SKPD dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran
SKPD
1 01 |01 [2.02 |0008|Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 11.968.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 10.000.000,00
administrasi perencanaan, Analisis Prognosis Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Pelaporan dan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Anggaran Analisis
perangkat daerah Prognosis
Realisasi
Anggaran
1 01 |01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 99.394.200,00 200.000.000,00
1 01 [01 |2.03 |0001|Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang | Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 1.900.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Rencana |1 Dokumen 5.000.000,00
administrasi perencanaan, Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah pada Perangkat | Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kebutuhan
penganggaran dan evaluasi kinerja Daerah Barang Milik
perangkat daerah Daerah SKPD
1 01 [01 |2.03 |0002|Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Pengamanan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 38.189.200,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 70.000.000,00
administrasi perencanaan, Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah pada Perangkat | Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Pengamanan
penganggaran dan evaluasi kinerja Daerah Barang Milik
perangkat daerah Daerah SKPD
1 01 |01 [2.03 |0004|Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 59.305.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 125.000.000,00
administrasi perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat | Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Hasil Pembinaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja | Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah Pengawasan, dan
perangkat daerah Pengendalian
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
1 01 |01 |2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 455.675.000,00 650.000.000,00
1 01 |01 [2.05|0003|Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Pendataan dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 7.750.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 50.000.000,00
administrasi perencanaan, Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Pendataan dan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Kepegawaian Pengolahan
perangkat daerah Administrasi
Kepegawaian
1 01 |01 [2.05|0009|Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Persentase cakupan layanan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas |Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 9 Orang 100 % 347.925.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Pegawai |9 Orang 315.000.000,00
administrasi perencanaan, dan Fungsi yang Mengikuti Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Berdasarkan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi
perangkat daerah yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
1 01 |01 [2.05|0011|Bimbingan Teknis Impl i Peraturan Perundang-Undangan
Persentase cakupan layanan Jumlah Orang yang Mengikuti Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 14 Orang 100 % 100.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Orang 14 Orang 285.000.000,00
administrasi perencanaan, Bimbingan Teknis Implementasi Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum yang Mengikuti
penganggaran dan evaluasi kinerja | Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis
perangkat daerah Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
1 01 |01 |2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.584.707.478,00 2.990.000.000,00
1 01 |01 |2.06 |0001|Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase cakupan layanan Jumlah Paket Komponen Instalasi Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 9.999.213,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 15.000.000,00
administrasi perencanaan, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Komponen
penganggaran dan evaluasi kinerja |yang Disediakan Instalasi
perangkat daerah Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disedi
1 01 |01 [2.06 |0002|Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase cakupan layanan Jumlah Paket Peralatan dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 335.040.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 400.000.000,00
administrasi perencanaan, Perlengkapan Kantor yang Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Peralatan dan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Disediakan Perlengkapan
perangkat daerah Kantor yang
Disedi
1 01 |01 [2.06 |0003|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Persentase cakupan layanan Jumlah Paket Peralatan Rumah Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 14.983.680,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 15.000.000,00
administrasi perencanaan, Tangga yang Disediakan Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Peralatan Rumah
penganggaran dan evaluasi kinerja Tangga yang
perangkat daerah Disediakan
1 01 |01 [2.06 |0004|Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase cakupan layanan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor |Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 569.803.460,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 700.000.000,00
administrasi perencanaan, yang Disediakan Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Bahan Logistik
penganggaran dan evaluasi kinerja Kantor yang
perangkat daerah Disediakan
1 01 [01 |2.06|0005|P liaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase cakupan layanan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 54.997.725,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 70.000.000,00
administrasi per Per d: yang Disediakan Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Barang Cetakan
penganggaran dan evaluasi kinerja dan Penggandaan
perangkat daerah yang Disediakan
1 01 |01 [2.06 |0006|Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
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Kegiatan
Persentase cakupan layanan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan | Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 50.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 70.000.000,00
administrasi perencanaan, Peraturan Perundang-Undangan Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Bahan Bacaan
penganggaran dan evaluasi kinerja |yang Disediakan dan Peraturan
perangkat daerah Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1 01 |01 [2.06 |0008|Fasilitasi Kunjungan Tamu
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan | Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 49.883.400,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 120.000.000,00
administrasi perencanaan, Tamu Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Fasilitasi
penganggaran dan evaluasi kinerja Kunjungan Tamu
perangkat daerah
1 01 01 ]2.06 |0009|Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Cakupan Pelayanan Administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 1.500.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 1.600.000.000,00
administrasi perencanaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyelenggaraan
penganggaran dan evaluasi kinerja | SKPD Rapat Koordinasi
perangkat daerah dan Konsultasi
SKPD
1 01 |01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.764.941.656,00 4.000.000.000,00
1 01 01 ]2.07 |0001|Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase cakupan layanan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan |Cakupan Pelayanan Pengadaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % 526.588.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 1 Unit 0,00
administrasi perencanaan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kendaraan
penganggaran dan evaluasi kinerja |yang Disediakan Urusan Pemerintah Daerah Perorangan Dinas
perangkat daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 01 |01 [2.07 |0002|Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase cakupan layanan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Cakupan Pelayanan Pengadaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 21 Unit 100 % 1.988.353.656,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 21 Unit 0,00
administrasi perencanaan, Operasional atau Lapangan yang Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kendaraan Dinas
penganggaran dan evaluasi kinerja | Disediakan Urusan Pemerintah Daerah Operasional atau
perangkat daerah Lapangan yang
Disediakan
1 01 |01 [2.07 |0006|Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase cakupan layanan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Cakupan Pelayanan Pengadaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % 50.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 1 Unit 200.000.000,00
administrasi perencanaan, Lainnya yang Disediakan Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Peralatan dan
penganggaran dan evaluasi kinerja Urusan Pemerintah Daerah Mesin Lainnya
perangkat daerah yang Disediakan
1 01 |01 [2.07 |0009|Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase cakupan layanan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Cakupan Pelayanan Pengadaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % 2.200.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 1 Unit 3.800.000.000,00
administrasi perencanaan, Bangunan Lainnya yang Disediakan |Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Gedung Kantor
penganggaran dan evaluasi kinerja Urusan Pemerintah Daerah atau Bangunan
perangkat daerah Lainnya yang
Disedi
1 01 |01 |2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.155.788.000,00 2.100.000.000,00
1 01 |01 [2.08 |0002|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 329.904.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 330.000.000,00
administrasi perencanaan, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penunjang Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa
penganggaran dan evaluasi kinerja | Listrik yang Disediakan Daerah Komunikasi,
perangkat daerah Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
1 01 |01 ]2.08 |0004|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase cakupan layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa |Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 1.825.884.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 1.770.000.000,00
administrasi perencanaan, Pelayanan Umum Kantor yang Penunjang Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa
penganggaran dan evaluasi kinerja | Disediakan Daerah Pelayanan Umum
perangkat daerah Kantor yang
Disediakan
1 01 |01 |2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 766.681.300,00 1.255.000.000,00
1 01 |01 |2.09 [0001|P liaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase cakupan layanan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas | Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % 66.110.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah 1 Unit 70.000.000,00
administrasi perencanaan, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang |Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kendaraan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Urusan Pemerintahan Daerah Perorangan Dinas
perangkat daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
1 01 [01 |2.09|0002|P 1 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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Kegiatan
Persentase cakupan layanan Jumlah Kendaraan Dinas Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 10 Unit 100 % 304.244.300,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah 10 Unit 350.000.000,00
administrasi perencanaan, Operasional atau Lapangan yang Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kendaraan Dinas
penganggaran dan evaluasi kinerja | Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan [ Urusan Pemerintahan Daerah Operasional atau
perangkat daerah Perizinannya Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
1 01 |01 |2.09 [0006|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase cakupan layanan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 46 Unit 100 % 62.550.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Peralatan |46 Unit 50.000.000,00
administrasi perencanaan, yang Dipelihara Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum dan Mesin
penganggaran dan evaluasi kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya yang
perangkat daerah Dipelihara
1 01 01 ]2.09 |0009|Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Persentase cakupan layanan Jumlah Gedung Kantor dan Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 4 Unit 100 % 333.777.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Gedung |4 Unit 785.000.000,00
administrasi perencanaan, Bangunan Lainnya yang Barang Milik Daerah Penunjang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kantor dan
penganggaran dan evaluasi kinerja | Dipelihara/Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Daerah Bangunan
perangkat daerah Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
1 01 |02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 7.693.566.700,00 7.507.500.000,00
1 01 (02 ]2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 3.978.667.000,00 3.592.500.000,00
1 01 |02 [2.01 |0006|Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
APK Pendidikan Dasar Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 2 Unit 240.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Sarana, |2 Unit 240.000.000,00
APK PAUD Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum Prasarana dan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Utilitas Sekolah
Indeks Inklusivitas SD 7531% yang Telah
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Dibangun
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 [2.01 |0014|Pengadaan Mebel Sekolah
APK Pendidikan Dasar Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1 Paket 550.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Mebel 1 Paket 500.000.000,00
APK PAUD Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79 % 83,82 % Dana Alokasi Umum sekolah yang
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Tersedia
Indeks Inklusivitas SD 7531 %
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 [2.01 |0022|Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
APK Pendidikan Dasar Jumlah Alat Praktik dan Peraga Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1 Paket 195.027.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Alat 1 Paket 200.000.000,00
APK PAUD Siswa yang Tersedia Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum Praktik dan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Peraga Siswa
Indeks Inklusivitas SD 7531% yang Tersedia
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 |2.01 [0025|Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
APK Pendidikan Dasar Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 400 Peserta Didik 200.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Siswa 400 Peserta Didik 200.000.000,00
APK PAUD Kompetisi/Lomba Akademik dan Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum yang Mengikuti
APK Pendidikan Kesetaraan Non Akademik Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Ajang
Indeks Inklusivitas SD 7531% Kompetisi/Lomba
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Akademik dan
berpartisipasi dalam pendidikan Non Akademik
dasar (APS)
1 01 |02 [2.01 |0028|Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
APK Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah Menengah Dasar Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 50 Satuan 250.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Sekolah |50 Satuan 250.000.000,00
APK PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% Pendidikan 83,82 % Dana Alokasi Umum Menengah Dasar |Pendidikan
APK Pendidikan Kesetaraan Kelembagaan dan manajemen Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % yang
sekolah Indeks Inklusivitas SD 7531 % Dilaksanakan
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Pembinaan
berpartisipasi dalam pendidikan Kelembagaan dan
dasar (APS) manajemen
sekolah
1 01 02 ]2.01|0029|Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
APK Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 30 Satuan 150.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Sekolah |30 Satuan 150.000.000,00
APK PAUD Mengelola Dana BOS Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% Pendidikan 83,82 % Dana Alokasi Umum Dasar yang Pendidikan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Mengelola Dana
Indeks Inklusivitas SD 7531% BOS
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 [2.01 [0038|Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan




Urusan / Bidang Urusan / Program /

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2024

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Target Capaian Kinerja
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Kode Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
APK Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1 Dokumen 50.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 50.000.000,00
APK PAUD Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi | Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79 % 83,82 % Dana Alokasi Umum Hasil Koordinasi,
APK Pendidikan Kesetaraan Layanan di Bidang Pendidikan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Perencanaan,
Indeks Inklusivitas SD 7531 % Supervisi dan
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Evaluasi Layanan
berpartisipasi dalam pendidikan di Bidang
dasar (APS) Pendidikan
1 01 |02 [2.01 |0039|Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
APK Pendidikan Dasar Jumlah kegiatan sosialisasi dan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1 Dokumen 70.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah kegiatan |1 Dokumen 70.000.000,00
APK PAUD advokasi kebijakan di bidang Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79 % 83,82 % Dana Alokasi Umum sosialisasi dan
APK Pendidikan Kesetaraan Pendidikan yang dilaksanakan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % advokasi
Indeks Inklusivitas SD 75,31 % kebijakan di
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % bidang
berpartisipasi dalam pendidikan Pendidikan yang
dasar (APS) dilaksanakan
1 01 |02 [2.01 |0046|Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
APK Pendidikan Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 500 Paket 299.850.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah 500 Paket 300.000.000,00
APK PAUD yang Tersedia Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum Perlengkapan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Peserta Didik
Indeks Inklusivitas SD 7531% yang Tersedia
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 [2.01 |0047|Pembangunan Ruang Kelas Baru
APK Pendidikan Dasar Jumlah Ruang Kelas Baru yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1Ruang 475.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Ruang 1Ruang 240.000.000,00
APK PAUD Bertambah Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum Kelas Baru yang
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Bertambah
Indeks Inklusivitas SD 7531 %
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 |2.01|0049|Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
APK Pendidikan Dasar Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 5 Orang 50.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Peserta |5 Orang 50.000.000,00
APK PAUD Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum Bimbingan
APK Pendidikan Kesetaraan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang |Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % Teknis, Pelatihan,
Pendidikan yang dilaksanakan Indeks Inklusivitas SD 7531 % dan/atau
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Magang/PKL
berpartisipasi dalam pendidikan untuk
dasar (APS) Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
1 01 02 ]2.01 |0051|Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
APK Pendidikan Dasar Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 7 Ruang 1.448.790.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Ruang 7 Ruang 1.342.500.000,00
APK PAUD Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Indeks iklim keamanan SD Semua Kel/Desa 79% 83,82 % Dana Alokasi Umum Kelas Sekolah
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks iklim kebhinnekaan SD 13% 84,33 % yang Telah
Indeks Inklusivitas SD 75,31% Direhabilitasi
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Sedang/Berat
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 (02 ]2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.109.998.500,00 2.110.000.000,00
1 01 02 |2.02 |0014|Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
APK PAUD Jumlah Ruang kelas sekolah yang Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 2 Ruang 83,90 % 400.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Ruang 2 Ruang 400.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum kelas sekolah
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % yang Telah
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Direhabilitasi
berpartisipasi dalam pendidikan Sedang/Berat
dasar (APS)
1 01 02 ]2.02 |0025|Pengadaan Mebel Sekolah
APK PAUD Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79 % 1 Paket 83,90 % 300.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Mebel 1 Paket 300.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum Sekolah yang
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Tersedia
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 [2.02 |0035|Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
APK PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Paket 83,90 % 150.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Alat 1 Paket 150.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Siswa yang Tersedia Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum Praktik dan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Peraga Siswa
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % yang Tersedia
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
1 01 |02 |2.02 [0038)|Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
APK PAUD Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang | Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 400 Peserta Didik | 83,90 % 219.998.500,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Siswa 400 Peserta Didik 220.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Kompetisi/Lomba Akademik dan Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum yang Mengikuti
APK Pendidikan Kesetaraan Non Akademik Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Ajang
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Kompetisi/Lomba
berpartisipasi dalam pendidikan Akademik dan
dasar (APS) Non Akademik
1 01 02 |2.02 |0041|Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
APK PAUD Jumlah Sekolah Menengah Pertama |Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 32 Satuan 83,90 % 160.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Sekolah |32 Satuan 160.000.000,00
APK Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % Pendidikan 80,41 % Dana Alokasi Umum Menengah Pendidikan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Pertama yang
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Dilaksanakan
berpartisipasi dalam pendidikan Pembinaan
dasar (APS)
1 01 |02 [2.02 |0042|Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
APK PAUD Jumlah Sekolah Menengah pertama |Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 32 Satuan 83,90 % 160.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Sekolah |32 Satuan 160.000.000,00
APK Pendidikan Dasar yang Mengelola Dana BOS Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % Pendidikan 80,41 % Dana Alokasi Umum Menengah Pendidikan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % pertama yang
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Mengelola Dana
berpartisipasi dalam pendidikan BOS
dasar (APS)
1 01 |02 [2.02 |0051|Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik
APK PAUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, [Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Dokumen 83,90 % 50.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 50.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi |Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum Hasil Koordinasi,
APK Pendidikan Kesetaraan Layanan di Bidang Pendidikan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Perencanaan,
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % Supervisi dan
berpartisipasi dalam pendidikan Evaluasi Layanan
dasar (APS) di Bidang
Pendidikan
1 01 |02 [2.02 |0052|Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
APK PAUD Jumlah kegiatan sosialisasi dan Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Dokumen 83,90 % 70.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah kegiatan |1 Dokumen 70.000.000,00
APK Pendidikan Dasar advokasi kebijakan di bidang Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum sosialisasi dan
APK Pendidikan Kesetaraan Pendidikan yang dilaksanakan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % advokasi
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % kebijakan di
berpartisipasi dalam pendidikan bidang
dasar (APS) Pendidikan yang
dilaksanakan
1 01 |02 [2.02 |0059|Pembangunan Ruang Kelas Baru
APK PAUD Jumlah Ruang Kelas Baru yang Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Ruang 83,90 % 350.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Ruang 1 Ruang 350.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Bertambah Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum Kelas Baru yang
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Bertambah
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 %
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 02 ]2.02 |0060|Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
APK PAUD Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79 % 5 Orang 83,90 % 50.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Peserta 5 Orang 50.000.000,00
APK Pendidikan Dasar Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum Bimbingan
APK Pendidikan Kesetaraan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang |Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Teknis, Pelatihan,
Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % dan/atau
berpartisipasi dalam pendidikan Magang/PKL
dasar (APS) untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
1 Jo1 o2 [2.02 [0062]Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
APK PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik |Indeks iklim keamanan SMP Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Paket 83,90 % 200.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah 1 Paket 200.000.000,00
APK Pendidikan Dasar yang Tersedia Indeks iklim kebhinnekaan SMP Semua Kel/Desa 98 % 80,41 % Dana Alokasi Umum Perlengkapan
APK Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SMP 13% 80,21 % Peserta Didik
Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang 100 % yang Tersedia
berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (APS)
1 01 |02 |2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.444.902.200,00 1.645.000.000,00
1 01 02 ]2.03 |0003|Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
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Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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Kegiatan
APK PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang |Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 2 Unit 38,79 % 200.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah 2 Unit 200.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi | berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum Gedung/Ruang
APK Pendidikan Dasar Sedang/Berat anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Kelas/Ruang
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 % Guru PAUD yang
PAUD yang mendapatkan minimal Telah
Akreditasi B Direhabilitasi
Persentase Target Sasaran yang Sedang/Berat
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 02 ]2.03 |0007|Pengadaan Mebel PAUD
APK PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia |Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Paket 38,79 % 100.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Mebel 1 Paket 100.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum PAUD yang
APK Pendidikan Dasar anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Tersedia
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 %
PAUD yang mendapatkan minimal
Akreditasi B
Persentase Target Sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 |02 [2.03 |0009|Pengadaan Perlengkapan PAUD
APK PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Paket 38,79 % 25.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah 1 Paket 25.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan Tersedia berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum perlengkapan
APK Pendidikan Dasar anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % PAUD yang
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 % Tersedia
PAUD yang mendapatkan minimal
Akreditasi B
Persentase Target Sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 |02 [2.03 |0016|Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
APK PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 5 Orang 38,79 % 49.997.800,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Pendidik |5 Orang 50.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan Kependidikan yang Mendapatkan berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum dan Tenaga
APK Pendidikan Dasar Fasilitasi Kenaikan anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Kependidikan
Pangkat/Golongan, Pemberian Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 % yang
Promosi, Peningkatan Kompetensi | PAUD yang mendapatkan minimal Mendapatkan
dan Kualifikasi Akreditasi B Fasilitasi
Persentase Target Sasaran yang Kenaikan
memiliki pemahaman yang baik Pangkat/Golonga
tentang Stunting di lokasi Prioritas n, Pemberian
Pertumbuhan pendidik PAUD yang Promosi,
memiliki kualifikasi akademik paling Peningkatan
rendah D-IV/S1 Kompetensi dan
Kualifikasi
1 01 02 ]2.03 |0017|Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
APK PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 20 Satuan 38,79 % 150.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah PAUD 20 Satuan 150.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% Pendidikan 100 % Dana Alokasi Umum yang Pendidikan
APK Pendidikan Dasar Manajemen anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Dilaksanakan
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 % Pembinaan
PAUD yang mendapatkan minimal Kelembagaan dan
Akreditasi B Manajemen
Persentase Target Sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 |02 [2.03 [0018|Pengelolaan Dana BOP PAUD
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
APK PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana |Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 30 Satuan 38,79 % 150.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah PAUD 30 Satuan 150.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan BOP berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% Pendidikan 100 % Dana Alokasi Umum yang Mengelola | Pendidikan
APK Pendidikan Dasar anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Dana BOP
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 %
PAUD yang mendapatkan minimal
Akreditasi B
Persentase Target Sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 |02 [2.03 |0025|Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
APK PAUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, |Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Dokumen 38,79 % 49.907.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 50.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi | berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum Hasil Koordinasi,
APK Pendidikan Dasar Layanan di Bidang Pendidikan anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Perencanaan,
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 % Supervisi dan
PAUD yang mendapatkan minimal Evaluasi Layanan
Akreditasi B di Bidang
Persentase Target Sasaran yang Pendidikan
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 |02 [2.03 |0030|Pembangunan Ruang Kelas Baru
APK PAUD Jumlah Ruang Kelas Baru yang Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 4 Ruang 38,79 % 600.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Ruang 4 Ruang 800.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan Bertambah berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum Kelas Baru yang
APK Pendidikan Dasar anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Bertambah
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 %
PAUD yang mendapatkan minimal
Akreditasi B
Persentase Target Sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-1V/S1
1 01 |02 [2.03 |0041|Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
APK PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik |Jumlah Anak usia 5-6 Tahun yang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 79% 1 Paket 38,79 % 119.997.400,00| Dana Transfer Umum- Jumlah 1 Paket 120.000.000,00
APK Pendidikan Kesetaraan yang Tersedia berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 13% 100 % Dana Alokasi Umum Perlengkapan
APK Pendidikan Dasar anak usia dini (APS) 98 % 55,48 % Peserta Didik
Peningkatan proporsi Jumlah Satuan 100 % yang Tersedia
PAUD yang mendapatkan minimal
Akreditasi B
Persentase Target Sasaran yang
memiliki pemahaman yang baik
tentang Stunting di lokasi Prioritas
Pertumbuhan pendidik PAUD yang
memiliki kualifikasi akademik paling
rendah D-IV/S1
1 01 |02 |2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 159.999.000,00 160.000.000,00
1 01 |02 |2.04 |0016|Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
APK Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang |Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 6 Satuan 100 % 30.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Sekolah |6 Satuan 30.000.000,00
APK PAUD Nonformal/Kesetaraan yang berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 79% Pendidikan Dana Alokasi Umum Nonformal/Keset | Pendidikan
APK Pendidikan Kesetaraan Dilaksanakan Pembinaan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) 13% araan yang
Kelembagaan dan Manajemen Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1 01 |02 [2.04 |0017|Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
APK Pendidikan Dasar Jumlah Sekolah Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang |Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 6 Satuan 100 % 30.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Sekolah |6 Satuan 30.000.000,00
APK PAUD Nonformal/Kesetaraan yang berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 79% Pendidikan Dana Alokasi Umum Nonformal/Keset | Pendidikan
APK Pendidikan Kesetaraan Mengelola Dana BOP kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) 13% araan yang
Mengelola Dana
BOP
1 01 |02 [2.04 [0027|Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan




DINAS PENDIDIKAN KAB. KAPUAS

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
APK Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, [Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1 Dokumen 100 % 20.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 20.000.000,00
APK PAUD Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi | berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 79% Dana Alokasi Umum Hasil Koordinasi,
APK Pendidikan Kesetaraan Layanan di Bidang Pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) 13% Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
1 01 |02 [2.04 |0036|Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
APK Pendidikan Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik |Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 98 % 1 Paket 100 % 79.999.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah 1 Paket 80.000.000,00
APK PAUD yang Tersedia berpartisipasi dalam pendidikan Semua Kel/Desa 79% Dana Alokasi Umum Perlengkapan
APK Pendidikan Kesetaraan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) 13% Peserta Didik
yang Tersedia
1 01 |04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1 01 |04 |2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1 01 |04 ]2.01)0001|Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Persentase tenaga kependidikan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan |Rata - rata kemampuan literasi SD Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 85 % 1 Dokumen 55,51 % 500.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 500.000.000,00
memenuhi SPM dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga |berdasarkan Asesmen Nasional Semua Kel/Desa 85% 49,46 % Dana Alokasi Umum Hasil Perhitungan
Persentase pendidik memenuhi SPM | Kependidikan Satuan Satuan Rata - rata kemampuan Numerasi 36,73 % dan Pemetaan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan SD berdasarkan Asesmen Nasional 63,06 % Pendidik dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |Rata - rata Kompetensi Literasi SMP Tenaga
berdasarkan Asesmen Nasional Kependidikan
Rata - rata kompetensi Numerasi Satuan Satuan
SMP berdasarkan Asesmen Nasional Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan
1 01 |04 ]2.01|0002|Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Persentase tenaga kependidikan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan |Rata - rata kemampuan literasi SD | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 85 % 1 Laporan 55,51 % 500.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 500.000.000,00
memenuhi SPM Penataan Pendistribusian Pendidik | berdasarkan Asesmen Nasional Semua Kel/Desa 85% 49,46 % Dana Alokasi Umum Hasil
Persentase pendidik memenuhi SPM | dan Tenaga Kependidikan Satuan Rata - rata kemampuan Numerasi 36,73 % Pelaksanaan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan SD berdasarkan Asesmen Nasional 63,06 % Penataan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |Rata - rata Kompetensi Literasi SMP Pendistribusian
berdasarkan Asesmen Nasional Pendidik dan
Rata - rata kompetensi Numerasi Tenaga
SMP berdasarkan Asesmen Nasional Kependidikan
Satuan
Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keset
araan
1 01 |05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 150.000.000,00 150.000.000,00
1 01 |05 ]2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00
1 01 |05 [2.01|0001]Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Persentase pendidikan yang Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 80 % 1 Dokumen 100 % 25.000.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 25.000.000,00
diselenggarakan masyarakat Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan | Pendidikan Dasar yang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Hasil Penilaian
memiliki izin Dasar yang Diselenggarakan oleh Diselenggarakan oleh Masyarakat Kelayakan Usul
Masyarakat Perizinan
Pendidikan Dasar
yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
1 01 |05 |2.01|0002|Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Persentase pendidikan yang Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan |Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 80 % 1 Dokumen 100 % 25.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 25.000.000,00
diselenggarakan masyarakat Per dalian dan Pendidikan Dasar yang Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Hasil
memiliki izin Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat pelaksanaan
Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan
Pengawasan
Perizinan
Pendidikan Dasar
yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat
1 01 |05 |2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00
1 01 ]05 [2.02 |0001|Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
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Persentase pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat
memiliki izin

Jumlah Dokumen Hasil Penilaian
Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
Pendidikan Nonformal yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat

Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin
PAUD dan Pendidikan Non Formal
yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat

Kab. Kapuas, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

80 %

35.000.000,00 | Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum

Hasil Penilaian
Kelayakan Usul
Perizinan PAUD
dan Pendidikan
Nonformal yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat

Jumlah Dokumen |1 Dokumen

35.000.000,00

1 01 |05 |2.02 0002

Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Persentase pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat
memiliki izin

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Pengendalian dan Pengawasan
Perizinan PAUD dan Pendidikan
Nonformal yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat

ang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin
PAUD dan Pendidikan Non Formal
yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat

Kab. Kapuas, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

80 %

35.000.000,00 | Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum

Hasil
Pelaksanaan

Pengawasan
Perizinan PAUD
dan Pendidikan
Nonformal yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat

Pengendalian dan

Jumlah Dokumen |1 Dokumen

35.000.000,00

1 01 |05 ]2.02 |0003

Persentase pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat
memiliki izin

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Keluaran Sub " .
N Hasil Kegiatan
Kegiatan
1 Dokumen 100 %
1 Dokumen 100 %
1 Dokumen 100 %

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
PAUD dan Pendidikan Nonformal
yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat

Cakupan Pelayanan Penerbitan Izin
PAUD dan Pendidikan Non Formal
yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat

Kab. Kapuas, Semua Kecamatan,
Semua Kel/Desa

80 %

30.000.000,00| Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum

Hasil Pembinaan
PAUD dan
Pendidikan
Nonformal yang
Diselenggarakan
oleh Masyarakat

Jumlah Dokumen |1 Dokumen

30.000.000,00

TOTAL

353.830.141.974,00

454.226.342.420,00

DINAS PENDIDIKAN KAB. KAPUAS



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Kapuas
Tahun 2024
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
DINAS KESEHATAN 218.872.414.150,00 169.097.410.435,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 218.872.414.150,00 169.097.410.435,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 218.872.414.150,00 169.097.410.435,00
1 02 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 187.270.409.050,00 154.959.782.435,00
1 02 |01 |2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 254.480.000,00 299.953.020,00
1 02 |01 |2.01|0001|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Dokumen Perencanaan Terlaksananya Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 8 Dokumen 100 % 113.863.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |8 Dokumen 14.560.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Perencanaan
DAERAH Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1 02 |01 [2.01 |0006|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | Terlaksananya Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 3 Laporan 100 % 107.746.100,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |3 Laporan 126.443.911,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan [ Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja [Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Capaian Kinerja
DAERAH Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 02 |01 [2.01 |0007|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Terlaksananya Perencanaan, Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 5 Laporan 100 % 32.870.900,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |5 Laporan 158.949.109,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Evaluasi Kinerja
DAERAH Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 173.405.754.300,00 142.599.353.415,00
1 02 01 ]2.02 |0001|P iaan Gaji dan Tunjangan ASN
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Orang yang Menerima Gaji | Terlaksananya administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 959 Orang/bulan | 100 % 173.255.742.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Orang 959 Orang/bulan 142.479.111.415,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |dan Tunjangan ASN Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum yang Menerima
DAERAH Gaji dan
Tunjangan ASN
1 02 |01 [2.02 |0005|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Keuangan Akhir Terlaksananya administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 3.020.000,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 3.020.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Keuangan Akhir
DAERAH Koordinasi Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1 02 |01 ]2.02 |0007|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ | Terlaksananya administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan 100 % 34.110.500,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |12 Laporan 34.110.500,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Triwulanan/ Semesteran SKPD dan | Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Keuangan
DAERAH Laporan Koordinasi Penyusunan Bulanan/
Laporan Keuangan Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Semesteran SKPD
SKPD dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran
SKPD
1 02 |01 [2.02 |0008|Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Dokumen Pelaporan dan Terlaksananya administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 12 Dokumen 100 % 112.881.800,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |12 Dokumen 83.111.500,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Analisis Prognosis Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Pelaporan dan
DAERAH Anggaran Analisis
Prognosis
Realisasi
Anggaran
1 02 |01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000,00 25.000.000,00
1 02 |01 [2.03 [0004|Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS




DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program N Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target
Kegiatan
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, - Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 100.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 25.000.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Pengawasan, dan Pengendalian Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Hasil Pembinaan,
DAERAH Barang Milik Daerah pada SKPD Pengawasan, dan
Pengendalian
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
1 02 |01 |2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00
1 02 |01 [2.05|0002|Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta |Terlaksananya administrasi Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 3 Paket 100 % 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 3 Paket 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Atribut Kelengkapan Kepegawaian Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Pakaian Dinas
DAERAH beserta Atribut
Kelengkapan
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.322.814.000,00 1.322.814.000,00
1 02 |01 ]2.06 |0001|Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Komponen Instalasi Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 10.579.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 10.579.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Komponen
DAERAH yang Disediakan Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor yang
Disedi
1 02 [01 |2.06 |0002]Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Peralatan dan Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 161.303.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 161.303.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Perlengkapan Kantor yang Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Peralatan dan
DAERAH Disediakan Perlengkapan
Kantor yang
Disedi
1 02 |01 [2.06 [0003|P diaan Peralatan Rumah Tangga
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Peralatan Rumah Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 22.492.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 22.492.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Tangga yang Disediakan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Peralatan Rumah
DAERAH Tangga yang
Disediakan
1 02 |01 [2.06 |0004|Penyediaan Bahan Logistik Kantor
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor |Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Paket 100 % 0,00 Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 1 Paket 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |yang Disediakan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Bahan Logistik
DAERAH Kantor yang
Disedi
1 02 |01 [2.06 |0005|Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Barang Cetakan dan Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 2 Paket 100 % 86.770.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 2 Paket 86.770.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Penggandaan yang Disediakan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Barang Cetakan
DAERAH dan Penggandaan
yang Disediakan
1 02 |01 |2.06 |0006|Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan | Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Dokumen 100 % 65.550.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Dokumen |1 Dokumen 65.550.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Peraturan Perundang-Undangan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Bahan Bacaan
DAERAH yang Disediakan dan Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1 02 |01 [2.06 |0007|Penyediaan Bahan/Material
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Bahan/Material yang | Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 0 Paket 100 % 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 0 Paket 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Disediakan Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Bahan/Material
DAERAH yang Disediakan
1 02 |01 [2.06 |0008|Fasilitasi Kunjungan Tamu
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan | Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Laporan 100 % 50.000.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |1 Laporan 50.000.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Tamu Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Fasilitasi
DAERAH Kunjungan Tamu
1 02 |01 |2.06 |0009|Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Penyelenggaraan Terlaksananya administrasi Umum | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan 100 % 926.120.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |12 Laporan 926.120.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyelenggaraan
DAERAH SKPD Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
1 02 |01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 110.174.750,00 0,00
1 02 |01 [2.07 |0002|Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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Kegiatan
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Unit Kendaraan Dinas Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit 0% 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Operasional atau Lapangan yang Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kendaraan Dinas
DAERAH Disediakan Pemerintah Daerah Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan
1 02 |01 [2.07 |0005|Pengadaan Mebel
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit 0% 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Paket 0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Mebel yang
DAERAH Pemerintah Daerah Disediak
1 02 |01 [2.07 |0006|Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit 0% 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Lainnya yang Disediakan Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Peralatan dan
DAERAH Pemerintah Daerah Mesin Lainnya
yang Disediakan
1 02 |01 [2.07 |0007|Pengadaan Aset Tetap Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang | Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit 0% 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Unit Aset [0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Disediakan Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Tetap Lainnya
DAERAH Pemerintah Daerah yang Disediakan
1 02 |01 ]2.07 |0009|Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Unit Gedung Kantor atau Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit 0% 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Bangunan Lainnya yang Disediakan |Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Gedung Kantor
DAERAH Pemerintah Daerah atau Bangunan
Lainnya yang
Disedi
1 02 |01 [2.07 |0010|Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Unit Sarana dan Prasarana | Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit 0% 78.213.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Gedung Kantor atau Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Sarana dan
DAERAH Lainnya yang Disediakan Pemerintah Daerah Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disedi
1 02 |01 [2.07 |0011|Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Unit Sarana dan Prasarana | Terlaksananya Pengadaan Barang Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 1 Unit 0% 31.961.750,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Unit 1 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Pendukung Gedung Kantor atau Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum, Sarana dan
DAERAH Bangunan Lainnya yang Disediakan |Pemerintah Daerah Dana Transfer Khusus- Prasarana
Dana Alokasi Khusus Pendukung
Fisik Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disedi
1 02 |01 |2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.067.924.000,00 9.703.400.000,00
1 02 |01 |2.08 |0001|Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Jasa Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 2 Laporan 100 % 21.600.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |2 Laporan 21.600.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Surat Menyurat Penunjang Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa
DAERAH Daerah Surat Menyurat
1 02 |01 [2.08 |0002|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Jasa Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan 100 % 1.046.324.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |12 Laporan 581.800.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penunjang Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa
DAERAH Listrik yang Disediakan Daerah Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
1 02 |01 |2.08 |0003|Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Jasa Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 0 Laporan 100 % 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |0 Laporan 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Penunjang Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa
DAERAH yang Disediakan Daerah Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
1 02 |01 [2.08 |0004|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Jasa Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 12 Laporan 100 % 10.000.000.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Laporan |12 Laporan 9.100.000.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Pelayanan Umum Kantor yang Penunjang Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa
DAERAH Disediakan Daerah Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
1 02 (01 |2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.009.262.000,00 1.009.262.000,00
1 02 |01 [2.09 [0002|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan




DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
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TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Barang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % 174.710.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah 1 Unit 174.710.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Operasional atau Lapangan yang Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kendaraan Dinas
DAERAH Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | Pemerintahan Daerah Operasional atau
Perizinannya Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
1 02 |01 |2.09 [|0006|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 3 Unit 100 % 271.090.000,00 [ Dana Transfer Umum- Jumlah Peralatan |3 Unit 271.090.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |yang Dipelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum dan Mesin
DAERAH Pemerintahan Daerah Lainnya yang
Dipelihara
1 02 |01 ]2.09 |0009|Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Gedung Kantor dan Terlaksananya Pemeliharaan Barang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 1 Unit 100 % 563.462.000,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Gedung |1 Unit 563.462.000,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Bangunan Lainnya yang Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum Kantor dan
DAERAH Dipelihara/Direhabilitasi Pemerintahan Daerah Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
1 02 01 ]2.09 |0010|Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Barang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 26 Unit 100 % 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Sarana 26 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH |Gedung Kantor atau Bangunan Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum dan Prasarana
DAERAH Lainnya yang Pemerintahan Daerah Gedung Kantor
Dipelihara/Direhabilitasi atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
1 02 |01 |2.09 |0011|Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Barang | Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 100 % 0 Unit 100 % 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah Sarana 0 Unit 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Pendukung Gedung Kantor atau Milik Daerah Penunjang Urusan Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum dan Prasarana
DAERAH Bangunan Lainnya yang Pemerintahan Daerah Pendukung
Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi
1 02 [01 |2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00
1 02 |01 [2.10 |0001|Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
TERCAPAINYA PROGRAM Jumlah BLUD yang Menyediakan Terlaksananya Peningkatan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 0 Unit Kerja 0% 0,00| Dana Transfer Umum- Jumlah BLUD 0 Unit Kerja 0,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Pelayanan BLUD Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum yang
DAERAH Menyediakan
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
1 02 |02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 30.262.179.850,00 13.436.660.000,00
1 02 |02 |2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.080.000.000,00 331.642.000,00
1 02 |02 |2.01 |0001|Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
TERLAKSANANYA PROGRAM Jumlah Rumah Sakit Baru yang Tersedianya Penyediaan fasilitas Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 1 Unit 0% 0,00| Dana Transfer Khusus- Jumlah Rumah 1 Unit 0,00
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Memenuhi Rasio Tempat Tidur pelayanan kesehatan untuk UKM Semua Kel/Desa 0% 0% Dana Alokasi Khusus Sakit Baru yang
PERORANGAN DAN UPAYA Terhadap Jumlah Penduduk Minimal | dan UKP kewenangan daerah 0% 0% Fisik Memenuhi Rasio
KESEHATAN MASYARAKAT 1:1000 kabupaten/kota 0% Tempat Tidur
TERLAKSANANYA PEMENUHAN Tersedianya Penyediaan Fasilitas 0% Terhadap Jumlah
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Pelayanan Kesehatan untuk UKM Penduduk
DAN UPAYA KESEHATAN dan UKP Kewenangan Daerah Minimal 1:1000
MASYARAKAT Kabupaten/Kota
TERLAKSANANYA PROGRAM Tersedianya Penyediaan Fasilitas
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Pelayanan Kesehatan untuk UKM
PERORANGAN DAN UPAYA dan UKP Kewenangan Daerah
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
Cakupan sarana dan prasarana
fasilitas kesehatan
Persentase desa/kelurahan stop
Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) atau Open Defaction Free
(ODF)
1 02 |02 [2.01 |0002|Pembangunan Puskesmas
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TERLAKSANANYA PROGRAM Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat | Tersedianya Penyediaan fasilitas Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 1 Unit 0% 0| Dana Transfer Umum- Jumlah Pusat 1 Unit 0,00
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN (Puskesmas) yang Dibangun pelayanan kesehatan untuk UKM Semua Kel/Desa 0% 0% Dana Alokasi Umum, Kesehatan
PERORANGAN DAN UPAYA dan UKP kewenangan daerah 0% 0% Dana Transfer Khusus- Masyarakat
KESEHATAN MASYARAKAT kabupaten/kota 0% Dana Alokasi Khusus (Puskesmas) yang
TERLAKSANANYA PEMENUHAN Tersedianya Penyediaan Fasilitas 0% Fisik Dibangun
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Pelayanan Kesehatan untuk UKM
DAN UPAYA KESEHATAN dan UKP Kewenangan Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Kota
TERLAKSANANYA PROGRAM Tersedianya Penyediaan Fasilitas
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Pelayanan Kesehatan untuk UKM
PERORANGAN DAN UPAYA dan UKP Kewenangan Daerah
KESEHATAN MASYARAKAT Kabupaten/Kota
Cakupan sarana dan prasarana
fasilitas kesehatan
Persentase desa/kelurahan stop
Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) atau Open Defaction Free
(ODF)
0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
TERLAKSANANYA PROGRAM Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Penyediaan fasilitas Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, 0% 3 Unit 0% 1.271.382.400,00 | Dana Transfer Umum- Jumlah Fasilitas |3 Unit 0,00
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN yang Dibangun pelayanan kesehatan untuk UKM Semua Kel/Desa 0% 0% Dana Alokasi Umum, Kesehatan
PERORANGAN DAN UPAYA dan UKP kewenangan daerah 0% 0% Dana Transfer Khusus- Lainnya yang
KESEHATAN MASYARAKAT kabupaten/kota 0% Dana Alokasi Khusus Dibangun
TERLAKSANANYA PEMENUHAN Tersedianya Penyediaan Fasilitas 0% Fisik
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Pelayanan Kesehatan untuk UKM
DAN UPAYA KESEHATAN dan UKP Kewenangan Daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Kota
TERLAKSANANYA PROGRAM Tersedia